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KUTIPAN

“Bahwa keadaan pasca konflik yang sangat rapuh dan pembangunan
ekonomi yang terbatas, berpengaruh besar bagi kelestarian perdamaian di
daerah Pascakonflik. Pembangunan ekonomi perlu terus dilakukan dalam

jangka waktu yang lama untuk menjaga kelestarian perdamaian “.

(Collier, Hoeftler, dan Soderbom, 2008)
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KATA SAMBUTAN
PADUKA YANG MULIA WALI NANGGROE

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tim Kajian dan Advokasi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki
pada 15 Agustus 2005 dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No-
mor 11 tahun 2006 yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR
Aceh) telah menyelesaikan dua buah naskah akademik, yaitu kajian yang ber-
sifat normatif (doktrinal) dari MoU Helsinki dan UUPA dan kajian dari MoU
Helsinki dan UUPA yang bersifat implementatif (empiris).

Buku ini akan menjadi salah satu referensi yang bersifat akademis bagi
berbagai pihak, dalam melihat status hukum dan implementasi serta tantangan
yang dihadapi dalam pelaksanaan kekhususan Aceh, dari kesepakatan damai
antara pihak Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan pihak Gerakan Aceh
Merdeka (GAM), melalui Perjanjian MoU Helsinki yang ditandatangani pada
15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, serta kedudukan UUPA dengan regu-
lasi yang tersedia dan implikasinya, setelah 15 tahun damai Aceh (2005 - 2020).

Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada tim kajian dan advokasi,
yang terdiri dari praktisi dan akademisi yang berintegritas dan kompeten, juga
kepada Pimpinan dan anggota DPR Aceh yang telah memprakarsai lahirnya
naskah akademik ini. Sangat penting ada dokumen sejarah yang ditulis secara
akademis dan independen tentang apa yang telah dicapai dalam Perjanjian Da-
mai MoU Helsinki serta UUPA dan implementasinya, sebagai bentuk kese-
pakatan penyelesaian konflik Aceh yang telah berlangsung sejak 4 Desember
1976 s.d 15 Agustustus 2005, dalam rentang waktu hampir 30 tahun yang telah
mengorbankan banyak nyawa dan harta dari kedua belah pihak GAM dan RI

serta masyarakat sipil lainnya di Aceh.
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Perjanjian damai ini dicapai dalam situasi dan kondisi yang tidak mudah
serta dalam jangka waktu yang panjang bagi kedua belah pihak, dimulai sejak
tahun 1999 lalu yang diinisiasi oleh Presiden K.H. Abdurahman Wahid sebagai
Presiden Republik Indonesia ketika itu dengan difasilitasi oleh Henry Dunant
Centre for Humanitarian Dialogue (HDC) — Geneva, Switzerland, dengan ketu-
anya Mr. Martin Griffiths. Komitmen damai dimulai sejak bulan Mei 2000 di
Geneva dan Juni 2000 di Banda Aceh.

Setelah hampir 3 tahun perundingan berjalan diantara kedua pihak dan
disebabkan kekerasan yang terus berlanjut dilapangan, pemerintah Jepang
bersama merika Serikat dan di dukung World Bank serta Dana Moneter In-
ternational (International Monetary Fund — IMF), menginisiasi kelanjutan
pembicaraan diantara kedua pihak (GAM-RI) dalam Tokyo Meeting, dimana
Negara Jepang bertindak sebagai Ketua Komite Bersama (Joint Council) seka-
ligus sebagai tuan rumah pada tanggal 18 Mei 2003 di Tokyo, Jepang. Namun
pembicaraan kedua pihak menemui jalan buntu, dan Pemerintah Republik In-
donesia kemudian memberlakukan darurat militer untuk Aceh pada tanggal 20
Mei 2003.

Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Wakil Presiden H. Ju-
suf Kalla, menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
periode 2004- 2009, Pemerintah Republik Indonesia mencoba merintis kembali
pembicaraan untuk menghentikan Perang Aceh. Dan dengan terjadinya ben-
cana tsunami Aceh pada 26 Desember 2004, secara spontan juga pihak interna-
sional terutama Pemerintah Amerika Serikat, Uni Eropa, United Nation (UN)
serta berbagai negara dan pihak lainnya, mendesak kedua pihak GAM dan Pe-
merintah Republik Indonesia untuk melanjutkan perundingan damai diantara
keduanya, guna penyelesaian konflik dan penanganan korban bencana tsunami
Aceh. Perundingan diantara Kedua Pihak GAM dan RI dengan difasilitasi Crisis
Management Initiative (CMI), Finlandia yang diketuai oleh mantan Presiden
Finlandia Mr. Martti Ahtissari dimulai sejak Januari-Agustus 2005. Dalam 5

kali periode perundingan dicapai komitmen penyelesaian konflik Aceh melalui
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kesepakatan damai MoU Helsinki yang ditandatangani oleh kedua pihak pada
15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia .

Kesepakatan tersebut menciptakan sistem dan metode baru hubungan
antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh, yang di dukung sepenuhnya
oleh masyarakat internasional. perjanjian ini disamping memberikan kewenan-
gan-kewenangan luas untuk Aceh, juga memberikan konstribusi positif untuk
stabilitas keamanan dan politik di Indonesia dan regional, serta menjadi model
baru demokrasi di Indonesia dengan penghormatan terhadap hak asasi manu-
sia, khususnya hak-hak sipil dan politik dan mengenai hak-hak ekonomi, sosial
dan budaya, sesuai konvenan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),
sekaligus dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia telah menyumbang
model bagi perdamaian dunia.

Dalam kesempatan ini, kami atas nama pihak yang terlibat dalam proses
perjanjian damai Aceh, sekali lagi mengucapkan terima kasih yang dalam,
khususnya kepada Crisis Mangement Initiative (CMI), yang dalam hal ini ada-
lah Presiden Mr. Martti Ahtissari, Uni Eropa, ASEAN, semua negara dan lem-
baga internasional serta pihak- pihak lain yang mendukung penyelesaian konf-
lik Aceh, sehingga tercapainya kesepakatan damai MoU Helsinki pada tanggal
15 Agustus 2005 lalu, di Helsinki, Finlandia.

Perjanjian ini masih membutuhkan dukungan Anda semua, rakyat Aceh
dan masyarakat Indonesia, utamanya dari pemerintah pusat Republik Indone-
sia untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan

dan bermartabat bagi semua, sesuai dengan komitmen dan harapan.

Wali Nanggroe Aceh

TGK. MALIK MAHMUD AL HAYTHAR
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KATA SAMBUTAN
KETUA DPR ACEH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Maha Puji Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya seh-
ingga buku Kajian dan Advokasi MoU Helsinki dan UUPA Dalam Aspek
Normatif (Doktrinal) yang bermula dari naskah akademik dapat disele-
saikan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Selain itu tidak lupa
bacaan salawat untuk selalu diucapkan untuk Nabi Muhammad SAW
yang telah berjasa dalam melakukan dan mempengaruhi transformasi
besar kebudayaan dan peradaban manusia.

Buku kajian dan advokasi ini adalah untuk mengingatkan kem-
bali bahwa semangat klausul Memorandum of Understanding (MoU)
Helsinki yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh
(UUPA), Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 terkesan diterjemah-
kan tidak sesuai kepentingan dan harapan rakyat Aceh. Sejak penan-
datanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 yang telah berusia
hampir 15 tahun lamanya, kondisi Aceh tidak memperlihatkan ke-
majuan yang signifikan. Aceh dihadapkan pada fakta keterpurukan
ekonomi dengan lemahnya daya beli masyarakat, sulitnya mencari
pekerjaan, dan tingginya angka kemiskinan hingga Aceh masuk dalam
kategori provinsi termiskin di Sumatera. Sungguh miris! Kondisi di
Aceh bertentangan dengan dasar-dasar berpikir logika hingga meng-
herankan masyarakat dunia. Bagaimana bisa, dengan limpahan dana
otonomi khusus yang mencapai puluhan triliun tapi rakyatnya miskin
(pernah disampaikan Dr. Syurkani Ishak Kasim, Direktur Eksekutif
Asian Development Bank).
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Dengan realitas yang dihadapi Aceh saat ini maka memunculkan
ide dari sejumlah kalangan untuk melakukan revisi kembali UUPA
agar sesuai dengan semangat MoU. Rencana revisi ini telah masuk da-
lam program prioritas, Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPD RI
2020-2024. Tim kajian dalam penulisan buku ini telah menguraikan,
dari 71 pasal yang termuat dalam MoU Helsinki, setidaknya terdapat
10 pasal yang sampai saat ini belum terealisasi dalam UUPA.

Rangkaian tahapan hingga proses tercapainya perjanjian damai
antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka adalah suatu
rangkaian diakronis dan ideografis dari sebuah peristiwa politik. Hal
yang perlu kita pikirkan, jangan sampai rencana perubahan ini malah
makin membuat orang Aceh semakin cenderung berpikir politis atau
cenderung mempolitisasi respon kebijakan, semakin tidak dapat ber-
pikir mengenai bagaimana melakukan economic and sosial develop-
ment di Aceh dengan kemampuan dan kekhasan sendiri. Politik di
Aceh sejauh ini tidak berdampak positif terhadap pertumbuhan dan
pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapa-
ngan kerja yang sangat diperlukan supaya hadir kesejahteraan di Aceh.

Karena rencana revisi ini telah masuk dalam Prolegnas maka
bagaimana agar rencana revisi ini dapat menjadikan Pemerintahan
Aceh lebih memiliki kepedulian terhadap semua isu-isu tadi dan men-
cari jalan lain. Jadi bukan sekedar untuk mengabadikan tetesan angga-
ran yang selama ini pun tidak berjejak kuat pada pembangunan Aceh.

Hal yang perlu kita ketahui, sejak MoU Helsinki disepakati, suka
atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, MoU Helsinki telah menjadi
“hukum tertinggi” dalam masyarakat Aceh. Segala sesuatu menyang-
kut hajat hidup orang banyak selalu dikaitkan dengan semangat MoU.
Ia menjadi basic law atau Undang-Undang Dasar (UUD) bagi Aceh.

Membicarakan MoU Helsinki membawa kita berada di antara
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mengingatkan atau melupakan. Dapatkah konflik atau peristiwa seja-
rah yang terjadi di Aceh hampir 30 tahun lamanya (1976-2005) dapat
menjadi kesadaran kolektif bagi rakyat Aceh? Mengapa peristiwa Holo-
caust dapat menjadi kesadaran kolektif yang paling diingat oleh, tidak
hanya orang Yahudi tapi juga masyarakat dunia? Atau kesadaran kolek-
tif historis yang dimiliki Jepang, China, dan Korea Selatan yang dapat
membangkitkan kesadaran kolektifnya untuk bangkit menjadi nega-
ra maju! Saya jadi teringat pemikiran Filsuf Prancis, Paul Ricoeur di
mana manusia dibekali kemampuan mengingat atau memori tapi juga
dibekali kemampuan melupakan sebuah peristiwa atau pengalaman.
Manusia mampu membuat sejarah di samping juga mampu melupa-
kan sejarah (atau a-historis). Kemauan atau kemampuan berpikir akan
mempengaruhi kita dalam menarasikan atau merekonstruksi peristi-
wa sejarah maupun mempersepsikannya. Apa yang dialami oleh orang
Aceh hanya dapat dirasakan oleh orang Aceh. Ia menjadi fitur unik
dari sebuah pengalaman yang menyuguhkan fakta diakronis, ideograf-
is, maupun empiris.

Membicarakan kembali MoU Helsinki dan UUPA berarti mer-
ekonstruksi kembali, menyambung kembali ingatan akan identitas
Aceh dengan keistimewaannya yang sempat lupa atau dilupakan oleh
kekuasaan atau kesengajaan struktural. Apa yang dialami Aceh saat ini
bukan semata kesalahan Aceh tapi juga karena ketidaktulusan nega-
ra untuk bersama-sama mengimplementasikan MoU Helsinki secara
berkeadilan dan komprehensif. Maka apabila orang bertanya kepada
saya, apakah keadilan atau pemerataan pembangunan yang harus dida-
hulukan bagi pembangunan Aceh? Maka saya akan jawab, “Keadilan!
Hak atas keadilan untuk Aceh yang tertuang dalam MoU Helsinki!”
Aceh butuh keadilan memori sebagai wujud keadilan negara pada
bangsanya.

Sebagai penutup kata pengantar ini, kami sangat berterima kasih
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kepada tim kajian ini yang telah berkerja dengan penuh dedikasi hing-
ga buku ini dapat diterbitkan dan dipersembahkan untuk seluruh
rakyat Aceh. Semoga dapat terus berkarya demi kecerdasan Rakyat
Aceh. Karena buku berfungsi sebagai edukatif, instruktif, inspiratif,

dan juga rekreasi.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kema DPR

H. Dahlan Jamaluddin. S.IP
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KATA PENGANTAR
TIM KAJIAN DAN ADVOKASI

Bismillahirahmanirrahim.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, serta
shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Tim kajian dan advokasi Memorandum of Understanding (MoU)
Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang diben-
tuk terakhir dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Aceh Nomor: 38/ PMP/DPRA/2019, tanggal 20 September 2019. Dengan
dukungan semua pihak, telah dapat menyelesaikan naskah akademik beru-
pa buku yang kami pisahkan menjadi dua buah riset atau penelitian, yaitu
buku pertama (satu), memuat hasil penelitian/kajian yang bersifat norma-
tif (doktrinal) dari naskah MoU dan UUPA, serta buku kedua (dua) yang
memuat hasil penelitian/kajian yang bersifat implementatif (empiris).

kedua buku ini diharapkan akan dapat menjadi salah satu referensi
bagi berbagai pihak dalam melihat status hukum dan implementasi serta
tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kekhususan Aceh, dari per-
janjian damai antara pihak Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan
pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM), melalui kesepakatan damai MoU
Helsinki yang ditanda tangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki,
Finlandia.

Penelitian ini dilaksanakan Maret-Desember 2019. Dalam waktu yang
tersedia tersebut, kami mencari data melalui wawancara para pihak yaitu

Pemerintah RI dan pihak GAM, studi pustaka dan telaah hasil sidang pari-
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purna DPR-RI serta penyebaran kuisioner secara sampling yang meliputi 9
kabupaten/kota di Aceh, mendapatkan pendapat ahli, serta mewawancarai
dinas/satuan kerja pemerintahan di Aceh dan lembaga/kementerian ter-
kait di Jakarta. Rencana penelitian/riset ke beberapa negara dan lembaga
di luar negeri yang terlibat dalam proses penandatanganan MoU Helsinki,
tidak dapat kami laksanakan, disebabkan prosedur dan keterbatasan waktu
yang tersedia.

Naskah akademik ini kami harapkan juga dapat menjadi dokumen
sejarah ditandatanganinya Kesepakatan MoU Helsinki yang merupakan
hasil perjuangan panjang rakyat Aceh dalam konflik yang hampir selama
30 tahun, guna memposisikan dirinya dalam bentuk baru hubungan antara
Aceh dengan pemerintah pusat di Jakarta. Kewenangan-kewenangan yang
besar dan khusus, serta pola baru pembagian pendapatan antara Aceh dan
Jakarta, menjadi tantangan baru dimasa depan untuk dapat diselesaikan,
guna memenuhi azas dan landasan perdamaian Aceh, yang adil, sejahtera
dan bermartabat bagi semua.

Komitmen kedua pihak, Pemerintah Republik Indonesia dan Gera-
kan Aceh Merdeka, yang tidak akan mengambil tindakan yang tidak kon-
sisten dengan kesepakatan MoU Helsinki tersebut, menjadi modal kuat
bagi kedua pihak dalam proses komunikasi dan hubungan berkelanjutan.

Naskah akademik ini masih membutuhkan masukan yang diperlu-
kan dar pihak-pihak yang terlibat dan mengetahui detail proses dan ha-
sil kesepakatan yang dicapai, utamanya dari Fasilitator Crisis Mangement
Centre (CMI), yang dalam hal ini adalah Presiden Mr Marti Ahtasaary,
Uni Eropa ASEAN, pakar hukum internasional dan pihak- pihak lain yang
mendukung, sehingga tercapainya kesepakatan damai MoU Helsinki pada
tanggal 15 Agustus 2005 lalu di Helsinki - Finlandjia.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang tel-
ah memberikan konstribusi nya dalam penulisan naskah ini, terutama ke-

pada pimpinan serta seluruh fraksi dan anggota DPR Aceh, dalam periode
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kepemimpinan Tgk Muharuddin, Tgk Muhammad Sulaiman dan sekarang
Dahlan Jamaluddin, sekretaris dan staf sekretariat DPR Aceh, semoga Al-
lah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amiiin.

TIM KAJIAN DAN ADVOKASI MoU DAN UUPA
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SURAT ELEKTRONIK DARI MAJOR
GENERAL (RET) JAAKKO OKSANE

Major General (ret) Jaakko Oksanen,
Tanggapan melalui elektronik mail yang dikirmkan untuk tim kajian dan
advokasi MoU Helsinki dan UUPA - untuk daftar wawancara yang dikirim
tim melalui Dr. M Ya’kub Aiyub Kadir.

Yang Terhormat;
Dr. M Ya'kub Aiyub Kadir

Saya harap semuanya baik-baik saja dengan Anda dan dengan kolega Anda,
dan mohon maaf atas keterlambatan tanggapan dari saya.

Selama proses negosiasi damai Aceh, peran saya adalah sebagai penasihat
keamanan dan pertahanan untuk Presiden Ahtisaari.

Setelah itu saya menjabat sebagai wakil kepala operasi dalam misi peman-
tauan, dan kemudian sebagai koordinator negara dalam proyek tindak lan-
jut perdamaian Aceh.

Yang terhormat Pak Doktor, saya percaya Anda mengerti bahwa latar be-
lakang dan posisi saya dalam proses perdamaian tidak memungkinkan saya
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam daftar wawancara yang
anda kirimkan.

Informasi untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut berada di pihak negosiasi,
dan delegasi mereka.

Saya senang mendengar bahwa tim penelitian dan advokasi ini dibentuk.
Ini sangat sesuai dengan prinsip kepemilikan lokal atas proses perdamaian.
Ini juga merupakan forum diskusi yang sangat dibutuhkan untuk menjaga

proses perdamaian tetap hidup dan berlanjut sehingga persoalan-persoalan
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yang masih belum tuntas dapat diselesaikan di antara para pihak penan-
datangan.

Saya telah melampirkan laporan tindak lanjut yang merupakan hasil dari
diskusi Kelompok terfokus selama dua setengah tahun, antara para pihak
penandatangan dan CMI sebagai pihak ketiga yang hadir.

Saya harap tim Anda berhasil mengaktifkan kembali proses semacam ini,
tanpa pihak ketiga dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul satu
per satu.

Semoga sukses selalu untuk Anda dan tim.

Pekerjaan tim riset dan advokasi ini sangat kami hargai.

Jaakko Oksanen
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RINGKASAN EKSEKUTIF
(EXECUTIVE SUMMARY)

Latar Belakang Kajian

Konflik dan damai mengandung sejumlah misteri. Konflik yang berskala
besar seringkali tidak dapat dipahami secara mendalam kecuali yang nampak
secara kasat mata seperti penembakan, pembunuhan, dan tindakan kekerasan
lainnya. Konflik yang berlangsung lama tetapi berakhir di meja perundingan
juga tak jarang menimbulkan pertanyaan, bagaimana damai bisa dicapai tanpa
kekerasan?

Konflik dan perdamaian di Aceh memberikan banyak inspirasi sekaligus
bahan kajian bagaimana seharusnya konflik disikapi dan diakhiri. Sejarah konf-
lik yang amat panjang di Aceh sesungguhnya memberi sinyal-sinyal yang patut
direnungi. Tidak ada konflik yang tidak dapat diselesaikan secara damai sela-
ma para pihak yang berkonflik memiliki iktikad dan ikut berkontribusi untuk
mewujudkan perdamaian. Proses damai di Aceh membuktikan selalu tersedia
jalan untuk mewujudkan perdamaian tanpa harus berperang.

Tentu saja, tidak ada satupun pihak yang ingin kembali dalam kondisi
konflik yang penuh ketidakpastian dan penderitaan itu. Semua pihak harus
menolak setiap upaya yang bertujuan mencederai perdamaian. Konflik dan
kekerasan tidak akan memberi arti apa-apa bagi kehidupan dan masa depan
kemanusiaan. Karenanya, selalu harus ditumbuhkan keyakinan bahwa damai
harus diperjuangkan, diwujudkan, dan dirawat sepanjang waktu.

Merujuk pada kilas balik konflik yang terjadi di Aceh sebagai Provinsi
terujung Barat Indonesia, terdapat perjalanan sejarah dan babakan yang cukup
panjang. Dimulai dari “Perang Kaum Republikan” dibawah Pimpinan Teungku

Daud Beureueh yang dikenal dengan Pemberontakan DI/ TII Aceh (1953).
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Perang yang digelorakan sebagai perlawanan atas pencabutan status Aceh dari
provinsi menjadi keresidenan dari Sumatera Utara (Perpu No.5/1959) ini me-
newaskan tidak kurang dari 4.000 orang putra Aceh. Mereka gugur sebagai
pahlawan dan syahid (Ahmad, 2006).

Dalam perjalanan sejarah republik ini, terjadi lagi perlawanan Gerakan
Aceh Merdeka (GAM) terhadap Pemerintah RI. Perlawanan ini dipicu oleh per-
lakuan pemerintah pusat (Jakarta) yang dinilai tidak mengindahkan nilai-nilai
keadilan. Perlawanan ini pula yang menimbulkan konflik politik dan konflik
bersenjata selama tidak kurang dari tiga dekade. Konflik dalam kurun waktu
yang relatif lama ini telah menyebabkan Aceh dan masyarakatnya nyaris selalu
berada dalam kegelapan. Penyelenggaraan pemerintahan terganggu dan pem-
bangunan pun terhambat. Upaya memajukan daerah dan memperbaiki kese-
jahteraan masyarakat Aceh nyaris tak membuahkan hasil sesuai harapan.

Kehidupan ini memang selalu diselingi pasang surut. Konflik tidak selalu
untuk diabadikan. Upaya meredam konflik antara GAM dan Pemerintah RI
terus diupayakan. Perundingan pun dilakukan berulang-ulang. Dimulai dari
dialog yang menghasilkan 2 hal penting, berupa jeda kemanusiaan selama
enam bulan dalam dua tahap, berikutnya Perpu Tentang Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2000 (Ahmad, 2006).

Proses mewujudkan perdamaian telah dirintis sejak Tahun 2000, yaitu
pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Proses pe-
rundingan yang soft power ini difasilitasi oleh Henry Dunant Centre (HDC) dan
melahirkan Jeda Kemanusiaan I dan II (Joint Understanding on Humanitarian
Pause For Aceh). Ikutannya melahirkan moratorium konflik yang ditandatan-
gani pada 12 Mei 2000 di Jenewa, Swiss. Jeda kemanusiaan ini sendiri berakhir
pada 15 Januari 2001 dengan tidak menghasilkan kemajuan apapun. Bahkan,
keamanan Aceh semakin tidak stabil (Suryokusumo, 2007).

Pada perundingan 9 Desember 2002, para pihak menyepakati beberapa
poin penting untuk menghentikan konflik di Aceh. Kedua belah pihak sepakat
tidak lagi meningkatkan intensitas militer, mendukung proses dialog inklusif
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yang difasilitasi oleh HDC, dan membentuk JSC (Joint Security Council). JSC
beranggotakan para perwira senior TNI mewakili Pemerintah Indonesia, peja-
bat GAM, dan pihak ketiga yang ditunjuk oleh kedua belah pihak.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menghentikan konflik,
namun belum mampu menciptakan kondisi yang kondusif di Aceh. Pada 17 Mei
2003 pihak HDC kembali mengundang kedua belah pihak untuk berunding di
Tokyo. Waktu itu, Pemerintah RI mengajukan tiga syarat perundingan, yaitu
GAM mengakui NKRI, menerima otonomi khusus sesuai UU No.18/2001, dan
meletakkan senjata. Namun, pihak GAM menolak. Akhirnya, Presiden Mega-
wati Soekarnoputri membatalkan perundingan tersebut dan mengeluarkan ke-
bijakan untuk menerapkan operasi militer di Aceh pada 19 Mei 2003 (Djumala,
2013).

Beberapa upaya dari pemerintah dan lembaga asing yang terlibat dalam
mewujudkan perdamaian selalu kandas. Di sisi lain, situasi daerah semakin hari
semakin tidak stabil. Kondisi masyarakat dalam keseharian kian mencekam dan
terpuruk. Pemerintah melalui rekomendasi DPR RI menerbitkan Keputusan
Presiden (Keppres) selaku Penguasa Darurat Militer Pusat No. 43 tahun 2003
tanggal 16 Juni 2003, yang menetapkan status keadaan bahaya dengan tingka-
tan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Status ini
diberlakukan selama enam bulan untuk tahap I dan selanjutnya diperpanjang
selama enam bulan berikutnya (tahap II).

Selama pemberlakuan status ini banyak berjatuhan korban jiwa, baik dari
pihak GAM, maupun TNI/POLRI dan masyarakat sipil. Dalam status darurat
tahap ke I ini pemerintah dapat melaksanakan pesta demokrasi berupa pemilu
legislatif, termasuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 5 April 2004.

Kemudian, status diturunkan dari darurat militer menjadi keadaan daru-
rat dengan status darurat sipil mulai 9 Mei 2004 sesuai rekomendasi DPR RI
yang tertuang dalam Kepres No. 43 Tahun 2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang
pernyataan perubahan status keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan daru-

rat militer menjadi keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil di
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Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Status ini berlaku selama enam bulan
tanpa menghentikan operasi terpadu dan tidak diikuti pengurangan pasukan
di Aceh (Ahmad, 2006). Berikutnya, diperpanjang ke tahap berikutnya sela-
ma enam bulan melalui Perpres Nomor 2 tahun 2004 tentang pernyataan per-
panjangan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam. Perpres ini berlaku efektif mulai 19 November
2004 yang dievaluasi setiap bulan dan dapat dicabut tiap saat (Ahmad, 2006).
Sebagai tambahan, selama berlakunya keadaan darurat sipil tahap I telah di-
gelar pemilihan Presiden, yaitu putaran pertama tanggal 5 Juli 2004 dan putaran
kedua tanggal 20 September 2004.

Selama satu tahun masa penerapan darurat militer, ternyata perlawanan
GAM tidak mampu dihentikan, meskipun tidak kurang dari 1.963 pasukan
GAM telah tewas dan 1.276 pucuk senjata dari berbagai jenis disita (Kontras,
2006). Disebabkan pemerintah belum berhasil menumpas pasukan GAM,
maka pada 19 Mei 2004 kembali memperpanjang status darurat sipil di Aceh.
Kondisi ini berlangsung hingga terjadinya bencana dahsyat gempa dan Tsuna-
mi pada 26 Desember 2004.

Melihat kondisi Aceh yang ditimpa bencana gempa dan Tsunami dengan
ratusan ribu masyarakat menjadi korban, ditambah desakan dari berbagai pi-
hak, akhirnya Pemerintah RI sepakat menghentikan konflik di Aceh yang telah
berlangsung sejak 1976 itu. Kali ini, perundingan dimediasi oleh CMI (Crisis
Management Initiative) yang dipimpin Martti Ahtisaari. Melalui perundingan
yang alot, pada 15 Agustus 2005 dicapai MoU Helsinki yang menghasilkan kes-
epakatan dari kedua belah pihak untuk menghentikan pertikaian dan menyele-
saikan konflik Aceh dengan damai.

Terjadinya bencana dahsyat gempa bumi dan gelombang Tsunami pada
26 Desember 2004 lalu telah membuka babak baru kehidupan daerah dan mas-
yarakat Aceh. Status diubah menjadi tertib sipil. Dalam kondisi ini bidang kea-
manan tetap dikendalikan oleh pihak aparat keamanan (Polri dan TNI). Di saat

yang sama, berbagai bantuan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi daerah
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Aceh yang mengalami kehancuran hebat akibat bencana gempa dan Tsunami
pun dapat tersalurkan sesuai harapan. Tanpa ini tidak mungkin proses penan-
ganan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut dapat dilakukan.

Terjadinya bencana alam yang menimpa daerah ini memunculkan ga-
gasan, hasrat, dan harapan untuk mewujudkan perdamaian di Bumi Serambi
Mekah. Tanggal 15 Agustus 2005 adalah hari yang bersejarah, khususnya bagi
rakyat Aceh. Deraan konflik selama 30 tahun diakhiri dengan perdamaian.
Penandatanganan MoU antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka di
Helsinki dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan
hadiah untuk seluruh Bangsa Indonesia bersamaan dengan perayaan hari Ke-
merdekaan yang ke 50.

Namun demikian, perjalanan dalam mengisi perdamaian sejauh ini masih
dihadapkan pada beberapa persoalan. Proses reintegrasi, misalnya, belum ber-
jalan sesuai harapan. Sejumlah butir-butir perjanjian yang dituangkan dalam
MoU Helsinki belum termuat seluruhnya dalam UUPA. Bersamaan dengan
hal tersebut, beberapa kewenangan Aceh yang dinyatakan di dalam UUPA be-
lum terimplementasi dengan baik, salah satunya disebabkan ketiadaan aturan
pelaksanaan dan penganggaran. Dalam konteks pembangunan masih ditemui
beberapa isu yang kritikal seperti mutu pendidikan yang masih rendah, angka
kemiskinan yang tinggi dan tingkat pengangguran yang tinggi (di atas angka
rata-rata nasional), tindakan kriminalitas yang masih terjadi, dan peran partai
politik dalam pendidikan politik yang masih rendah.

Tidaklah mudah merealisasikan harapan yang memuaskan semua pihak,
apalagi dalam sebuah daerah yang pernah dilanda konflik berpuluh tahun di-
tambah dengan musibah bencana alam dahsyat gempa bumi dan tsunami . Ter-
capainya perdamaian merupakan satu hal, sementara mengisi perdamaian juga
merupakan hal yang lain. Idealnya keduanya berjalan beriringan dan simultan
serta saling melengkapi dan menutupi. Perdamaian dapat hadir disebabkan
adanya semangat dan kesepakatan untuk mengorbankan segala kepentingan

dan egoisme demi kehidupan bersama yang harmoni. Dan, agenda hidup ber-
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sama dalam keharmonisan ini yang harus dibangun menuju Aceh yang lebih
baik dan sejahtera.

Aceh yang baru terbebas dari konflik sungguh-sungguh membutuhkan
kepedulian sosial dari elemen-elemen masyarakatnya. Karenanya, dituntut
untuk memberi arti bagi perdamaian dengan mengembangkan tertib sosial
dan kesantunan sosial. Diperlukan rambu-rambu politik dan instrumen sosial
lainnya yang memastikan bahwa langkah-langkah politik yang ditempuh tidak
berpotensi menggerogoti tiang penyanggah perdamaian. Dalam konteks ini,
semua pihak diharapkan mampu memahami esensi konflik dan damai. Mereka
harus dapat melakukan transformasi kesadaran dan kepribadian publik, dari
kultur rentan konflik ke arah kultur yang menjunjung tinggi tertib sosial, rasa
aman, dan cinta kedamaian.

Untuk menjamin keberlangsungan perdamaian di Bumi Iskandar Muda
pasca penandatangan MOU Helsinki, fokus perhatian pembangunan dititik-
beratkan antara lain pada bidang ekonomi yang mengarah melalui pember-
dayaan ekonomi, serta pemberdayaan politik dan pembangunan sumber daya
manusia di daerah.

Penguatan langkah-langkah pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi
mantan GAM, korban konflik, dan masyarakat yang terkena imbas konflik
telah diupayakan dengan membentuk Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Tugas
dan fungsi utama BRA adalah mengimplementasikan butir-butir kesepakatan
pemberdayaan ekonomi bagi para korban konflik, di samping melakukan reha-
bilitasi tempat tinggal yang dianggap tidak layak.

Kemudian, melakukan pemberdayaan politik yang meliputi partisipasi
politik, akses pendidikan politik, dan budaya politik dengan membentuk partai
politik lokal (parlok). Selain itu, pemberdayaan SDM berupa layanan pendi-
dikan gratis bagi siswa mulai dari tingkat SD/MI sampai SMA/MA, termasuk
memberi perhatian serius terhadap pendidikan informal seperti pendidikan

pada dayah-dayah yang ada di Aceh.
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Dampak Konflik

Konflik yang berlangsung dalam kurun waktu tiga dekade telah
menyengsarakan kehidupan seluruh masyarakat Aceh. Keluarga korban khu-
susnya, adalah yang paling merasakan dampaknya dibanding masyarakat bi-
asa. Ketika kepala keluarga sebagai orang yang mencari nafkah selama ini ti-
dak dapat berperan optimal karena menjadi target utama dalam situasi konflik,
maka pihak perempuan yang mengambil alih tanggung jawab (suami) dalam
mencari nafkah dan memelihara anak-anak. Bahkan, banyak diantara mereka
yang ikut menjadi pasukan Inong Balee karena timbul rasa dendam akibat derita
yang dialaminya.

Menurut Zulkarnaen dan Asbar (2009), dalam banyak kasus perempuan
Aceh sering menjadi korban penyiksaan dan kekerasan seksual yang dilakukan
oleh aparat keamanan. Menurut Sihite (2003) dan Komnas Perempuan (2007)
pula, kekerasan seksual terhadap perempuan di daerah konflik dijadikan se-
bagai alat atau strategi penundukan dan penghancuran identitas lawan yang
ditargetkan.

Konflik berdampak negatif pula bagi pertumbuhan ekonomi. Berbagai
studi menyebutkan, konflik di negara berkembang telah membawa dampak
negatif bagi perekonomian dalam bentuk penurunan PDB, produksi pangan,
ekspor, serta menyebabkan kenaikan inflasi dan turunnya investasi. Akibat
turunnya investasi menyebabkan akumulasi modal fisik dan modal manusia
menjadi berkurang. Konflik ikut menyebabkan hilang atau berkurangnya sum-
ber daya ekonomi, serta terjadinya kerusakan infrastruktur ekonomi dan poli-
tik.

Dampak negatif yang besar dari konflik seringkali terasa bagi pertumbu-
han ekonomi. Bagi negara berkembang, konflik hanya mampu dikembalikan
sebagian dari kemajuan ekonomi yang dicapai sebelum terjadinya konflik.
Tragisnya, bagi kelompok negara miskin, mereka tidak mampu untuk kembali

ke tingkat kemajuan ekonomi sebelum terjadinya konflik, bahkan dapat jatuh
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ke dalam perangkap kemiskinan. Menurut studi ini, kunci agar negara miskin
pasca konflik dapat kembali bangkit perekonomiannya jalah melalui pening-
katan kualitas pendidikan yang dapat menambah akumulasi modal manusia.

Konflik berpengaruh negatif terhadap produksi pertanian dan tingkat
kehidupan rumah tangga petani. Konflik berpengaruh negatif terhadap pen-
gangguran dan partisipasi kerja serta ketenagakerjaan. Studi di beberapa nega-
ra yang berkecamuk konflik ditemukan, bahwa mereka yang dulunya menjadi
pengungsi semasa konflik cenderung menjadi pengangguran dari pada mereka
yang tidak menjadi pengungsi selama konflik. Sementara, peluang dari mantan
pengungsi laki-laki untuk menjadi pengangguran lebih besar dibanding man-
tan pengungsi perempuan. Namun, peluang mantan pengungsi perempuan
keluar dari angkatan kerja lebih besar dari pada mantan pengungsi laki-laki. Hal
ini, menurut kajian ini, disebabkan hilangnya (hancurnya) sosial network akibat
konflik yang berkepanjangan dan pengungsian. Menurut Calvd-Armengol dan
Zenou (2005), sosial network adalah faktor penting bagi seseorang dalam men-
cari pekerjaan.

Konflik berdampak buruk terhadap tercapainya upaya pembangunan
yang salah satunya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Kemiskinan dan
ketimpangan ekonomi merupakan faktor penting munculnya konflik. Ketim-
pangan ekonomi merupakan penyebab terjadinya konflik seperti halnya di
Uganda. Di negara ini, ketimpangan ekonomi terjadi diakibatkan oleh kurang-
nya peluang untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif yang dapat meng-
hasilkan pendapatan, ketimpangan kepemilikan aset (termasuk tanah), serta
rendahnya modal manusia yang ada.

Pembangunan kesehatan masyarakat ditujukan antara lain untuk mence-
gah morbiditas dan mortalitas (yang dapat dihindari). Tetapi, dalam situasi
konflik bersenjata, kesehatan masyarakat akan dapat efektif ketika terjaminn-
ya keamanan bagi korban dan masyarakat yang terimbas konflik. Penyediaan
makanan yang sehat disertai kualitas air, sanitasi, dan tempat tinggal yang layak

lebih bermanfaat langsung dibanding menyediakan perawatan kesehatan itu
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sendiri.

Pada hakikatnya investasi dalam kesehatan adalah investasi dalam wujud
perdamaian. Itu yang jauh lebih bernilai. Betapa pun kesehatan membutuhkan
dan berkontribusi pada keamanan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Berin-
vestasi dalam bidang kesehatan dapat mengurangi risiko konflik serta mengu-
rangi dampaknya. Karena itu, Badan Kesehatan Dunia (WHO) merekomen-
dasikan agar negara merancang sistem kesehatan yang dapat menahan krisis
dan perencanaan kesiapsiagaan, sehingga dapat berkontribusi pada pencegahan
konflik.

Selanjutnya, penempatan layanan sosial dalam struktur agenda politik
dapat membantu menjaga stabilitas sosial dan mengurangi militerisasi dalam
situasi di mana risiko konflik kekerasan tinggi. Dengan kata lain, berinvestasi di
sektor kesehatan merupakan langkah penting untuk pencegahan konflik den-
gan terciptanya peluang rekonsiliasi berbagai pihak terkait.

Berbagai peristiwa konflik yang berkepanjangan telah berdampak
munculnya cedera trauma, penyebaran penyakit menular hingga penyakit
mental, disamping terputusnya kesinambungan perawatan untuk kondisi kro-
nis. Konflik juga berpengaruh terhadap faktor-faktor penentu kesehatan, misal-
nya, ketahanan pangan dan status gizi, kurangnya tenaga pelayanan kesehatan,
kerusakan infrastruktur, dan gangguan pada rantai pasokan. Kesemua ini ber-
dampak buruk terhadap ketersediaan dan kualitas layanan.

Dalam kondisi konflik yang menjadi korban utamanya adalah warga
sipil. Dampak konflik bersenjata acapkali menghadirkan kepadatan populasi
yang tinggi di daerah perkotaan. Mengobati cedera trauma yang diakibatkann-
ya membutuhkan sistem rujukan, termasuk berfungsinya dengan baik fasilitas
tingkat tersier. Pada gilirannya membutuhkan obat-obatan dan persediaan me-
dis lainnya, serta air, sabun, listrik, dan makanan. Tak satupun ketersediaan dari
fasilitas dasar ini akan dijamin di sebuah zona perang. Dalam kondisi konflik
juga membutuhkan petugas kesehatan terlatih. Mereka mungkin ikut terjebak
dalam konflik itu sendiri, atau menjadi pengungsi internal, dan kemungkinan
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juga terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya karena takut akan serangan
yang ditargetkan. Dampak konflik yang terjadi di Suriah membuktikan hal ini.
Tak kurang dari 27.000, atau lebih setengah dari jumlah dokter yang ada di Su-
riah telah meninggalkan negara itu sejak Tahun 2011.

Berbagai temuan yang mengkhawatirkan dapat menjelaskan bagaima-
na besarnya pengaruh konflik terhadap kesehatan, seperti munculnya resistensi
antimikroba. Infeksi luka perang di Timur Tengah, misalnya, telah dikaitkan
dengan patogen yang resisten terhadap beberapa obat. Namun, beberapa fasil-
itas memiliki kapasitas untuk mendiagnosis kasus-kasus ini. Ada laporan ten-
tang keterlambatan dalam perawatan dan kesalahan manajemen klinis pada
luka para korban.

Selain itu, konflik juga menciptakan beban penyakit baru, sementa-
ra perawatan kesehatan yang berkelanjutan tetap dibutuhkan. Misalnya, per-
empuan dalam konflik masih membutuhkan akses untuk keluarga berencana
dan perawatan kebidanan darurat. Berbagai bukti menunjukkan bahwa lebih
dari sepertiga kematian ibu dan setengah dari semua kematian anak terjadi di
daerah dimana sistem kesehatan telah terganggu karena kekerasan. Penyebaran
penyakit endemik seperti malaria juga kemungkinan meningkat selama masa
konflik. Di Sudan Selatan, empat penyebab utama kematian selama 2005-2016,
yakni infeksi saluran pernapasan, penyakit diare, HIV/AIDS, dan penyakit
menular seksual tetap lebih rendah.
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Aceh Damai, Implementasi Kewenangan Khusus, dan Kesejahteraan

Berbagai kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat (Jakarta)
dalam pengaturan pemerintahan daerah di Provinsi Aceh pada masa lalu
menyebabkan terjadinya ketidakadilan di berbagai peri kehidupan rakyat
Aceh, sehingga menimbulkan keresahan, pergolakan, dan bahkan perlawa-
nan secara fisik bersenjata dari GAM. MoU (Memorandum of Understand-
ing) atau Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan
GAM vyang ditandatangani di Helsinki 15 Agustus 2005 lalu oleh Menteri
Hukum dan HAM Hamid Awaluddin dan pimpinan GAM Tengku Malik
Mahmud merupakan babak baru menuju Aceh yang damai, adil, dan se-
jahtera.

Dalam nota kesepahaman telah disetujui beberapa hal sebagai beri-
kut. Pertama, Pemerintah Republik Indonesia dan GAM menegaskan
komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh,
berkelanjutan, dan bermartabat bagi semua. Kedua, Pemerintah Republik
Indonesia dan GAM bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemer-
intahan di Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis
dan adil dalam Negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia. Ketiga,
kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik sangat yakin bahwa han-
ya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungk-
inkan pembangunan kembali Aceh Pasca-Tsunami tanggal 26 Desember
2004, sehingga Aceh dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan. Keem-
pat, kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik bertekad untuk memba-
ngun rasa saling percaya.

Dalam nota perjanjian kesepahaman tersebut pula dirinci isi persetu-
juan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan digunakan untuk meman-
du proses transformasi. Khusus menyangkut pengaturan pemerintahan di
Aceh telah disepakati untuk memberi kewenangan khusus kepada Provinsi

Aceh melalui Undang-Undang baru tentang Pemerintahan Aceh.

KAJIAN MOU HELSINKI DAN IMPLEMENTASI UUPA XXXVil



Kewenangan khusus yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia ke-
pada Provinsi Aceh dalam UU desentralisasi baru, menurut MoU Helsinki
tersebut, antara lain berupa:

1. Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik ter-
masuk administrasi sipil dan peradilan, kecuali hubungan luar negeri,
pertahanan luar, keamanan nasional, moneter dan fiskal, kekuasaan
kehakiman, dan kebebasan beragama. Prinsip tersebut sesuai dengan
ketentuan Pasal 10 UU Nomor 32 Tahun 2004, dimana daerah menye-
lenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepadanya, yaitu
semua sektor publik berikut aktivitas administrasi dan peradilannya,
kecuali keenam urusan pemerintahan tadi yang merupakan kewenan-
gan mutlak pemerintah pusat.

2. Persetujuan-persetujuan internasional terkait Aceh berlaku dengan
konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh. Prinsip ini sejalan den-
gan ketentuan Pasal 42 Ayat (1) huruf f dan g UU Nomor 32 Tahun
2004, dimana DPRD mempunyai tugas dan wewenang memberikan
pendapat, pertimbangan, dan persetujuan terhadap perjanjian dan
kerja sama internasional.

3. Keputusan DPR yang terkait dengan Aceh dilakukan dengan konsulta-
si dan persetujuan legislatif Aceh. Prinsip ini memiliki kemiripan den-
gan yang pernah diberikan kepada Papua seperti diatur dalam Pasal 20
Ayat (1) huruf d UU Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001,
dimana perjanjian kerja sama menyangkut perlindungan hak-hak
orang asli Papua yang dibuat oleh pemerintah pusat dilakukan dengan
saran, pertimbangan, dan persetujuan MRP.

4. Kebijakan-kebijakan administratif yang diambil pemerintah terkait
Aceh dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan Kepala Pemer-
intah Aceh. Prinsip ini persis sama dengan ketentuan Pasal 61 Ayat (3)
UU Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001. Hal ini menjelas-

kan penempatan penduduk dalam rangka transmigrasi nasional yang
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diselenggarakan pemerintah dilakukan dengan persetujuan Gubernur
Papua.

5. Nama Aceh dan gelar pejabat senior ditentukan oleh legislatif Aceh.
Sebagai daerah yang bersifat khusus atau istimewa, penyebutan nama
daerah dan gelar pejabat dijamin oleh Pasal 18 B Ayat (1) UUD 1945.
Negara wajib mengakui dan menghormatinya. Dengan begitu, jika
nama NAD dikembalikan menjadi Aceh atau Gubernur diganti menja-
di Kepala Pemerintah atau nama lainnya, itu memang hak rakyat Aceh.
Hal tersebut juga dipertegas di dalam Pasal 1 UU Otonomi Khusus
NAD Nomor 18 Tahun 2001, dimana kepada Aceh diberi keleluasaan
menyebut nama daerah maupun sebutan pejabatnya sesuai tradisi
masyarakat setempat, seperti Kabupaten = Sagoe dan Kepala Desa =
Keuchik.

6. Aceh memiliki hak menggunakan simbol-simbol wilayah terma-
suk bendera, lambang, dan himne. Ketentuan ini sama dengan yang
pernah diberikan kepada Papua sesuai Pasal 2 UU Otonomi Khusus
Papua Nomor 21 Tahun 2001, dimana Papua dapat memiliki lambang
daerah, bendera daerah, dan lagu daerah. Tetapi, dalam Pasal 2 Ayat
(2)-nya dinyatakan bahwa lambang, bendera, dan lagu daerah tidak
diposisikan sebagai simbol kedaulatan.

7. Pembentukan Lembaga Wali Nanggroe dengan segala perangkat up-
acara dan gelarnya. Lembaga Wali Nanggroe merupakan simbol pele-
starian adat yang sebenarnya telah diatur dalam Pasal 10 UU Otonomi
Khusus NAD Nomor 18 Tahun 2001.

8. Pendirian partai politik lokal di Aceh. Ketentuan partai politik lokal
mirip dengan yang pernah diberikan kepada Papua sesuai Pasal 28 UU
Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001, dimana penduduk
Papua dapat membentuk partai politik.

9. Pemberian hak kepada rakyat Aceh untuk mencalonkan diri dalam

pilkada dan pemilu legislatif. Ketentuan ini sudah tertuang dalam Pasal
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59 Ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004,dimana parpol atau gabungan
parpol wajib memberi kesempatan seluas-luasnya bagi calon perseo-
rangan (independen).

10. Pemilihan lokal yang bebas dan adil untuk memilih Kepala Pemerintah
Aceh dan pejabat terpilih lainnya, serta anggota legislatif Aceh. Keten-
tuan ini sudah dilaksanakan di daerah-daerah sesuai UU Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Pemilu Legislatif
(Nomor 12 Tahun 2003), dimana kepala daerah dan wakil kepala daer-
ah serta anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat. Dalam pemili-
han tersebut, para pemantau dapat melakukan pemantauan. Selain itu,
dana kampanye dilaporkan secara transparan kepada publik.

11. Pembatasan kewenangan DPRD Aceh mengesahkan peraturan tanpa
persetujuan Kepala Pemerintah Aceh sampai tahun 2009. Prinsip ini
sebetulnya bukan hal baru. Bahkan, dalam UU Pemda Nomor 1 Tahun
1957 pada era demokrasi liberal dulu Kepala Daerah dapat membatal-
kan keputusan DPR. Saat ini Pasal 144 ayat (1) UU Pemda Nomor 32
Tahun 2004 pun menggariskan bahwa peraturan yang telah disetujui
DPRD disampaikan lagi kepada Kepala Daerah untuk disahkan.

12. Aceh berhak memperoleh dana melalui utang luar negeri. Klausul ini
sejalan dengan ketentuan Pasal 170 Ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004
dimana daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari utang luar
negeri. Di dalam Pasal 5 Ayat (2) UU Otonomi Khusus NAD Nomor
18 Tahun 2001 telah dicantumkan pula bahwa Provinsi NAD dapat
melakukan pinjaman dari luar negeri untuk membiayai sebagian ang-
garan pembangunannya.

13. Aceh berhak menetapkan dan memungut pajak daerah. Ketentuan ini
dijamin di dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004.
Malahan, bukan saja pajak daerah, tetapi juga retribusi daerah diberi-
kan kepada daerah otonom oleh pemerintah pusat.

14. Aceh memiliki kewenangan atas sumber daya alam yang hidup di laut
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teritorial di sekitar Aceh. Prinsip ini paralel dengan ketentuan Pasal 18
ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 dimana daerah yang memiliki wilayah
laut diberikan kewenangan mengelola sumber daya di wilayah laut.

15. Acehberhak menguasai 70 persen hasil dari cadangan hidrokarbon dan
sumber daya alam lainnya. Klausul ini tidak berbeda dengan ketentuan
yang telah digariskan pada Pasal 4 Ayat (3) dan (4) UU Otonomi Khu-
sus NAD Nomor 18 Tahun 2001 dimana Aceh untuk minyak bumi dan
pertambangan gas alam memperoleh bagian 70 persen. Bahkan, untuk
sumber daya alam sektor kehutanan, perikanan, dan pertambangan
umum Aceh menerima 80 persen.

16. Aceh melaksanakan pembangunan dan pengelolaan semua pelabu-
han laut dan pelabuhan udara di wilayah Aceh. Daerah otonom dapat
saja membangun dan mengelola pelabuhan laut dan udara sepanjang
memiliki kemampuan. Bahkan, Bandar Udara Hang Nadim di Kota
Batam Provinsi Kepulauan Riau dibangun dan dikelola oleh Badan
Otorita Batam. Namun, standar dalam pembangunan dan pengelo-
laannya harus tunduk pada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah
pusat.

17. Pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh dan Kepala Kejaksaan Tinggi
harus mendapatkan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh. Prinsip ini
persis sama dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (6) dan
Pasal 24 ayat (2) UU Otonomi Khusus NAD Nomor 18 Tahun 2001,
dimana pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh oleh Kapolri dan pen-
gangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh oleh Jaksa Agung dilakukan
dengan persetujuan Gubernur Provinsi Aceh.

18. Guna menegakkan, memajukan, melindungi, dan menghormati Hak
Asasi Manusia (HAM) akan dibentuk sebuah Pengadilan Hak Asasi
Manusia dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. Pemben-
tukan kedua lembaga ini persis seperti yang terdapat di dalam Pasal
45 ayat (2) UU Otonomi Khusus Papua No. 21 Tahun 2001. Bahkan,
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di Papua masih ada tambahan satu lagi, yaitu dibentuknya perwakilan

Komnas HAM.

Menurut Djohan (2010), dari sudut kajian desentralisasi, kewenangan
khusus yang diberikan Republik Indonesia kepada Aceh dalam mengatur
penyelenggaraan pemerintahan daerahnya sebagaimana tercantum dalam
MoU, dapat dikatakan masih wajar demi terwujudnya damai di Tanah
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Bahkan, sebagian besar kewenangan
tersebut selama ini telah diberikan pemerintah pusat kepada NAD melalui
UU Otonomi Khusus NAD Nomor 18 tahun 2001 dan diatur dalam UU
Nomor 32 tahun 2004.

Kalaupun sekiranya kewenangan yang diserahkan sekarang bertam-
bah luas, hal tersebut pun pantas demi kepentingan rekonstruksi dan re-
habilitasi Aceh pasca konflik yang berkepanjangan dan ditambah adanya
musibah besar gempa bumi dan gelombang Tsunami yang meluluh lan-
takkan sebagian besar wilayah Aceh. Dengan perlakuan ini, Aceh yang
dinilai sangat tertinggal puluhan tahun dari daerah-daerah lain di Nusan-
tara dapat berdiri sejajar dalam pembangunan menuju kesejahteraan yang
diidam-idamkan.

Pemberian hak otonomi oleh Pemerintah Pusat yang berbeda antara
satu wilayah/daerah dengan daerah-daerah lain merupakan praktek dan
pengalaman penyelenggaraan pemerintahan yang cukup umum dan ini
ditemui dibanyak negara. Ini diwujudkan, misalnya, dalam bentuk negara
kesatuan yang didesentralisasikan ataupun dalam format pengaturan se-
cara federatif. Dalam khasanah ilmu politik dan pemerintahan, pola pen-
gaturan yang tidak sebanding ini disebut dengan desentralisasi asimetris
(asymmetrical decentralization).

Kajian yang dilakukan di 9 kabupaten/ kota terpilih di Aceh
ditemukan bahwa peristiwa MoU Helsinki antara GAM dengan Pemer-

intah Pusat diketahui oleh sebagian besar informan (74 persen). Artinya,
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masyarakat Aceh pada umumnya sudah mengetahui adanya perjanjian da-
mai ini. Namun demikian, masih terdapat sebagian informan (sekitar 26
persen) lagi yang belum mengetahui adanya perjanjian tersebut.

Materi atau substansi yang dimuat dalam MoU Helsinki, menurut
sebagian besar informan (53 persen), belum dipahami oleh mereka. Ter-
dapat juga sebanyak 22 persen informan yang tidak memberikan jawaban
atas hal ini. Ini mengindikasikan, meski proses perundingannya mengha-
biskan waktu yang lama, namun pemahaman masyarakat Aceh terhadap
MoU Helsinki belum optimal. Hal ini disebabkan minimnya sosialisa-
si oleh pihak pemerintah dan para pihak yang terlibat. Oleh karenanya,
diperlukan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat Aceh agar mere-
ka dapat memahami naskah MoU Helsinki tersebut.

Menurut pengakuan sebagian informan, kegiatan sosialisasi MoU
Helsinki pernah dilakukan, namun seperti diakui oleh 46 persen informan,
belum memberikan hasil yang maksimal. Hanya sebagian informan (28
persen) yang mengakui jika sosialisasi yang dilakukan sudah memberikan
hasil sesuai yang diharapkan. Terdapat pula sebanyak 26 persen informan
yang tidak memberikan respon (bersikap netral) ketika ditanyakan tentang
hal ini.

Terkait dengan komitmen yang terkait dengan implementa-
si sejumlah pasal dalam UUPA, baik kewenangan dalam bidang politik,
ekonomi, maupun sosial kemasyarakatan lainnya, belum semuanya dapat
dijalankan sesuai harapan akibat belum adanya aturan pelaksanaannya
(seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan aturan lainnya).
Kalau pun telah ada, tapi belum dapat diterapkan akibat masih berbentur-
an dengan aturan Nasional yang lebih tinggi atau mengacu pada norma,
standar, prosedur, dan ketentuan yang berlaku secara Nasional.

Sejumlah butir dalam MoU Helsinki antara lain seperti penyediaan
lahan pertanian kepada masyarakat (mantan kombatan), pengelolaan sum-

ber daya alam yang tetap memperhatikan kewenangan Aceh, pembagian
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hasil di sektor migas yang menguntungkan Aceh, termasuk persoalan tapal
batas wilayah, nama Aceh, gelar untuk pejabat senior terpilih, dan bebera-
pa hal lain, belum semuanya terealisasi.

Jaminan kesejahteraan bagi para mantan kombatan juga belum
sepenuhnya terpenuhi. Banyak mantan GAM yang nasib dan kesejahter-
aannya hingga kini belum membaik. Masih banyak diantara mereka yang
belum memiliki pekerjaan, sehingga tidak mempunyai sumber penghasi-
lan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga.

Diperlukan penuntasan beberapa aturan pelaksanaan yang sela-
ma ini belum ditunaikan, khususnya terkait turunan MOU Helsinki dalam
UUPA yang terkait dengan bidang ekonomi merupakan salah satu yang
teramat penting guna mempercepat implementasi kebijakan pembangu-
nan ekonomi daerah oleh Pemerintah Aceh. Dengan demikian, percepatan
kesejahteraan masyarakat Aceh dapat direalisasikan sesuai dengan nilai-
nilai dan semangat perdamaian. Mengutip Collier, Hoeffler, dan S6derbom
(2008), keberhasilan pembangunan ekonomi akan menentukan kelestarian
perdamaian.

Berkenaan dengan pemahaman masyarakat terhadap UUPA No.
11Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, secara umum (76 persen) in-
forman mengakui sudah mengetahui adanya Undang-undang tersebut,
namun terdapat 24 persen informan yang menyatakan belum mengetahui
Aceh memiliki UUPA tersebut. Kemudian, sebanyak 47 persen informan
mengakui pula, bahwa mereka mengetahui adanya UUPA melalui media
cetak/elektronik. Sebanyak 27 persen informan lainnya mendapatkan in-
formasi melalui sosialisasi dari pemerintah. Kemudian, 18 persen infor-
man menjawab mendapatkan informasinya dari pembicaraan ditempat
umum dan 8 persen lagi dari tokoh masyarakat.

Kajian juga menunjukkan lebih separuh informan (53 persen),
menyatakan belum memahami benar materi UUPA. Hanya kurang 30

persen informan yang sudah memahami materinya. Selebihnya informan
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menyatakan tidak berpendapat apapun tentang undang-undang ini.

Hasil kajian mengungkapkan keberadaan UUPA belum sepenuhn-
ya berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup masyarakat Aceh. Hanya
sebanyak 41 persen informan yang mengaku bahwa UUPA telah berpen-
garuh positif terhadap kesejahteraan hidup masyarakat.

Sebanyak 41 persen informan mengakui, bahwa belum semua Qa-
nun yang diwajibkan dibentuk sebagai turunan dari UUPA telah dipenuhi
oleh Pemerintah Aceh. Hanya sebanyak 25 persen informan yang mengakui
jika qanun-qanun turunan UUPA telah dibentuk sesuai yang diamanah-
kan. Sebaliknya, 34 persen informan lagi tidak mengetahui jika kewenan-
gan/kekhususan UUPA harus dijabarkan ke dalam bentuk Qanun-qanun
Aceh.

Kajian juga menemukan hal lain yang menarik. Respon masyarakat
dalam hal menyikapi kesejahteraan yang dirasakan masyarakatsaat ini
amat beragam. Sebanyak 39 persen informan mengungkapkan bahwa
masyarakat telah mengalami perbaikan kesejahteraan pasca dicapainya
perdamaian. Sebaliknya, didapati 33 persen informan yang menyatakan
masyarakat Aceh belum mengalami peningkatan kesejahteraan. Selebihn-
ya, sebanyak 28 persen informan lagi tidak menentukan sikapnya terkait
dengan hal ini.

Lebih dari sebagian informan (55 persen) mengakui, bahwa mas-
yarakat telah menikmati program-program pembangunan ekonomi yang
diluncurkan pemerintah selama ini. Namun, terdapat 20 persen informan
yang mengakui masyarakat belum menikmati program pembangunan
ekonomi yang diluncurkan selama tiga belas tahun masa damai ini.

Hal yang patut diberi perhatian, kajian ini juga menemukan bah-
wa masyarakat saat ini sangat menginginkan dan membutuhkan luncuran
program-program pembangunan ekonomi dari pihak pemerintah disebab-
kan ini berkaitan langsung dengan kehidupan mereka. Harapan ini diung-

kapkan oleh hampir 80 persen informan. Hanya sebanyak 2 persen infor-
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man saja yang keberatan/tidak setuju dengan hal ini.

Hasil kajian menemukan banyak anggota masyarakat yang masih su-
lit mengakses sumber permodalan. Meskipun ada bantuan modal usaha
dari pihak pemerintah, namun sebanyak 51,3 persen (lebih dari separuh)
informan mengaku jika jumlah bantuan modal usaha tersebut masih jauh
dari cukup (belum memadai). Hanya sebanyak 22,25 informan saja yang
menyebutnya sudah memadai.

Disisi lain, sebanyak 40 persen informan menyatakan bahwa bantu-
an modal dari pemerintah kepada masyarakat korban konflik sudah baik.
Kendati demikian, ditemukan 54 informan yang menyatakan bantuan pe-
merintah tersebut masih kurang, khususnya kepada korban konflik agar
mereka dapat memulai atau mengembangkan usahanya.

Keberadaan BRA (Badan Reintegrasi Aceh) disikapi dengan bervaria-
si oleh para informan. Hampir separuh (48 persen) dari keseluruhan infor-
man mengakui peran BRA dalam menjalankan fungsi dan perannya belum
memuaskan. Hanya sekitar 24 persen dari informan yang menyatakan puas
dengan fungsi dan peran yang dijalankan oleh BRA. Disamping itu, ter-
dapat sebanyak 28 persen yang bersikap netral ketika diminta tanggapan
atau responnya mengenai BRA ini.

Dalam kaitannya dengan bidang pendidikan, kajian menemukan
realitas bahwa belum sepenuhnya bantuan pendidikan pemerintah telah
dirasakan semua keluarga korban dan keluarga yang terimbas konflik.
Hampir 30 persen informan mengungkapkan pemerintah selama ini be-
lum memikirkan layanan pendidikan bagi para korban konflik. Sunggu-
hpun demikian, dalam konteks masyarakat Aceh secara umum, sebagian
besar informan (hampir 50 persen) mengakui jika masyarakat Aceh telah
menikmati program pembangunan yang berkaitan dengan peningkatan
sumber daya manusia. Hanya sebanyak 19 persen informan yang menya-
takan belum menikmati program pendidikan ini. Sementara sebanyak 30,8

persen informan lagi tidak menyatakan sikapnya (netral) tentang perkara
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ini.

Selanjutnya, sebagian besar informan (sebanyak 80 persen) dalam
kajian ini mengakui bahwa program peningkatan sumber daya manusia
merupakan program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Aceh saat
ini. Harapan ini dinilai wajar mengingat realitas menunjukkan layanan
pendidikan yang diberikan kepada keluarga korban konflik belum sesuai
dengan harapan masyarakat korban konflik dan mereka yang terimbas
konflik, meskipun sebenarnya telah diupayakan selama ini.

Hal yang menarik ditemukan dalam kajian ini, bahwa sebagian be-
sar informan yang ditemui (63 persen) memandang tidak harus ada per-
lakuan yang berbeda dalam hal layanan pendidikan antara mereka yang
langsung sebagai korban dengan mereka yang hanya terkena imbas (tidak
langsung).

Temuan lainnya, sebagian besar informan (55 persen) yang
ditemui berpendapat sangat mendukung kebebasan bagi mantan GAM
untuk melanjutkan pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya. Hanya
20 persen informan yang menyatakan keberatannya atas hal ini. Sementa-
ra itu, ditemui sebanyak 25 persen informan yang tidak mengungkapkan
sikapnya, atau memilih netral terkait dengan hal ini.

Aktivitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara keseluruhan,
termasuk bagi para korban konflik telah berjalan jauh lebih baik dibanding
masa konflik. Namun demikian, beberapa penyakit kronis tertentu seperti
jantung, kanker, stroke, ginjal, kulit, dan diabetes, termasuk spesialis anak,
masih belum mampu ditangani dengan baik oleh penyedia jasa layanan
yang ada di hampir seluruh daerah kabupaten/kota.

Hal ini relevan dengan hasil kajian ini. Sebanyak 37 persen infor-
man menyatakan bahwa perlakuan yang diberikan oleh pihak petugas/
pengelola layanan kesehatan kepada masyarakat dinilai selama ini belum
berimbang. Hanya sebanyak 35 persen informan yang menyatakan per-

lakuan kesehatan sudah berimbang.
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Dalam kaitan yang sama, ditemui sebanyak 32 persen informan
yang mengakui bahwa pelayanan kesehatan di perdesaan selama ini belum
menjawab kebutuhan masyarakat. Bahkan, terdapat 24 persen informan
yang memilih tidak berpendapat (netral) ketika ditanyakan hal ini. Art-
inya, layanan kesehatan bagi masyarakat masih perlu ditingkatkan padaa

masa mendatang.
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik yang terjadi antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemer-
intah Republik Indonesia (RI) berlangsung tidak kurang dari tiga dekade.
Selama terjadinya konflik banyak jatuh korban diantara kedua belah pihak,
tidak hanya berupa kehilangan harta benda dan kerusakan fisik lainnya,
tetapi juga menelan banyak korban nyawa. Berbagai upaya mendamaikan
para pihak yang bertikai tak pernah membuahkan hasil. Konflik bersenjata
terus saja berlangsung seakan tak ada tanda-tanda akan berkesudahan.

Konflik yang terjadi di Aceh itu sendiri telah dimulai sejak “Perang
Kaum Republikan” di bawah pimpinan ulama berpengaruh pada masa itu,
Teungku Daud Beureueh. Perang yang dikenal dengan pemberontakan DI/
TII Aceh pada tahun 1953  ini mengakibatkan lebih kurang empat ribu
orang mati syahid (Ahmad, 2006). Perang ini meletus sebagai wujud protes
akibat pencabutan status Aceh dari provinsi menjadi keresidenan, sebagai
bagian dari Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1950.

Pasca pemberontakan DI/TII pada tahun 1953-1962, Aceh mencapai
beberapa kemajuan yang patut diapresiasi sebagai hasil dari sebuah perjuan-
gan. Status Aceh dikembalikan lagi menjadi sebuah provinsi, yakni Provinsi
Daerah Istimewa Aceh (melalui Perpu No. 5/1959). Sebagai provinsi, Aceh
diberikan tiga bidang kekhususan, diikuti dengan pembangunan sebuah
kota pelajar mahasiswa, darussalam, sebagai pusat ilmu pengetahuan yang
kini memiliki dua institusi pendidikan tinggi ternama di tanah air dan men-
jadi jantung hati rakyat Aceh'. Serta pembangunan sekolah menengah atas

di setiap kabupaten dan kota di seluruh Aceh. Selain itu, pascapemberon-

! Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Arr-Raniry.
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takan tersebut juga dilakukan perluasan dan penataan bangunan Masjid
Raya Baiturahman Banda Aceh sebagai salah satu situs yang bernilai sakral
tinggi (tempat ibadah) dan sejarah heroik perlawanan rakyat Aceh saat
mengusir penjajah Belanda tempo dulu. Dan kini Masjid Raya Baiturrah-

man ini menjadi salah satu kebanggaan rakyat di provinsi ini.

Gambar 1.1 Peta Provinsi Aceh

Sejarah perlawanan Aceh belum berhenti. Pada 4 Desember 1976 di
bawah pimpinan Teungku Dr. Hasan Muhammad di Tiro, Aceh kemba-
li melakukan perlawanan terhadap Pemerintah RI melalui Gerakan Aceh
Merdeka (GAM)?. Kali ini, perlawanan yang dilakukan bertujuan memis-
ahkan Aceh dari Republik Indonesia. Situasi yang terjadi akibat perlawanan
atau pemberontakan GAM ini berimplikasi berat pada kondisi dan status

Aceh. Pada tahun 1989, pemerintah pusat (Jakarta) membuat kebijakan

* Dikenal juga dengan Acheh-Si National Liberation Front (ASNLF).
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dengan menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).

Pemberlakukan status DOM ini ditujukan untuk memudahkan mo-
bilisasi dalam rangka operasi militer lewat sandi operasi jaring merah guna
menumpas GAM. Diperkirakan ribuan orang terenggut nyawanya, serta
ratusan orang yang dianiaya dan dinyatakan hilang. Belum termasuk mer-
eka yang terkena imbas konflik. Ribuan perempuan yang menjadi janda,
dan 15.000-20.000 anak kehilangan ayahnya (menjadi yatim), serta ratusan
korban kasus perkosaan. Secara fisik/infrastruktur, konflik yang terjadi juga
telah menghanguskan ratusan bangunan seperti sarana pendidikan (seko-
lah, kampus, balai latihan kerja, dan lainnya), termasuk juga gedung pemer-
intah, pertokoan, dan sarana lainnya.

Berbagai upaya penyelesaian konflik antara Pemerintah RI dan
GAM terus dilakukan. Namun demikian, ada fase-fase dialog yang kurang
memuaskan, artinya tidak tercapai hasil sebagaimana diharapkan. Di saat
itu tercatat ada dialog-dialog yang kurang berjalan seperti diharapkan seh-
ingga menghasilkan Jeda Kemanusiaan pada 12 Mei 2000 di Jenewa- Swiss,
untuk menghentikan jatuhnya korban jiwa dalam konflik pada masa itu.

Demikian halnya dengan perundingan yang menyepakati “All Inclu-
sive Dialouge” di Jenewa, Swiss pada Januari 2001, yang menyepakati mora-
torium selama satu bulan. Kemudian, dilanjutkan dialog dengan melibatkan
stake holders (kelompok-kelompok kepentingan) di Aceh, untuk dilibatkan
dalam menemukan solusi penyelesaian Aceh, namun dialog ini tidak terja-
di, karena Pemerintah RI tidak mengirimkan wakilnya untuk maksud ini.
Setelah itu dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya yang menghasilkan
rumusan “Zona Keamanan®. Ini pun tidak menuai sukses, kandas di tengah
jalan.

Meski begitu, upaya menuju tercapainya kesepakatan perdamaian di
Bumi Serambi Mekah tidak terhenti, tetap dilakukan dengan berbagai cara.
Buah dari upaya ini menghasilkan perjanjian untuk menghentikan permu-

suhan yang dikenal dengan Cessation of Hostilities Framework Agreement
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(CoHA). CoHA ini difasilitasi oleh Hendry Dunant Center (HDC)? yang
ditandatangani pada 9 Desember 2002 (Ahmad, 2006).

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan lembaga asing untuk
mewujudkan perdamaian di Aceh dapat dikatakan selalu kandas. Hal ini
disebabkan karena penyelesaian secara politik tidak menemukan solusi yang
dapat diterima oleh kedua belah pihak GAM dengan Pemerintah RI, dima-
na di satu sisi GAM menuntut Kemerdekaan bagi Aceh terlepas dari Negara
Republik Indonesia dan hanya diperlukan mekanisme untuk disepakati da-
lam perundingan, tetapi dilain pihak Pemerintah RI menawarkan otonomi
khusus untuk Aceh, dan status Aceh telah final dan tetap dalam bingkai
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di saat kegagalan demi kega-
galan terjadi, situasi di provinsi ini semakin hari kian tidak stabil. Situasi ini
menuntun pemerintah melalui rekomendasi DPR RI menerbitkan Kepu-
tusan Presiden selaku Penguasa Darurat Militer Pusat No. 43 Tahun 2003
tanggal 16 Juni 2003. Inti keputusannya, menetapkan status keadaan ba-
haya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh
Darusalam selama 6 bulan untuk Tahap I. Selanjutnya, diperpanjang selama
6 bulan berikutnya. Selama Aceh berstatus darurat militer banyak jiwa yang
menjadi korban dan meregang nyawa, tidak hanya dari GAM juga dari pi-
hak TNI/POLRI, serta masyarakat sipil yang tidak berdosa. Tidak sedikit
pula masyarakat yang cacat dan terpaksa mengungsi dari tempat tinggalnya
ke tempat yang lain.

Status darurat militer ini kemudian diturunkan menjadi status darurat
sipil. Ini terjadi mulai tanggal 19 Mei 2004 sesuai dengan rekomendasi DPR
RI yang tertuang dalam Keppres No. 43 tahun 2004 tanggal 18 Mei 2004.

Keadaan darurat sipil ini berlaku selama 6 bulan. Kendati demikian, peru-

* Perundingan yang difasilitasi HDC ini mendapat dukungan dari banyak negara, seperti Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Thailand, Denmark,
Prancis, Australia, Qatar, Malaysia, Inggris, Pilipina, dan Swedia. Bahkan, delegasi negara-negara tersebut mengadakan Konferensi Internasional
pada 3 Desember 2002 dalam rangka membantu pembangunan kembali Aceh. Turut hadir juga dalam konferensi tersebut perwakilan Uni Eropa,
Asia Development Bank (ADB), World Bank, UNDP, dan pihak HDC sendiri (Qardhawy, 2014, wawancara mantan juru runding GAM; Teuku
Kamaruzzaman).
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bahan status ini tidaklah menghentikan operasi terpadu dan tidak juga dii-
kuti dengan pengurangan jumlah pasukan militer di Aceh (Ahmad, 2006).
Periode darurat sipil ini diperpanjang selama 6 bulan lagi melalui Perpres
Nomor 2 Tahun 2004 yang berlaku efektif mulai tanggal 19 November 2004
serta dievaluasi setiap bulan dan dapat dicabut setiap saat (Ahmad, 2006).

- — Bt LA T

Gambar 1.2 Situasi Aceh dalam status darurat militer

Dalam keadaan darurat sipil tahap kedua ini Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam pada 26 Desember 2004 ditimpa bencana dahsyat be-
rupa gempa bumi dan gelombang Tsunami . Hal ini menimbulkan situasi
yang semakin sulit. Pemberlakuan status darurat menjadi tidak efektif lagi
dikarenakan adanya kebutuhan untuk menangani korban yang tertimpa
bencana yang jumlahnya mencapai ratusan ribu jiwa, disamping terjadin-
ya kerusakan infrastruktur yang sangat parah akibat goncangan gempa dan
diterjang gelombang Tsunami . Dalam kondisi yang serba tidak menentu

pasca bencana ini pemerintah kembali menetapkan status Aceh menjadi
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tertib sipil (dari sebelumnya darurat sipil). Ini tertuang dalam Perpres No.
38 tahun 2005 tanggal 18 Mei 2005 tentang penghapusan keadaan bahaya
dengan tingkatan darurat sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam den-
gan program terpadu (Ahmad, 2006).

Ibarat kata pepatah, "tidak ada hujan yang tak pernah reda” Mungkin
inilah kalimat yang sesuai untuk menggambarkan tentang Aceh masa lalu
dan masa kini. Pasca terjadinya bencana dahsyat gempa bumi dan gelom-
bang Tsunami dan diikuti dengan perubahan status daerah Aceh menja-
di tertib sipil, upaya-upaya untuk menyudahi konflik bersenjata semakin
menjadi kenyataan. Salah satu yang terpenting yang menjadi asas tidak lain
adalah karena pertimbangan faktor kemanusiaan. Teramat sulit rasanya
melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana jika para pihak yang
berkonflik masih bertikai. Dipastikan aktivitas mobilisasi bantuan dan pen-
anganan korban akan sangat terhambat.

Upaya menghadirkan perdamaian di Aceh sesungguhnya dirintis ta-
hun 2000*. Ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) Hel-
sinki pada tanggal 15 Agustus 2005 adalah wujud konkrit dari keprihati-
nan kedua belah pihak yang bertikai atas situasi Aceh pada masa itu yang
kian porak poranda, baik secara fisik maupun nonfisik. Aceh pada masa
itu ditimpa dengan dua beban yang menghadirkan penderitaan yang tidak
ringan bagi rakyat Aceh. Kondisi ini menimbulkan desakan dari berbagai
pihak agar proses perdamaian dapat diwujudkan. Akhirnya, Pemerintah RI
sepakat untuk menghentikan konflik Aceh’.

Perundingan kali ini dimediasi oleh Crisis Management Initiative
(CMI), sebuah lembaga yang dipimpin oleh Martti Ahtisaari. Dari perund-
ingan inilah disepakati lahirnya MoU Helsinki yang ditandatangani pada
tanggal 15 Agustus 2005.

* Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
* Telah berlangsung sejak Tahun 1976,
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MoU Helsinki yang berikutnya dijabarkan ke dalam Undang-Undang
Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 tahun 2006 merupakan landasan
hukum konkrit untuk mengimplementasi kewenangan dan kekhususan
yang diberikan Pemerintah RI kepada Pemerintah Aceh. UUPA pula dapat
dikatakan merupakan hadiah bagi seluruh Bangsa Indonesia disaat bangsa

ini merayakan peringatan hari Kemerdekaan yang ke-50.

Gambar 1.3 Dr. Hasan Tiro, pemimpin Gerakan Aceh Merdeka

UUPA itu sendiri terdiri atas 40 bagian dan berjumlah 273 pasal.
Pasal-pasal yang termaktub di dalam UUPA tersebut menekankan pada
bidang-bidang pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan politik masyarakat,
pemberdayaan sumber daya manusia/masyarakat, dan pemeliharaan per-

damaian abadi.

Gambar 1.4 Penandatanganan MoU Helsinki di Finlandia
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Terbebasnya Aceh dari situasi konflik bersenjata merupakan impian
banyak pihak, sementara menjadikan Aceh dan rakyatnya agar dapat hid-
up sejahtera, bermartabat, dan berdampingan secara berkeadilan adalah
impian berikutnya. Untuk itu, dibutuhkan peran aktif semua pihak dalam
memberi arti dan menerjemahkan makna perdamaian ini. Hal ini pent-
ing guna agar pelbagai elemen yang sangat beragam ini tidak melakukan
langkah-langkah yang kontra produktif dan provokatif sehingga dapat men-
gancam runtuhnya penyangga perdamaian yang telah dikonstruksikan se-
demikian rupa. Untuk itu, para pihak harus memahami esensi konflik dan
damai, serta mampu melakukan transformasi kesadaran dan kepribadian
publik, dari kultur konflik ke arah kultur yang menjunjung tinggi tertib so-
sial, menghargai rasa aman dan arti kedamaian.

Proses pembangunan yang dilakukan, khususnya selama Pascadamai dan
penandatanganan MoU Helsinki masih belum menghasilkan keluaran dan
manfaat yang sesuai harapan. Meskipun upaya reintegrasi para mantan kom-
batan ke tengah-tengah kehidupan masyarakat telah dilakukan, namun hasiln-
ya belum maksimal. Secara sosial mungkin mereka sudah menyatu dalam ke-
hidupan, namun dari sisi ekonomi masih jauh dari yang diharapkan. Sebagian
dari mereka sudah dapat menjalani kehidupan dalam kondisi yang terpenuhi
segala kebutuhannya, di pihak yang lain masih cukup banyak diantaranya yang
belum sejahtera. Akses terhadap sumber daya ekonomi seperti lahan, modal
usaha, keterampilan usaha, dan lainnya, masih sulit dijangkau dan belum ter-
susun secara baik walau telah diperjanjikan. Akibatnya, langkah-langkah untuk
memperbaiki taraf kesejahteraan belum terpenuhi.

Buah dari kondisi ini terjelma dalam bentuk tingginya angka penganggu-
ran di Aceh dibanding rata-rata nasional. Beruntung karena kuatnya balutan
karakter keislaman yang dianut masyarakat Aceh, telah berkonstribusi untuk
menekan angka kriminal di Aceh, jika melihat bahwa sebahagian besar mantan
kombatan yang diperkirakan hampir 25-30 ribu orang adalah orang-orang yang

terlatih secara militer. Dari sisi akses pendidikan dan kesehatan sebagiannya
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sudah lebih baik, namun demikian masih ada yang belum tertangani, sehingga
memperburuk kualitas kehidupan. Ini dapat diindikasikan oleh masih tinggin-
ya angka kemiskinan di Aceh saat ini.

Dari segi peran partai politik, khususnya terdapat kemajuan karena par-
tai lokal yang diberikan peran dan partisipasi dalam kontestasi politik masih
berpengaruh dalam perpolitikan lokal, meskipun secara keseluruhan tingkat
pendidikan politik dan konstribusinya masih relatif rendah, baik karena sistem
rekrutmen, pengalaman politik maupun terbatasnya kewenangan/sumber daya
yang dimiliki.

Berdasarkan urajan diatas, maka kajian yang berkenaan dengan imple-
mentasi kewenangan Aceh dalam UUPA sebagai turunan dari perjanjian damai
MoU Helsinki dinilai penting dan strategis untuk memberi pemahaman yang
lebih komprehensif, terutama bagi para pihak yang berkepentingan.

1.2 Rumusan Masalah

Sejumlah kewenangan dan kekhususan yang dimiliki oleh Pemerintah
Aceh sebagai wujud dari amanah UUPA sebagai jabaran dari MoU Helsinki tel-
ah diimplementasikan selama hampir lima belas tahun. Dalam konteks ini, per-
masalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimana pengaruh atau dampak
implementasinya terhadap perbaikan taraf kesejahteraan masyarakat Aceh dan
seberapa otonom aceh dalam melaksanakan kewenangannya serta bagaimana
pula keberlangsungan kehidupan politik dan kestabilan/keabadian perdamaian

di Aceh pada masa mendatang?

1.3 Tujuan Kajian
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh atau dampak imple-
mentasi kewenangan dan kekhususan yang dimiliki Aceh dengan UUPA

terhadap perbaikan taraf kesejahteraan masyarakat Aceh, dalam artian

¢ Provinsi Aceh adalah yang tertinggi angka kemiskinannya di Sumatera dan Nomor 6 tertinggi secara Nasional.
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kemandirian untuk menata dirinya sendiri secara otonom dan bebas dari
segala hambatan (dikecualikan dalam 6 bidang yang disepakati), dan
mendapatkan pendapatan dari segala hasil ekploitasi alam baik di darat, laut
maupun udaranya dan keberlangsungan kehidupan politik serta kestabilan/

keabadian perdamaian di Aceh pada masa mendatang?

1.4 Manfaat Kajian
Kajian ini diharapkan bermanfaat antara lain untuk :

a. Kontribusi pemikiran dan masukan bagi para pihak yang terkait di Aceh
dan Indonesia, terutama untuk mereformulasi kebijakan pembangunan
bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat serta kemandirian Aceh.
Sementara itu, bagi elemen publik dapat digunakan sebagai pedoman
dalam menyikapi perdamaian yang telah terwujud di Aceh.

b. Menambah referensi tentang studi-studi konflik dan perdamaian bagi
para peminat dan pemerhati yang berkepentingan serta dapat melan-
jutkan kajian lebih lanjut dan relevan dengan kajian ini.

c. Menjadikan kajian dan advokasi ini, sebagai dokumen sejarah per-
juangan rakyat Aceh, sekaligus pedoman kewenangan kekhususan dan
pendapatan Aceh, yang diperoleh dari perjanjian damai antara Pemer-

intah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka.

KAJIAN MOU HELSINKI DAN IMPLEMENTASI UUPA



BABII
TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Desentralisasi Pemerintahan (Government Decentralization)

Pada awalnya pemerintah pusat sebagai pemegang mandat pelayanan
publik dan menjalankan pemerintahan secara tersentralisasi malah cenderung
otoriter. Seiring dengan keberhasilan gerakan demokratisasi, pemerintah mulai
mengadopsi kebijakan desentralisasi sebagaimana terjadi pada negara-negara
maju melalui gerakan New Public Management (NPM) (Cheema dan Rondi-
nelli, 2008).

Desentralisasi adalah transfer kewenangan dan tanggung jawab untuk
fungsi publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah di bawahnya atau or-
ganisasi pemerintah kuasi-independen atau sektor swasta (Litvack dan Seddon,
1999). Menurut Oates (1999), kewenangan belanja daerah merupakan implika-
si dari kebijakan desentralisasi. Desentralisasi memberikan kewenangan bagi
daerah dalam mengelola sumber keuangan sesuai kebutuhannya.

Terdapat beberapa jenis desentralisasi yang memiliki karakteristik dan
implikasi yang berbeda-beda, seperti desentralisasi politik, administratif, fiskal,
dan ekonomi. Dalam konteks hubungan pusat daerah, Indonesia menjalankan
desentralisasi politik, administrasi, dan fiskal (Shah, 2007; Jaya, 2010). Ketiga
bentuk desentralisasi tersebut diimplementasikan sebagai satu kesatuan dalam
desain kebijakan desentralisasi di Indonesia (Simanjuntak, 2001).

Desentralisasi fiskal diimplementasikan untuk membiayai pelaksanaan
desentralisasi politik dan administratif. Desentralisasi politik bertujuan untuk
memberikan kewenangan yang lebih luas bagi warga dan wakil-wakil mereka
dalam pengambilan keputusan publik. Desentralisasi administratif adalah ben-
tuk pengalihan tanggung jawab (dalam bentuk dekonsentrasi, delegasi, atau

devolusi) dalam hal perencanaan, pembiayaan, dan pengelolaan fungsi publik
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tertentu dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya ke unit kerja lapan-
gan atau ke pemerintahan di bawahnya. Adapun desentralisasi fiskal lebih me-
nekankan pada aspek penyerahan wewenang dan tanggung jawab fiskal kepada
daerah. Desentralisasi ekonomi atau pasar adalah bentuk yang paling lengkap
dari perspektif desentralisasi. Pemerintah melakukan privatisasi dan deregula-
si dengan mengalihkan tanggung jawab fungsi tertentu kepada sektor swasta
atau masyarakat. Melalui kebijakan tersebut memungkinkan berbagai fungsi
secara eksklusif dilakukan oleh unit bisnis, kelompok masyarakat, koperasi,
asosiasi sukarela, swasta, atau lembaga swadaya masyarakat lainnya. Bentuknya
dapat berupa privatisasi (memungkinkan kerjasama swasta untuk memberikan
layanan atau infrastruktur) atau deregulasi (mengurangi kendala hukum untuk
keterlibatan swasta pada layanan yang dimonopoli pemerintah).

Konsep dari desentralisasi terus mengalami perkembangan sesuai den-
gan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara. Cheema dan Rondinelli
(2008) mengatakan di era 1970-an berkembang konsep desentralisasi yang
terfokus pada dekonsentrasi struktur pemerintahan yang hirarkis dan bi-
rokratis. Pada pertengahan 1980-an, terjadi gelombang kedua desentralisasi
dengan memperluas konsep pembagian kekuasaan politik, demokratisasi,
dan liberalisasi pasar dengan memperluas keterlibatan sektor swasta dalam
pengambilan keputusan. Selama dekade 1990-an, desentralisasi dipandang
sebagai cara membuka pemerintahan bagi partisipasi publik yang lebih
luas melalui organisasi masyarakat sipil. Gerakan “New Public Management
(NPM)” yang terjadi di negara-negara maju merupakan implementasi kon-
sep Reinventing Government David Osborne dan Ted Gaebler, yang mempo-
sisikan negara, pemerintah nasional dan pemerintah daerah harus melaku-
kan inovasi, berorientasi pasar, terdesentralisasi, dan fokus memberikan
pelayanan terbaik mereka kepada masyarakat. Masyarakat dalam gerakan ini
disebut dengan istilah “customer” atau pelanggan.

Dalam konsep NPM, pemerintah fokus dalam membuat dan mendorong

tercapainya misi ketimbang membuat aturan terikat, berorientasi hasil, giat,

KAJIAN MOU HELSINKI DAN IMPLEMENTASI UUPA



antisipatif, dan berorientasi kepada kebutuhan pelanggan. Instansi pemerintah
harus mendahulukan pemenuhan kebutuhan warga dibandingkan kebutuhan
birokrasi. Gagasan utama pendekatan ini, bahwa pemerintahan harus terdesen-
tralisasi agar lebih efektif dalam mencapai tujuan. Desentralisasi memungkink-
an partisipasi pemangku kepentingan pada setiap level pemerintah. Menurut
Bevir (2013), Bank Dunia, IME dan lembaga internasional lainnya menggu-
nakan konsep NPM sebagai syarat pemberian bantuan dan pinjaman interna-
sional yang diberikan, agar negara-negara berkembang melakukan structural
adjustment melalui restrukturisasi pasar, penguatan demokrasi, desentralisasi,

dan mempromosikan Good Governance.

2.2 Desentralisasi Asimetris dan Otonomi Khusus

Pemberian hak otonomi oleh Pemerintah Pusat yang berbeda terhadap
satu wilayah atau daerah dari beberapa daerah merupakan praktek penyeleng-
garaan pemerintahan yang cukup umum ditemui dalam pengalaman pengatur-
an politik di banyak negara. Pengalaman ini berlangsung baik di dalam bentuk
negara kesatuan yang didesentralisasikan, maupun dalam format pengaturan
federatif. Dalam khasanah ilmu politik dan pemerintahan, pola pengaturan
yang tidak sebanding ini disebut sebagai desentralisasi asimetris (asymmetrical
decentralization).

Konsep desentralisasi asimetris berkembang dari konsep tentang asym-
metric federation yang diperkenalkan oleh Charles Tarlton pada tahun 1965
(Tillin, 2006). Menurut Tillin, terdapat dua jenis asymmetric federation, yakni
de facto dan de jure asymmetry. Jenis pertama merujuk pada adanya perbedaan
antardaerah dalam hal luas wilayah, potensi ekonomi, budaya dan bahasa, atau
perbedaan dalam otonomi, sistem perwakilan atau kewenangan yang timbul
karena adanya perbedaan karakteristik tadi. Sedangkan asimetri kedua mer-
upakan produk konstitusi yang didesain secara sadar untuk mencapai tujuan
tertentu. Hal ini berhubungan dengan alokasi kewenangan dalam besaran yang

berbeda, atau pemberian otonomi dalam wilayah kebijakan tertentu, kepada

KAJIAN MOU HELSINKI DAN IMPLEMENTASI UUPA



daerah tertentu saja. Menurut Tim Asistensi Kementerian Keuangan bidang
desentralisasi Fiskal (TADF), asimetri diartikan sebagai perbedaan status di
antara unit-unit dalam suatu negara federal atau negara yang terdesentralisasi
berdasarkan konstitusi atau ketentuan hukum lainnya.

Desentralisasi asimetris dalam bentuk otonomi khusus merupakan per-
wujudan desentralisasi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah, sehingga
tidak disamaratakan secara general penerapannya pada seluruh daerah dalam
suatu negara. Terdapat beberapa negara di dunia yang menjalankan status oto-
nomi khusus terhadap wilayah di negaranya. Antara lain sebagai contoh dapat
dilihat dari pengalaman yang dijalankan oleh Negara Kanada dalam mengatur
keistimewaan Quebec dalam kesatuannya dengan Federasi Kanada; Negara Fil-
ipina dalam menjalankan Mindanao dalam kesatuan politiknya; Negara Nor-
wegia dalam menjalankan dalam kesatuannya dengan wilayah Sami Land; dan
Negara Cina yang membuat kesepakatan dengan Inggris untuk menetapkan
status Hongkong sebagai special administrative region pada tahun 1997 (TADE
2012).

Pelaksanaan implementasi desentralisasi di Indonesia, menurut Kusniadi
(2012), ditandai dengan pemberian otonomi khusus untuk Provinsi Aceh, Pap-
ua, dan Papua Barat disamping juga status keistimewaan sebagai daerah khu-
sus bagi ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu DKI Jakarta serta
daerah keistimewaan Yogyakarta. Oleh karena itu, desentralisasi di Indonesia
disebut sebagai desentralisasi asimetris. Menurut JPP-UGM (2010), terdapat
lima alasan desentralisasi asimetris diterapkan di Indonesia: 1) konflik dan tun-
tutan separatisme; 2) adanya pengakuan terhadap identitas lokal yang terwujud
dalam institusi politik; 3) adanya pengakuan terhadap simbol-simbol lokal sep-
erti bendera, bahasa, dan lain lain; 4) adanya pengakuan terhadap keberadaan
partai politik lokal; serta 5) adanya afirmative action untuk menjadi pemimp-
in lokal. Oleh karena itu, pemerintah pusat mengembangkan instrumen dana
perimbangan sebagai dana transfer yang diperuntukan bagi semua daerah dan

dana otonomi khusus serta dana keistimewaan bagi Aceh, Papua, Papua Barat,

KAJIAN MOU HELSINKI DAN IMPLEMENTASI UUPA



dan DI Yogyakarta.

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang menuntut hak untuk
merdeka, namun mendapatkan status otonomi khusus. Tuntutan kemerdekaan
Aceh yang terimplikasi menjadi atas status otonomi khusus dilatarbelakangi
oleh beberapa isu. Secara keseluruhan, isu pokok, pendukung, dan penyerta
bagi permintaan (dari daerah) akan otonomi khusus dan pemberian otonomi

khusus (oleh pusat) kepada Provinsi Aceh disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Isu pendorong permintaan (daerah) dan pemberian (pusat) status Otsus kepada
Provinsi Aceh

Pokok Pendukung Penyerta
Daerah Pusat Daerah Pusat Daerah Pusat

Kekayaan Ancaman Kemiskinan dan keter- Keinginan Memelihara
alam tidak | disintegrasi/ | belakangan masyarakat elit politik kekayaan
dinikmati daerah daerah un- | nasional
daerah Gerakan tuk menjadi | yang terdapat

Aceh Merde- pelaku poli- | di daerah

ka yang tik utama di

tidak pernah daerah

dapat

diselesaikan

secara tuntas

Sumber: Kajian Otonomi Khusus di Indonesia, 2008

Dengan gambaran di atas dapat dipahami jika otonomi khusus di Aceh
dapat dilaksanakan dengan cepat. Alasan utama yang diajukan Aceh bermula
dari alasan sejarah dan kultural, kemudian berkembang menjadi alasan sosial,
sehingga menjadi sebuah gerakan politik atau gerakan publik. Gerakan ini se-
lanjutnya berkembang menuntut keadilan politik dan ekonomi atas kekayaan
lokal yang di eksploitasi pusat selama puluhan tahun tanpa imbalan pengem-
balian yang memadai atau bahkan nihil. Pada akhirnya, desakan ini mengeru-
cut menjadi alasan politik dengan tawaran yang sulit untuk ditolak oleh Pusat
yaitu tuntutan kemerdekaan bagi Aceh, yaitu dengan cara referendum atau cara
lain yang akan disepakati.

Dengan demikian, keberadaan atau pemberian otonomi khusus kepada

suatu daerah di Indonesia lebih merupakan sebuah “penjumlahan” atau “selisih”
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dari kekuatan tawar dari daerah (yang menuntut Merdeka) dan pemerintah pu-
sat (yang berkepentingan mempertahankan keberadaan daerah tersebut dalam
kesatuan Republik Indonesia). Apabila posisi tawar daerah lebih kuat, hasilnya
berupa pemberian otonomi khusus. Sebaliknya, apabila posisi Pusat kuat, hasil-
nya tidak memberikan otonomi khusus (Kemitraan, 2008, dan mantan Juru
Runding GAM Teuku kamaruzzaman).

Pergeseran politik desentralisasi setelah reformasi di Indonesia telah mem-
beri peluang bagi keragaman penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai
solusi politik untuk menjamin integrasi dan stabilitas politik. Berdasarkan be-
berapa pertimbangan itu, diwarnai oleh perlawanan GAM di Aceh serta proses
politik yang pelik, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan Ketetapan
MPR Nomor IV/ MPR/1999 memberikan desentralisasi asimetris berupa ke-
wenangan khusus atau otonomi khusus kepada Provinsi Daerah Istimewa Aceh
melalui penetapan Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 18 tahun
2001.

Pemberian desentralisasi asimetris sebenarnya merupakan suatu langkah
positif dalam rangka menumbuhkan kepercayaan rakyat Aceh kepada pemer-
intah pusat dan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan Provinsi
Aceh yang tertinggal. Namun, dalam perkembangannya otsus tersebut kurang
berjalan dengan lancar. Akhirnya, sesuai kesepakatan MoU Helsinki 15 Agustus
2005, UU Otsus NAD tersebut diganti dengan UU RI Nomor 11 tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh yang saat ini sudah dijalankan selama 13 tahun.

2.3 Desentralisasi Asimetris Aceh versi Nota Kesepahaman

Berbagai kebijakan dalam pengaturan pemerintahan daerah di Aceh
pada masa lalu telah menyebabkan terjadinya ketidakadilan di berbagai perike-
hidupan. Akibatnya, hal ini menimbulkan keresahan yang berujung pada
pergolakan dan perlawanan secara fisik bersenjata oleh GAM (Gerakan Aceh
Merdeka) terhadap pemerintah pusat.

Ditandatanganinya MoU (Memorandum of Understanding) atau nota
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kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM di Helsinki 15

Agustus 2005 oleh Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin, atas nama

Pemerintah Indonesia dan pimpinan GAM, Tengku Malik Mahmud Al Haytar,

merupakan babak baru dalam perjalanan sejarah Aceh menuju negeri yang da-

mai, adil, dan sejahtera.

Nota Kesepahaman yang ditandatangani tersebut memuat beberapa hal
sebagai berikut. Pertama, Pemerintah Republik Indonesia dan GAM menegas-
kan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh,
berkelanjutan, dan bermartabat bagi semua. Kedua, Pemerintah RI dan GAM
bertekad menciptakan kondisi sehingga pemerintahan di Aceh dapat diwu-
judkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan
dan Konstitusi Republik Indonesia. Ketiga, kedua belah pihak yang terlibat da-
lam konflik sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik
tersebut yang memungkinkan Aceh dibangun kembali setelah dilanda gempa
bumi dan gelombang tsunami yang dahsyat pada tanggal 26 Desember 2004.
Keempat, kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik bertekad untuk mem-
bangun rasa saling percaya.

Dalam nota perjanjian kesepahaman tersebut dirinci isi persetujuan yang
dicapai dan prinsip-prinsip yang akan digunakan untuk memandu proses trans-
formasi. Khusus menyangkut pengaturan pemerintahan di Aceh, telah disepa-
kati untuk memberikan kewenangan khusus kepada Provinsi Aceh melalui
undang-undang baru tentang Pemerintahan Aceh (dalam nota kesepahaman
dihindari kata “otonomi khusus” dan Federasi).

Kewenangan khusus Provinsi Aceh dalam UU desentralisasi baru menurut
MoU Helsinki tersebut antara lain:

19. Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik terma-
suk administrasi sipil dan peradilan, kecuali hubungan luar negeri, pertah-
anan luar, keamanan nasional, moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman,
dan kebebasan beragama. Prinsip tersebut mirip dengan ketentuan Pasal 10

UU Nomor 32 tahun 2004, yang mana daerah menyelenggarakan urusan
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pemerintahan yang diserahkan kepadanya, yaitu semua sektor publik beri-
kut aktivitas administrasi dan peradilannya, kecuali enam urusan pemer-
intahan yang merupakan kewenangan mutlak pemerintah pusat. Namun
berbeda dengan UU No 32 tahun 2004, Aceh adalah daerah khusus yang
tidak dapat dibatalkan dengan berlakunya UU Umum lainya dan atau tidak
sama proses pembentukannya sebagaimana undang-undang biasa, serta
kewenangan Aceh untuk penyelenggaraan administrasi sipil dan peradilan.

20. Persetujuan-persetujuan internasional terkait Aceh berlaku dengan kon-
sultasi dan persetujuan legislatif Aceh. Prinsip ini mirip dengan ketentuan
Pasal 42 Ayat (1) huruff dan g UU Nomor 32 tahun 2004, yang menyatakan
bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang memberikan pendapat,
pertimbangan, dan persetujuan terhadap perjanjian dan kerja sama inter-
nasional.

21. Keputusan DPR terkait Aceh dilakukan dengan konsultasi dan persetu-
juan legislatif Aceh. Prinsip ini memiliki kemiripan dengan yang pernah
diberikan kepada Papua seperti diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf d UU
Otonomi Khusus Papua Nomor 21 tahun 2001, dimana perjanjian kerja
sama menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua yang dibuat oleh
pemerintah pusat dilakukan dengan saran, pertimbangan, dan persetujuan
MRP. Namun, jika di Papua menyangkut hak asli orang papua, maka ke-
wenangan Aceh meliputi semua sektor publik.

22. Kebijakan-kebijakan administratif yang diambil pemerintah terkait Aceh
dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan Pemerintah Aceh. Prinsip
ini hampir sama dengan ketentuan Pasal 61 Ayat (3) UU Otonomi Khusus
Papua Nomor 21 tahun 2001, yang menjelaskan penempatan penduduk
dalam rangka transmigrasi nasional yang diselenggarakan pemerintah
dilakukan dengan persetujuan Gubernur Papua. Namun, kekhususan ke-
wenangan Aceh meliputi semua sektor publik.

23. Nama Aceh dan gelar pejabat senior ditentukan oleh legislatif Aceh. Sebagai

daerah yang bersifat khusus atau istimewa, penyebutan nama daerah dan
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24.

25.

26.

27.

gelar pejabat, dijamin oleh Pasal 18 B Ayat (1) UUD 1945. Negara wajib
mengakui dan menghormatinya. Dengan begitu, jika nama NAD dikem-
balikan jadi Aceh atau gubernur diganti jadi kepala pemerintah atau nama
lainnya, itu memang hak rakyat Aceh. Hal tersebut juga dipertegas di dalam
Pasal 1 UU Otonomi Khusus NAD Nomor 18 tahun 2001, dimana kepada
Aceh diberi keleluasaan menyebut nama daerah maupun sebutan pejabatn-
ya sesuai tradisi masyarakat setempat, seperti kabupaten disebut Sagoe dan
kepala desa disebut dengan Keuchik.

Aceh memiliki hak menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bend-
era, lambang, dan himne. Ketentuan ini hampir sama dengan yang pernah
diberikan kepada Papua sesuai Pasal 2 UU Otonomi Khusus Papua No-
mor 21 tahun 2001, dimana Papua dapat memiliki lambang daerah, bend-
era daerah, dan lagu daerah. Tetapi, dalam Pasal 2 Ayat (2)-nya dinyatakan
bahwa lambang, bendera, dan lagu daerah tidak diposisikan sebagai simbol
kedaulatan.

Pembentukan lembaga Wali Nanggroe dengan segala perangkat upacara
dan gelarnya. Dalam konteks ini, Lembaga Wali Nanggroe yang merupa-
kan simbol pelestarian adat ini telah diatur juga dalam Pasal 10 UU Oto-
nomi Khusus NAD Nomor 18 tahun 2001. Namun ada perbedaan antara
teks Indonesia dan dalam teks Inggrisnya MoU Helsinki disebutkan Lem-
baga Wali Nanggroe akan dibentuk ‘dengan segala hak dan gelarnya:
Pendirian partai politik lokal di Aceh. Ketentuan partai politik lokal mirip
dengan yang pernah diberikan kepada Papua sesuai Pasal 28 UU Otonomi
Khusus Papua Nomor 21 tahun 2001, dimana penduduk Papua dapat
membentuk partai politik. Dalam MoU lebih lengkap pengaturannya ten-
tang partai politik lokal termasuk penyelenggara pemilu di Aceh.
Pemberian hak kepada rakyat Aceh untuk mencalonkan diri dalam pilka-
da dan pemilu legislatif. Ketentuan ini sudah tertuang dalam Pasal 59 Ayat
(3) UU Nomor 32 tahun 2004, bahwa parpol atau gabungan parpol wajib

memberi kesempatan seluas-luasnya bagi calon perseorangan (indepen-
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den). Perbedaan dengan MoU bahwa perseorangan tanpa persetujuan par-
pol pun dapat mencalonkan diri dengan memenubhi syarat tertentu melalui
Komisi Independen Pemilihan (KIP).

28. Pemilihan lokal yang bebas dan adil untuk memilih kepala Pemerintah
Aceh dan pejabat terpilih lainnya, serta anggota legislatif Aceh. Ketentuan
ini sudah dilaksanakan di daerah-daerah sesuai UU Pemerintahan Daerah
(Nomor 32 tahun 2004) dan UU Pemilu Legislatif (Nomor 12 tahun 2003),
dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah serta anggota DPRD dipi-
lih secara langsung oleh rakyat. Dalam pemilihan tersebut, para pemantau
dapat melakukan pemantauan. Selain itu, dana kampanye dilaporkan se-
cara transparan kepada publik.

29. Pembatasan kewenangan DPRD Aceh mengesahkan peraturan tanpa per-
setujuan Kepala Pemerintah Aceh sampai Tahun 2009. Prinsip ini sebetul-
nya bukan hal baru. Bahkan, dalam UU Pemerintahan Daerah sebelumn-
ya (Nomor 1 tahun 1957), pada era demokrasi liberal dulu, kepala daerah
dapat membatalkan keputusan DPRD. Sekarang, Pasal 144 ayat (1) UU
Pemda Nomor 32 tahun 2004 pun menggariskan, bahwa peraturan yang
telah disetujui DPRD disampaikan lagi kepada kepala daerah untuk disah-
kan.

30. Aceh berhak memperoleh dana melalui utang luar negeri. Klausul ini se-
jalan dengan ketentuan Pasal 170 Ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2004, yang
menyatakan bahwa daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari
utang luar negeri. Di dalam Pasal 5 Ayat (2) UU Otonomi Khusus NAD
Nomor 18 tahun 2001 telah dicantumkan pula bahwa Provinsi NAD dapat
melakukan pinjaman dari luar negeri untuk membiayai sebagian anggaran
pembangunannya.

31. Aceh berhak menetapkan dan memungut pajak daerah. Ketentuan ini di-
jamin di dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004.
Malahan, bukan saja pajak daerah melainkan juga retribusi daerah diberi-

kan kepada daerah otonom oleh pemerintah pusat.
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32.

33.

34.

35.

36.

Aceh memiliki kewenangan atas sumber daya alam yang hidup di laut teri-
torial di sekitar Aceh. Prinsip ini paralel dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1)
UU Pemda Nomor 32 tahun 2004 dimana daerah yang memiliki wilayah
laut diberikan kewenangan mengelola sumber daya di wilayah laut.

Aceh berhak menguasai 70 persen hasil dari cadangan hidrokarbon dan
sumber daya alam lainnya. Klausul ini tidak berbeda dengan ketentuan
yang telah digariskan pada Pasal 4 Ayat (3) dan (4) UU Otonomi Khusus
NAD (Nomor 18 Tahun 2001), bahwa untuk minyak bumi dan pertamban-
gan gas alam, Aceh memperoleh bagian 70 persen. Bahkan, untuk sumber
daya alam sektor kehutanan, perikanan, dan pertambangan umum, Aceh
menerima 80 persen. Perbedaan MoU-nya adalah Aceh memiliki hak
membentuk Badan Pengelolaan Migas yang bekerjasama dengan pemerin-
tah pusat.

Aceh melaksanakan pembangunan dan pengelolaan semua pelabuhan laut
dan pelabuhan udara di wilayah Aceh. Daerah otonom dapat saja mem-
bangun dan mengelola pelabuhan laut dan udara sepanjang memiliki ke-
mampuan. Bahkan, Bandar Udara Hang Nadim di Kota Batam Provinsi
Kepulauan Riau dibangun dan dikelola oleh Badan Otorita Batam. Namun,
standar dalam pembangunan dan pengelolaannya harus tunduk pada reg-
ulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Hal ini di dalam MoU dan
UUPA tidak lengkap pengaturannya untuk pelabuhan udara dan laut di
Aceh.

Aceh akan menikmati akses langsung dan tanpa hambatan ke negara-neg-
ara asing, melalui laut dan udara. Kewenangan Aceh tentang hal ini belum
terimplementasi secara jelas dan tegas serta belum dapat dilaksanakan oleh
Aceh.

Pemerintah RI akan bertekad untuk menciptakan transparansi dalam
pengumpulan dan pengalokasian pendapatan antara pemerintah pusat
dan Aceh dengan menyetujui auditor luar melakukan verifikasi atas kegia-

tan tersebut dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada kepala Pemerintah
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Aceh. Ketentuan ini belum dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

37. Pengangkatan kepala kepolisian Aceh dan kepala kejaksaan tinggi harus
mendapatkan persetujuan kepala Pemerintah Aceh. Prinsip ini persis sama
dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 21 ayat (6) dan Pasal 24
ayat (2) UU Nomor 18 tahun 2001, yang menyatakan bahwa pengangka-
tan kepala kepolisian Aceh oleh kapolri dan pengangkatan kepala kejak-
saan tinggi Aceh oleh jaksa agung dilakukan dengan persetujuan Guber-
nur Provinsi Aceh. Namun, ada perbedaan di dalam MoU disebutkan juga
tentang penerimaan dan pelatihan anggota polisi organik dan penuntut
umum di Aceh yang juga harus dengan konsultasi dan persetujuan kepala
Pemerintah Aceh.

38. Guna menegakkan, memajukan, melindungi, dan menghormati Hak Asasi
Manusia (HAM) akan dibentuk sebuah Pengadilan Hak Asasi Manusia dan
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. Pembentukan kedua lemba-
ga ini persis seperti yang terdapat di dalam Pasal 45 ayat (2) UU Otonomi
Khusus Papua (Nomor 21 tahun 2001).

Jika dianalisis dari sudut kajian desentralisasi, menurut Djohan (2010),
kewenangan khusus yang diberikan Republik Indonesia kepada Aceh dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerahnya sebagaimana tercantum dalam
MoU adalah wajar demi terwujudkan damai di tanah Nanggroe Aceh Darus-
salam. Bahkan, selama ini sebagian besar kewenangan itu sesungguhnya telah
diberikan pemerintah pusat kepada NAD lewat UU Nomor 18 Tahun 2001 dan
diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Sekiranya, kewenangan yang diserah-
kan sekarang semakin bertambah luas. Hal tersebut pun pantas demi merekon-
struksi dan merehabilitasi Aceh pasca konflik, bencana gempa bumi, dan tsu-
nami pada 26 Desember 2004. Dengan demikian, Aceh yang dinilai tertinggal
pembangunannya dapat sejajar dan setara kemajuannya dengan daerah-daerah
lain di Nusantara.

Lebih janjut, Djohan (2010) mengatakan pemberian kewenangan kepada
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Aceh juga tidak akan membahayakan NKRI. Indonesia tetap berbentuk neg-
ara kesatuan. Hal ini diberikan hanya kepada Aceh karena statusnya sebagai
daerah khusus dan sekaligus daerah istimewa. Pemerintah pusat menyerahkan
kewenangan yang lebih luas dan lebih banyak sesuai konsep desentralisasi asi-
metris sebagaimana dijumpai di negara-negara lain di dunia ini.

Djohan (2010), juga menambahkan pemberian kewenangan khusus ke-
pada Aceh pun tidak bertentangan dengan UUD 1945. Malahan justru lebih
komit melaksanakannya melalui pemberian otonomi seluas-luasnya sesuai
amanah Pasal 18 Ayat (5) serta pengakuan dan penghormatan terhadap kekhu-

susan atau keistimewaannya sesuai ketentuan Pasal 18 B Ayat (1).

2.4 Desentralisasi Tata Kelola (Decentralized Governance)

Menurut Cheema dan Rondinelli (2008), fenomena terjadinya pergeser-
an paradigma sistem pemerintahan dari goverment decentralization ke decen-
tralized governance merupakan akibat dari semakin kompleksnya permasala-
han yang dihadapi oleh pemerintah, antara lain terjadinya interaksi ekonomi
internasional yang sangat pesat serta adanya interkoneksi pemerintah dengan
pasar. Di sisi lain, keberhasilan demokrasi menyebabkan lembaga pemerintah
semakin sensitif terhadap aspirasi dan partisipasi publik. Menurut Bevir (2013),
tata kelola mengacu pada semua proses pengerahan sumber daya, baik yang
dilakukan oleh pemerintah, pasar atau jaringan. Tata kelola menyangkut proses
yang berlangsung pada suatu keluarga, suku, korporasi, atau wilayah tertentu.
Tata kelola juga meliputi hukum, norma- norma, kekuasaan, atau bahasa. Is-
tilah governance lebih luas daripada pemerintahan (government) karena tidak
hanya berfokus pada negara dan kelembagaannya, tetapi juga pada penciptaan
aturan main dan keteraturan sosial. Konsep governance yang lebih operasional
dikemukakan oleh UNDDP, yaitu sebagai proses dan kelembagaan dimana pe-
merintah bersama-sama Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan sektor swasta
(private) saling berinteraksi satu sama lain dalam urusan publik dan mengarti-

kulasikan kepentingan warga, menengahi perbedaan dan melatih mereka da-
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lam memenuhi kebutuhan politik, ekonomi, dan sosial (Graham et al., 2003).
Desentralisasi dalam perspektif baru dipandang sebagai instrumen un-
tuk menegakkan pemerintahan yang demokratis, bagaimana otoritas politik,
administrasi, dan keuangan dapat berbagi kewenangan agar dapat menjalank-
an fungsi secara efektif diantara lembaga-lembaga pemerintahan, bagaima-
na kapasitas pemerintah daerah, swasta dan OMS dikembangkan agar dapat
partisipasi secara efektif melalui saluran demokrasi yang tersedia (Cheema dan
Rondinelli, 2008). Pelimpahan kekuasaan dan sumber daya kepada pemerin-
tah daerah menjadi fondasi bagi desentralisasi tata kelola, sehingga pemerintah
daerah dapat memainkan peran sebagai katalisator pembangunan ekonomi dan
sosial di daerahnya, memungkinkan warga untuk berperan aktif dalam proses
politik lokal, perencanaan, dan penganggaran, sehingga keputusan politik dan
kebijakan anggaran dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan sosial

masyarakat daerah secara lebih nyata.

2.5 Teori Pembangunan

Dalam jangka panjang yang dimaksud pembangunan ekonomi adalah
meningkatkan kualitas dari setiap individu. Manusia merupakan subjek seka-
ligus objek dari pembangunan ekonomi. Jika pengeluaran pemerintah diarah-
kan pada pembangunan ekonomi maka pembangunan kualitas sudah seharus-
nya menjadi bagian terpenting dari kebijakan yang dilakukan. Pembangunan
semestinya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin mening-
kat, menurunnya persentase penduduk miskin, naiknya pendapatan per kapi-
ta, naiknya IPM dan menurunnya tingkat pengangguran serta diiringi dengan
adanya pemerataan pembangunan antar daerah.

Pembangunan dapat dijelaskan sebagai sesuatu yang berubah menjadi
lebih baik. Menurut Todaro dan Smith (2006), istilah pembangunan secara tr-
adisional diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang
kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu yang

cukup lama untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan pendapatan
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nasional bruto atau GNI (Gross National Income).

Keberhasilan ekonomi dapat dilihat pada proses pembangunan di mas-
yarakat paling tidak memiliki tujuan inti pembangunan, yaitu (1) Peningkatan
ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang
pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan;
(2) Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapa-
tan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan
kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan
kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahter-
aan materiil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa
yang bersangkutan; (3) Perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap
individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mere-
ka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap
orang atau negara bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang ber-
potensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Menurut Jhingan (2000), terdapat beberapa faktor yang dapat memen-
garuhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pada hakikatnya faktor-fak-
tor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor
nonekonomi. Faktor ekonomi yang memengaruhi pertumbuhan dan pemba-
ngunan ekonomi di antaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manu-
sia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Faktor nonekonomi
mencakup kondisi sosial budaya yang ada di masyarakat, keadaan politik,
kelembagaan, dan sistem yang berkembang dan berlaku.

Sumber daya alam yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesub-
uran tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, sangat
memengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penye-
diaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan dibu-
tuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memi-
liki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi).

Sumber daya manusia juga sangat menentukan keberhasilan pembangu-
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nan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang
besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, serta
kualitas penduduk juga sangat menentukan seberapa besar produktivitas yang
bisa dihasilkan.

Sementara itu, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengo-
lah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk
menggali dan mengolah kekayaan yang tersedia. Sumber daya modal berupa
barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pem-
bangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan
produktivitas.

Pembangunan ekonomi yang berlangsung di suatu negara membawa
dampak positif, yaitu melalui pembangunan ekonomi, dengan pelaksanaan
kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat
proses pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi memungkinkan tercip-
tanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan demikian

akan mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan.

2.6 Konsep Kemiskinan

Berbagai teori mengenai kemiskinan dikemukakan oleh para ahli. Di
antaranya ialah Friedman (2002) yang mengemukakan kemiskinan adalah
ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial
yang meliputi aset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber keuan-
gan (pendapatan dan kredit yang memadai), organisasi sosial politik yang dapat
dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk
memperoleh pekerjaan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang
memadai dan informasi yang berguna.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk me-
menuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pen-
didikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat
pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan
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pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami
istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya
dari segi moral dan evaluatif dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut
ilmiah yang telah mapan.

Bellinger (2007), berpendapat bahwa kemiskinan memiliki dua dimensi,
yaitu dimensi pendapatan dan non pendapatan. Kemiskinan dalam dimensi
pendapatan didefinisikan sebagai keluarga yang memiliki pendapatan rendah,
sedangkan dari dimensi non-pendapatan ditandai dengan adanya ketidakmam-
puan, ketiadaan harapan, tidak adanya perwakilan dan kebebasan. Kemiskinan
dari sisi pendapatan lebih sering didiskusikan karena lebih mudah diukur dan
dapat dibedakan menjadi kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut.

Selanjutnya menurut Lipsey, et. al. (1997), kemiskinan didefinisikan se-
bagai ketiadaan makanan dalam jumlah minimum, rumah dan pakaian yang
dibutuhkan untuk mempertahankan hidup. Menurut teori tersebut, konsep
kemiskinan merupakan cerminan harapan dan aspirasi masyarakat secara kes-
eluruhan mengenai apa yang dipandang sebagai standar hidup minimum yang
dapat diterima.

Kemiskinan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemi-
skinan kronis (chronic poverty) atau kemiskinan struktural yang terjadi ter-
us-menerus dan kemiskinan sementara (transient poverty) yang ditandai den-
gan menurunnya pendapatan masyarakat sementara akibat perubahan siklus
ekonomi dari kondisi normal menjadi kondisi kritis dan bencana alam. Mas-
yarakat miskin umumnya lemah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar
seperti pangan dan gizi, pendidikan dan kesehatan, kemampuan berusaha,
dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi sehingga
menumbuhkan perilaku miskin. Selain itu, perilaku miskin ditandai pula oleh
perlakuan diskriminatif, perasaan ketakutan dan kecurigaan serta sikap apatis
dan fatalistis. Dalam kaitan itu, upaya penanggulangan kemiskinan terkait erat
dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan penyediaan berbagai kebutuhan

pokok dengan biaya yang terjangkau sehingga secara bertahap mereka dapat
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meningkatkan kemampuannya untuk memanfaatkan peluang yang terbuka
(Heinz, 1988).

Secara umum, ada dua strategi utama penanggulangan kemiskinan. Per-
tama, melakukan berbagai upaya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan
pokok dan melindungi keluarga serta kelompok masyarakat yang mengalami
kemiskinan sementara akibat dampak negatif krisis ekonomi dan kemiskinan
struktural. Kedua, melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat
yang mengalami kemiskinan struktural, antara lain dengan memberdayakan
mereka agar mempunyai kemampuan yang tinggi untuk melakukan usaha dan
mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Kemiskinan berdampak pada kondisi keadaan kurang gizi dan tingkat ke-
sakitan (morbiditas) dan hal lain yang merupakan suatu lingkaran setan yang
akan membuat kondisi suatu bangsa semakin terpuruk. Masih relatif tingginya
masalah gizi masyarakat itu menunjukkan bahwa aspek kemampuan ekonomi
(daya beli) berpengaruh paling dominan dalam timbulnya masalah gizi mas-
yarakat, di samping adanya faktor kurang sadar gizi, kondisi lingkungan san-
itasi dan keterbatasan akses bagi golongan masyarakat yang kurang mampu.
Kemampuan ekonomi keluarga yang rendah itu tidak terlepas dari faktor ke-
terbatasan lapangan kerja, termasuk keterbatasan dalam hal kemampuan psi-
komotorik dan kognitif yang dapat dikembangkan untuk memperluas peluang
mendapatkan tambahan pendapatan. Terdapat gambaran keterkaitan beragam
faktor dalam lingkaran setan kemiskinan, dimana faktor kekurangan gizi ma-
suk di dalamnya (Todaro, 1999).

Dampak dari kondisi kurang gizi pada jangka waktu lama akan tercer-
min pada beragam masalah gizi masyarakat dan pada gilirannya menyangkut
langsung pada sumber daya insani yang memprihatinkan, yakni rendahnya
produktivitas fisik, mental (ketahanan menerima stres), dan intelektual (kecer-
dasan) (Sitorus, 1996).

Menurut Papilaya (2013), akar penyebab kemiskinan pedesaan dan perko-
taan adalah:
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1.

Tipologi Kemiskinan Perdesaan

Menurut Munker dalam Papilaya (2013), sebab-sebab utama kemiskinan
di pedesaan adalah ketidakmampuan masyarakat menghadapi kondi-
si-kondisi yang berubah disebabkan: (a) kondisi kesehatan dan fisik yang
lemah karena kekurangan gizi dan penyakit; (b) pengalaman yang men-
jadi sumber pengetahuan tidak relevan dengan perubahan zaman; (c) ke-
tiadaan akses terhadap teknologi; (d) sumber pendapatan tidak terjamin;
(e) kondisi pemerintahan, hukum, dan polotik tidak berpihak pada kaum
miskin; dan (f) bias perkotaan dan terbatasnya infrastruktur pedesaan.
Tipologi Kemiskinan Perkotaan

Penyebab kemiskinan di perkotaan ialah: (a) kerangka kerja pemerintah
dan hukum yang tidak memadai; (b) urbanisasi, buta huruf, kawasan ku-
muh; (c) ketidakmampuan mendapatkan kerja; (d) pengangguran; dan (e)
tidak memiliki akses terhadap sumber daya tanah, air dan energi.

Papilaya (2013), merumuskan delapan strategi percepatan pengurangan

kemiskinan dan pemiskinan, yakni sebagai berikut:

1.

Pelembagaan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance)

Strategi ini bertujuan untuk membentuk atau mengubah perilaku individu
dan perilaku kolektif menjadi perilaku baru yang lebih produktif dan nor-
matif bagi rumah tangga miskin, pemerintah/para elitis, dan dunia usaha.
Strategi ini dilakukan melalui pelembagaan dan penerapan prinsip-prinsip
tata pemerintahan yang baik dalam kehidupan rumah tangga dan penye-
lenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik.
Peningkatan kapabilitas rumah tangga miskin

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan potensi diri, ras percaya diri,
dan kemampuan serta spirit kewirausahaan rumah tangga miskin dan
stakeholders terkait.

Revitalisasi modal sosial

Strategi ini bertujuan untuk memberdayakan nilai-nilai kearifan lokal se-
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bagai kekuatan perekat, pendorong, dan penghela di antara sesama stake-
holders pembangunan sehingga dapat berfungsi sebagai jaring pengaman
sosial (sosial safety net) dalam upaya pengurangan kemiskinan dan pemi-
skinan.

4. Advokasi kebijakan publik
Strategi ini bertujuan untuk melakukan reorientasi modal politik melalui
reformasi kebijakan (policy reform) dan penganggaran publik sehingga
lebih berpihak pada upaya pengurangan kemiskinan dan pro-miskin (pro-
poor budgeting).

5. Peningkatan keterjaminan sosial
Strategi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, penghormatan
dan pemenuhan rasa aman bagi rumah tangga miskin, sangat miskin (mi-
skin absolut). Khususnya bagi mereka yang berusia nonproduktif atau mer-
eka yang mengalami dampak bencana alam dan konflik sosial.

6. Pemberdayaan infrastruktur
Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas rumah tangga mi-
skin terhadap kelembagaan kesehatan, pendidikan, keuangan dan pemasa-
ran serta menjamin terpenuhinya hak-hak dasar rumah tangga miskin.

7. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan
Strategi ini bertujuan untuk memberdayakan potensi ekonomi rakyat yang
dimiliki oleh rumah tangga miskin sehingga mereka dapat meningkatkan
produksi, produktivitas, dan pendapatan secara persisten berdasarkan mata
pencaharian utama.

8. Redistribusi aset
Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan aset/modal, akses, dan kontrol
rumah tangga miskin terhadap lingkungan sumber daya alam atau buatan
melalui redistribusi aset/lahan sehingga tidak terjadi deprivasi lahan, ke-
timpangan penguasaan/kepemilikan sumber daya alam/lahan oleh kelom-

pok elite/pemodal.

KAJIAN MOU HELSINKI DAN IMPLEMENTASI UUPA



Badan Pusat Statistik (2014), mencantumkan indikator dalam mengukur
tingkat kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan
dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang
sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan serta bukan
makanan dari sisi ekonomi yang diukur dari sisi pengeluaran rata-rata rumah
tangga.

Metode yang digunakan BPS untuk menghitung Garis Kemiskinan (GK)
adalah diukur dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebu-
tuhan dasar (basic needs approach). Dua komponen yang digunakan, yaitu
Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan
(GKBM). Penghitungan GK dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan
dan perdesaan. Penduduk miskin menurut BPS adalah penduduk yang memili-
ki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. GKM
merupakan suatu nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang dise-
tarakan dengan 2100 kalori per kapita per hari yang setara dengan beras 320 kg/
kapita/tahun di perdesaan dan 480 kg/kapita/tahun di daerah perkotaan. Garis
kemiskinan nonmakanan (GKNM) merupakan ukuran kebutuhan minimum
untuk sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lain-
nya. BPS setiap tahun menetapkan besarnya garis kemiskinan berdasarkan ha-
sil Survei Ekonomi Nasional (SUSENAS). Garis kemiskinan juga berbeda-beda
untuk tiap daerah tergantung besarnya biaya hidup minimum masing-masing

daerah.

2.7 Konflik Di Aceh

Konflik merupakan fenomena yang umum terjadi di berbagai negara di
seluruh dunia. Hal ini terjadi tidak terlepas dari berbagai kepentingan sesuatu
penduduk atau golongan manusia yang saling berbeda antara satu sama lainnya
atau antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Namun, konflik tersebut
tidak dapat dikelola dengan baik. Pada umumnya, konflik di Indonesia dikate-
gorikan sebagai “konflik separatis” dan/atau “konflik antara pusat-daerah” yang
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sering disebut dengan konflik vertikal.

Selain itu, ada juga yang disebut dengan konflik komunal seperti konflik
agama, etnis, serta konflik perebutan sumber daya alam. Menurut Ju Lan et. al.
(2005), konflik komunal dapat dipandang sebagai konflik horizontal. Di Indo-
nesia setidaknya ada enam provinsi Indonesia yang mengalami dampak konflik
berskala besar, yaitu Aceh, Papua, Papua Barat Maluku, Sulawesi Tengah, dan
Maluku Utara (World Bank, 2010).

Pada masa Orde Baru yang lebih mengejar pertumbuhan ekonomi lebih
mementingkan “kue besar” tanpa melihat aspek keadilan serta tidak memper-
hatikan aspek keberlanjutan sumber daya alam tersebut. Seperti halnya yang
dialami Aceh. Akibatnya eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran
tersebut tidak memperhatikan kepentingan masyarakat Aceh.

Provinsi Aceh yang merupakan salah satu dari enam provinsi tersebut
mengalami sejarah konflik cukup panjang di Indonesia. Sejak terbentuknya
Republik Indonesia, Aceh sudah dua kali berkonflik dengan pemerintah pu-
sat. Diawali konflik antara Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII)
pada tahun 1953-1959, kemudian konflik antara GAM dan RI selama tahun
1976-2005. Munculnya konflik DI/TII lebih mengarah pada permasalahan oto-
nomi khusus dalam menerapkan syariah Islam di Aceh. Sementara itu, konflik
GAM terjadi akibat kewenangan secara sosial, politik dan kekuasaan serta keti-
dakadilan pemerintah pusat dalam mengeksploitasi kekayaan alam Aceh. Hasil
alam yang diekploitasi seperti tambang minyak dan gas Arun yang tergolong
cukup besar, namun tidak memberi kesejahteraan bagi sebagian besar mas-
yarakyat Aceh. GAM kemudian mengusung isu “Successor State”, Aceh sebagai
negara kesinambungan dari negara awalnya.

Proses konflik vertikal antara GAM dan RI terjadi dalam tiga tahapan.
Tahap pertama terjadi selama tahun 1976-1979. Saat itu, pengikut GAM hanya
terdiri dari sekelompok elite lokal yang mayoritas berasal dari Kabupaten Pidie
(tempat kelahiran Hasan Tiro). Kemudian meluas hingga ke Aceh Utara dan

Aceh Timur. Di kedua daerah ini, GAM menemukan momentumnya untuk

KAJIAN MOU HELSINKI DAN IMPLEMENTASI UUPA



melakukan gerakan terencana seiring dengan terjadinya ketimpangan ekonomi
yang kian dirasakan oleh masyarakat, terutama antara warga Asli Aceh dengan
pendatang. Kelompok GAM menentang ketidakadilan yang diciptakan oleh
pemerintah pusat dengan mengibarkan bendera GAM. Pemerintah mengang-
gap GAM sebagai sebuah gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari
negara Indonesia.

Tahap kedua selama 1989-1998, pemerintah berupaya merespon situasi
instabilitas politik dan sosial dalam rangka menjaga keamanan di Aceh seka-
ligus menjaga keutuhan wilayah NKRI. Pemerintah Pusat mengambil kebijakan
yang lebih mengedepankan pendekatan represif (aksi militeristik). Ini dilakukan
untuk menekan perlawanan bersenjata dari pithak GAM maupun gerakan so-
sial politik yang makin masif akibat tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah
pusat. Kebijakan represif tersebut ditindaklanjuti dengan pengiriman pasukan
militer ke Aceh dalam jumlah besar untuk operasi militer (kontra gerilya dan
intelijen). Beberapa wilayah sentral gerakan di Aceh seperti Pidie, Aceh Utara,
dan Aceh Timur menjadi titik fokus penumpasan melalui operasi militer, dike-
nal dengan Daerah Operasi Militer (DOM), atau operasi militer dengan sandi
Operasi Jaring Merah.

Pada tahap kedua ini puncak konflik terpusat di Pidie, Aceh Utara, dan
Aceh Timur. Ketiga kabupaten tersebut merupakan daerah yang kaya sumber
daya alam dan tempat beroperasinya industri-industri strategis (vital). Selama
berlakunya DOM penumpasan gerakan yang ingin memisahkan diri dari re-
publik kian gencar dengan alasan menjaga stabilitas keamanan dan keutuhan
negara, dengan menyebut GAM sebagai Gerombolan Pengacau Liar (GPL).

Komnas HAM (2013) menyebutkan bahwa dari berbagai macam bentuk
operasi yang dilakukan oleh aparat keamanan untuk menyasar masyarakat yang
terlibat gerakan ini (GAM, keluarga GAM, ataupun warga sipil diduga men-
dukung GAM) berdampak pada pelanggaran HAM. Warga sipil yang sama
sekali tidak terlibat dengan gerakan pemberontakan, seperti kaum perempuan,

orang tua uzur, dan anak-anak ikut juga menjadi target operasi, sehingga paling
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banyak korban jiwanya, termasuk kehilangan harta benda.

Selanjutnya, Komnas HAM (2013) menambahkan bahwa terjadinya
DOM di merupakan mimpi buruk bagi masyarakat Aceh. Mereka mengalami
kekerasan fisik maupun nonfisik. Rumoh Geudong (rumah gedung) di Pidie
dan Rancong di Aceh Utara, dikenal sebagai tempat penyekapan, penyiksaan,
pembunuhan, dan pemerkosaan. Akibatnya, ribuan anak-anak menjadi yatim
piatu, perempuan yang menjadi janda, warga sipil yang cacat akibat disiksa, ru-
mah-rumah yang dibakar, dan pelbagai bentuk penderitaan lainnya. Perekono-
mian Aceh pun pada masa itu mengalami stagnasi, sehingga menambah jumlah
pengangguran dan penduduk miskin.

Tahap ketiga (periode 1999-2005) atau setelah DOM dicabut, anggota
GAM menyebar ke seluruh kabupaten di Aceh untuk merekrut dan mereor-
ganisasi gerakannya. Menurut Kontras (2006), GAM mendapat dukungan dari
masyarakat Aceh secara umum setelah terbongkarnya kasus pelanggaran HAM
yang selama ini berusaha ditutupi. Solidaritas kebangsaan/kesukuan (Bangsa
Aceh) mulai bangkit yang ditandai dengan banyaknya gerakan sipil, terutama
kaum perempuan (korban kekerasan dan janda) yang akhirnya ikut bergabung
ke dalam GAM. Anggota GAM pada fase ini mendapat dukungan dari para
mahasiswa.

Pada tahap ketiga ini kebangkitan GAM kembali direspon oleh pemer-
intah pusat dengan tindakan operasi militer. Ribuan aparat keamanan kembali
dikirim ke Aceh oleh pemerintah untuk menumpas GAM beserta pendukung-
nya. World Bank (2010) menyebutkan bahwa selama periode 2001-2002 konflik
di Aceh bertambah berat dan menewaskan sekitar 2.400 jiwa per tahun.

Kontras (2006) juga menjelaskan pemerintah pusat kembali menerapkan
Operasi DOM pada tahap ketiga ini. Kali ini Nagan Raya menjadi salah satu ka-
bupaten yang paling besar terkenan dampaknya. Meskipun tidak separah yang
dirasakan pada DOM masa pertama, tetapi menewaskan ratusan korban jiwa.
Hal ini dikarenakan daerah tersebut sering dijadikan sebagai tempat persem-

bunyian GAM. Selain itu, daerah ini juga memiliki wilayahn pegunungan dan
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berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tengah (melalui jalur pegunun-
gan Singgah Mata). Di kabupaten ini banyak bangunan/gedung sekolah yang
dijadikan sebagai markas Kopasus untuk mencari kelompok GAM. Oleh sebab
itu, di daerah ini rawan terjadi tindak kekerasan dan bahkan pembunuhan.

Konflik yang berkepanjangan melahirkan kesengsaraan bagi seluruh mas-
yarakat Aceh. Keluarga koban khususnya ikut merasakan dampak konflik yang
lebih berat dibandingkan masyarakat biasa. Ketika kepala keluarga yang selama
ini sebagai orang yang mencari nafkah tidak dapat berperan optimal karena
menjadi target utama dalam situasi konflik, perempuan mengambil alih tang-
gung jawab suami dalam mencari nafkah dan memelihara anak-anak. Bahkan,
banyak diantara mereka yang menjadi pasukan Inong Balee karena dipicu rasa
dendam.

Menurut Zulkarnaen dan Asbar (2009) menyatakan bahwa dalam banyak
kasus, perempuan Aceh sering mengalami korban penyiksaan dan kekerasan
seksual yang dilakukan aparat keamanan. Sihite (2003) dan Komnas Perem-
puan (2007) menyatakan pula, kekerasan seksual terhadap perempuan di daer-
ah konflik dijadikan sebagai alat atau strategi penundukan dan penghancuran

identitas lawan yang ditargetkan melalui tubuh perempuan.

2.8 Konsep Perdamaian

Perdamaian dan konflik ibarat dua sisi dari suatu mata uang. Menurut Gal-
tung (1969), perdamaian adalah ketiadaan kekerasan, atau konflik. Menurutnya
juga, tindakan kekerasan hadir seiring dengan ketika manusia dikuasai sede-
mikian rupa sehingga sifat kebinatangan mendominasi serta daya nalar manu-
sia berada pada tingkatan yang lebih rendah daripada tingkatan nalar potensi-
alnya. Lebih lanjut, menurut Royce (2004), perdamaian adalah keadaan yang
dialami oleh individu, keluarga, kelompok, dan negara. Menurutnya, definisi
perdamaian wajib memperhatikan dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah
dimensi tindakan kekerasan. Dimensi tindakan kekerasan dapat dikategorikan

atas tingkatan. Tindakan kekerasan dalam taraf rendah dapat mencerminkan
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perdamaian dalam taraf yang tinggi, sedangkan tindakan kekerasan adalah per-
damaian dalam tingkatan yang rendah.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) (1946), tindakan kekerasan
terdefinisi sebagai ancaman atau penggunaan secara aktual tindakan fisik atau
kekuatan terhadap diri sendiri atau orang lain, atau terhadap suatu kelompok
atau masyarakat yang kemungkinan besar mengakibatkan cedera fisik, serta hi-
langnya hak-hak mendasar sebagai seorang manusia, menyebabkan kematian
atau cedera fisik atau cedera psikologis. Namun, dimensi tindakan belum dapat
menyediakan definisi yang lengkap dari perdamaian, maka diperlukan dimensi
berikutnya, yaitu dimensi hubungan yang harmonis. Dimensi hubungan har-
monis yang dimaksudkan disini adalah tingkatan dimana individu, kelompok,
masyarakat atau negara yang menjalin hubungan yang harmonis (bersahabat)
antar sesamanya. Dimensi ini mengidikasikan bahwa mereka yang sedang
menjalin hubungan yang damai sedang menjalin hubungan yang positif antar
sesamanya.

Konsep ini sejalan dengan konsep perdamaian positif. Galtung (1969),
mengidentifikasi dimensi positif perdamaian dengan perilaku berkerjasama,
berintegrasi, serta keadilan sosial. Semakin tinggi tingkatan dari sifat-sifat ini
menunjukkan tingkatan perdamaian yang lebih tinggi.

Groff (2001), menyebutkan bahwa hilangnya tindakan kekerasan struk-
tural sebagai aspek positif dari perdamaian. Tindakan kekerasan struktural
merupakan keadaan sosial, ekonomi, dan politik yang mengakar pada suatu
struktur sosial dan secara sistematis berkontribusi terhadap tindakan kekerasan,
ketimpangan, ketidakadilan, atau ketiadaan akses terhadap pelayanan sosial.
Pada akhirnya dapat menyebabkan kematian, timbulnya kondisi kesehatan
yang buruk, atau munculnya penganiayaan individual atau sekelompok dalam
suatu masyarakat. Sebab itu, membangun kelembagaan yang mengurangi tin-
dakan kekerasan struktural tergolong sebagai perdamaian positif.

Hubungan harmonis termasuk langkah-langkah untuk membangun dan

mengembangkan integrasi sosial serta hubungan yang saling menguntungkan
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antar berbagai individu, kelompok, masyarakat ataupun negara. Peningkatan
upaya-upaya seperti ini dapat meningkatkan hubungan yang harmonis. Sebali-
knya, upaya-upaya seperti pemisahan, isolasi, atau membangun pembatas antar
pihak yang bertikai hanya akan menghasilkan perdamaian yang semu dan tidak
akan bertahan lama.

Berdasarkan argumen di atas, Royce (2004) menyimpulkan bahwa untuk
mendefinisikan perdamaian harus dilihat dari konstruksi dua dimensi, yaitu di-
mensi tindak kekerasan yang disengaja serta dimensi hubungan yang harmonis.
Untuk dimensi tindak kekerasan yang disengaja, perdamaian adalah (diantara-
nya) rendahnya tindakan kekerasan yang disengaja, penyiksaan, penahanan,
pengungsian serta hal-hal yang menyebabkan masyarakat merasakan tingkat
kekerasan yang rendah. Sementara definisi perdamaian dari dimensi hubungan
harmonis adalah menjalankan interaksi (hubungan) yang harmonis dan akur
antar sesamanya serta tingginya tingkat integrasi sosial serta hubungan yang
saling menguntungkan. Hubungan yang harmonis juga ditandai dengan mun-
cul serta tersebarluasnya persepsi masyarakat tentang adanya integrasi sosial,
hubungan yang hamonis, akur dan saling menguntungkan di antara individu,

kelompok, masyarakat, maupun negara.

2.9 Konflik dan Pertumbuhan Ekonomi

Konflik berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Stewart, Hum-
phreys, dan Lea (1997) mengkaji kepustakaan mengenai pengaruh ekonomi
dari konflik yang terjadi dalam kurun waktu 1970 hingga 1990. Kajian mene-
mukan bahwa konflik di negara berkembang telah membawa dampak negatif
bagi perekonomian dalam bentuk penurunan PDB, produksi pangan, ekspor,
serta menyebabkan peningkatan inflasi.

Deininger (2003) mengkaji faktor-faktor yang dapat menyebabkan konf-
lik, dengan mengambil Negara Uganda sebagai kasus. Menggunakan data sur-
vei dari 10.000 rumah tangga serta menggunakan model probabilitas sebagai

alat analisis, ditemukan bahwa ketimpangan ekonomi (diukur dengan ketimpa-
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ngan kepemilikan aset), modal manusia yang rendah, dan adanya sumber daya
alam merupakan penyebab tingginya risiko munculnya konflik.

Studi di Uganda ini juga menemukan konflik menyebabkan turunnya
kegiatan investasi. Turunnya investasi berakibat berkurangnya akumulasi
modal fisik dan modal manusia. Hasil akhir dari berkurangnya akumulasi
modal adalah menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Akhirnya, stu-
di ini menyimpulkan konflik bersenjata berdampak negatif terhadap per-
tumbuhan ekonomi.

Kang dan Meernik (2005) mengkaji pengaruh konflik bersenjata
(perang saudara) terhadap perekonomian. Menggunakan data negara-neg-
ara yang mengalami konflik dalam kurun waktu 1960 hingga 2002 dengan
menggunakan metode analisis two-stages-least-squares (2SLS). Ditemu-
kan, bahwa konflik menyebabkan hilang atau berkurangnya sumber daya
ekonomi serta terjadinya kerusakan infrastruktur ekonomi dan politik.
Akibatnya berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, Kugler, Kyung, Kugler, Arbetman-Rabinowitz, dan
Thomas (2013), mengkaji dampak ekonomi dari konflik serta menelaah
apakah perekonomian di suatu negara atau daerah yang tertimpa konflik
atau perang saudara akan pulih kembali pada tingkat sebelum terjadinya
konflik. Menggunakan model Overlapping Generations Model (OLG) se-
bagai alat analisis teoritis, ditemukan bahwa konflik menyebabkan timbul-
nya kerugian ekonomi. Menurut hasil studi ini, setelah konflik berakhir
kelompok negara berkembang hanya mampu kembali ke sebagian dari
tingkat perkembangan ekonomi sebelum terjadinya konflik. Sementa-
ra di kelompok negara miskin, mereka tidak mampu kembali ke tingkat
perkembangan ekonomi seperti sebelum terjadinya konflik, bahkan jatuh
ke dalam perangkap kemiskinan. Studi ini menambahkan, kunci agar neg-
ara miskin pascakonflik dapat membangkitkan kembali perekonomiannya
dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat menam-

bah akumulasi modal manusia.
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2.10 Konflik dan Produksi Pertanian

Konflik berpengaruh negatif terhadap produksi pertanian dan tingkat
kehidupan rumah tangga petani. Dalam studi tentang konflik di Kolombia,
Arias, Ibanez, dan Zambrano (2019) menemukan bahwa konflik menyebabkan
rumah tangga petani beralih dari berusahatani tanaman yang berumur pan-
jang dan lebih menguntungkan, ke tanaman yang berumur pendek yang cepat
panen meskipun keuntungannya lebih rendah. Apabila konflik berlangsung
berkepanjangan, rumah tangga petani akan mengalihkan usahanya ke pertani-

an subsisten yang tingkat keuntungannya juga sangat rendah.

2.11 Pengaruh Konflik Terhadap Ketenagakerjaan

Konflik berpengaruh negatif terhadap pengangguran dan partisipasi kerja.
Kondylis (2010) meneliti pengaruh konflik terhadap pengungsi serta ketenaga-
kerjaan. Kajian dilakukan di Bosnia-Herzegovina dengan menggunakan data
panel survei rumah tangga serta data dari 137 kabupaten/kota (rmunicipality)
ditemukan mereka yang dulunya menjadi pengungsi semasa konflik cenderung
menjadi pengangguran dibanding dengan mereka yang tidak menjadi pen-
gungsi selama konflik. Selain itu, peluang mantan pengungsi laki-laki menjadi
pengangguran lebih besar dibanding mantan pengungsi perempuan. Namun,
peluang mantan pengungsi perempuan keluar dari angkatan kerja lebih besar
dibanding mantan pengungsi laki-laki. Menurut kajian ini, hal tersebut dise-
babkan karena hilangnya (hancurnya) sosial network akibat konflik yang
berkepanjangan selama pengungsian. Sebagai catatan, menurut Calvo Armen-
gol dan Zenou (2005), sosial network adalah faktor penting bagi seseorang

dalam mencari pekerjaan.

2.12 Pengaruh Konflik Terhadap Kemiskinan

Konflik berdampak buruk terhadap tercapainya upaya pembangunan
yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Gates, Hegre, Nygard, dan
Strand (2012) yang mengkaji pengaruh konflik bersenjata terhadap pem-
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bangunan di beberapa negara berkembang dan miskin menemukan bahwa
konflik berpengaruh negatif terhadap upaya pemberantasan kemiskinan.
Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi merupakan faktor penting mun-
culnya konflik. Ketimpangan ekonomi merupakan penyebab terjadinya konf-
lik. Khan dan Cheri (2016) menemukan bahwa kemiskinan yang parah di
wilayah Nigeria bagian utara merupakan pemicu utama terjadinya konflik di
daerah tersebut. Bahkan Braithwaite, Dasandi, dan Hudson (2016) menyatakan

terdapat hubungan kausalitas yang erat antara kemiskinan dan konflik.

2.13 Pengaruh Konflik Terhadap Kesehatan

Tujuan dari kesehatan masyarakat adalah untuk mencegah morbid-
itas dan mortalitas yang dapat dihindari. Tetapi, dalam kondisi konflik
bersenjata, kesehatan masyarakat baru dapat efektif ketika keamanannya
terjamin bagi korban dan masyarakat yang terimbas konfik. Penyediaan
makanan yang memadai, air, sanitasi, dan tempat tinggal memiliki man-
faat lebih langsung dibanding untuk perawatan kesehatan itu sendiri. Pada
hakikatnya, investasi dalam kesehatan adalah investasi dalam mewujudkan
perdamaian. Kesehatan membutuhkan dan berkontribusi pada keamanan
fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Berinvestasi dalam bidang keseha-
tan dapat mengurangi risiko konflik dan mengurangi dampaknya. Oleh
karenanya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan neg-
ara merancang sistem kesehatan yang dapat menahan krisis dan bentuk
perencanaan kesiapsiagaan sehingga berkontribusi terhadap pencegahan
konflik. Penempatan layanan sosial dalam struktur agenda politik dapat
membantu menjaga stabilitas sosial, dan mengurangi militerisasi dalam
situasi konflik yang berisiko pada kekerasan tinggi.

Berbagai peristiwa konflik yang berkepanjangan telah berdampak
pada cedera trauma, penyebaran penyakit menular hingga penyakit
mental, dan terputusnya kesinambungan perawatan untuk kondisi kronis.

Konflik juga mempengaruhi faktor-faktor penentu kesehatan, misalnya,
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ketahanan pangan dan status gizi, kurangnya tenaga layanan kesehatan,
kerusakan infrastruktur, dan gangguan pada rantai pasokan. Semua hal
tersebut akan berdampak buruk terhadap ketersediaan dan kualitas
layanan.

Korban utama dari konflik adalah warga sipil. Mengobati cedera
trauma yang diakibatkannya membutuhkan sistem rujukan, termasuk
fasilitas tingkat tersier yang berfungsi baik. Pada gilirannya membutuh-
kan obat-obatan dan persediaan medis lainnya, serta air, sabun, listrik, dan
makanan. Sayangnya, tak satu pun dari fasilitas dasar ini dapat dijamin
di zona perang. Membutuhkan petugas kesehatan terlatih, yang mungkin
akan terjebak dalam konflik itu sendiri, dan mungkin menjadi pengungsi
internal atau terpaksa meninggalkan negara itu karena takut akan serangan
yang ditargetkan. Dampak konflik pada tenaga kesehatan Suriah menjadi
bencana besar, dengan perkiraan menelan korban hingga mencapai 27.000
jiwa, atau lebih setengah dari semua dokter Suriah yang ada telah men-
gungsi, meninggalkan negara itu sejak tahun 2011 (Ismail, et. al., 2018)

Dalam situasi konflik terjadi kekurangan tenaga kesehatan dan peru-
sakan terhadap infrastruktur kesehatan disertai perpindahan massal (aki-
bat kondisi hidup yang penuh sesak, tidak memadai, dan tidak bersih), dan
berisiko meningkatnya wabah penyakit menular. Contohnya, kemunculan
kembali difteri di Bangladesh dan Yaman. Wabah kolera terbesar di dun-
ia (juga di Yaman) terjadi di tengah-tengah perang. Bukan kebetulan, wa-
bah virus Ebola baru-baru ini terjadi di negara-negara yang rapuh karena
sistem kesehatan mereka telah dilemahkan oleh kondisi konflik.

Berbagai temuan yang mengkhawatirkan dapat menjelaskan bagaima-
na besarnya pengaruh konfik terhadap kesehatan, seperti munculnya re-
sistensi antimikroba. Infeksi luka perang di Timur Tengah pun dikaitkan
dengan patogen yang resistan terhadap beberapa obat. Namun, beberapa
fasilitas memiliki kapasitas untuk mendiagnosis kasus-kasus ini, dan ada

laporan tentang keterlambatan dalam perawatan dan kesalahan manaje-
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men klinis pada luka (Medicine Sans Frontier Report, 2016).

Selain itu, konflik juga menciptakan beban penyakit baru, sementara ke-
butuhan terhadap perawatan kesehatan yang berkelanjutan tetap dibutuhkan
pula. Misalnya, perempuan yang hidup dalam kondisi konflik masih membu-
tuhkan akses ke keluarga berencana dan perawatan kebidanan darurat. Berbagai
bukti menunjukkan, lebih dari sepertiga kematian ibu dan setengah dari semua
kematian anak terjadi di daerah yang sistem kesehatannya telah terganggu kare-
na kekerasan (Marc A, 2017), seperti disajikan pada Gambar 2.1. Penyebaran
penyakit endemik seperti malaria juga kemungkinan akan meningkat selama
konflik (OCHA, 2015). Sementara itu, di Sudan Selatan, empat penyebab uta-
ma kematian antara 2005 dan 2016 selama konflik disebabkan oleh infeksi
saluran pernapasan, penyakit diare, HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual
tetap lebih rendah (Institute for Health Metrics and Evaluation, 2018).
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Gambar 2.1 Angka kematian ibu di berbagai negara konflik

Selain merusak sistem kesehatan, konflik berdampak pada sektor lain dan
gilirannya memengaruhi faktor penentu kesehatan dan hasil kesehatan. Inter-

koneksi ini jelas terlihat di Yaman. Serangan udara telah menghancurkan in-
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frastruktur dan membuat orang terlantar dalam kondisi yang ramai dan tidak
bersih. Pada saat yang sama, akses bantuan kemanusiaan yang terbatas dan blo-
kade impor yang diberlakukan telah menyebabkan kekurangan makanan, per-
sediaan medis, bahan bakar, dan klorin. Kurang setengah dari semua fasilitas
kesehatan yang berfungsi penuh (WHO International, 2016).

Kegagalan sistem kesehatan, seperti di Nigeria Timur Laut dan Yaman,
juga mengganggu kelangsungan perawatan untuk penyakit tidak menular. Di
Yaman, prakonflik dan penyakit-penyakit yang termasuk tidak menular telah
mewakili beban penyakit yang signifikan di negara itu dan menyumbang
55 persen dari semua kematian pada tahun 2015 (IHME, 2018). Tanpa obat-
obatan, angka ini kemungkinan akan meningkat. Diperkirakan 25 persen pa-
sien meninggal setiap tahun sejak awal konflik (International Committee of The
Red Cross, 2018).

Lebih lanjut, Global Burden of Disease Study (2015) menemukan ko-
relasi antara konflik dan depresi dan gangguan kecemasan (IHME, 2018). Studi
lain juga menunjukkan hubungan antara paparan trauma dan pandangan yang
mendukung kekerasan sebagai cara penyelesaian konflik (Betancou et al, 2018).
Sementara itu, stres yang terjadi akibat konflik dapat menyebabkan peningka-
tan penyalahgunaan zat dengan komplikasi kesehatan sebagai konsekuensinya.
Di Somalia, sebagian besar pria pascakonflik mengunyah khat-pabrik nar-
kotika. Obat seperti amfetamin ini memiliki dampak negatif pada penggu-
na individu, keluarga, dan komunitas mereka. Selain itu, dapat menghilangkan
produktivitas ekonomi dan berpotensi meningkatnya kekerasan berbasis gen-
der (Hansen, 2010).

Berbagai kondisi di atas memberikan gambaran betapa luasnya dampak
konflik terhadap kesehatan. Hal ini juga mendorong negara-negara dunia mer-
ekomendasikan lahirnya program jaminan kesehatan semesta (Universal Cover-
age/UHC) sebagai komitmen dari kerangka kerja global. Resolusi ini dimajukan
untuk menjamin tercapainya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi populasi

konflik. Berikut delapan prinsip dalam menjamin keberlangsungan pelayanan
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kesehatan bagi masyarakat di daerah konflik (WHO, 2017), yaitu:

1.

Kesehatan dalam konflik adalah hak asasi manusia. Untuk semua warga
sipil dan pengungsi, layanan kesehatan adalah hak yang sah. Ini tertanam
dalam hukum hak asasi manusia (untuk warga sipil), hukum kemanusiaan
internasional (untuk warga sipil dan kombatan), dan hukum pengungsi
(untuk pengungsi dan pencari suaka) (WHO, 2017).

Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan
kepada populasi yang terpengaruh konflik. Ini adalah kewajiban hukum.
Agenda 2030 memperkuat tanggung jawab ini dalam tujuan-tujuan yang
berhubungan dengan kesehatan, dan juga diwujudkan oleh meninggalkan
siapa pun di belakang tujuan lintas sektoral.

Aktor lokal nonnegara sangat penting untuk mencapai UHC bagi popula-
si yang terpengaruh konflik. Ini menggemakan tujuan kemitraan agenda
2030 dan sangat penting ketika akses terbatas untuk aktor internasional.
Strategi UHC harus berakar dalam konteks lokal. UHC tidak akan mun-
gkin tanpa kontribusi personil lokal. Namun, saat ini banyak yang beroper-
asi di luar PBB dan sistem yang diatur lainnya.

Penyedia negara dan nonnegara memiliki kewajiban untuk menyediakan
layanan kesehatan tanpa memihak dan adil. Hal ini dinyatakan dalam etika
medis dan hukum internasional. Kesetaraan juga diwujudkan dalam prin-
sip-prinsip kemanusiaan dan komitmen Agenda 2030. Upaya UHC harus
dimulai dengan kelompok yang paling “tertinggal’, yang mencakup mereka
yang paling sulit dijangkau terlebih dahulu.

Kesehatan melampaui model biomedis. Kesehatan juga mencakup kes-
ehatan mental dan sosial yang sangat penting bagi populasi yang terkena
dampak konflik.

Kesehatan bukanlah target selama konflik. Ini diabadikan dalam hukum
humaniter internasional, dan juga prinsip-prinsip kemanusiaan. Kesehatan
adalah barang publik global yang semua pihak memiliki tanggung jawab

untuk melindungi dan mempromosikan.
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7. Kesehatan dalam konflik disediakan hanya untuk kesehatan saja. Ini tidak
digunakan untuk tujuan politik atau lainnya.

8. Ketentuan UHC dalam situasi konflik adalah upaya bersama yang men-
jembatani tujuan kemanusiaan, pembangunan, dan kesehatan global. Ini
membutuhkan definisi hasil kolektif, analisis bersama, perencanaan, dan
pemrograman. Ini juga berarti mengakui bahwa, karena sistem kesehatan
yang berfungsi adalah jantung dari UHC, semua aktor perlu bekerja untuk
melindungi dan melestarikan sistem kesehatan dan tidak merusaknya sela-

ma tekanan konflik.

2.14 Mutu Tata Pemerintahan dan Dampaknya Terhadap Konflik

Mutu tata pemerintahan dalam konteks desentralisasi serta korupsi mem-
pengaruhi terjadinya konflik. Nandwani (2019), dalam studinya di wilayah
Adivasi di India menemukan bahwa desentralisasi yang lemah memunculkan
praktek-praktek korupsi (elite capture) oleh “elit-elit lokal” dan menyebabkan
meningkatnya ketidakpuasan rakyat di daerah yang pada akhirnya memper-
parah konflik bersenjata yang terjadi di daerah tersebut.

2.15 Pentingnya Pembangunan Ekonomi Bagi Kelestarian Perdamaian
Pembangunan ekonomi merupakan faktor kunci bagi kelestarian perda-
maian, namun pembangunan ekonomi harus berlangsung dalam kurun wak-
tu yang panjang. Collier, Hoefller, dan S6derbom (2008) menemukan bahwa
keadaan pascakonflik yang sangat rapuh dan pembangunan ekonomi yang
terbatasberpengaruh besar bagi kelestarian perdamaian di daerah pascakonflik.
Pembangunan ekonomi perlu terus dilakukan dalam jangka waktu yang lama

untuk menjaga kelestarian perdamaian.

2.16 Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi (Livelihoods) Terhadap Konflik
(Civil Confflict)
Peluang kerja dapat mengurangi tekanan terjadinya konflik serta dapat
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melanggengkan perdamaian. Blattman dan Annan (2016) dalam studinya ten-
tang konflik di Liberia, menemukan bahwa mantan kombatan yang menerima
bantuan pelatihan pertanian dan bantuan permodalan, mengalihkan dari ke-
giatan sebelumnya yang bersifat ilegal ke kegiatan yang produktif. Pemberian
bantuan pelatihan dan permodalan telah mengurangi minat mantan kombatan

untuk berpartisipasi kembali dalam kegiatan konflik.

2.17 Pengaruh Perdamaian Terhadap Perekonomian

Perdamaian memiliki pengaruh positif terhadap perekonomian, sedang-
kan konflik berpengaruh negatif terhadap perekonomian. Secara historis, konf-
lik serta perdamaian mempunyai dampak yang penting bagi pembangunan
ekonomi. Ekonomi dan perdamaian memiliki hubungan yang erat. Menurut
Stockholm International Peace Research Institute, pengeluaran militer mencak-
up 2,3 persen dari total produk domestik bruto dunia dan angka ini merupakan
persentase yang besar secara historis.

Di samping itu, Dunne (2017) menyatakan bahwa perdamaian merupakan
prasyarat agar tercapainya kemakmuran dan pembangunan ekonomi. Konflik
dapat dibedakan sebagai konflik fisik antarnegara, dan konflik perang saudara
yang terjadi di dalam wilayah suatu negara. Collier (1999) mengkaji pengaruh
konflik dan perang saudara yang terjadi sejak tahun 1960 terhadap perekono-
mian. Disimpulkan, konflik perang saudara mempunyai dampak yang lebih
besar daripada perang antarnegara karena perang saudara dilakukan hanya di
dalam negara tersebut. Hal ini memperlemah negara baik dari sisi kelembagaan
dan struktur insentif maupun dari sisi hak kepemilikan pribadi (property rights).
Sebaliknya, Herbst (1990) yang mengkaji konflik yang terjadi antarnegara di
benua Afrika menemukan bahwa perang antarnegara cenderung memperkuat
negara.

Kehancuran dan perusakan kelembagaan serta organisasi publik dan mas-
yarakat yang diakibatkan oleh perang saudara membentuk dan menciptakan

kelemahan dan kerapuhan bagi perekonomian. Perang saudara menyebabkan
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hancurnya sumber daya produktif seperti jatuhnya korban manusia (mening-
gal atau cacat) yang secara potensial merupakan tenaga kerja, di samping ru-
saknya infrastruktur ekonomi dan kerusakan modal (walaupun dengan skala
yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan perang antarnegara).

Dampak berikutnya dari perang saudara adalah terganggunya transpor-
tasi dan komunikasi dan timbulnya kekacauan sosial. Jalanan yang dulunya
aman dilalui karena adanya konflik akan menyebabkan lebih berbahaya dan
berisiko untuk dilalui. Akibatnya, ongkos untuk menuju tujuan yang sama
menjadi lebih mahal dari sebelumnya. Konflik perang saudara tidak memiliki
medan pertempuran yang jelas seperti halnya perang antarnegara. Konflik
perang saudara juga menimbulkan terjadinya pelanggaran hak-hak sipil.

Terdapat bukti empiris yang menunjukkan bahwa terlanggar serta hilan-
gnya hak-hak masyarakat sipil yang diakibatkan oleh konflik perang saudara
menyebabkan berkurangnya tingkat efisiensi penggunaan anggaran pemerin-
tah. Korupsi penggunaan dana pemerintah disebabkan sulitnya pengawasan
terhadap kegiatan (proyek) pemerintah, serta munculnya pungutan-pungutan
liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertikai atas kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan pemerintah merupakan beberapa contoh konkrit yang sering
ditemui.

Dampak berikutnya dari perang saudara adalah beralihnya penggunaan
sumber daya yang produktif ke tujuan perang. Adanya konflik menyebabkan
penegakan butir-butir dalam suatu kontrak perjanjian menjadi lebih sulit dan
mahal untuk dijalankan. Dampak lainnya penjaminan hak kepemilikan prib-
adi menjadi sangat lemah. Berkaitan dengan pentingnya perlindungan atas
kepemilikan pribadi dalam suatu perekonomian, Van den Berg (2016) menun-
jukkan argumen tentang pentingnya perlindungan kepemilikan pribadi pada
kasus konflik di Somalia. Hasil temuannya tentang masalah kepemilikan priba-
di merupakan salah satu penyebab utama terjadinya wabah kelaparan di negara
tersebut pada saat terjadinya konflik pada tahun 1990-an.

Seiring dengan menurunnya pendapatan akibat konflik menye-
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babkan berkurangnya barang modal dalam perekonomian akibat adanya
dissaving (tidak menabung). Selain itu, seiring dengan memburuknya keadaan
perekonomian daerah yang terkena konflik perang saudara akan terjadi aliran
modal keluar, baik modal fisik

maupun modal manusia. Selanjutnya, Collier (1999) mengkaji dampak
dari konflik perang saudara yang terjadi di dunia sejak tahun 1960 dengan
menggunakan data dari Penn World Table dari 90 negara (19 negara di antara-
nya pernah mengalami perang saudara). Rentang data waktu kajian dari
tahun 1960 hingga 1989. Dengan menggunakan metode analisis regresi
panel, ditemukan bahwa kerugian adanya konflik perang saudara rata-rata
menurunkan produk domestik bruto riil sebesar dua persen setiap tahunnya.
Hal ini berarti, setiap daerah yang mengalami konflik rata-rata

Balami, Ahmed, dan Yusuf (2016) juga berpendapat sama. Perdamaian
adalah kunci bagi keberhasilan pembangunan ekonomi. Santhirasegaram
(2008) mengkaji pengaruh perdamaian terhadap pertumbuhan ekonomi di
negara berkembang menggunakan data dari 70 negara berkembang sebagai
sampel dengan rentang waktu

kajian mulai tahun 2000 hingga 2004. Data negara berkembang yang
dipilih adalah yang berpendapatan perkapita sekitar US$3.000 (harga kon-
stan tahun 2000). Santhirasegaram menemukan, bahwa kapasitas sosial untuk
membangun perdamaian berdampak positif, baik secara langsung maupun ti-
dak langsung bagi pertumbuhan ekonomi. Negara-negara yang berada dalam
keadaan damai menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding
dengan negara-negara yang selalu diliputi konflik.

Hasil ini sejalan dengan kajian Butkiewicz dan Yanikkaya (2005).
Dengan mengunakan alat analisis panel 3SLS untuk seratus negara maju dan
berkembang, ditemukan hubungan negatif dan signifikan antara kekerasan
politik dan konflik bersenjata dengan pertumbuhan ekonomi. Argumen dari
hasil temuan ini jalah karena perdamaian mengurangi ketidakpastian dan

risiko. Berkurangnya ketidakpastian dan risiko dalam berusaha akan memberi
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dorongan positif bagi kegiatan investasi, baik investasi oleh pelaku usaha lokal,
luar daerah, maupun investasi asing.

Meningkatnya investasi fisik ini menyebabkan meningkatnya akumulasi
modal fisik dalam negara/daerah. Meningkatnya kepastian serta menurunkan
risiko juga meningkatkan minat untuk melakukan investasi sumber daya ma-
nusia. Meningkatnya investasi sumber daya manusia akan menyebabkan men-
guatnya modal manusia dalam negara/daerah. Peningkatan modal manusia da-
lam daerah menumbuhkan kegiatan-kegiatan inovasi yang produktif. Dengan
meningkatnya akumulasi modal fisik, modal manusia, dan meningkatnya ke-
mampuan teknologi berakibat pesatnya kegiatan inovasi yang pada gilirannya
mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi semakin meningkat.

Perdamaian menyebabkan meningkatnya produktivitas modal dan tena-
ga kerja. Hal ini disebabkan perdamaian menumbuhkan minat investasi modal
fisik dan modal manusia sehingga akumulasi modal fisik dan modal manusia
semakin besar. Kian bertambahnya modal fisik dan modal mansusia yang ter-
akumulasi menyebabkan produktivitas marginal dari tenaga kerja yang ada
dalam perekonomian juga meningkat. Dengan meningkatnya produktivitas
marginal tenaga kerja menyebabkan upah riil buruh tenaga kerja di daerah juga
meningkat. Dengan meningkatnya produktivitas marjinal tenaga kerja menye-
babkan upah riil buruh tenaga kerja di daerah juga meningkat. Akhirnya men-
dorong bertambahnya jumlah tenaga kerja yang ada di daerah, baik partisipasi
kerja dari dalam daerah maupun aliran masuk tenaga kerja dari luar daerah.

Sebaliknya, konflik berdampak buruk terhadap perekonomian. Selain
menghambat masuknya modal fisik dan membatasi modal manusia yang ada,
juga mengakibatkan hancurnya kelembagaan-kelembagaan yang dibutuhkan
sebagai komplemen agar terciptanya pertumbuhan ekonomi.

Konflik atau risiko munculnya konflik mengakibatkan investor, baik in-
vestor lokal, dari luar daerah, maupun investor asing enggan menanamkan
modalnya di daerah tersebut karena risiko kerugian sangat tinggi. Konflik juga

menyebabkan berkurangnya modal manusia di daerah konflik disebabkan ting-
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kat pengembalian investasi modal manusia di daerah konflik adalah negatif ser-
ta terjadinya aliran modal manusia ke daerah/negara lain yang lebih aman.

Akibat konflik, pemerintah lebih banyak mengalokasikan sumber daya
untuk pertahanan dan perbaikan infastruktur yang rusak dibanding menam-
bah dan mengembangkan infrastruktur yang dapat menyokong pertumbuhan
ekonomi. Di sisi lain, perdamaian akan menyebabkan tumbuh dan berkem-
bangnya kelembagaan yang mendukung dan meningkatkan laju pertumbu-
han ekonomi. Sejalan dengan perkembangan kelembagaan, perdamaian dapat
memupuk peningkatan tata pemerintahan yang baik (good governance), dan
berikutnya berpengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi.

North dan Thomas (1973) telah mengkaji pengaruh kelembagaan terh-
adap perkembangan ekonomi negara-negara maju di dunia barat. Kajian ini
menemukan bahwa faktor kelembagaan berpengaruh terhadap pertumbu-
han ekonomi di dunia barat. Menurut kajian ini, mekanisme bagaimana fak-
tor kelembagaan mempengaruhi pertumbuhan adalah menumbuhkan nor-
ma-norma yang mempengaruhi hak kepemilikan pribadi, struktur insentif, dan
ongkos untuk melakukan transaksi.

Hak kepemilikan pribadi, struktur insentif, dan biaya transaksi mem-
pengaruhi insiatif individu untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Sebuah
perekonomian akan tumbuh jika organisasi ekonomi yang ada dalam keadaan
efisien. Individu harus dirangsang agar bergairah untuk melakukan kegiatan
yang dipandang memberikan dampak secara sosial. Agar hal tersebut terjadi
diperlukan adanya mekanisme yang menyamakan tingkat pengembalian prib-
adi (private rate of return) dengan tingkat pengembalian sosial (sosial ret of re-
turn,).

Lembaga (institutions) menyediakan struktur insentif dari suatu perekono-
mian. Seiring dengan perubahan (evolusi) struktur insentif, akan membentuk
arah bagaimana perekonomian itu berubah (mengarah). Apakah akan men-
galami pertumbuhan, atau stagnasi, atau bahkan malah mengalami penurunan

(penyusutan)?
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Rodrik (2000) menemukan bahwa berbagai kelembagaan nonpasar ber-
peran penting dalam menciptakan pasar yang komplit serta pasar kontingen-
si (contigent markets). Faktor kelembagaan berkontribusi bagi pertumbuhan
ekonomi dengan cara mengurangi risiko dalam melakukan usaha. Hal ini akan
mendorong sumber daya untuk kegiatan inovasi dibanding mempertahankan
hak kepemilikan pribadi serta minat untuk mengejar rentenn (predatory rent).

Sejumlah faktor kelembagaan yang dapat memengaruhi pertumbuhan
ekonomi di antaranya adalah risiko politik (risiko terjadinya konflik), risiko
lingkungan usaha, tingkat kualitas dari tata pemerintahan, penegakan hukum,
korupsi, dan keadilan. Acemoglu dan Johnson (2005), menemukan bahwa
mutu dari faktor kelembagaan memberi berpengaruh lebih besar bagi pertum-
buhan dalam jangka panjang dibanding jangka pendek.

Berikutnya, Siddiqui dan Ahmed (2013) meneliti hubungan antara
kelembagaan dan pertumbuhan ekonomi. Studi ini menggunakan 34 indikator
kelembagaan dalam suatu model analisis data panel dari 84 negara selama lima
tahun dengan metode analisis Ordinary Least Square (OLS) serta Generalized
Method of Moments (GMM). Indikator kelembagaan yang digunakan dalam
studi ini adalah rentenn dari kebijakan, rentenn politik serta teknologi untuk
mengurangi risiko. Rentenn dari kebijakan adalah kemampuan dari faktor-fak-
tor kelembagaan untuk menghambat muncul atau tumbuhnya peluang-pelu-
ang untuk mencari rentenn (contohnya korupsi). Jika peluang-peluang untuk
mencari rentenn ada dan berkembang dapat mengakibatkan pengalihan sum-
ber daya dan kegiatan-kegiatan kewirausahaan (enterprenuership) dan inovasi
dari kegiatan produktif (dapat meningkat pertumbuhan ekonomi) ke kegia-
tan-kegiatan yang bertujuan mencari rentenn (korupsi, gratifikasi, penyuapan,
lobi, dan sebagainya), yang cenderung menghambat pertumbuhan ekonomi.
Bahkan, dapat meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Rentenn
politik adalah tingkat partisipasi politik dan persaingan politik. Sedangkan te-
knologi untuk mengurangi risiko adalah ukuran dari kemampuan faktor-faktor

kelembagaan yang dapat mengurangi risiko transaksi melalui penegakan atur-
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an perlindungan hak kepemilikan pribadi serta penegakan perjanjian kontrak.
Pengurangan risiko transaksi dapat mengurangi ongkos transaksi dan dapat
meningkatkan pertukaran, yang pada akhirnya turut memfasilitasi pertumbu-
han ekonomi. Studi ini menemukan bahwa faktor kelembagaan yang baik ber-
dampak postif bagi pertumbuhan ekonomi.

Temuan ini sejalan dengan studi yang dilakukan Mehlum, Moene, dan
Torvik (2006). Mereka menemukan bahwa faktor kelembagaan yang lemah
dapat menumbuhkan kegiatan-kegiatan mencari rentenb. Pada suatu per-
ekonomian yang memiliki cadangan sumber daya alam yang besar, adanya
renten cenderung akan menyebabkan perekonomian tersebut tumbuh lambat.
Perekonomian yang memiliki cadangan sumber daya alam yang besar tetapi
memiliki faktor kelembagaan yang baik, akan mempersempit peluang terjad-
inya kegiatan mencari rentenn, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi

tumbuh cepat.

2.18 Perdamaian di Aceh

Bencana Tsunami di Aceh menyebabkan tidak kurang dari 230 ribu jiwa
meninggal dunia, 36.786 hilang, dan 174.000 jiwa tinggal di tenda-tenda pen-
gungsian. Sekitar 120.000 rumah hancur, 800 km jalan dan 260 jembatan rusak,
639 fasilitas kesehatan hancur, serta 2.224 sekolah hancur dan rusak. Kerugi-
annya diperkirakan mencapai U$4,5 milyar.

Bencana gempa dan gelombang Tsunami telah menyentuh rasa kema-
nusiaan penduduk dunia. Sejak itu Aceh dikenal oleh dunia dan mereka turut
mengetahui problema konflik bersenjata dan ekses kekerasan yang terjadi
di daerah ini. Bencana Tsunami juga membawa paradigma baru. Seminggu
pasca-tsunami , pada 2 Januari 2005, pihak GAM sepakat berunding dengan
Pemerintah RI di Helsinski. Dimulai pada 27 Februari 2005, pihak GAM dan
Pemerintah Indonesia berunding di Vantaa, Finlandia. Mantan Presiden Fin-
landia, Martti Ahtisari berperan sebagai fasilitator. Kemudian, pada 17 Juli 2005
alot berunding hingga selama 25 hari. Kemudian, pada 15 Agustus 2005 kedua
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pihak mendeklarasi untuk mengakhiri konflik dan sepakat menandatangani
MoU Helsinki.

Tidaklah mudah menghentikan konflik yang telah berlangsung tiga
dekade dan memelihara perdamaian yang telah tercipta. Pada awalnya, proses
memelihara kesepahaman yang tertuang dalam MoU Helsinki terus dipantau
oleh AMM (Aceh Monitoring Mission). Dan, menjelang 15 tahun berjalannya

masa damai ini, kondisi Aceh masih terpelihara dengan baik.

2.19 Kewenangan Daerah

Implementasi desentralisasi fiskal menuntut adanya peningkatan ekonomi
di daerah. Hal ini dikarenakan prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di
Indonesia adalah money follows functions, yaitu fungsi pokok pelayanan publik
didaerahkan dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sum-
ber-sumber penerimaan kepada daerah (Siagian, 2010).

Berlakunya kebijakan desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah, memberikan kewenangan yang semakin luas kepada
daerah untuk memberdayakan diri, terutama berkaitan dengan pengelolaan
potensi dan sumber pendananaan. Dengan adanya desentralisasi fiskal pemer-
intah daerah diharapkan mampu mengelola rumah tangganya sendiri untuk
mencapai kemandirian daerah dan mampu mengembangkan seluruh potensi
ekonomi yang ada di setiap daerah. Berdasarkan pandangan ini, pemerintah
daerah dipercaya bisa mengalokasikan dana kepada masing- masing sektor

ekonomi secara lebih efektif dan efisien (Sumarsono, 2009).
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BAB III
METODE KAJIAN

3.1 Ruang Lingkup Kajian

Kajian ini hanya fokus pada implementasi Undang-undang Nomor 11 ta-
hun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai turunan dari MoU Helsinki dan
pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat, kehidupan politik lokal, dan
keabadian perdamaian Aceh. Pelbagai kewenangan dan kekhususan yang dimi-
liki Aceh dan dijalankan selama Pascadamai oleh Pemerintah Aceh dikaji secara

empiris, terutama implikasinya bagi perbaikan taraf kehidupan masyarakat.

3.2 Lokasi Kajian

Kajian ini dilakukan di Provinsi Aceh. Lokasi yang dipilih adalah beberapa
kabupaten/kota yang dipandang mewakili gejala atau perilaku secara universal.
Pemilihan lokasi didasarkan pada beberapa pertimbangan. Selain karakteristik
wilayah, juga dipertimbangkan faktor intensitas konflik yang pernah terjadi di
masing-masing daerah. Untuk itu, kelompok wilayah yang dijadikan sebagai
lokasi dibagi ke dalam wilayah Pusat, wilayah Pesisir Utara-Timur, wilayah
Barat-Selatan, wilayah Tengah, dan wilayah Kepulauan.

Setelah melalui proses terhadap karakteristik dipilih sembilan daerah se-
bagai lokasi kajian. Aceh Besar dan Pidie sebagai daerah yang dinilai merepre-
sentasikan daerah pusat yang dekat dengan pusat Pemerintahan Aceh. Kemu-
dian, Aceh Utara dan Aceh Timur mewakili wilayah pesisir Utara-Timur. Aceh
Tengah dan Gayo Lues mewakili wilayah tengah dari Aceh. Aceh Jaya dan Aceh
Selatan merepresentasikan wilayah barat-selatan. Untuk daerah Kepulauan dip-

ilih Sabang.
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Gambar 3.1 Peta Provinsi Aceh

3.3 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer merupakan data yang sumber perolehannya dari
informan yang telah ditetapkan sebagai representasi dari populasi. Popu-
lasi dalam kajian ini merupakan anggota-anggota masyarakat dari semua
elemen yang berada di seluruh Aceh.

Sementara itu, data sekunder bersumber dari pelbagai laporan dan
dokumen lainnya dari kantor/dinas/instansi terkait dan buku-buku refer-
ensi (kepustakaan), serta pihak-pihak lain yang relevan dan erat kaitannya

dengan tujuan kajian ini.

3.4 Informan
Informan dalam kajian ini berjumlah 171 orang. Mereka berasal dari
sembilan kabupaten/kota dan memiliki berbagai berprofesi, yaitu tokoh

masyarakat, politisi, birokrat, mantan kombatan, pelaku usaha, pemuda,
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dan mahasiswa. Informan dipilih secara acak purposif (purposive random

sampling).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam kajian ini dikumpulkan melalui wawancara
mendalam dan pengamatan di lapangan. Wawancara mendalam dilakukan
dengan para informan yang telah ditentukan sebelumnya sebagai sumber in-
formasi. Untuk memandu wawancara disediakan pedoman wawancara yang
bersifat terbuka. Artinya, setiap informan memiliki ruang yang lebih luas untuk
mengungkapkan pandangan atau pendapatnya sesuai dengan pertanyaan yang
diajukan.

Selain itu, pihak peneliti juga mengadakan pengamatan (observasi) di se-
tiap daerah guna mendapatkan gambaran yang lebih dalam dan rinci tentang
situasi yang diamati atau dikaji. Observasi penting untuk mengamati secara

sistematik berbagai gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.

3.6 Pengolahan Data

Seluruh data yang telah dikumpulkan di lapangan diedit dan diverifika-
si terlebih dahulu. Setelah itu dilanjutkan dengan pengolahan data. Data yang
diolah dikelompokkan menurut tujuan kajian, sehingga memudahkan proses
analisis. Untuk data kuantitatif yang diperoleh dari sembilan kabupaten/kota di
Aceh diolah dengan menggunakan Software SPSS Versi 20.

3.7 Analisis Data
Data yang telah diolah selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan untuk
beberapa hal dilakukan secara kuantitatif sederhana (tanpa menggunakan

model).
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BAB IV
HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Aceh Pascadamai
A. Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita

Salah satu ukuran komprehensif dari pendapatan agregat suatu
daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kinerja suatu
perekonomian sering diukur dengan laju pertumbuhan PDRB. Laju
pertumbuhan ekonomi Aceh hampir setiap tahun berada di bawah per-
tumbuhan ekonomi Nasional. Pada tahun 2011, PDRB Aceh tumbuh se-
besar 3,28 persen, atau nyaris dua kali lebih rendah dari pertumbuhan
PDRB nasional (6,6 persen). Tahun berikutnya PDRB Aceh tumbubh se-
dikit meningkat menjadi 3,85 persen. Namun, masih lebih rendah dari
rata-rata nasional yang tumbuh 6,16 persen (tahun 2012). Selanjutnya,
tahun 2013 ekonomi Aceh menurun menjadi hanya 2,61 persen, sedang-
kan pada tahun yang sama ekonomi Indonesia (nasional) masih tumbuh
sebesar 5,71 persen.

Kondisi pertumbuhan ekonomi Aceh terus menurun pada tahun
2014, hanya 1,55 persen. Sementara pada saat tahun yang sama, ekonomi
nasional tumbuh sebesar 5,21 persen. Dan pada tahun 2015, tingkat per-
tumbuhan PDRB Aceh mengalami stagnasi, tumbuh negatif (-0,73 pers-
en). Meskipun ekonomi nasional pada tahun 2015 juga menurun, namun

capaiannya masih sebesar 4,99 persen.
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Sumber: BPS, 2019
(Diolah)

Gambar 4.1 Pertumbuhan PDRB Aceh dan rata-rata pertumbuhan PDRB di 34 provinsi

Tahun 2016, pertumbuhan PDRB Aceh mulai menunjukkan perger-
akan yang postif, yakni sebesar 3,29 persen. Sungguhpun demikian, ang-
ka pertumbuhan ekonomi Aceh masih di bawah pertumbuhan ekonomi
(5,16 persen). Pada tahun berikutnya (2017), PDRB Aceh tumbuh lebih
baik, yaitu sebesar 4,18 persen. Walaupun masih di bawah pertumbuhan
ekonomi nasional (5,23 persen). Selanjutnya, tingkat pertumbuhan PDRB
Aceh pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 4,61 persen. Pada ta-
hun yang sama ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,31 persen.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa selama periode
2011-2018, PDRB Aceh tumbuh rata-rata 2,83 persen per tahun. Sebagai
perbandingan, dalam kurun waktu yang sama ekonomi nasional tumbuh
rata-rata 5,5 persen per tahun.

Kontribusi PDRB Aceh terhadap perekonomian nasional masih relatif
kecil. Tahun 2010, kontribusi PDRB Aceh hanya sekitar 1,5 persen. Tahun
berikutnya (2011), kontribusinya menurun menjadi 1,38 persen, dan kem-
bali menurun pada tahun 2012 (menjadi 1,32 persen). Penurunan terus
berlanjut hingga tinggal 1,26 persen (tahun 2013), 1,2 persen (tahun 2014),
1,11 persen (tahun 2015), 1,08 (tahun 2016), 1,06 persen (tahun 2017), dan
tinggal 1,04 persen pada tahun 2018 (lihat Gambar 4.2).
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Gambar 4.2 Kontribusi PDRB Aceh Terhadap PDB Nasional

Indikator lain yang sering digunakan sebagai tolok ukur laju perubahan
tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah adalah pertumbuhan PDRB
per kapita. PDRB per kapita adalah PDRB rill dibagi dengan jumlah penduduk.
Seperti halnya laju pertumbuhan PDRB secara agregat, pertumbuhan PDRB
per kapita Aceh juga berada di bawah angka nasional.

Tahun 2011, pendapatan nasional per kapita tumbuh sebesar 4,2 persen.
Namun pada tahun yang sama PDRB per kapita Aceh justru mengalami stag-
nasi (-0,8 persen). Pada tahun 2012, pendapatan per kapita Aceh naik menjadi
3,0 persen, sementara pertumbuhan pendapatan nasional per kapita pada ta-
hun yang sama sebesar 5,0 persen. Namun, pada tahun 2013 laju pertumbuhan
PDRB per kapita Aceh kembali turun menjadi 0,6 persen, sedangkan pendapa-
tan per kapita nasional tumbuh sebesar 4,2 persen. Tahun berikutnya (2014),
pendapatan per kapita Aceh mengalami kontraksi (-0,4 persen), sebaliknya
pendapatan per kapita nasional masih tumbuh positif sebesar 3,9 persen (lihat
Gambar 4.3).

Pertumbuhan PDRB per kapita Aceh pada tahun 2015 menjadi semakin
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terpuruk dan terkontraksi (-2,7 persen). Walaupun laju pertumbuhan pendapa-
tan per kapita nasional juga menurun, namun lajunya masih tumbuh positif
(sebesar 3,7 persen). Pada tahun 2016, pertumbuhan PDRB per kapita Aceh
tumbuh membaik (menjadi 1,4 persen), namun masih di bawah laju pertum-

buhan pendapatan per kapita nasional (3,9 persen).

— Nl — O]

Sumber: BPS, 2019 (Diolah)

Gambar 4.3 Laju pertumbuhan pendapatan nasional per kapita dan PDRB per kapita

Selanjutnya, tahun 2017 laju pertumbuhan PDRB per kapita Aceh
meningkat menjadi 2,3 persen, meskipun masih berada di bawah pertum-
buhan pendapatan per kapita nasional. Dan pada tahun, 2018 PDRB per
kapita Aceh kembali meningkat menjadi 2,8 persen, akan tetapi lajunya
masih di bawah pertumbuhan pendapatan per kapita nasional (sebesar 4,1
persen). Selama periode 2011-2018, rata-rata pertumbuhan pendapatan
per kapita Indonesia meningkat 3,8 persen, tetapi PDRB Aceh per kapita
hanya tumbuh rata-rata 0,8 persen (lihat Gambar 4.3).

Perbedaan ini menunjukkan terjadinya ketimpangan yang signifikan
antara tingkat kesejahteraan masayarakat Aceh dengan masyarakat di daer-
ah lainnya di Indonesia. Ini juga mencerminkan, bahwa perkembangan

tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh masih berada di bawah nasional,
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khususnya dengan daerah-daerah di Pulau Jawa serta provinsi-provinsi

lain di bagian barat Indonesia.

Gambar 4. 4 Laju pertumbuhan PDRB per kapita

Rata-
rata
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Sumber: BPS, 2019

Pertumbuhan investasi Aceh berfluktuasi dan trennya semakin menurun.
Pertumbuhannya relatif rendah dibanding pertumbuhan investasi nasional.
Seperti dimaklumi, salah satu motor penggerak ekonomi adalah tambahan stok
modal dalam perekonomian. Semakin cepat stok modal bertambah, maka se-
makin cepat pula produk domestik dan pendapatan tumbuh. Stok modal dalam
perekonomian dapat tumbubh jika terdapat kegiatan investasi. Salah satu ukuran
dari kegiatan investasi adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Pertumbuhan PMTE

2 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fiv. T 2018

—ATEH 4 PROYVINGI
Sumber: BPS, 2019 (Diolah)

Gambar 4.5 Laju pertumbuhan PMTB Aceh dan nasional

Pada tahun 2011, PMTB Aceh tumbuh relatif besar, yaitu 10,8 persen.
Namun, pada tahun berikutnya pertumbuhan PMTB menurun menjadi 5,82
persen. Di lain waktu, pada tahun 2013 PMTB Aceh mengalami stagnasi/kon-
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straksi menjadi (-0.48) persen. Lalu, tahun 2014 meningkat PMTB menjadi 5,28
persen. Namun, pada tahun 2015, angka pertumbuhan PMTB Aceh kembali
turun menjadi 3,61 persen.

Pertumbuhan PMTB Aceh kembali meningkat menjadi 7.14 persen pada
tahun 2016. Namun, setahun kemudian (tahun 2017), pertumbuhan PMTB
Aceh kembali menurun menjadi 1,5 persen. Pada tahun 2018 Aceh kembali
mencapai pertumbuhan PMTB yang positif (menjadi 3.58 persen). Secara garis
besar, rata-rata laju pertumbuhan PMTB di Aceh dalam kurun waktu 2011-
2018 sekitar 4,3 persen. Untuk periode yang sama, pertumbuhan PMTB nasi-
onal secara rata-rata meningkat hampir 6,0 persen (Gambar 4.5).

Kontribusi pengeluaran konsumsi Pemerintah Aceh dalam PDRB Aceh
secara konsisten dua kali lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Pengeluaran
konsumsi pemerintah, menurut BPS, adalah nilai seluruh jenis output pemer-
intah dikurangi nilai output untuk pembentukan modal sendiri dikurangi nilai
penjualan barang/jasa (baik yang harganya signifikan dan tidak signifikan se-
cara ekonomi) ditambah nilai barang/jasa yang dibeli dari produsen pasar un-
tuk diberikan pada rumah tangga secara gratis atau dengan harga yang tidak

signifikan secara ekonomi.
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Sumber: BPS, 2019 (Diolah)

Gambar 4.6 Kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah dalam PDRB
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Meningkatnya pengeluaran konsumsi pemerintah dalam PDRB Aceh
mencerminkan peran sektor pemerintahan dalam perekonomian Aceh sema-
kin besar. Sebagai catatan, pemerintah dalam perekonomian berperan sebagai
penyedia barang publik yang berpotensi memberikan eksternalisasi yang positif
untuk menjamin keberlangsungan proses produksi dan pada akhirnya mengak-
selerasi pertumbuhan ekonomi. Idealnya, yang lebih mendominasi kehidupan
perekonomian adalah pihak swasta (dunia usaha), bukan sektor pemerintah.
Jika pun ada peran pemerintah dalam perekonomian, tetapi tidaklah terlalu be-
sar. Peran pengeluaran pemerintah yang terlalu besar, seperti yang terjadi da-
lam perekonomian Aceh, dirisaukan dapat mengurangi minat investasi swasta
dalam perekonomian. Jika hal ini terus berlangsung akan berakibat rendahnya
pertumbuhan stok modal serta kegiatan inovasi oleh pihak swasta, dan pada
akhirnya dapat menyebabkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi Aceh
pada masa mendatang.

Pada tahun 2010, kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah dalam
PDRB Aceh sekitar 19.3 persen. Angka ini melebihi rata-rata kontribusi penge-
luaran konsumsi pemerintah terhadap PDRB di daerah lain secara nasional
(yang hanya berkisar 9,0 persen). Tahun 2011, kontribusinya turun sedikit men-
jadi 19 persen, namun masih tetap jauh di atas kontribusi rata-rata nasional (8,9
persen). Berikutnya, tahun 2012 kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah
Aceh dalam PDRB Aceh meningkat lagi menjadi 19,8 persen, dan tetap jauh di
atas angka rata-rata nasional pada tahun yang sama (8,9 persen).

Pada tahun 2013, kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap
PDRB Aceh kembali meningkat menjadi 20.3 persen. Sementara kontribusi
pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap PDRB secara nasional tidak be-
rubah signifikan, yaitu masih berkisar pada angka 8,9 persen. Selanjutnya, pada
tahun 2014 kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah dalam PDRB Aceh
terus meningkat menjadi 20.4 persen. Sebaliknya, di tingkat nasional propors-
inya turun menjadi 8.7 persen. Pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap

PDRB Aceh pada tahun berikutnya (2015) juga bertambah menjadi 21,3 pers-
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en. Secara nasional, pada tahun yang sama kontribusi pengeluaran konsumsi
pemerintah terhadap PDRB di provinsi lain secara rata-rata menurun menjadi
8,6 persen.

Perubahan kontribusi terjadi pada tahun 2016, di mana kontribusi penge-
luaran konsumsi pemerintah terhadap PDRB Aceh berkurang menjadi 17,1
persen. Seiring dengan itu, secara nasional rata-rata turun menjadi 8,1 persen.
Pada tahun 2017 kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah dalam PDRB
Aceh kembali menurun menjadi 17,0 persen. Seiring dengan penurunan
persentase komponen pengeluaran ini pada PDRB Aceh, persentase pengel-
uaran konsumsi pemerintah terhadap PDRB di provinsi lain secara rata-rata
nasional juga turun menjadi 8,0 persen.

Untuk tahun 2018, kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah di Aceh
turun lagi mejadi 16,5 persen. Sebaliknya, secara rata-rata nasional pengelu-
arannya sedikit meningkat menjadi 8,1 persen. Selama periode 2010-2018, kon-
tribusi pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap PDRB Aceh rata-rata sebe-
sar 19,0 persen. Angka ini dua kali lipat melebihi kontribusi rata-rata nasional

yang besarannya berkisar pada 8,6 persen (lihat Gambar 4.6).

B. Pertumbuhan Sektoral

Pertumbuhan sektor pertanian masih fluktuatif meskipun menunjukkan
kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2011 sektor pertanian, kehutanan,
dan perikanan tumbuh sebesar 3,7 persen. Tahun berikutnya (2012) pertum-
buhan sektor ini meningkat menjadi 4,4 persen. Pada Tahun 2013 meningkat
lagi menjadi 4,7 persen. Namun, pada tahun 2014 pertumbuhan sektor ini
menurun menjadi 2,5 persen. Tahun 2015 sektor ini kembali mengalami pen-
ingkatan laju pertumbuhannya menjadi 5,0 persen. Penurunan kembali terjadi
pada Tahun 2016, yakni menjadi 3,7 persen. Tahun berikutnya (2017) pertum-
buhan meningkat lagi menjadi 5,2 persen. Sayangnya, pada tahun 2018 per-
tumbuhannya kembali turun menjadi 4,0 persen (lihat Gambar 4.7).
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Gambar 4.7 Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan

Sebaliknya sektor pengolahan secara rata-rata mengalami stagnasi sebe-
sar -3.8 persen selama periode 2011-2018.Sektor perdagangan besar dan ecer-
an,reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh rata-rata sebesar 4,5 persen seperti

ditunjukkan Gambar 4.8.
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Gambar 4.8 Pertumbuhan perdagangan besar dan
eceran, reparasi mobil dan sepeda motor

Selanjutnya, beberapa sektor jasa di Aceh mengalami pertumbuhan
positif dalam kurun waktu 2011-2018. Real estat misalnya, tumbuh ra-
ta-rata sebesar 6,4 persen. Sektor konstruksi rata-rata tumbuh 4,9 persen.
Sementara sektor informasi dan komunikasi tumbuh rata-rata sebesar 3,8

persen. Dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan
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sosial wajib tumbuh positif, yaitu rata-rata 6,1 persen selama kurun waktu

yang sama (Gambar 4.9).
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Sumber: BPS, 2019 (Diolah)

Gambar 4.9 Pertumbuhan sektor jasa

C. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok
orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan
dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Hak-hak
dasar antara lain: (a) terpenuhinya kebutuhan pangan; (b) kesehatan, pendi-
dikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan
lingkungan hidup; (c) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan;
dan (d) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan mendasar
bagi masyarakat di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Diperlu-
kan upaya penanganan yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan untuk
dapat menurunkan angka kemiskinan, sehingga kesejahteraan masyarakat
Aceh (khususnya) dapat ditingkatkan.

Sejak dicapainya perjanjian damai melalui MoU Helsinki dan adanya
UUPA, Pemerintah Aceh terus memberi perhatian khusus dan berupaya secara

sungguh-sungguh untuk mengentaskan kemiskinan. Berbagai program pem-
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bangunan terus dilakukan secara intensif pelaksanaannya. Sektor-sektor pem-
bangunan yang terkait seperti pemberdayaan ekonomi, layanan pendidikan,
layanan kesehatan, dan penyediaan/peningkatan infrastruktur terus diimple-
mentasi oleh Pemerintah Aceh.

Selama periode 2010-2018, implementasi program kegiatan pembangu-
nan guna mengurangi jumlah penduduk miskin di Aceh telah diberi perhatian.
Persentase angka kemiskinan Aceh dalam beberapa tahun terakhir menunjuk-
kan tren yang menurun, yaitu sebesar rata-rata 0,53 persen per tahun (selama
tahun 2010-2018). Jika dibandingkan dengan tingkat tren penurunan kemi-
skinan nasional pada periode yang sama, yaitu sebesar 0,46 persen yang berarti
laju penurunan angka kemiskinan di Aceh tidak berbeda secara signifikan den-
gan tingkat nasional.

Pada tahun 2018, posisi relatif persentase kemiskinan Aceh berada pada
urutan nomor enam secara nasional (sebesar 15,68 persen). Tingkat kemi-

skinan nasional pada tahun yang sama hanya 9,66 persen (lihat Gambar 4.10).
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Gambar 4.10 Posisi relatif persentase penduduk miskin provinsi dan nasional tahun 2018
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Jika menilik pada tahun 2010, persentase kemiskinan di Aceh masih sebe-
sar 19,95 persen, sementara tingkat kemiskinan nasional pada tahun yang sama
hanya berkisar 13,3 persen. Tahun 2011, tingkat kemiskinan tidak berubah dan
tetap pada 19,48 persen. Untuk tahun 2012-2014, tingkat kemiskinan menurun
dari periode sebelumnya, yaitu menjadi 16,98 persen. Namun, tahun 2015 ang-
ka kemiskinan meningkat lagi menjadi 17,11 persen. Selama tahun 2016-2018
menurun kembali menjadi 15,68 persen.

Salah satu faktor yang menyebabkan belum maksimalnya dampak dari
upaya keras Pemerintah Aceh dalam menanggulangi kemiskinan selama ini
antaranya adalah berfluktuasinya angka garis kemiskinan di Aceh setiap tahun-
nya. Berbagai kemungkinan penyebab lainnya juga ikut mempengaruhi, seperti
dorongan inflasi dan naiknya harga-harga barang dan jasa yang cenderung ikut
mendorong naiknya batas garis kemiskinan. Semua ini mempengaruhi besaran
jumlah penduduk miskin maupun angka kemiskinan itu sendiri. Selain itu, ma-
sih tidak tepatnya sasaran dari penggunaan anggaran belanja pemerintah juga

menjadi penyebab lambannya penurunan angka kemiskinan di daerah ini.

== Nasional =#l=Aceh

1995 _ 1948

1858 _ 1772

20.00 1698 _ 1711

1643 1992 1548

15.00
- ].D?E'I 10.12 - 8.66

10.00
5.00
0.00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sumber: BPS, 2019 (Diolah)

Gambar 4. 11 Persentase tingkat kemiskinan daerah
Provinsi Aceh dan nasional tahun 2010 - 2018
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Gambaran terkait angka kemiskinan Aceh beserta angka perbandin-
gannya juga dapat dirinci dalamGambar 4.12. Posisi relatif angka kemi-
skinan kabupaten/kota di Provinsi Aceh masih sangat tinggi dibanding
angka kemiskinan nasional. Hanya Banda Aceh yang menunjukkan angka
dibawah rata-rata nasional’. Angka kemiskinan dari kabupaten/kota lainn-

ya yang ada di Aceh masih berada di atas angka rata-rata nasional

3t Kon  ——lasoml(FE) ———Provme AceR(l5G

R
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Sumber: BPS, 2019 (Diolah)

Gambar 4.12 Posisi relatif persentase penduduk miskin
kabupaten/kota, Provinsi Aceh dan nasional tahun 2018

Kemiskinan dapat terjadi di perkotaan maupun di pedesaan. Kemiskinan
perkotaan merupakan masalah yang kompleks, baik dari penyebab maupun
cara mengatasinya. Salah satu faktor penyebabnya adalah urbanisasi penduduk
dari pedesaan ke perkotaan tanpa memiliki keahlian yang memadai dan pen-
didikan yang relatif rendah. Kondisi ini menyebabkan mereka tidak dapat ber-
saing dalam mencari pekerjaan yang ada dan akhirnya mereka mendapatkan
pendapatan yang rendah. Kemiskinan di pedesaan adalah kemiskinan yang
disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, sehingga angka buta hurufnya

7 Angka persentase kemiskinan Banda Aceh sebesar 7.25 persen.
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menjadi tinggi, tingkat gizinya rendah dan menyebabkan produktivitas juga
rendah, memicu timbulnya ketimpangan pembangunan dan pelayanan sosial
di pedesaan. Hal lainnya, begitu sulitnya akses terhadap modal serta terbatasnya
lapangan pekerjaan yang tersedia yang semuanya berdampak pada rendahnya
pendapatan mereka.

Kemiskinan tidak hanya terjadi di Aceh, tetapi juga di semua provinsi
lain di Indonesia. Secara umum, angka kemiskinan di Aceh selama tahun
2010-2018 terus menurun, namun dengan laju yang lambat (Gambar 4.13).
Terlihat tingkat kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan.
Tingginya pertumbuhan sektor jasa yang berpeluang menciptakan lapan-
gan kerja di kota-kota diperkirakan membuat angka kemiskinan perkotaan
lebih rendah dari perdesaan.

Jika menilik dari indikator persentase masyarakat miskin, indeks keda-
laman kemiskinan, dan juga indeks keparahan kemiskinan di Aceh, terli-
hat persoalan kemiskinan lebih kompleks di wilayah perdesaan dibanding
perkotaan. Gambar 4.13 menunjukkan, bahwa selama periode 2010-2018
(kondisi Maret) tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan hampir dua kali
lipat dibanding wilayah perkotaan. Di perdesaan angkanya sebesar 18,52
persen dan di perkotaan sebesar 9,63 persen.

Data yang dirilis BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin
di Aceh baik di kota maupun pedesaan mengalami penurunan. Tahun
2018, penduduk miskin di daerah perkotaan di Aceh berjumlah 18,52 pers-
en atau turun 128,2 ribu orang dibanding tahun 2017. Di daerah perdesaan
turun sebanyak 505 ribu orang dari 16,31 juta orang pada September 2017
menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018. Lebih jelasnya disajikan pada
Gambar 4.13 berikut.
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Gambar 4.13 Persentase tingkat kemiskinan perkotaan,
perdesaan dan daerah Provinsi Aceh tahun 2010 — 2018

Persoalan kemiskinan itu sendiri bersifat kompleks dan multidimensi.
Oleh karenanya, upaya pengentasannya perlu terus diupayakan Pemerintah
Aceh secara terpadu dan lintas sektoral, dengan melibatkan seluruh elemen ter-
kait. Dibutuhkan database dan informasi yang akurat dan komprehensif dalam
berbagai demensi yang terkait dengan profil masyarakat miskin di Aceh. Se-
baiknya tidak hanya menyangkut nama, alamat, dan profil dari setiap rumah
tangga miskin, tetapi juga harus memuat secara rinci keterampilan (skill) dan
kebutuhan masing-masing keluarga miskin yang akan dijadikan sebagai sasa-
ran pengentasan. Dengan pola yang demikian, upaya pengentasan kemiskinan

dipastikan akan lebih mencapai sasaran.

D. Pengangguran

Indikator pengangguran dapat dijadikan alat untuk menganalisis kondi-
si perekonomian suatu daerah. Apabila perekonomian berada dalam kondisi
baik, maka tingkat pengangguran berada pada titik yang rendah. Sebaliknya,
jika perekonomian dalam keadaan lesu, dipastikan tingkat pengangguran akan
tinggi/meningkat.

Permasalahan pengangguran tidak hanya terjadi di negara-negara
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berkembang, tetapi juga dirasakan negara-negara maju. Kendati demikian,
permasalahan pengangguran di negara-negara maju jauh lebih mudah diatasi
dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Ini erat kaitannya dengan
kondisi perekonomian dan bukan karena faktor pertumbuhan penduduk. Teta-
pi hal ini juga dipengaruhi oleh arus masuk investasi, disamping juga masalah
sosial, politik, dan keamanan seperti yang terjadi di Aceh selama ini.

Jika persoalan pengangguran tidak segera ditangani sangat dikhawa-
tirkan dapat berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi aki-
bat ketiadaan pendorong aktivitas produksi sebagai imbas dari minimnya
daya beli masyarakat. Hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan gejolak
politik dan berpotensi menimbulkan instabilitas keamanan, berupa an-
caman kejahatan dan kriminalitas. Tingkat pengangguran yang tinggi
juga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi.

Pengangguran menyebabkan pendapatan nasional riil yang dicapai
masyarakat lebih rendah dibandingkan pendapatan potensial (pendapa-
tan yang seharusnya). Ia juga dapat menyebabkan pendapatan masyarakat
menurun dan akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang diper-
oleh pemerintah sebagai imbas berkurangnya kemampuan masyarakat
dalam membayar. Jika penerimaan pajak menurun, maka dana yang
dapat dihimpun pemerintah untuk membangun kegiatan ekonomi pun
akan berkurang, sehingga kegiatan pembangunan akan terus menurun.
makadana yang dapat dihimpun pemerintah untuk membangun kegia-
tan ekonomi pun akan berkurang, sehingga kegiatan pembangunan akan
terus menurun.

Gambar 4.14 menunjukkan tren pengangguran di Aceh secara
umum menurun. Namun, penurunannya tidak signifikan. Bahkan, sela-
ma tahun 2011 hingga 2013 angka pengangguran menunjukkan pening-
katan. Kendati demikian, selama tahun 2014-2018 angka pengangguran
relatif mengalami penurunan. Jika dibanding dengan tren pengangguran

di tingkat nasional,terlihat pengangguran di Aceh lebih tinggi.
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Jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Aceh masih berfluktua-
si. Pada tahun 2011, tingkat pengangguran sebesar 7,43 persen dan naik
menjadi 9,06 persen pada tahun 2012. Kemudian, naik lagi pada tahun
2013 menjadi 10,12 persen. Pada tahun 2014 jumlah pengangguran
menurun menjadi 9,02 persen. Namun, hal ini tidak bertahan lama kare-
na tahun berikutnya (2015) pengangguran kembali meningkat menjadi
9,93 persen. Dan selama tahun 2016-2018 tingkat pengangguran men-
galami penurunan masing-masing menjadi 7.57 persen, 6,57 persen, dan

6,36 persen.

10.12
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Sumber: BPS, 2019 (Diolah)

Gambar 4.13 Persentase tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh dan nasional

Seperti telah diurai sebelumnya, adanya pengangguran menyebab-
kan daya beli masyarakat melemah. Akibatnya, permintaan terhadap ba-
rang-barang hasil produksi juga ikut berkurang. Jika ini berterusan ti-
dak akan merangsang kalangan investor (pengusaha) untuk melakukan
perluasan atau mendirikan industri-industri baru. Investasi yang terbatas
akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan berikutnya akan mem-

batasi ketersediaan lapangan kerja.
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4.2 Analisis Hasil Kajian
4.2.1 Regulasi Kewenangan dan Implementasinya
a) Penetapan Suku Bunga
Salah satu kewenangan dalam MOU Helsinki sesuai dengan Klausul 1.3.1
dan juga dicantumkan dalam UUPA adalah hak Pemerintah Aceh untuk mene-
tapkan suku bunga sendiri. Petunjuk pelaksanaan dari klausul ini sendiri belum
pernah dibuat baik oleh Pemerintah Aceh maupun oleh Pemerintah Pusat.
Pemberlakuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuan-
gan Syariah yang mengatur kewajiban semua lembaga keuangan di Aceh untuk
menggunakan sistem syariat dalam operasinya juga menjadi persoalan baru.
Perubahan sistem keuangan ini membutuhkan penyesuaian kembali terhadap

aturan-aturan perbankan, termasuk mengenai suku bunga ini®.

b) Hak Memperoleh Dana melalui Utang Luar Negeri

Hak yang lain adalah untuk memperoleh dana pinjaman dari luar negeri.
Dalam MOU Helsinski Klausul 1.3.1 tertera bahwa Aceh memiliki Hak untuk
memperoleh dana melalui utang luar negeri. Namun, Dalam Undang-undang
Pemerintah Aceh (UUPA), Pasal 186 ayat 1 tertera bahwa, “Pemerintah Aceh
dan pemerintah kabupaten/kota dapat memperoleh pinjaman dari pemerintah
yang bersumber dari luar negeri setelah mendapat persetujuan menteri keuan-
gan dan mendapat pertimbangan menteri dalam negeri”

Dalam UUPA, Pasal 186 ayat 3 tertera juga bahwa “Ketentuan lebih lanjut
mengenai dana pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri serta bantuan luar
negeri diatur dengan Qanun. Hingga saat ini belum ada Qanun atau petunjuk
pelaksanaan lainnya yang mengatur tentang pinjaman luar negeri. Bahkan, da-
lam Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2018, Pasal 4 ayat 1 tertera “daerah dila-
rang melakukan pinjaman langsung kepada luar negeri”. Sebagai catatan, penga-

turan mengenai pinjaman luar negeri yang harus memperoleh persetujuan dari

8 Mengacu pada Qanun No. 11/2018 Pasal 65, semua Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun
sejak Qanun ini diundangkan.
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menteri dalam negeri ini memiliki alasan agar menjaga solvabilitas daripada
pemerintah daerah. Jika sebuah provinsi terlilit utang, hal ini dapat mempen-
garuhi stabilitas keuangan di daerah yang pada akhirnya dapat mempengaruhi
stabilitas keuangan secara nasional. Fakta sejarah menunjukkan bahwa masalah
stabiltas keuangan dapat memunculkan serta memperbesar peluang terjadinya

krisis keuangan dan krisis ekonomi.

¢) Perdagangan Dalam Negeri dan Internasional

Hak Aceh lainnya dalam MoU Helsinki menyangkut perdagangan inter-
nal dan internasional. Dalam Klausul 1.3.2. MoU Helsinki tercantum bahwa,
Aceh berhak melaksanakan perdagangan dan bisnis secara internal dan in-
ternasional, serta mencari FDI. Dalam UUPA, Pasal 165 ayat 1 tertera bahwa
“Penduduk Aceh berhak melaksanakan perdagangan dan bisnis serta investa-
si secara internal dan internasional sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku” Berikutnya, dalam UUPA Pasal 166 tertulis “pemerintah pusat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan keringan pajak ekspor barang
jadi dari Aceh, fasilitas investasi, dan lain-lain fasiltas fiskal yang diusulkan oleh
Pemerintah Aceh” Namun, belum ada Qanun ataupun petunjuk pelaksanaan
lainnya yang mengatur tentang perdagangan serta keringanan pajak atau kuti-

pan yang berhubungan dengan perdagangan atau investasi asing.

d) Pengelolaan Sumber daya Hayati Laut

Kewenangan Aceh yang lain adalah dalam hal mengelola sumber daya
hayati laut Aceh. MoU Helsinki Klausul 1.3.3 menyatakan Aceh memiliki ke-
wenangan untuk mengelola sumber daya hayati di wilayah laut Aceh. UUPA
Pasal 162 memuat tentang pengelolaan perikanan dan kelautan.

Untuk melaksanakan kewenangan ini diperlukan Qanun dan Pergub
yang mengatur tentang perizinan dan pengelolaan sumber daya perikanan dan
kelautan. Kemudian diperlukan qanun yang mengatur tentang pembagian ke-

wenangan menyangkut pengelolaan perikanan dan kelautan antara Pemerintah
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Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

e) Penguasaan Cadangan Hidrokarbon dan Sumber daya Lainnya

Hak Aceh lainnya yang tertera dalam MoU Helsinki adalah hak men-
guasai 70 persen hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam
lainnya. Dalam MoU Klausul 1.3.4. tertera, Aceh memiliki hak untuk mengua-
sai 70 persen hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam
lainnya yang ada saat ini dan di masa datang di wilayah Aceh maupun wilayah
laut Aceh. Dalam UUPA Pasal 181 memuat “Bagi hasil pertambangan umum
bagi Aceh adalah 80 persen” dan “bagi hasil minyak dan gas adalah 70 persen”
Sudah ada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA ), namun regulasi lanjutan per-
lu dipertegas dan otonom, hak sumber daya lainnya tentang kewenangan ini

masih belum ada.

f) Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Laut dan Udara

Hak pembangunan dan pengelolaan pelabuhan laut dan udara merupa-
kan hak Aceh lainnya dibidang ekonomi. Dalam MoU Helsinki pada Klausul
1.3.5. tercantum, “Aceh melaksanakan pembangunan dan pengelolaan pelabu-
han laut dan udara” Dalam UUPA Pasal 167 hingga Pasal 170 mengatur ten-
tang pengembangan kawasan pelabuhan bebas Sabang. Pasal 169 dan Pasal 170
dalam UUPA juga mengatur tentang pelimpahan kewenangan penerbitan per-
izinan yang diperlukan untuk pengembangan kawasan Sabang. Kemudi-
an, dalam UUPA Pasal 172 mengatur tentang pembangunan dan pengelolaan
pelabuhan laut dan udara di Aceh.

Untuk melaksanakan kewenangan ini diperlukan regulasi lanjutan dan
atau ganun atau petunjuk pelaksanaan tentang penerbitan perizinan berkenaan
yang berkenaan dengan kawasan pelabuhan bebas Sabang. Diperlukan regulasi
lanjutan dan atau qanun yang mengatur tentang pembangunan dan pengem-
bangan pelabuhan laut dan udara yang ada di Aceh. Diperlukan pula regulasi

lanjutan dan atau qanun yang mengatur tentang pembangunan dan pengem-
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bangan pelabuhan serta wewenang menerbitkan perizinan di pelabuhan-pela-
buhan selain kawasan pelabuhan bebas Sabang, seperti pelabuhan Krueng Geu-

kuh dan Kuala Langsa.

g) Transparansi Pengumpulan dan Pengalokasian Pendapatan

Dalam MOU Helsinki tertera perihal yang menyangkut transparansi da-
lam pengumpulan dan pengalokasian pendapatan antara pemerintah pusat
dan Pemerintah Aceh. Klausul 1.3.8 mencantumkan “Pemerintah RI bertekad
menciptakan transparansi dalam pengumpulan dan pengalokasian pendapatan
antara Pemerintah Pusat dan Aceh dengan menyetujui auditor luar melakukan
verifikasi atas kegiatan tersebut dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada kepa-
la pemerintahan Aceh”

Dalam kaitan ini, diperlukan peraturan penunjang yang menjelaskan me-
kanisme yang dapat menjamin transparansi dalam pengumpulan adan pengalo-
kasian pendapatan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh. Diperlukan
pula peraturan penunjang yang menyertakan auditor eksternal untuk menja-
min transparansi perhitungan pembagian pendapatan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Aceh, serta mendefinisikan secara lebih rinci tentang “auditor
luar”. Dibutuhkan pengaturan tentang mekanisme proses verifikasi transparan-
si pengumpulan dan pengalokasian pendapatan antara pemerintah pusat dan
Pemerintah Aceh.

Sebagai sebuah Undang-Undang, UUPA merupakan suatu bentuk kebija-
kan nasional yang lahir untuk mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh
sesuai dengan kerangka MoU Helsinki. Kini, sudah hampir 13 tahun MoU
Helsinki diimplementasi melalui UUPA. Harus diakui, banyak perkembangan
dan kemajuan yang telah terjadi terutama dari aspek ekonomi dan kesejahter-
aan masyarakat. Sungguhpun demikian, setidaknya masih terdapat butir-butir
MoU yang belum kunjung terealisasi sesuai yang dijanjikan.

Dibutuhkan langkah-langkah konkret terutama dari Pemerintah Pusat

untuk merealisasikan seluruh isi perdamaian yang telah disepakati. Memasti-
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kan seluruh kebijakan dapat berjalan dengan baik dengan membuat pedoman

teknis pelaksanaan dari seluruh kesepakatan tersebut. Dengan demikian, mani-

festasi dari ketulusan dan iktikad baik dalam memastikan tegaknya seluruh per-

janjian tersebut akan mendorong lahirnya perdamaian abadi di Aceh.

Butir-butir yang belum terakomodir dan juga bertentangan dengan isi

batang tubuh UUPA tersebut antara lain:

A. Penyelenggaraan Pemerintahan

1.

Pada Pasal 1.1.2 disebutkan bahwa Undang-undang baru tentang penye-

lenggaraan pemerintahan di Aceh akan didasarkan pada prinsip-prinsip:

a)

b)

9]

d)

Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik ke-
cuali enam bidang, yaitu hubungan luar negeri, pertahanan luar, kea-
manan nasional, hal ihwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman,
dan kebebasan beragama.

Persetujuan-persetujuan internasional yang dilakukan pemerintah,
terkait dengan kepentingan khusus Aceh, akan berlaku setelah konsul-
tasi dan persetujuan legislatif Aceh.

Keputusan-keputusan DPR RI yang terkait dengan Aceh dilakukan
dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.
Kebijakan-kebijakan administratif yang berkaitan dengan Aceh akan
dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah
Aceh.

UU Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 (UUPA) yang disahkan oleh
Pemerintah Indonesia pada 1 Agustus tahun 2006 berjumlah 273 pasal. Di-

antara pasal-pasalnya itu masih terdapat hal-hal yang kurang sejalan/ber-

tentangan langsung atau tidak langsung dengan MoU Helsinki.

Seharusnya, UUPA sepenuhnya berpedoman pada MoU sebagai acuan

induk dengan berdasarkan pada empat prinsip yang telah disebutkan dida-
lam Pasal 1.1.2 poin a, b, ¢, dan d.
2. UU No. 11 Tahun 2006 tidak tegas memberikan hak kepada Aceh untuk
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melaksanakan semua kewenangan dalam sektor publik. Banyak sekali
hambatan aturan dan syarat-syarat yang dibuat di dalam UU Nomor 11
tahun 2006, sehingga terkesan mengebiri kewenangan Aceh dalam melak-
sanakan kewenangan di semua sektor publik.

3. Point 1.1.4 menyatakan, bahwa perbatasan Aceh merujuk kepada per-
batasan 1 Juli 1956. Hal ini belum diimplementasi disebabkan belum ada
peta Aceh tahun 1956 yang dapat dirujuk sebagai sandaran. Diperlukan
kajian berdasarkan data-data yang valid bersumber dari lembaga resmi
pemerintah dan lembaga arsip negara, yakni mana saja batas-batas Aceh
tahun 1956 untuk dipedomani.

4. Point 1.1.5 menyatakan, bahwa Aceh berhak untuk menggunakan sim-
bol-simbol wilayah, termasuk bendera, lambang dan himne. Sudah lebih
empat belas tahun MoU Helsinki ditandatangani, namun belum ada ke-
pastian tentang perkara ini. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Aceh
belum menyepakati hal ini.

5. Point 1.1.6 menyatakan bahwa Qanun Aceh akan disusun kembali untuk
Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat Rakyat Aceh
serta mencerminkan kebutuhan hukum Aceh yang terkini. Qanun Aceh
hanyalah nama lain dari peraturan daerah (perda), baik di kabupaten atau
provinsi. Mestinya disusun kembali sebuah Qanun Aceh yang berisi kebu-
tuhan hukum masyarakat yang berasal dari Qanun Aceh di masa Iskandar
Muda (tradisi sejarah dan adat istiadat) yang disesuaikan dengan kondisi
terkini masyarakat Aceh.

6. Point 1.1.7 Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perang-
kat upacara dan gelarnya. Saat ini peraturan daerah atau Qanun Wali Nang-
groe sudah disahkan oleh DPR Aceh. Namun terdapat perbedaan penger-
tian yang sangat mencolok tentang kedudukan Wali Nanggroe di dalam
Bahasa Indonesia dengan teks asli dalam Bahasa Inggris, sehingga Wali
Nanggroe hanya ditempatkan hampir sebagai lembaga adat dan budaya

semata, sementara Teks Inggris menyebutkan hak-hak dan gelarnya, dan
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sama sekali tidak menyebutkan adat dan budaya. Sebagai Lembaga yang
dibentuk berdasarkan perintah undang-undang seharusnya Lembaga Wali
Nanggroe dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan

bukan anggaran Aceh.

B. Partisipasi Politik

Dalam butir 1.2.1 disebutkan, bahwa pemerintah akan: (1) tidak lebih dari
satu tahun penandatanganan MoU, Pemerintah RI menyepakati dan akan
memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh
yang memenuhi persyaratan nasional; (2) Pemerintah RI dalam satu tahun
atau paling lambat 18 bulan sejak kesepakatan, akan menciptakan kondisi
politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh.
Kalau dipahami dari butir-butir MoU di atas dapat disimpulkan bahwa ada
dua bentuk partai lokal di Aceh. Pertama, partai lokal yang berbasis Aceh
namun memenuhi persyaratan nasional sehingga bisa untuk mengajukan
calon untuk anggota DPR RI. Kedua, partai lokal Aceh untuk memilih an-
ggota DPR Aceh dan kabupaten kota, dan ini sudah terimplementasikan
dengan baik, dan sudah dibentuk dasar regulasi baik di dalam UU Nomor
11 Tahun 2006, atau PP Nomor 20 Tahun 2007.

2. Butir 1.2.7 menyebutkan bahwa pemantau dari luar akan diundang untuk
memantau pemilihan di Aceh, bahkan pemilihan lokal bisa diselenggara-
kan dengan bantuan teknis dari luar.

Setelah Pilkada Aceh pada tahun 2006, pemantau asing sulit masuk untuk
melakukan pemantauan. Hal ini disebabkan adanya aturan-aturan pusat
yang menyamakan Aceh dengan provinsi lain di Indonesia. Mestinya, se-
suai dengan MoU Helsinki pemantau harus selalu diundang ke Aceh un-
tuk memantau dan Pemerintah pun harus menerima apabila ada bantuan
teknis dari luar guna membantu pemilihan di Aceh. Dengan demikian,
kualitas proses demokrasi di Aceh lebih terjamin dengan validitas yang

tinggi.
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C. Hak Ekonomi

1. Butir 1.3.1 menyebutkan, bahwa selain berhak memperoleh dana melalui
utang luar negeri, Aceh juga berhak menetapkan tingkat suku bunga ber-
beda dengan yang ditetapkan oleh BI. Butir ini belum terlaksana dengan
baik disebabkan pihak Pemerintah belum membuat aturan yang mengatur
masalah ini.

2. Butir 1.3.2,butir 1.3.3, dan butir 1.3.4 merupakan hal-hal penting yang
bersentuhan langsung dengan peningkatan ekonomi dan pendapatan
Aceh. Kendati demikian, butir-butir tersebut belum sepenuhnya dilak-
sanakan. Diperlukan kajian lebih lanjut dari berbagai pihak agar butir-butir
ini dapat diimplementasikan dengan lebih sempurna. Ada beberapa aturan
yang sudah keluar termasuk PP Nomor 23 tahun 2015 tentang Pengelolaan
Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, namun se-
jauh ini implementasinya belum benar-benar riil menguntungkan Aceh.

3. Dalam butir 1.3.5, Aceh dapat melaksanakan pembangunan dan pengelo-
laan semua pelabuhan laut dan udara dalam wilayah Aceh. Saat ini, hanya
pelabuhan Sabang yang telah diserahkan kepada Pemerintah Aceh, sedang-
kan pelabuhan laut lainnya masih dimiliki dan dikelola oleh PT. Pelindo
milik Pemerintah Pusat.Demikian juga dengan pelabuhan udara, semua
masih dimiliki dan dikelola oleh Angkasa Pura dan Kementerian Per-
hubungan. Diperlukan upaya untuk menegaskan keterlibatan Aceh dalam
pembangunan dan pengelolaan pelabuhan laut dan udara, sehingga dapat
menguntungkan Aceh secara ekonomi.

4. Dalam butir 1.3.8, Pemerintah RI bertekad menciptakan transparansi
dalam pengumpulan dan pengalokasian pendapatan antara Pemerintah
pusat dan Pemerintah Aceh dengan menyetujui auditor luar melakukan
verifikasi atas kegiatan tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada
Kepala Pemerintah Aceh. Sejauh ini, belum ada audit yang transparan
yang menguji pengumpulan dan pendapatan antara Pemerintah Aceh

dan Pemerintah RI. Auditor baru hanya ada dari Badan Pemeriksa
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Keuangan (BPK) RI. Belum ada auditor internasional dari pihak luar

negeri.

D. Peraturan Perundang-undangan

1. Pada butir 1.4.2 dinyatakan, legislatif Aceh akan merumuskan Ketentuan
Hukum bagi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip HAM yang tercantum da-
lam Kovenan Internasional PBB mengenai Hak-hak sipil dan Politik, dan
Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Sampai saat ini, ketentuan hukum tersebut belum dirumuskan oleh legisla-
tif Aceh. Padahal, Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi kedua kovenan
tersebut menjadi UU No. 11 Tahun 2005 dan UU No. 12 tahun 2005.

2. Butir 1.4.3 menegaskan, suatu sistem peradilan yang tidak memihak dan

independen, termasuk pengadilan tinggi, dibentuk di Aceh di dalam sistem
peradilan Indonesia. Di dalam sistem hukum Indonesia, pengadilan dan
kejaksaan ada beberapa tingkatan. Pengadilan negeri dan kejaksaan neg-
eri di kabupaten/kota, kemudian pengadilan tinggi dan kejaksaan tinggi
di provinsi, berikutnya kejaksaan agung dan mahkamah agung di Jakarta
(pusat).
Untuk Aceh, akan dibentuk suatu sistem peradilan baru yang tidak memi-
hak dan independen, yaitu perwakilan kejaksaan agung dan mahkamah
agung di Aceh. Sehingga semua perkara diselesaikan di Aceh, tanpa perlu
dibawa ke Jakarta. Selama ini perwakilan kejaksaan agung dan mahkamah
agung di Aceh tetap menggunakan sistem peradilan Indonesia dengan
hakim agung dan jaksa agung dari Jakarta, namun berkantor di Aceh. Hal
ini belum terlaksana sesuai yang diperjanjikan. Semua perkara masih diba-
wa ke Jakarta dan tidak diselesaikan di Aceh.

3. Pada butir 1.4.4 disebutkan pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh (Ka-
polda) dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) harus mendapat persetujuan
Kepala Pemerintah Aceh. Penerimaan (rekrutmen) dan pelatihan anggota

polisi organik dan penuntut umum akan dilakukan dengan berkonsultasi
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dan atas persetujuan Kepala Pemerintah Aceh.Untuk penunjukan Kapolda
dan Kajati telah ada aturannya yang diatur di dalam UU Nomor 11 tahun
2005. Namun demikian, dalam hal rekrutmen dan pelatihan anggota polisi
dan jaksa penuntut umum belum dibuat aturan tata caranya serta belum
dikonsultasi dan diminta persetujuan Kepala Pemerintah Aceh. Aturan ini
perlu dibuat mengingat urgensinya bagi membuka peluang kerja yang se-
besar-besarnya bagi masyarakat Aceh.

Butir 1.4.5 menyatakan, semua kejahatan sipil yang dilakukan oleh aparat
militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil di Aceh. Butir ini sama
sekali belum ada kemajuan apapun dan sejauh ini belum diimplementa-
sikan. Sepatutnya, butir ini penting dilaksanakan dengan membuat aturan
hukumnya sesuai kesepahaman yang telah disepakati.

Hak Asasi Manusia

Butir 2.2 menyebutkan, bahwa sebuah pengadilan hak asasi manusia akan
dibentuk untuk Aceh.Namun, butir ini belum diimplementasikan sama
sekali. Diperlukan langkah-langkah untuk membentuk pengadilan HAM
di Aceh.

Butir 2.3 menyatakan, bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR),
akan dibentuk di Aceh. Sudah ada Qanun tentang KKR Aceh yang diben-
tuk oleh DPR Aceh. Yang menjadi pertanyaan, jika dasar hukumnya hanya
Qanun Aceh, akankah KKR mampu menjangkau atau menyentuh berbagai
instansi vertikal yang ada di Aceh.

Percepatan Reintegrasi

Butir 3.2.5 menyatakan bahwa, Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah
pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh untuk mem-
perlancar proses reintegrasi mantan pasukan GAM, tahanan politik, dan
sipil yang terkena dampak konflik. Pemerintah Aceh akan memanfaatkan
dana dan tanah tersebut. Semua mantan pasukan GAM, tahanan politik,
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dan rakyat sipil yang terkena konflik akan menerima alokasi tanah perta-
nian yang pantas, pekerjaan atau jaminan sosial yang layak apabila mereka
tidak mampu bekerja.

Sebagian dari butir ini sudah dilaksanakan. Misalnya, bantuan dana
melalui BRA sudah disalurkan kepada semua pihak. Namun, tanah per-
tanian, pekerjaan, dan jaminan sosial belum dialokasikan sepenuhnya ke-
pada mereka.Sebagai sebuah solusi konflik yang berkelanjutan bagi Aceh,
semua kesepakatan ini harus diimplementasi dengan baik sesuai dengan
yang diperjanjikan.

2. Butir 3.2.6 mencantumkan Pemerintah Aceh dan Pemerintah RI akan
membentuk komisi bersama penyelesaian klaim untuk menangani klaim-
klaim yang belum terselesaikan. Komisi bersama klaim ini sangat penting
segera dibentuk guna menangani klaim-klaim dari masyarakat yang be-
lum terselesaikan. Diperlukan pendataan kembali 3000 mantan kombatan
GAM, juga tahanan politik yang telah diberi amnesti dan masyarakat yang
terkena dampak konflik. Hal ini penting untuk sebagai dasatabase yang
dapat dijadikan dasar untuk pemberdayaan ekonomi mereka ke depan, ter-
masuk mengalokasikan tanah pertanian, pekerjaaan, atau jaminan sosial

yang layak bagi mereka yang tidak mampu bekerja.

G. Pengaturan Keamanan

1. Pada butir 4.7 ditegaskan bahwa jumlah tentara organik di Aceh sebanyak
14.700 orang dan polisi sebanyak 9.100 orang. Sejauh ini belum ada penga-
wasan secara resmi yang melibatkan berbagai pihak seperti GAM, organi-
sasi sipil dan masyarakat serta CMI untuk mengetahui jumlah tentara dan
polisi yang ditempatkan di Aceh sesuai yang diarahkan dalam perjanjian.

2. Butir 4.11 juga menyebutkan bahwa, tentara akan bertanggung jawab men-
jaga pertahanan eksternal Aceh. Ini bermakna fungsi-fungsi teritorial TNI
di Aceh harus digantikan oleh pihak lain. Tentara hanya mengurus pertah-
anan luar dan ditempatkan di batalyon-batalyon sesuai kebutuhan.
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3. Butir 4.12 menyatakan bahwa, anggota Polisi Organik Aceh akan mem-
peroleh pelatihan khusus di Aceh dan luar negeri dengan penekanan pada
penghormatan terhadap HAM.Secara umum, perilaku polisi di Aceh sudah
relatif baik, meskipun masih ada terjadi beberapa kali tindak kekerasan.Ke
depan perlu dipikirkan kembali pengadaan latihan-latihan kepada polisi di
Aceh dengan menekankan pada penghormatan terhadap HAM, sehingga
tindak kekerasan oleh aparat penegak hukum dapat diminimalisir.

H. Pembentukan Misi Monitoring Aceh

Butir 5.2 menyebutkan bahwa, tugas AMM ada 8, di antaranya: menyeli-
diki, memutuskan pengaduan dan tuduhan pelanggaran MoU Helsinki, mem-
bentuk serta memelihara hubungan dan bekerjasama yang baik dengan para
pihak.

Dalam hal ini, kesepakatan yang tertuang dalam MoU Helsinki masih
banyak yang belum diimplementasikan. Dalam konteks ini, kehadiran sebuah
sistem pengawasan yang melibatkan CMI dan negara-negara Uni Eropa masih
diperlukan di Aceh. Saat ini GAM melihat masih banyak hal yang telah disepa-
kati, namun belum dijalankan sesuai kesepakatan. Misalnya, pengadilan HAM,
komisi bersama untuk klaim, dan UU penyelenggaran pemerintahan di Aceh,

masih belum sesuai dengan yang dicantumkan dalam MoU Helsinki.

I. Penyelesaian Konflik

Dalam butir 6.1 disebutkan peran misi monitoring dalam penyelesa-
ian setiap perselisihan yang terjadi diantara kedua pihak. Ada yang disele-
saikan di tingkat AMM dan ada pula yang diselesaikan dengan melibatkan
Kementrian Kopolhukam, pimpinan politik GAM, dan ketua dewan direk-
tur CMI dengan memberitahukannya kepada Komite Politik dan Keaman-
an Uni Eropa.

Jelas dinyatakan dalam butir ini, bahwa CMI masih terikat untuk

mengawasi dan memonitor implementasi MoU Helsinki di Aceh. Terkesan
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CMI saat ini seperti lepas tangan dan kurang menaruh peduli terhadap im-
plementasi MoU Helsinki, padahal masih ada butir-butir yang tidak sesuai

dengan perjanjian telah disepakati.

4.2.2 Karakteristik Informan

Butir-butir nota kesepahaman atau MoU antara Pemerintah RI dan
GAM di Helsinki, Finlandia terus dibicarakan,dan bahkan masih diper-
debatkan. Benarkah perjanjian tersebut telah memberi peluang bagi mas-
yarakat Aceh, termasuk anggota GAM untuk hidup damai dan sejahtera
dalam bingkai NKRI. Atau, mungkin sebaliknya, memerangkap GAM agar
tidak lagi bercita-cita soal kemerdekaan.

Data lapangan kajian ini diperoleh dengan menggunakan instrumen
kuisioner. Dalam kuisioner memuat sekitar 25 butir pertanyaan. Hasil data
lapangan ini selanjutnya diedit, diverifikasi, dan ditabulasi gunadiketahui
keseluruhan respon dan jawaban dari para informan.

Kuisioner disebarkan kepada 171 informan yang di antaranya adalah
tokoh masyarakat atau ulama, birokrat, politisi, mantan kombatan, akade-
misi, pengusaha, pemuda, mahasiswa, korban konflik, dan para pelaku us-

aha ekonomi rakyat.

a) Distribusi InformanBerdasarkan Wilayah

Lokasi kajian ini pada 9 daerah kabupaten di Aceh. Keterwakilan dari
setiap daerah kajian ditunjukkan oleh jumlah informan yang rata-rata 13
persen dari sampel. Terdapat 2 kabupaten, yaitu Aceh Besar dan Pidie yang
hanya memiliki keterwakilan masing-masing 9 persen informan, semen-
tara yang paling sedikit keterwakilannya ialah Kabupaten Aceh Timur (5
persen informan).

Secara lengkap distribusi informan menurut wilayah disajikan pada

Gambar 4.14 berikut.
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Gambar 4.14 distribusi informan menurut wilayah

b) Informan Menurut Jenis Kelamin

Dilihat dari jenis kelamin, informan yang berkelamin laki-laki lebih dom-
inan, yakni sebanyak 85 persen, sementara informan berkelamin perempuan
hanya 15 persen. Meskipun demikian, keterwakilan dari sisi jenis kelamin su-
dah terwakili atau terpenuhi untuk kepentingan informasi yang dibutuhkan.
Lebih jelasnya disajikan pada Gambar 4.15 berikut.

FEREMPUAN
15%

Sumber: Hasil Kajian Lapangan, 2019 (Diolah)

Gambar 4.15 Informan menurut jenis kelamin
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¢) Kelompok Umur Informan

Umur dapat mencerminkan kemampuan dan kondisi seseorang se-
cara fisik yang memungkinkan dijadikan pertimbangan dalam menjelas-
kan permasalahan sehingga mendukung hasil kajian. Umur informan da-
lam kajian ini sangat bervariasi. Terlihat rentang umur informan dalam
kajian ini diwakili oleh mereka yang berusia antara 20-50 tahun. Kelom-
pok umur informan didominasi oleh mereka yang memiliki rentang umur
40-50 tahun yaitu sebesar 30,8 persen. Ini menandakan bahwa umur ra-
ta-rata informansudah menunjukkan tingkat kedewasaan, sehingga di-
harapkan mereka memiliki pengetahuan/pemahaman yang relatif baik,
khususnya tentang perdamaian pasca MoU Helsinki dan perkembangan
situasi daerah dengan kekhususan Aceh dengan implementasi UUPA.

Gambar 4.16 berikut menyajikan jumlah informan menurut kelompok
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Sumber: Hasil Kajian Lapangan, 2019 (Diolah)

Gambar 4.16 Kelompok Umur Informan

d) Tingkat Pendidikan Informan
Pada saat mencari informan dengan tujuan menggali informasi yang
lebih baik, lazimnya informan yang berpendidikan dan memiliki pen-

getahuan yang relatif tinggi yang lebih diharapkan. Pada Gambar 4.17
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menunjukkan sebagian besar informan adalah mereka lulusan universi-
tas. Kelompok ini terlihat amat dominan, yaitu mencapai 72 persen. Dii-
kuti oleh informanlulusan pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU)
sebesar 23 persen, dan informan dengan tingkat pendidikan sekolah
menengah pertama (SMP). Informan yang paling sedikit dalam kajian
ini adalah mereka yang lulusan pendidikan sekolah dasar (sebanyak 1
persen). Gambaran tentang kualifikasi pendidikan informan disajikan

berikut ini.

Sumber: Hasil Kajian Lapangan, 2019 (Diolah)

Gambar 4.17 Kualifikasi pendidikan informan

e) Pendapatan Informan

Yang dimaksud dengan pendapatan ialah jumlah seluruh penghasi-
lan atau penerimaan yang diperoleh baik berupa gaji atau upah maupun
pendapatan dari usaha dan pendapatan lainnya selama satu bulan. Gam-
bar 4.18 menerangkan bahwa informan yang berpendapatan lebih dari
Rp4.000.000,- per bulan terlihat lebih dominan dibanding lainnya, yaitu
mencapai 36,8 persen. Sementara informan yang terkecil pendapatannya
ialah mereka yang berpendapatan kurang dari Rp1.000.000,-. Kelompok

ini hanya sebanyak 9,4 persen dari seluruh informan yang dikaji.
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Gambar 4.18 Pendapatan rata-rata informan

f) Pekerjaan Informan

Karakteristik berdasarkan pekerjaan informan dibagi menjadi sem-
bilan kelompok pekerjaan informan, antara lain PNS, mantan kombatan,
wiraswasta, pegawai swasta, pelajar/mahasiswa, pedagang, petani/ne-
layan, dan buruh. Jumlah informan terbanyak berada pada kelompok
pekerjaan wiraswasta, yakni 36 persen. Data ini menggambarkan bahwa
kelompok pekerjaan wiraswasta merupakan kelompok pekerjaan yang
banyak digeluti oleh masyarakat Aceh secara umum. Disusul oleh mereka
yang bekerja sebagai PNS sebanyak 26 persen. Pegawai swasta merupa-
kan profesi ketiga terbesar dari informan yang ditemui, yakni 11 persen.
Ada juga informan yang pekerjaannya adalah pelajar/mahasiswa (9 pers-
en) dan pedagang (6 persen). Selebihnya, pekerjaan lain dari informan
adalah para pelaku usaha ekonomi seperti nelayan dan petani, disamping

ada juga mereka yang bekerja sebagai buruh.
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Gambar 4.19 Karakteristik berdasarkan pekerjaan

4.2.3 MoU Helsinki, UUPA, dan Perdamaian
a) Pemahaman Terhadap MoU Helsinki

Ditandatanganinya nota kesepahaman antara GAM dengan Pemerintah
Republik Indonesia pada 15 Agustus 2005 di Finlandia atau yang disebut se-
bagai Momerandum of Understanding (MoU) di Helsinki menjadi babak baru
perjalanan Aceh dalam catatan sejarah keberadaannya dibawah naungan bing-
kai NKRI. Sebagian besar media cetak dan media elektronikdi tingkat lokal, na-
sional, dan internasional menyiarkan keberhasilan perundingan GAM dan RI
ini.

Ada pihak yang menyambut baik dicapainya perdamaian ini, tapi tidak
sedikit juga mereka yang mencibir dan bahkan, menghujat GAM dengan berb-
agai pemberitaan yang rada miring. Mereka yang terakhir ini seperti tidak per-
nah memahami bagaimana menderitanya rakyat Aceh selama berlangsungn-
ya Darurat Operasi Militer (DOM). Selama diberlakukan DOM amat rentan
terjadi kekerasan dan membuka peluang bagi para pihak untuk menghalalkan
segala cara, termasuk pelanggaran HAM.
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Persoalannya, setelah adanya MoU di Helsinki atau nota kesepa-
haman antara GAM dengan pemerintah pusat, apakah masyarakat tahu
informasi adanya perjanjian damai tersebut. Gambar 4.20 dapat men-
jelaskan terdapat 74 persen informan sudah mengetahui adanya perjan-
jian MoU, sementara itu terdapat 26 persen informan menyatakan belum

mengetahui adanya perjanjian tersebut.

Sumber: Hasil Kajian Lapangan, 2019 (Diolah)

Gambar 4.20 Informasi adanya MoU Helsinki

Sementara informasi mengenai adanya perjanjian berupa nota kes-
epahaman (Memorandum of Understanding-MoU) antara GAM dan Pe-
merintah Republik Indonesia pada 15 Agustus 2005 di Finlandia tersebut
tidak semua masyarakat mengetahuinya. Seperti disajikan pada Gambar
4.21, sumber informasi yang diperoleh masyarakat mengenai adanya
MoU Helsinki ternyata lebih banyak diperoleh dari media massa cetak
dan elektronik (41 persen informan). Selanjutnya, 23 persen informan
menyatakan memperolehnya dari pihak pemerintah, 20 persen lagi dari

pembicaraan di tempat umum, dan sisanya dari para tokoh masyarakat.
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Gambar 4.21 Sumber informasi adanya MoU Helsinki

Persoalan selanjutnya adalah, lebih tiga belas tahun telah berlalu, sudah-
kah masyarakat Aceh memahami dengan tentang MoU Helsinki yang memuat
perjanjian kesepahaman antara GAM dan RI tersebut? Sebagaimana dijelaskan
Gambar 4.20, terdapat 25 persen informan yang menyatakan hasil perundingan
yang tertuang dalam MoU Helsinki tersebut telah dipahami oleh masyarakat
Aceh.

Namun demikian, kajian ini juga menunjukkanmasih ada anggota mas-
yarakat yang belum memahami dengan baik tentang MoU Helsinki. Jumlah
mereka yang tidak memahami MoU Helsinki ini tidak sedikit, yakni menca-
pai 53 persen. Disamping itu, terdapat sebanyak 22 persen informan yang tidak
memberikan jawaban atas hal ini. Ini pun mengindikasikan, bahwa masih ada
elemen masyarakat Aceh yang harus diberi sosialisasi atau pemahaman agar
mereka dapat memahami naskah MoU Helsinki tersebut.

Hal ini juga dikuatkan dengan keterangan langsung dari beberapa tokoh
masyarakat yang turut merespon terkait harapan mereka terhadap MoU Hel-
sinki seperti kutipan berikut:

“Masih banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui secara detail isi
MoU walaupun sudah 15 tahun yang lalu, terlebih lagi dari segi pembangunan
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belum banyak yang sudah berubah seperti yang terbayang oleh kami sebagai
kompensasi dari perjanjian MoU tersebut. Ini menunjukkan pemerintah pusat
belum sepenuh hati untuk melaksanakan perjanjian tersebut.”

Selain keterangan diatas beberapa akademisi juga memberikan

catatan yang serupa, berikut kutipannya:

“MoU Helsinki semestinya menjadi harapan baru bagi masyarakat
untuk bangkit dari keterpurukan akibat konflik yang panjang, dan be-
gitulah harapan mereka sehingga wajar ketika sampai saat ini jangankan
penerapannya, isi perjanjian MoU tersebut pun belum banyak dipahami
oleh masyarakat secara keseluruhan. Ini terkesan pemerintah tidak mem-
berikan ruang yang optimal bagi masyarakat untuk lebih mengetahui ter-
kait MoU tersebut. Sehingga terkesan ini sebuah pembiaran supaya mas-
yarakat tidak banyak menuntut.”

Hal serupa juga tergambar dari keterangan para kombatan yang
merespon persoalan perdamaian pasca MoU Helsinki yang dihubungkan

dengan kondisi ril saat ini. Berikut petikan komentarnya:

“Sebagai mantan kombatan, kami terlibat langsung dalam proses
sebelum perdamaian ini dan kemudian kami menyaksikan kondisi saat
ini. Banyak harapan kami melalui perjanjian MoU ini masyarakat dan
kami dapat melihat terwujudnya butir-butir MoU tersebut seperti yang
diperjanjikan. Namun, kenyataannya masih jauh dari harapan. Lahan un-
tuk pengembangan usaha ekonomi para kombatan tidak kunjung kami
dapati seperti yang tertulis di MoU. Sementara sudah lebih dari 15 tahun
berlalu. Kami melihat pemerintah pusat masih setengah hati dengan per-
janjian tersebut. Tentunya, ini menjadi potensi munculnya konflik yang
dapat merusak perdamaian.”

Kondisi tersebut memberikan gambaran, bahwa kondisi pascaper-
damaian belum seperti yang diharapkan, terutama dari sisi kesejahteraan
masyarakat yang terimbas konflik. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan
belum sepenuhnya masyarakat luas memahami isi perjanjian MoU Hel-

sinki, seperi yang disajikan dalam gambar 4.22 berikut:
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Sumber: Hasil Kajian Lapangan, 2019 (Diolah)

Gambar 4.22 MoU Helsinki telah dipa-
hami oleh sebagian besar masyarakat
Aceh

Begitu juga halnya dengan pemahaman masyarakat terhadap adan-
ya UUPA No. 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang
ini merupakan pemberian hak otonomi oleh pemerintah pusat kepada Aceh
melalui otonomi khusus berupa hak, wewenang, dan kewajiban bagi Pemerin-
tah Aceh mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepent-
ingan masyarakat Aceh.

Gambar 4.23 menjelaskan, bahwa secara umum masyarakat (76 persen)
sudah mengetahui adanya UUPA No. 11 tahun 2006. Namun, masih terdapat
24 persen informan yang menyatakan belum mengetahui adanya UUPA terse-

but.

Ya I
T6%

Sumber: Hasil Kajian Lapangan, 2019 (Diolah)

Gambar 4.23 Pemahaman tentang adanya UUPA
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Dalam perkembangannya, pengakuan negara atas keistimewaan dan
kekhususan Aceh yang telah ditetapkan dalam UU No. 11 tahun 2006 telah
disosialisasikan kepada masyarakat. Gambar 4.24 menjelaskan terdapat seban-
yak 47 persen informan yang mengetahui informasi UUPA melalui media ce-
tak/elektronik. Sementara itu, terdapat 27 persen informan yang memperoleh
informasi tersebut melalui sosialisasi dari pemerintah. Selanjutnya, mereka
yang memperoleh informasi tentang undang-undang ini dari sumber lain, yai-
tu sebanyak 18 persen informan mendapatkan melalui pembicaraan ditempat

umum dan 8 persen lagi dari tokoh masyarakat.

Pembicaraan di

tempat umum
18%
I — Media massa
| Tokoh masyarakat ‘:“ﬂkfﬂg:ktfﬂm
| 8%

47%

| Pemerintah

| 279%

Sumber: Hasil Kajian Lapangan, 2019 (Diolah)
Gambar 4.24 Sumber informasi adanya UUPA

b) Sosialisasi MoU Helsinki

Nota kesepahaman yang lahir pasca perundingan GAM dengan RI yang
tertuang dalam MoU Helsinki sepatutnya harus diketahui oleh seluruh mas-
yarakat. Merupakan tanggung jawab dari pihak pemerintah untuk melakukan
sosialisasi kepada rakyat Aceh (khususnya) dan rakyat Indonesia pada umumn-
ya. Hal ini penting agar masyarakat Aceh dan rakyat Indonesia memahami bah-
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wa konflik yang terjadi di Aceh selama 30 tahun mampu diselesaikan melalui
perundingan yang sangat alot.

Kendatipun proses perundingannya menghabiskan waktu yang lama, na-
mun pemahaman masyarakat Aceh terhadap MoU Helsinki masih belum op-
timal disebabkan minimnya sosialisasi oleh para pihak. Berdasarkan Gambar
4.25, sedikitnya 46 persen informan mengaku jika sosialisasi yang dilakukan
belum memberikan hasil yang maksimal, sehingga belum semua masyarakat
Aceh memahami MoU Helsinki dengan baik. Hanya sebanyak 28 persen in-
forman yang menyatakan dan mengakui jika sosialisasinya sudah memberikan
hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Terdapat pula sebanyak 26 persen
informan yang tidak memberikan respon (bersikap netral) ketika ditanyakan
tentang hal ini. Berkenaan dengan hal ini, mantan kombatan merespon (infor-

man) dengan menyatakan,

“Kondisi Aceh Pasca MoU belum membaik dalam arti karena masih ban-
yak persepsi atau pandangan masyarakat yang pro dan kontra terhadap pen-
erapan MoU tersebut yang terkesan setengah-setengah. Sementara itu pusat
terkesan masih menzalimi Aceh, dengan tertundanya poin-poin penting dalam
MoU tersebut, terutama yang menyangkut pengalokasian sumber daya alam
yang ada di wilayah Aceh yang terkesan selama ini belum transparan”

| Sangat Setuju | | Sangat tidak
2% | Setuju

Sumber: Hasil Kajian Lapangan, 2019 (Diolah)

Gambar 4.25 Sosialisasi MoU Helsinki oleh pemerintah telah memberikan hasil maksimal
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4.2.4 Kondisi Ekonomi
a) Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Konflik bersenjata yang berlangsung dalam kurun waktu yang panjang
telah menghancurkan infrastruktur ekonomi yang ada di daerah ini. Selain itu,
yang paling terimbas dan menderita adalah masyarakat Aceh. Ada yang kehi-
langan nyawa (meninggal), mengalami cacat seumur hidup, dan tidak sedikit
pula yang kehilangan harta benda. Semua ini berdampak pada menurunnya
tingkat kesejahteraan masyarakat. Data menunjukkan hingga saat ini Aceh
merupakan salah satu provinsi di tanah air yang tertinggi tingkat kemiskinan.
Begitu juga halnya dengan tingkat pengangguran, Aceh tergolong daerah den-
gan tingkat pengangguran yang tertinggi secara nasional.

Sebelum konflik melanda Aceh, daerah yang terletak paling ujung Pu-
lau Sumatera dan di bagian barat Indonesia ini dikenal sebagai provinsi yang
banyak beroperasi industri-industri vital. Perusahaan-perusahaan Mobil Oil,
PT Arun NGL, PT Asean Aceh Fertilizer, PT Kertas Kraft Aceh, dan PT PIM
(semuanya di wilayah Aceh Utara), disamping pabrik semen PT Semen Anda-
las (di Aceh Besar), adalah beberapa diantaranya yang sangat membantu men-
dorong perekonomian nasional. Keberadaan industri vital ini sangat berperan
dalam menghasilkan penerimaan devisa bagi negara. Bagi daerah Aceh sendiri,
adanya industri-industri ini juga memiliki andil dalam menyediakan lapangan
kerja bagi putra-putri daerah, meskipun yang tersedia pada masa itu hanya
pada posisi yang kurang strategis.

Secara finansial pun, kemajuan industri-industri vital yang dikelola rezim
orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto tidak memperkuat kapa-
sitas fiskal Pemerintah Aceh. Nyaris tidak ada pembagian penerimaan/pendapa-
tan dari industri-industri tersebut kepada Pemerintah Aceh. Semua pendapatan
yang diperoleh dari usaha bisnis industri tersebut menjadi hak sepenuhnya pi-
hak Pemerintah pusat (Jakarta). Aktivitas yang berkembang di kawasan zona
industri Aceh Utara ini (pada masa itu) kurang berdampak positif bagi pere-

konomian masyarakat Aceh secara keseluruhan. Sebagian dari tenaga kerja
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Aceh memang mendapatkan peluang untuk bekerja, namun sebagian besar
mereka yang lain hanya menjadi penonton dari aktivitas penuh gemerlapan ini.

Kebijakan pemerintah yang sentralistik dan kurang memperhatikan pe-
merataan dan keadilan ini menghadirkan ketimpangan yang semakin lebar. Di
satu sisi sebagian rakyat Aceh hidup dalam keprihatinan, sementara di sisi yang
lain terdapat komunitas dalam lingkungan perusahaan yang notabene sebagian
besar ialah kaum pendatang (bukan warga Aceh) memamerkan hidup dalam
kemewahan.

Kondisi yang jauh dari ideal dan prihatin yang pernah berlaku di Aceh
masa dulu ini hendaknya menjadi bahan renungan bagi Pemerintah Indonesia
dan Pemerintah Aceh pada khususnya. Setelah tercapainya perdamaian melalui
MoU Helsinki dan turunannya berbentuk UUPA diharapkan mampu mem-
perbarui kebijakan pembangunan ekonomi yang dapat menciptakan keadilan
dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh secara keseluruhan. Program-pro-
gram pembangunan yang mengarah pada pengembangan ekonomi daerah,
pemberdayaan ekonomi rakyat, dan penciptaan lapangan kerja, termasuk pen-
gentasankemiskinan dan pembangunan sosial-budaya (dalam rangka mengi-
si kekhususan dan keistimewaan) harus dijadikan prioritas pembangunan ke
depan. Hanya dengan bentuk kebijakan pembangunan daerah seperti ini mas-
yarakat Aceh akan menikmati kesejahteraan sesuai butir-butir MoU Helsinki
dan UUPA.

Sejauh ini belum semua masyarakat Aceh menikmati kehidupan yang
layak. Masih banyak diantara anggota masyarakat yang belum tersentuh den-
gan program-program pembangunan ekonomi yang telah diluncurkan oleh
pemerintah. Meskipun periode damai telah memasuki tahun ketiga belas, na-
mun kesejahteraan masyarakat belum terwujud secara merata. Keberadaan
dana otonomi khusus, misalnya, belum dapat mendongkrak perekonomian
daerah. Bahkan, potensi ekonomi rakyat yang berbasis sektor rill seperti dalam
lapangan usaha pertanian, perdagangan mikro, dan usaha jasa lainnya, belum

mampu diberdayakan, sehingga kurang berimplikasi positif dalam mengentas-

KAJIAN MOU HELSINKI DAN IMPLEMENTASI UUPA 101



kan kemiskinan di daerah ini. Hal ini relevan dengan kajian yang dilakukan ini.

Seperti ditunjukkan dalam Gambar 4.26, meskipun lebih dari separuh in-
forman (55 persen) telah mengakui ada peningkatan ekonomi dengan luncuran
program-program pembangunan dari pemerintah, namun masih terdapat 20
persen informan yang mengakui bahwa masyarakat belum menikmati program
pembangunan yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi selama terwujud-
nya masa damai. Selebihnya, atau 25 persen informan memilih tidak merespon
atau bersikap netral ketika ditanyakan soal ini. Artinya, ini merupakan salah
satu indikasi bahwa efektivitas program-program pembangunan ekonomi da-
lam meningkatkan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi rakyat belum
tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

Selanjutnya para akademisi yang memberi keterangan dalam kajian ini
turut memberikan catatan terkait pemanfaatan dana otonomi khusus Pascad-
amai. Berikut petikannya:

“Banyak sektor yang memiliki dampak langsung terhadap pembangunan
ekonomi belum tersentuh, hanya memprioritaskan pembangunan fisik semata,
tidak memprioritaskan ekonomi mikro masyarakat yang menyentuh langsung
kepada masyarakat secara umum dan khususnya kepada mantan kombatan.
Sementara para akademisi menyatakan bahwa dana Otsus sangat berpeluang
untuk pembangunan ekonomi bila diprioritaskan untuk sektor pendidikan,
pembangunan desa, ekonomi, pertanian dan peternakan. Sehingga diharapkan

dana Otsus perlu dilanjutkan karena manfaatnya sangat besar terhdap kelanju-
tan pembangunan di Aceh”

Sangat Sefuju Sangal tidak
14%% Senuju

p
%

Tidak Setuju
18%

Setuju
41%

Sumber: Hasil Kajian Lapangan, 2019 (Diolah)

Gambar 4.26 Masyarakat telah menikmati program pembangunan bidang ekonomi
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b) KebutuhanPembangunan Ekonomi

Pasca dicapainya perdamaian, pemerintah pusat dan daerah telah melun-
curkan berbagai program pembangunan, termasuk program pembangunan
bidang ekonomi. Ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran bagi masyarakat Aceh.

Dalam UUPA dimaktub tentang hak Pemerintah Aceh mendapatkan
tambahan dana pembangunan melalui dana otonomi khusus dan dan tamba-
han bagi hasil migas. Dana otsus diterima oleh Aceh sebesar dua persen dari
pagu Dana Alokasi Umum (DAU) nasional untuk 15 tahun pertama, kemudian
sebesar satu persen dari DAU Nasional untuk lima tahun terakhir. Dana Otsus
itu sendiri telah ditransfer kepada Pemerintah Aceh mulai tahun 2008. Proporsi
dana Otsus sebagai sumber penerimaan Aceh sangat signifikan. Hingga tahun
ketiga belas penerimaan, proporsi dana Otsus dalam penerimaan Aceh men-
capai lebih dari 50 persen. Ini menunjukkan bahwa ketergantungan Aceh pada
sumber penerimaan ini masih sangat tinggi.

Terkait dengan alokasi penggunaan Dana Otsus telah dimandatkan hanya
untuk membiayai 7 (tujuh) sektor pembangunan, yaitu ekonomi, infrastruktur,
pendidikan, kemiskinan, sosial dan kesehatan, serta keistimewaan Aceh. Alo-
kasi pembiayaan pembangunan yang tepat pada keseluruhan sektor ini dihara-
pkan menjadi daya dorong yang kuat bagi Aceh dalam memacu pembangunan
daerah.

Diantara berbagai program pembangunan yang terpenting ialah yang leb-
ih berorientasi pada pembangunan ekonomi mengingat ekses dari konflik Aceh
telah membawa kehancuran yang masif terhadap ekonomi daerah dan mas-
yarakat.Sulit dinafikan, alokasi belanja pembangunan untuk bidang ekonomi
yang dilakukan Pemerintah Aceh selama ini belum efektif dalam mendongkrak
pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga tidak mampu merespon keterbatasan
lapangan kerja dan menyelesaikan persoalan kemiskinan yang masih mengkha-
watirkan. Beberapa pos alokasi belanja cenderung lebih mengarah dananya

untuk kegiatan-kegiatan kecil yang sebenarnya kurang signifikan dampaknya
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dalam mendorong gerak pembangunan ekonomi dan pengurangan jumlah
penduduk miskin di daerah ini.

Kajian ini juga menemukan bahwa sebenarnya masyarakat di daerah ini
sangat menginginkan luncuraan program-program pembangunan ekonomi
dari pihak pemerintah, mengingat hal ini berkaitan langsung dengan kehidupan
mereka. Sebagaimana disajikan pada Gambar 4.27, hampir 80 persen informan
menyatakan sangat sepakat bahwa yang dibutuhkan masyarakat saat ini ialah
program-program pembangunan dibidang ekonomi. Hanya sebanyak 2 persen
informan yang merasa keberatan/tidak setuju dengan hal ini. Ada juga seban-
yak 19 persen informan yang memilih bersikap netral terkait persoalan ini.

Ketidaktepatan program selama ini juga tergambar dari keterangan be-
berapa tokoh masyarakat yang menilai usaha pemerintah dalam meningkatkan
kesejahteraan belum tercapai. Hal ini terlihat jelas dari petikan keterangan beri-
kut:

“Program bantuan selama ini tidak tepat sasaran, dampaknya sangat min-
im. Semestinya fokus pada industri yang menampung tenaga kerja lokal, bantu-
an bibit, dan pupuk untuk pertanian. Terkesan masih sia-sia belum berdampak
positif bagi masyarakat, sehingga wajar belum memberikan dampak yang baik
terhadap pemberdayaan ekonomi.”

Dari berbagai keterangan diatas terlihat jelas bahwa pemanfaatan dana
yang diperuntukkan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat be-
lum tepat guna dan belum tepat sasaran dikarenakan bantuan yang dikucurkan

belum menyentuh kebutuhan masyarakat.

Tidak Setufu
= =[]
at Setufu
mam . Sumber: Hasil Kajian Lapangan,
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Gambar 4.27 Kebutuhan
masyarakat terhadap program
pembangunan/peningkatan
ekonomi
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c) Ketepatan Bantuan Modal Usaha

Masalah utama yang berkaitan dengan persoalan ekonomi adalah tentang
pendapatan yang diperoleh Pemerintah Aceh dari sumber daya alam seperti
penerimaan yang diperoleh dari aktivitas industri minyak dan gas di Aceh. Pada
masa pemerintahan orde baru, eksploitasi sumber daya alam serta pembagian
hasil yang tidak adil. Ketidakadilan ini yang menjadi akar penyebab timbulnya
pemberontakan di Aceh.

Dari tahun 1970-1980-an, Aceh mengalami apa yang disebut dengan
“booming LNG”. Ini dialami setelah penemuan gas alam yang sangat potensi-
al di pantai timur laut Aceh. Selama periode tersebut, Aceh merupakan kon-
tributor pendapatan utama bagi pemerintah pusat. Bahkan, pada tahun 1980
konstribusi ekonomi Aceh melalui aktivitas ekspor Indonesia adalah terbesar
ketiga setelah Kalimantan Timur dan Riau. Namun demikian, nyaris semua
pendapatan dari sektor migas tersebut dinikmati oleh pemerintah pusat, se-
mentara Aceh sebagai sentra produksi tidak mendapat imbalan yang sepadan.
Tragisnya, pemerintah pusat juga tidak menginvestasikan kembali pendapatan
yang memadai di Provinsi Aceh.

Konflik yang berlangsung di Aceh selama tiga dekade ditambah dengan
musibah gempa bumi dan Tsunami pada tahun 2004 sungguh telah mempor-
ak-porandakan kehidupan masyarakat Aceh. Konflik dan bencana yang terja-
di telah menyebabkan jatuhnya banyak korban, baik kehilangan nyawa, harta
benda, juga ketiadaan mata pencaharian. Hal ini sangat berdampak terhadap
tatanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Aceh.

Dalam konteks ekonomi, keterbatasan modal masih merupakan persoa-
lan yang dihadapi oleh masyarakat Aceh secara umum, khususnya para pelaku
usaha. Secara bersamaan, kondisi kemiskinan masih juga dihadapi oleh seba-
gian besar masyarakat di daerah ini. Keterbatasan modal ini dapat diibaratkan
sebagai suatu lingkaran yang tak berujung pangkal. Sama halnya dengan kemi-
skinan. Mereka yang berada dalam kemiskinan antaranya dipahami disebabkan

mereka tidak memiliki modal guna mengadakan alat/bahan untuk mengem-
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bangkan keterampilan yang mereka miliki dengan tujuan mendapatkan peng-
hasilan sebagai penopang hidupnya.

Gambar 4.28 menggambarkan persepsi informan tentang bantuan modal
dari pemerintah setelah adanya perdamaian (pascaMoU Helsinki). Sebanyak
49 persen informan menyatakan bahawa meskipun ada bantuan modal yang
diberikan oleh pihak pemerintah, namun, menurut mereka, itu belum tepat
sasaran. Seharusnya, menurut mereka, bantuan modal diberikan kepada mas-
yarakat yang benar-benar korban konflik dan juga yang terkena imbas konf-
lik. Hanya sebesar 23 persen dari informan yang menyebutkan jika bantuan
modal usaha tersebut sudah tepat sasaran. Sekitar 28 persen lagi informan lebih
bersikap netral.

Sejalan dengan keterangan diatas, Sejumlah akademisi dibeberapa pergu-
ruan tinggi turut memberikan catatan terkait minimnya pemanfaatan dana un-
tuk pengembangan keterampilan bagi kelompok masyarakat, terutama mantan
kombatan. Mereka semestinya diprioritaskan sebagai upaya utama dalam mer-

ekonstruksi perdamaian agar tetap kukuh. Hal ini terlihat dari kutipan berikut:

“Masih banyak para mantan kombatan dan masyarakat yang semestinya
diberdayakan dengan pendampingan, pelatihan keterampilan sehingga mem-
berikan peluang kepada mereka dalam pencapaian kesejahteraan yang lebih
baik. Namun kenyataannya, keterangan atau informasi terkait pengadaan pela-
tihan sangat tertutup, hanya orang tertentu yang dapat menikmatinya. Semen-
tara yang lainnya dibiarkan tanpa intervensi yang mencukupi. Bila kondisi terus
berlanjut tidak tertutup kemungkinan terbuka peluang untuk konflik kembali
akibat kekecewaan yang terus terjadi. Saatnya pemerintah melakukan pendata-
an secara lengkap dan update terkait kondisi riil dilapangan sehingga tidak ada
lagi ketimpangan dalam pemanfaatan dana untuk pengembangan keterampi-
lan. Dengan demikian diharapkan terciptanya harapan baru bagi masyarakat
yang selama ini termarjinalkan dapat turut serta menikmati perdamaian ini?”

Dari jawaban informan di atas dapat disimpulkan, bahwa meskipun su-
dah pernah ada pemberian modal usaha dari pihak pemerintah, termasuk dari
beberapa institusi nonpemerintah, namun secara umum bantuan ini dinilai
belum tepat sasaran. Gambaran secara menyeluruh tentang jawaban informan

mengenai hal ini disajikan pada gambar berikut ini.
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Sumber: Hasil Kajian Lapangan, 2019 (Diolah)

Gambar 4.28 Bantuan modal tepat sasaran

d) Kecukupan Modal Usaha

Salah satu kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengembangkan
usahanyaialah terbatasnya modal yang dimiliki. Di sisi lain, anggota masyarakat
juga masih sangat sulit mengakses sumber permodalan. Selama ini, menurut
pengakuan sejumlah informan, ada bantuan modal usaha dari pihak pemer-
intah. Dengan demikian, sebanyak 51,3 persen (lebih dari separuh) informan
mengaku jika jumlah bantuan modal usaha tersebut masih jauh dari cukup (be-
lum memadai). Hanya sebanyak 22,2 persen informan saja yang menyebutnya
sudah memadai (Gambar 4.29).

Senada dengan keterangan diatas, para kelompok masyarakat, khususn-
ya yang berprofesi sebagai pedagang dan pelaku sektor swasta lainya melalui
wawancara dalam kajian ini mengungkapkan kekecewaannya. Menurut mere-
ka, bentuk dan jumlah bantuan yang diterima dinilai belum memberi pengaruh
besar terhadap pengembangan usaha mereka. Ungkapan ini dapat dilihat dari
kutipan berikut ini:

“Kami kecewa dengan cara pemerintah mendorong pertumbuhan
ekonomi, terutama bila dilihat dari jumlah bantuan yang diberikan. Sungguh
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bantuan tersebut sangat tidak cukup untuk memberikan peluang bagi kami
mengembangkan usaha. Sementara kami dan masyarakat lainnya pastinya san-
gat tergantung pada modal, sehingga kalau berurusan dengan pinjaman bank,
tentunya sangat susah untuk mengembalikannnya. Apalagi dengan bunga
dan situasi masyarakat dengan daya beli yang rendah. Semestinya Pemerintah
menyediakan bantuan yang memadai. Tidak tanggung-tanggung”

Sangat tidak
Setuju
13%

Sangat Setuju

Tidak Setuju
38%

Sumber: Hasil Kajian Lapangan, 2019 (Diolah)

Gambar 4.29 Jumlah bantuan modal sudah memadai

e) Bantuan untuk Korban Konflik

Mengenai bantuan yang dapat diberikan kepada para korban konf-
lik, terdapat 77 persen informan mengatakan sangat setuju/setuju jika yang
diberikan tidak hanya berupa modal usaha. Artinya, menurut para infor-
man, bisa juga diberikan dalam bentuk bantuan/hibah peralatan usaha
untuk pengembangan usaha seperti mesin jahit, kompor, wajan, etalase,
blender, dan lainnya, disamping pemberian pelatihan keterampilan yang
sesuai dengan minat dan kebutuhan para korban konflik. Tentang respon
informan terhadap bantuan kepada para korban konflik dapat disimak

pada gambar 4.30 berikut ini.

108 KAJIAN MOU HELSINKI DAN IMPLEMENTASI UUPA



Sumber: Hasil Kajian Lapangan, 2019 (Diolah)

Gambar 4.30 Pendapat publik terkait bantuan kepada
korban konfliktidak harus dalam bentuk modal usaha

Kondisi kesejahteraan sosial dewasa ini diwarnai oleh tingginya an-
gka kemiskinan, angka pengangguran, angka putus sekolah, dan kondisi
rumah yang boleh dikatakan tidak layak huni. Menurut The World Bank
kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana orang banyak mengala-
mi hambatan untuk memperoleh kesejahteraannya.

Ditemui beragam masyarakat dalam merasakan bagaimana tingkat
kesejahteraan selama ini seperti dijelaskan Gambar 4.31. Terlihat terdapat
39 persen informan menyatakan bahwa semua masyarakat telah mening-
kat kesejahteraannya. Namun demikian, terdapat 23 persen informan
menyatakan tidak setuju serta 10 persen informan menyatakan sangat ti-
dak setuju bahwa semua masyarakat selama ini telah mengalami perbaikan

kesejahteraan.
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Sumber: Hasil Kajian Lapangan, 2019 (Diolah)

Gambar 4.31 Masyarakat telah mengalami peningkatan kesejahteraan

Konflik yang berkepanjangan telah menghancurkan sendi-sendi pere-
konomian masyarakat secara umum. Begitu juga yang dirasakan oleh mas-
yarakat korban konflik. Diperlukan bantuan pemerintah untuk pengembangan
usaha masyarakat, salah satunya dengan cara bantuan modal agar masyarakat
dapat memulai kegiatan usahanya. Gambar 4.32 menunjukkan terdapat 40
persen informan yang menyatakan bantuan modal yang diberikan oleh pemer-
intah kepada masyarakat korban konflik sudah baik. Namun, sebanyak 54 pers-
en informan lainnya menyatakan bantuan pemerintah masih kurang. Hal ini
berarti bantuan kepada korban konflik masih harus ditingkatkan agar mereka

dapat memulai dan mengembangkan usahanya.

Sumber: Hasil Kajian Lapangan, 2019 (Diolah)

Gambar 4.32 Bantuan modal untuk mendukung ekonomi masyarakat
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Begitu halnya dengan bantuan sarana untuk mendukung usaha ekonomi
masyarakat, termasuk para korban konflik. Sebagian besar informan (mencapai
66 persen) menyatakan bantuan sarana yang diberikan oleh pemerintah selama
ini sudah baik. Namun demikian,masih terdapat 34 informan yang menyatakan
masih kurang.

Bl Y
6%

o

Sumber: Hasil Kajian Lapangan, 2019 (Diolah)

Gambar 4.33 Bantuan sarana pendukung usaha ekonomi masyarakat

Pemerintah juga membantu korban konflik dalam bentuk pendampin-
gan guna mengembangkan keterampilan dalam pengembangan usaha mereka,
sehingga menghasilkan pendapatan bagi keluarga. Gambar 4.34 menunjukkan
terdapat 55 persen informan yang menyatakan bahwa bantuan pendampingan
yang diberikan kepada keluarga konflik masih kurang. Yang menyatakan pen-
dampingan sudah baik sebanyak 45 persen. Dengan demikian, bantuan pen-
dampingan untuk korban konflik masih perlu diintensifkan ke depan agar akti-

vitas usaha ekonomi yang dirintis oleh para korban konflik dapat berkembang.

Sumber: Hasil Kajian
Lapangan, 2019 (Diolah)

Gambar 4.34 Bantuan
pendampingan untuk
korban konflik
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f) Bantuan BRA untuk Korban Konflik

Bantuan untuk para korban konflik yang diberikan melalui Badan
Reintegrasi Aceh (BRA) merupakan salah satu bagian dari program
pemerintah untuk mewujudkan perdamaian abadi di Aceh. BRA itu
sendiri menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan amanat
Undang-undang untuk mendukung proses reintegrasi dan rekonsiliasi
masyarakat yang imbas konflik, serta mantan kombatan dan eks tapol/
napol.

Selama ini BRA telah menjalankan perannya dalam membantu pros-
es reintegrasi dan rekonsiliasi, baik bagi mereka yang terkena imbas konf-
lik, maupun para mantan kombatan dan eks tapol/napol. Oleh karena
itu, pemberian bantuan dana reintegrasi melalui BRA dapat dialokasikan
dengan berorientasi pada pengembangan kegiatan usaha ekonomi pro-
duktif dan kegiatan pendampingan yang dapat menyentuh setiap indivi-
du secara langsung dan tepat sasaran.

Namun demikian, bantuan kepada korban konflik serta bagi man-
tan kombatan dan eks tapol/napol ini belum terwujud sesuai harapan.
Meski proses reintegrasi dan rekonsiliasi telah berlangsung dalam kurun
waktu tidak kurang dari sepuluh tahun, namun belum sepenuhnya dira-
sakan oleh mereka, para korban konflik.

Sebagaimana ditunjukkan Gambar 4.35, lebih dari 50 persen infor-
man mengakui belum semua korban konflik serta mantan kombatan dan
eks tapol/napol menerima bantuan dari BRA. Kondisi ini tentu sangat
memiriskan, apalagi mengingat masih adanya harapan yang tinggi dari
para korban dan mantan kombatan, termasuk eks tapol/napol (tahanan

politi/narapidana politik) untuk dapat menerima bantuan tersebut.
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Sumber: Hasil Kajian Lapangan, 2019 (Diolah)

Gambar 4.35 Semua korban konflik telah menerima bantuan BRA

g) Bantuan untuk Pengembangan Usaha

Bantuan dana reintegrasi untuk korban konflik serta bagi mantan
kombatan dan eks tapol/napoldapat dimanfaatkan untuk mengembang-
kan usaha yang diminati oleh mereka, sehingga memberikan penghasilan
dan mewujudkan kesejahteraan bagi mereka dan keluarganya. Dengan
demikian, dalam jangka panjang akan makin memantapkan situasi dan
kondisi keamanan dan pedamaian di daerah ini. Namun demikian, tidak
semua informan setuju dengan pemanfaatan dana reintegrasi ini untuk
pengembangan usaha. Tidak sedikit dari korban yang tidak sependapat
dengan wacana ini.

Sebagaimana disajikan pada Gambar 4.36 di bawah ini, proporsi
yang sependapat dan yang tidak sependapat nyaris tidak berbeda. Yang
tidak sependapat sebesar 34 persen, sedangkan yang sependapat seban-
yak 32 persen. Artinya, masih ada sebagian informan yang beranggapan
bahwa dana reintegrasi harus dipisahkan dengan dana yang memang

dikhususkan untuk kepentingan pengembangan usaha.
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Sangat Setuju

Fak Setuju
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Sumber: Hasil Kajian Lapangan, 2019 (Diolah)

Gambar 4.36 Bantuan dana dimanfaatkan untuk pengembangan usaha

Kajian ini juga menemukan bahwa untuk soal bantuan dana/modal yang
disalurkan tidak harus membedakan mereka mantan kombatan GAM dan Ta-
pol/Napol, dengan mereka/masyarakat yang terkena imbas konflik. Seperti di-

tunjukkan Gambar 4.37 lebih dari separuh informan (sekitar 53 persen) sangat

sepakat bahwa tidak perlu dibedakan golongan yang akan menerima bantuan

modal dari pihak pemerintah. Mereka berpandangan bahwa, secara umum
kedudukan masyarakat Aceh pada dasarnya adalah sama, tidak mesti dibeda-

kan antara mantan GAM dan mantan tapol/napol dengan masyarakat secara

umum. Betapapun harus diakui bahwa konflik yang berlangsung selama tiga

dekade itu imbasnya sama dirasakan oleh semua elemen masyarakat di daerah

ini.

| Sangat Setuju

21%

ﬁmgu
1M

Sumber: Hasil Kajian Lapangan, 2019 (Diolah)

Gambar 4.37 Bantuan modal pemerintah tidak perlu dibedakan
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h) Peran BRA dalam Menangani Proses Reintegrasi

Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang didirikan pada 15 Februari 2006 den-
gan SK Gubernur Aceh adalah lembaga resmi pemerintah yang mengurus ma-
salah reintegrasi dalam proses memelihara perdamaian di Aceh. Badan ini juga
memiliki perwakilan-perwakilan dari Pemerintah, GAM, masyarakat sipil, dan
cendikiawan. BRA juga memungkinkan bekerjasama dengan lembaga-lemba-
ga donor internasional dalam merencanakan dan melaksanakan program-pro-
gram reintegrasi pasca konflik.

BRA memiliki struktur di tingkat provinsi dan kabupaten serta memiliki
perwakilan-perwakilan dari Pemerintah, GAM, masyarakat sipil dan cendiki-
awan. BRA juga bekerjasama erat dengan lembaga-lembaga donor internasion-
al dalam merencanakan dan melaksanakan program-program reintegrasi pasca
konflik.

Walaupun lembaga ini memiliki peran sentral dan strategis dalam men-
jamin proses reintegrasi demi abadinya perdamaian di Aceh, namun persepsi
informan tentang keberadaannya belum menggembirakan. Nyaris separuh (48
persen) dari keseluruhan informan mengakui peran BRA dalam menjalankan
fungsi dan perannya masih belum memuaskan. Hanya sekitar 24 persen dari
informan yang menyatakan puas dengan fungsi dan peran yang dijalankan oleh
BRA. Disamping itu, terdapat sebanyak 28 persen yang bersikap netral ketika
diminta tanggapan atau responnya mengenai BRA ini.

Gambar 4.38 berikut menyajikan tentang tanggapan informan terhadap
lembaga BRA.

Sanpm Semju | Sangat tidak
L - H Seonju
14%
Senaju
| e
Sumber: Hasil Kajian Lapangan, 2019 (Diolah)
Gambar 4.38 BRA sudah melaksanakan
tugas dengan baik dan adil
Tidak Seta
LT

Netral |
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i) Kemajuan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pembangunan sarana dan prasarana berperan penting dalam men-

dukung aktivitas ekonomi masyarakat dan sosial. Ia menjadi modal dasar

dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok mas-

yarakat serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah.

Sarana dan prasarana penunjang pembangunan ekonomi ini ditegas-

kan didalam UU No 11 Tahun 2006, Pasal 16 ayat (1) bahwa, “Urusan

wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 14 ayat (3) merupakan urusan dalam skala Aceh yang

meliputi:

a. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

b. perencanaan dan pengendalian pembangunan;

c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

d. penyediaan sarana dan prasarana umum;

e. penanganan bidang kesehatan;

f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia po-
tensial;

g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;

h. pelayanan bidang penyediaan lapangan kerja dan keten agakerjaan
lintas kabupaten/kota;

i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah terma-
suk lintas kabupaten/kota;

j.-  pengendalian lingkungan hidup;

k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;

. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;

m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;

n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupat-
en/kota; dan

0. penyelenggaraan pelayanan dasar lain yang belum dapat dilaksanakan

oleh pemerintahan kabupaten/kota.
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Secara umum, kemampuan daerah dalam menyediakan sarana dan prasa-
rana dasar nyaris selalu tertinggal dibanding kecepatan laju pertambahan pen-
duduk. Semakin padat penduduk kian dibutuhkan pula ketersediaan sarana
dan prasarana lingkungan yang memadai. Harus diakui kemampuan pemer-
intah dalam menyediakan sarana dan prasarana tersebut masih sangat terbatas
disebabkan kekurangan anggaran.

Kajian lapangan menemukan sebagian besar informan (sekitar 44 persen)
mengakui pemerintah selama ini telah menyiapkan sarana dan prasarana untuk
menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Sementara 29 persen lainnya men-
gungkapkan ketidak-puasannya atas ketersediaan sarana dan prasarana yang
ada untuk menunjang aktivitas ekonomi rakyat selama ini. Sebaliknya, terdapat
sebanyak 25 persen informan yang tidak bersikap setuju atau tidak setuju (ne-
tral). Secara lebih jelas mengenai respon dari informan disajikan pada Gambar
4.39 berikut ini.

Sangat tidak
Setuju
4%

Sangat Setuju

13%

Tidak Setuju

250
=70

Sumber: Hasil Kajian Lapangan, 2019 (Diolah)

Gambar 4.39 Pemerintah telah menyiapkan sarana dan
prasarana penunjang pengembangan ekonomi rakyat

j) Keberadaan UUPA
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
(UUPA) merupakan turunan dari MoU Helsinki. Undang-undang harus

KAJIAN MOU HELSINKI DAN IMPLEMENTASI UUPA 117



diketahui/dipahami seluruh masyarakat Aceh, termasuk bangsa Indonesia se-
cara umum. Demikian pula menyangkut dengan implimentasinya, sejatinya
harus dilaksanakan oleh kedua belah secara konsisten dan penuh komitmen.
Pemahaman dan pengetahuan masyarakat Aceh (juga rakyat Indone-
sia secara keseluruhan) tentang keberadaan UUPA tersebut hingga saat ini
belum seperti yang diharapkan. Kajian yang dilakukan menunjukkan, lebih
dari separuh informan (53 persen) yang ditemui di wilayah Aceh menyatakan
belum memahami benar UUPA sebagai turunan dari MoU Helsinki. Hanya
kurang dari 30 persen informan saja yang sudah memahaminya. Selebihnya,
informan menyatakan tidak berpendapat apapun tentang undang-undang ini.
Artinya, pemahaman atau pengetahun mereka, kelompok netral ini, juga belum
sesuai yang diinginkan, meskipun UUPA ini telah disahkan oleh Pemerintah
RI hampir lima belas tahun yang lalu.Gambar 4.40 berikut menyajikan respon

informan tentang pemahaman terhadap UUPA.

Sangat Setuju Sangat tidak
4% Setuju

Tidak Setuju
35%

Netrai
22%

Sumber: Hasil Kajian Lapangan, 2019 (Diolah)

Gambar 4.40 UUPA telah dipahami oleh sebagian besar masyarakat di aceh

k) Keberadaan UUPA dan Dampaknya Bagi Masyarakat
Lahirnya UUPA merupakan proses perjuangan yang panjang dan mele-
lahkan. Tidaklah mudah menyamakan persepsi antara tuntutan GAM di satu
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pihak dengan sikap Pemerintah RI di pihak yang lain yang kukuh mempertah-
ankan kedaulatan dan kewenangan yang telah dimilikinya. Bertemunya kedua
kepentingan yang berbeda ini merupakan sebuah hasil yang patut diapresiasi
oleh semua pihak, khususnya oleh rakyat Aceh yang telah berpuluh tahun hid-
up dalam situasi daerah yang diselimuti konflik yang seakan tak pernah berke-
sudahan.

Oleh karena itu, adanya UUPA diharapkan mampu membawa dampak
positif, terutama terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh. Namun demikian,
kajian yang dilakukan menunjukkan keberadaan UUPA belum sepenuhnya
berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Aceh. Hanya sebanyak 41 persen
dari informan yang mengaku UUPA telah berpengaruh positif terhadap mas-
yarakat. Sebaliknya, masih ada sedikitnya 33 persen lagi informan yang men-
gaku jika adanya UUPA belum memberikan dampak dan manfaat bagi mas-
yarakat. Ditambah lagi dengan pengakuan sebanyak 26 persen informan yang
tidak menyatakan secara tegas tentang hal ini, atau masih bersikap netral.

Gambar 4.41 berikut menggambarkan tentang respon dari para infor-

man tentang pengaruh dari UUPA terhadap kehidupan masyarakat selama ini.
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Sumber: Hasil Kajian Lapangan, 2019 (Diolah)

Gambar 4.41 UUPA sangat dirasakan pengaruhnya oleh sebagian masyarakat Aceh
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1) Penjabaran MoU Helsinki dalam UUPA

Sebagai sebuah undang-undang yang dilahirkan dari sebuah proses per-
juanganyang panjang, idealnya UUPA dapat sepenuhnya menampung butir-
butir yang disepakati saat perundingan dan hasilnya tertuang dalam MoU Hel-
sinki. Tidaklah mudah menelurkan pemahaman yang komprehensif tentang
substansi dari sebuah produk perundang-undangan seperti UUPA. Kenyataan
ini tidak dapat dinafikan ketika dikonfirmasi pada akar rumput dimana un-
dang-undang ini dijalankan.

Kajian ini menemukan masih dominan informan yang tidak mampu
menyatakan pendapatnya terhadap jabaran butir-butir MoU Helsinki ke da-
lam UUPA. Sedikitnya, sebanyak 38 persen dari informan yang memilih sikap
netral, atau tidak memberikan jawaban atas hal ini. Mereka menyatakan tidak
tahu apakah UUPA sudah atau belum menjabarkan MoU Helsinki yang disepa-
kati oleh Pemerintah RI dan pihak GAM.

Hal lainnya, terdapat 27 persen dari informan yang menyatakan UUPA
yang ada sekarang belum menjabarkan butir-butir yang terdapat dalam MoU
Helsinki. Walau bagaimanapun, informan yang menyatakan UUPA sudah
menjabarkan butir-butir MoU Helsinki ditemui sedikit lebih banyak, yakni 35

persen.
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Gambar 4.42 UUPA sudah menjabarkan butir-butir MoU Helsinki

120 KAJIAN MOU HELSINKI DAN IMPLEMENTASI UUPA



m) Penjabaran UUPA dalam Qanun

UUPA bukanlah produk akhir dari sebuah perundang-undangan. Dib-
utuhkan penjabaran lebih lanjut agar dapat dioperasionalkan secara efektif.
Salah satunya dijabarkan dalam berbagai Qanun, baik Qanun pada level Aceh
maupun Qanun kabupaten/kota. Tanpa regulasi dalam bentuk Qanun, tidak
mungkin UUPA dapat dioperasionalkan. Dengan demikian, membentuk reg-
ulasi berupa Qanun Aceh menjadi tugas penting yang harus dilaksanakan oleh
Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bersa-
ma pihak DPR Kabupaten/Kota. Mengingat banyak kewenangan yang dimiliki
dengan adanya UUPA, maka banyak pula ganun-ganun yang harus dibentuk.

Kajian ini menemukan belum semua qanun yang diwajibkan untuk
dibentuk sebagai turunan dari UUPA telah dipenuhi oleh Pemerintah Aceh.
Hal ini diakui oleh 41 persen informan yang ditemui dalam kajian ini. Hanya se-
banyak 25 persen informan yang mengakui jika qganun-qanun turunan UUPA
telah dibentuk sesuai yang diamanahkan kepada pihak DPR Aceh. Sebaliknya,
jumlah informan yang tidak mengetahui tentang persoalan penjabaran UUPA
ke dalam bentuk qanun-qanun juga masih sangat dominan, yaitu mencapai 34

persen sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.43 berikut ini.
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Gambar 4.43 UUPA seluruhnya telah dijabarkan dalam Qanun
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4.2.5 Layanan Pendidikan

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting dalam
menunjang pembangunan, baik dibidang ekonomi maupun sosial dan bidang
lainnya. Tanpa SDM yang berkualitas, tidak mungkin pembangunan dapat
diakselerasikan dengan maksimal. Etos kerja yang tinggi dan produktif, diser-
tai dengan keterampilan, disiplin, bertanggung jawab, serta amanah dan jujur
adalah beberapa kata kunci dan cerminan sumber daya manusia yang unggul.

Jumlah penduduk Aceh saat ini sebanyak 5.281.314 jiwa, yang terdiri dari
usia anak-anak, dewasa dan usia tua. Anak-anak dan generasi muda merupa-
kan sumber daya manusia yang perlu ditumbuh-kembangkan melalui lemba-
ga-lembaga pendidikan yang bermutu, baik melalui jalur pendidikan umum,
vokasi, maupun jalur pendidikan agama. Harus disadari, konflik yang melan-
da Aceh dalam kurun waktu yang lama telah membawa dampak buruk bagi
pembangunan pendidikan di daerah ini. Aceh mengalami kehilangan momen-
tum dalam mendidik dan membina SDM. Padahal, kemampuan dan kualitas
SDM penduduk Aceh dipercayai berkompeten dan andal untuk berkompetisi
di berbagai sektor, baik pada tataran lokal, nasional, maupun global (internasi-
onal).

Upaya pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun
pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan SDM dengan cara menga-
lokasikan belanja pendidikan minimal 20 persen dari total anggaran belanja
merupakan sesuatu yang positif sebagai upaya mengejar ketertinggalan selama
ini. Berbagai program peningkatan SDM (masyarakat Aceh) berupa pemberian
beasiswa baik bagi mereka yang menempuh pendidikan lanjutan di dalam neg-
eri maupun yang menempuh pendidikan di luar negeri, disertai dengan bantu-
an pendidikan peningkatan keterampilan adalah bentuk nyata dari keinginan
tersebut.

Kajian ini menemukan bahwa sebagian besar dari informan (hampir 50
persen) mengakui jika masyarakat Aceh telah menikmati program pemba-

ngunan yang berkaitan dengan peningkatan SDM. Namun, masih terdapat
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sedikitnya 19 persen informan yang menyatakan belum menikmati program
pendidikan ini. Selain itu, terdapat sebanyak 30,8 persen informan yang tidak
menyatakan sikapnya (netral) tentang perkara ini. Keadaan ini dapat dilihat
pada Gambar 4.44 berikut ini.

e | Smnges tdak | .
SangeeSendy; | Sewju; 4.3 | Tictak Setupr
w1 == - = 154

Sumber: Hasil Kajian
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Gambar 4.44
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Masih relevan dengan program pembangunan di atas, sebagian besar
informan (sebanyak 80 persen) dalam kajian ini mengakui, bahwa program
peningkatan sumber daya manusia merupakan program yang sangat dibutuh-
kan saat ini oleh masyarakat Aceh. Hampir tidak ada informan yang keberatan
dengan implementasi program ini, meskipun ada pula ditemui informan yang
memilih bersikap netral. Gambaran secara menyeluruh mengenai hal dapat di-

lihat pada Gambar 4.45 berikut ini.
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Institusi pendidikan adalah salah satu institusi sosial dan budaya yang pal-
ing terkena dampak negatif dari konflik dan peperangan yang terjadi selama
tiga dekade di Aceh (1976-2005). Dampak yang ditimbulkan tidak hanya ter-
batas pada persoalan fisik semata, melainkan juga terhadap pola interaksi dan
komunikasi sosial yang terjadi di kalangan para pelajar,tenaga pendidik (dosen,
guru, ustad/ustadzah, dan lainnya) serta orang tua dari peserta didik. Terkesan
adanya gejolak emosional yang terjadi diantara para murid/siswa. Tidak sedikit
siswa, khususnya di tingkat pendidikan sekolah menengah atas yang terlibat se-
cara langsung dalam pusaran konflik tersebut.

Hal ini berkembang sedemikian rupa hingga mengakibatkan terben-
tuknya sikap negatif para siswa terhadap proses pendidikan terhadap mereka
sendiri. Fenomena yang terjadi mengemukakan sebuah kondisi dimana konflik
bersenjata yang berlangsung selama kurun waktu 1976-2005 telah berdampak
negatif terhadap keberadaan institusi pendidikan di Aceh.

Di sisi yang lain, hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang ber-
mutu dan islami sejalan dengan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan
dan kemajuan teknologi merupakan sebuah keniscayaan. Terwujudnya per-
damaian menjadi peluang bagi Aceh untuk memperbaiki berbagai kerusakan
yang terjadi dalam dunia pendidikan akibat deraian konflik.

Dalam konteks ini, penyelenggaraan pendidikan di Aceh harus didasar-
kan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan, menjunjung tinggi hak asasi
manusia, dan tetap mengedepankan peradaban budaya serta nilai-nilai islami
dan keistimewaan yang dimiliki Aceh. Masyarakat Aceh yang berumur antara
7-15 tahun diwajibkan memperoleh/mengikuti pendidikan dasar tanpa di-
pungut biaya (digratiskan).

Kajian ini menemukan realita bahwa belum sepenuhnya bantuan pendi-
dikan yang disediakan oleh pemerintah telah dirasakan semua keluargan kor-
ban dan keluarga yang terimbas konflik. Seperti disajikan pada Gambar 4.46,
masih terdapat hampir 30 persen informan yang menyatakan pemerintah be-

lum memikirkan layanan pendidikan bagi para korban konflik. Terdapat juga
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sekitar 26 persen lagi informan yang tidak bersikap dalam merespon hal ini.
Walaupun demikian, sebanyak 45 persen dari informan (lebih dominan) yang
mengakui jika korban konflik telah disediakan layanan pendidikan oleh pemer-
intah. Lebih jelasnya tentang hal ini dapat dilihat pada gambar diatas.

Dari Gambar 4.46, dapat disimpulkan bahwa kelanjutan layanan pen-
didikan bagi putra-putri bangsa, khususnya mereka yang mengalami korban
konflik dan juga mereka yang terimbas konflik merupakan tanggung jawab
pemerintah. Nomenklatur sebagai bentuk tanggung jawab dari pemerintah da-
lam hal pendidikan anak bangsa tidak cukup hanya tertulis dalam sebuah reg-
ulasi, melainkan yang lebih penting hal tersebut dapat langsung dinikmati oleh
seluruh masyarakat, termasuk mereka, para korban konflik.
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Gambar 4.46 Pemerintah telah memikir-
kan pendidikan bagi keluarga korban
konflik

Setuju

Pemberian bantuan untuk menutupi kebutuhan biaya pendidikan bagi
para korban konflik dan mereka yang terimbas konflik merupakan salah satu
tanggung jawab pemerintah Pascadamai Aceh. Kendati demikian, upaya untuk
memenuhi kebutuhan biaya pendidikan bagi keluarga korban konflik dan im-
bas korban konflik ini masih sangat fluktuatif. Oleh karena itu, kelanjutan untuk
memenuhi kebutuhan biaya pendidikan, baik untuk pendidikan umum (mulai
pendidikan dasar hinggapendidikan tinggi) maupun untuk jenjang pendidikan
agama (mulai dari dayah jenjang rendah hingga dayah jenjang tinggi) dapat ter-

wujud sesuai harapan. Persoalan krusial ini sebaiknya dijabarkan secara lebih
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tegas dan rinci dalam Qanun Aceh tentang Pendidikan.

Harapan ini dinilai wajar mengingat realita yang didapatkan dari kajian ini
ditemukan layanan pendidikan yang diberikan kepada keluarga korban konf-
lik, meskipun telah diupayakan secara maksimal masih belum sesuai dengan
harapan mereka (korban konflik dan terimbas konflik). Sebanyak 37 persen
informan, seperti ditunjukkan Gambar 4.47, tidak mengakui pendidikan yang
diberikan kepada keluarga korban konflik telah sesuai dengan yang diharapkan.
Sebanyak 35 persen informan bersikap diam (netral) saat ditanya respon mere-
ka tentang hal yang sama. Hanya terdapat 28 persen informan yang menyatakan
setuju dan mengakui jika layanan pendidikan yang telah diberikan kepada kelu-
arga korban konflik telah sesuai dengan yang diharapkan.
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Gambar 4.47 Pendidikan bagi keluarga korban konflik telah sesuai yang diharapkan

Dampak dari konflik yang terjadi tidak sama-rata dirasakan oleh mas-
yarakat Aceh. Ada yang langsung merasakannya karena terlibat langsung
dalam peristiwa konflik tersebut, seperti GAM dan keluarganya, juga TNI/
POLRI dan keluarganya. Dilain pihak, ada juga masyarakat yang tidak
langsung terlibat tetapi terkena imbas konflik. Namun demikian, secara
umum penderitaan yang dirasakan akibat daerah dilanda konflik bersenjata

hampir tidak ada perbedaan yang berarti. Atas dasar alasan ini, maka penye-
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diaan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan antara mer-
eka yang menjadi korban langsung konflik dan mereka yang terkena imbas
konflik haruslah diberlakukan sama.

Kajian ini menemukan realita, bahwa dalam hal pelayanan pendidikan
tidak harus ada perlakuan yang berbeda antara mereka yang langsung se-
bagai korban dengan mereka yang hanya terkena imbas (tidak langsung). Ini
dinyatakan oleh sebagian besar informan yang ditemui (63 persen), seper-
ti ditunjukkan pada Gambar 4.48. Kendati demikian, terdapat sebanyak 23
persen informan yang berpendapat harus ada perbedaan layanan pendidikan
untuk mereka yang menjadi korban langsung dengan mereka yang menjadi

korban tidak langsung.
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Gambar 4.48 Peluang mengikuti pendidikan bagi korban konflik tidak perlu dibedakan

Hak mendapat layanan pendidikan merupakan hak setiap warga negara
Indonesia. Ini merupakan amanah konstitusi Negara RI. Setelah berakhirnya
konflik Aceh, kedudukan anggota GAM menjadi setara dengan anggota mas-
yarakat lainnya. Dengan demikian, setiap anggota keluarga GAM sama hak dan
kedudukannya dengan warga negara negara Indonesia lainnya.

Kajian ini menemukan bahwa sebagian besar informan (55 persen) yang

ditemui berpendapat sangat mendukung kebebasan bagi mantan GAM untuk
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melanjutkan pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya. Meskipun demiki-
an, terdapat sebanyak 25 persen informan yang tidak mengungkapkan sikap-
nya, atau netral terkait dengan hal ini. Di samping itu, ditemui sebanyak 20
persen informan yang menyatakan keberatannya mengenai kebebasan mantan

GAM mendapatkan hak yang sama ini, seperti ditunjukkan dalam Gambar 4.49

berikut ini.
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Gambar 4.49 Mantan GAM bebas melanjutkan pendidikan sesuai yang diinginkannya

4.2.6 Layanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan bagi setiap warga negara merupakan kebutuhan
pokok yang harus dipenuhi dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Penye-
diaan layanan kesehatan ini tidak boleh membeda-bedakan antara satu ang-
gota/kelompok masyarakat dengan anggota/kelompok masyarakat lainnya.
Meskipun negara berada dalam keadaan perang, pelayanan kesehatan tetap
harus diberikan secara adil dan merata bagi setiap anggota masyarakat yang
membutuhkannya.

Selama berlangsungnya konflik, pelayanan kesehatan nyaris tidak mak-
simal. Akibatnya, banyak anggota masyarakat yang menderita sakit dan sam-
pai meninggal dunia. Bukan semata-mata diakibatkan korban konflik, me-

lainkan karena kurangnya pelayanan kesehatan dari pemerintah pada masa
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itu. Kondisi masyarakat, juga para tenaga medis saat konflik berlangsung
kerap kali berada dalam keadaan terancam. Keadaan yang menggetirkan ini
berakhir setelah tercapainya perdamaian di Aceh. Aktivitas pelayanan kes-
ehatan kepada masyarakat secara keseluruhan, termasuk bagi para korban
konflik telah berjalan jauh lebih baik dibanding masa konflik, meskipun be-

lum maksimal.
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Gambar 4.50 Kondisi kesehatan korban konflik sudah lebih baik

Gambar 4.50. memaparkan lebih dari separuh informan (51 persen) yang
ditemui mengakui bahwa kesehatan para korban konflik sudah lebih baik. Ini
berarti, aktivitas dan jangkauan layanan kesehatan oleh pemerintah terhadap
mereka sudah berjalan. Hanya 17 persen informan yang belum mengakui ca-
paian baik ini. Sebaliknya, ada juga sebanyak 32 persen informan yang tidak
mengetahui tentang hal ini, sehingga tidak bersikap apapun atau memilih netral
terkait ini.

Konflik berkepanjangan yang berlangsung selama tiga dekade juga turut
memporak-porandakan sarana dan prasarana kesehatan. Kondisi ini sangat
mengganggu akses dan jangkauan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Pas-
ca tercapainya perdamaian, upaya membenahi kembali infrastruktur kesehatan

terus dilakukan pemerintah, termasuk Pemerintah Aceh sebagai respon atas
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banyaknya korban yang mengalami kesakitan atau problema kesehatan lainnya
sebagai ekses konflik. Upaya yang dilakukan tidak hanya berupa pembangu-
nan/revitalisasi rumah sakit yang menjadi sentral rujukan layanan (RSUZA di
provinsi dan RS-RS kabupaten/kota), tetapi juga membenahi layanan puskes-
mas, puskemas pembantu, dan posyandu secara bertahap. Beriringan dengan
hal tersebut, peningkatan kapasitas dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan
terus pula diupayakan.

Namun demikian, realita yang ditemui dalam kajian ini menunjuk-
kan kondisi yang belum menggembirakan. Meskipun berbagai upaya sudah
dilakukan, tetapi masih belum sepenuhnya sesuai harapan. Respon informan
seperti disajikan dalam Gambar 4.51, masih terdapat 32 persen informanyang
tidak mengakui jika pelayanan kesehatan di perdesaan sudah menjawab kebu-
tuhan masyarakat. Bahkan, terdapat 24 persen informan yang memilih tidak
berpendapat (netral) ketika ditanya hal ini. Yang menyatakan bahwa layanan
kesehatan di perdesaan sudah menjawab kebutuhan masyarakat ialah sebanyak
44 persen informan dari keseluruhan yang ditemui di lapangan. Respon infor-

man secara utuh tentang hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.51 berikut ini.
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Gambar 4.51 Pelayanan kesehatan di pedesaan
sudah menjawab kebutuhan masyarakat Aceh
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Pemberian layanan kesehatan harus adil bagi setiap anggota masyarakat
dengan tidak membeda-bedakan antara satu golongan masyarakat dengan
golongan lainnya. Pengelola layanan kesehatan pada semua jenjang layanan
tidak dibolehkan mengistimewakan orang-orang tertentu yang memiliki pen-
garuh atau dekat dengan kekuasaan. Tidak seharusnya juga pengelola layanan
mengabaikan mereka, rakyat biasa, yang tidak mempunyai pengaruh, sehingga
mencederainya dalam mendapat layanan minimum kesehatan yang dibutuh-
kan sebagaimana yang diamanahkan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan kesehatan yang prima hanya dapat terwujud apabila petugas/
pengelola kesehatan memiliki kesadaran tinggi dan punya komitmen untuk
menjunjung kode etik dan moral dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
Betapapun baik aturan dan normanya, bila tenaga kesehatan tidak memahami
dan sadar akan tanggungjawabnya, maka tidak mungkin pelayanan kesehatan
yang adil akan dirasakan oleh masyarakat.

Dalam realitanya, pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat ma-
sih belum berimbang. Salah satu penyebab karena kurangnya tenaga keseha-
tan berkualifikasi spesialis tertentu untuk penyakit tertentu. Beberapa penyakit
kronis tertentu yang banyak diidap oleh masyarakat selama ini, seperti jantung,
kanker, stroke, ginjal, kulit, dan diabetes, termasuk spesialis anak, masih belum

tersedia secara merata di seluruh daerah kabupaten/kota.
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Hal ini relevan dengan hasil kajian ini. Seperti ditunjukkan pada Gambar
4.52, sebanyak 37 persen informan menyatakan bahwa perlakuan yang diberi-
kan oleh pihak petugas/pengelola layanan kesehatan kepada masyarakat dinilai
selama ini belum berimbang. Hanya sebanyak 35 persen informan yang menya-
takan perlakuan kesehatan sudah berimbang. Terdapat juga sebanyak 28 persen
informan yang tidak memberikan jawaban apapun terhadap soal perlakuan ini.
Ini bermakna, masih diperlukan upaya yang lebih serius dalam memperlakukan
secara adil setiap anggota masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.

Berkenaan dangan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat oleh pe-
merintah telah diamanatkan UUPA. Dalam pasal Ayat (3) dinyatakan dengan
tegas, bahwa “Urusan Pemerintahan Aceh yang bersifat pilihan meliputi urusan
pemerintahan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Aceh”. Da-
lam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik. Sebuah kondisi
manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai.
Dalam konteks ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda

(materi).
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BABYV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bebera-

pa hal antara lain sebagai berikut :

1.

Konflik GAM-RI berpengaruh sangat signifikan terhadap kehidupan poli-
tik, keamanan, dan juga ekonomi. Munculnya konflik yang berakibat pada
pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) menyebabkan banyak mas-
yarakat Aceh yang tewas dan kehilangan harta benda, serta terpaksa men-
gungsi meninggalkan tanah kelahirannya. Pasca berakhirnya konflik, Aceh
diberi Kewenangan yang luas untuk secara Otonom mengatur dirinya, ser-
ta dapat membentuk partai politik lokal dengan tujuan akhir memajukan
dan mensejahterakan daerah dan rakyat Aceh.

Perdamaian menjadi kunci utama dalam mengubah pola interaksi dalam
institusi pendidikan di Aceh. Kehidupan semasa konflik yang dipenuhi rasa
kecurigaan dan kebencian berubah pada era damai menjadi interaksi yang
positif yang terjelma melalui sikap saling menghargai, saling percaya, dan
saling menjaga, dan cinta damai.

Kebijakan desentralisasi melalui UUPA yang diawali dengan MoU Hel-
sinki diwujudkan dalam bentuk hak otonomi khusus/kewenangan khusus
bagi Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain
berupa kewenangan bersifat administratif, diikuti identitas khusus politik
lokal dan hak memperoleh tambahan sumber-sumber pendapatan keuan-
gan. Namun demikian, kebijakan desentralisasi ini belum terimplementasi
dengan baik. Butir-butir perjanjian yang telah diperjanjikan dan disepakati

belum seluruhnya dijalankan.

4. Kajian yang dilakukan menemukan bahwa MoU Helsinki antara GAM
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dengan Pemerintah Pusat sudah diketahui oleh sebagian besar (74 pers-
en) informan. Hanya 26 persen informan yang belum mengetahui adan-
ya perjanjian tersebut. Artinya, masyarakat Aceh pada umumnya sudah
mengetahui adanya perjanjian damai ini. Mengenai materi atau substansi
yang dimuat dalam MoU Helsinki, diketahui sebagian besar informan (53
persen) belum memahaminya. Bahkan, sebanyak 22 persen informan tidak
memberikan jawaban atas hal ini.

Kurangnya pemahaman masyarakat Aceh tentang MoU Helsinki dise-
babkan minimnya sosialisasi oleh para pihak sebagaimana diakui oleh 46
persen informan. Hanya sebagian informan (28 persen) yang menyatakan
sosialisasi sudah maksimal. Sementara sebanyak 26 persen informan tidak
memberi respon (netral) tentang hal ini.

Secara umum, 76 persen informan mengakui sudah mengetahui adanya
UUPA No 11 Tentang Pemerintahan Aceh. Namun, masih terdapat 24
persen informan yang belum mengetahui adanya UUPA. Sebanyak 47
persen informan mengetahui adanya UUPA melalui media cetak/elektron-
ik, 27 persen dari sosialisasi oleh pemerintah. Kemudian, 18 persen infor-
man mendapat informasi dari pembicaraan di tempat umum dan 8 persen
lagi dari tokoh masyarakat.

Kajian menunjukkan lebih dari separuh informan (53 persen) belum me-
mahami benar tentang substansi UUPA. Hanya kurang 30 persen informan
saja yang sudah memahaminya. Selebihnya informan menyatakan tidak
berpendapat apapun tentang undang-undang ini.

Hasil kajian mengungkapkan bahwa keberadaan UUPA belum sepenuhnya
berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh. Hanya sebanyak 39
persen informan yang mengakui telah mengalami perubahan kehidupan
(menjadi lebih sejahtera). Sementara itu, sebanyak 33 persen informan
mengakui belum ada perubahan kesejahteraannya dan 28 persen infroman
lagi tidak memberikan respon (netral) tentang hal ini.

Berdasarkan kajian ini, sebanyak 41 persen informan mengakui jika belum
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10.

11.

12.

13.

14.

semua qanun turunan UUPA telah dipenuhi oleh Pemerintah Aceh. Hanya
sebanyak 25 persen informan yang mengakui jika qganun-qanun turunan
UUPA telah dibentuk dan sesuai dengan yang diamanahkan. Sebaliknya,
34 persen informan yang tidak mengetahui tentang persoalan UUPA harus
dijabarkan ke dalam bentuk ganun-qanun.

Kajian juga menemukan bahwa lebih dari separuh informan (55 persen)
mengaku masyarakat telah menikmati program-program pembangunan
ekonomi yang diluncurkan pemerintah selama ini. Namun, terdapat 20
persen informan yang mengungkapkan jika masyarakat belum menikmati
program pembangunan ekonomi selama masa damai ini.

Yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, menurut hasil
kajian, ialah program-program pembangunan ekonomi dari pihak pemer-
intah dikarenakan hal ini berkaitan langsung dengan kehidupan mereka.
Harapan ini diungkapkan oleh hampir 80 persen informan. Dan, hanya
sebanyak 2 persen informan yang memandang hal ini tidak dibutuhkan.
Hasil kajian menemukan banyak anggota masyarakat yang masih sulit
mengakses sumber permodalan. Meskipun selama ini sudah ada bantuan
modal usaha dari pihak pemerintah, namun sebanyak 51,3 persen (lebih
dari separuh) informan mengaku jika jumlah bantuannya masih belum
memadai. Hanya sebanyak 22,2 persen informan saja yang menyebutnya
sudah memadai.

Disisi lain, sebanyak 40 persen informan menyatakan bahwa bantuan mod-
al dari pemerintah kepada masyarakat korban konflik sudah baik. Kendati
demikian, ditemukan 54 informan yang menyatakan bantuan modal usaha
pemerintah kepada korban konflik (khususnya) masih minim.
Keberadaan BRA (Badan Reintegrasi Aceh) disikapi dengan bervariasi
oleh para informan. Hampir separuh (48 persen) dari keseluruhan infor-
man mengakui peran BRA dalam menjalankan fungsi dan perannya be-
lum memuaskan. Hanya sekitar 24 persen dari informan yang menyatakan

puas dengan fungsi dan peran yang dijalankan oleh BRA. Disamping itu,
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15.

16.

17.

terdapat sebanyak 28 persen yang bersikap netral ketika diminta tanggapan
atau responnya mengenai BRA ini.

Dalam kaitannya dengan bidang pendidikan, ditemukan dalam kajian
ini tentang realitas bahwa bantuan pendidikan dari pemerintah belum
sepenuhnya dirasakan seluruh keluarga korban dan mereka (keluarga)
yang terimbas konflik. Hampir 30 persen informan menyatakan pemerin-
tah selama ini belum memikirkan layanan pendidikan bagi para korban
konflik. Namun demikian, sebagian besar informan (hampir 50 persen)
mengakui jika masyarakat Aceh telah menikmati program pembangunan
yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia. Hanya 19 pers-
en informan yang mengakui belum menikmati program pendidikan ini.
Sebanyak 30,8 persen informan pula tidak menyatakan sikapnya (bersikap
netral) terhadap hal ini. Meskipun demikian, kajian ini menemukan bahwa
sebagian besar informan (sebanyak 80 persen) menyatakan program pen-
ingkatan sumber daya manusia merupakan program yang sangat dibutuh-
kan oleh masyarakat Aceh saat ini.

Hal yang juga menarik ditemukan kajian ini ialah sebagian besar informan
(63 persen) mengungkapkan tidak harus diberlakukan perlakuan yang
berbeda dalam layanan pendidikan antara mereka yang langsung sebagai
korban dengan mereka yang hanya terkena imbas (tidak langsung). Dan,
sebagian besar informan (55 persen) pula berpendapat sangat mendukung
kebebasan bagi mantan GAM untuk melanjutkan pendidikan sesuai den-
gan bakat dan minatnya. Hanya 20 persen informan yang menyatakan ke-
beratannya atas hal ini. Sementara itu, sebanyak 25 persen informan tidak
mengungkapkan sikapnya, atau netral terkait dengan hal ini.

Terkait dengan aktivitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara ke-
seluruhan, termasuk bagi para korban konflik, disikapi beragam oleh para
informan. Meskipun telah berjalan jauh lebih baik dibanding masa konflik,
namun beberapa penyakit kronis tertentu seperti jantung, kanker, stroke,

ginjal, kulit, dan diabetes, termasuk spesialis anak, masih belum mam-
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18.

pu ditangani dengan baik oleh penyedia jasa layanan yang ada di hampir
seluruh daerah kabupaten/kota. Sebanyak 37 persen informan menyatakan
perlakuan pihak petugas/pengelola layanan kesehatan kepada masyarakat
selama ini belum berimbang. Hanya sebanyak 35 persen informan yang
menyatakan perlakuan kesehatan sudah berimbang.

Dalam kaitan yang sama, kajian menemukan sebanyak 32 persen informan
yang mengakui bahwa pelayanan kesehatan di perdesaan belum menjawab
kebutuhan masyarakat. Bahkan, terdapat 24 persen informan yang memilih
tidak berpendapat (bersikap netral) tentang hal ini. Artinya, secara umum
layanan kesehatan bagi masyarakat di daerah ini masih harus ditingkatkan

pada masa mendatang.

5.2 Rekomendasi

Dilandasi hasil analisis yang telah dilakukan, direkomendasikan sejumlah

hal kepada para pemangku kepentingan, baik ditingkat pusat (nasional) mau-

pun daerah (Aceh), yaitu sebagai berikut :

1.

Komitmen untuk memelihara keabadian perdamaian di Aceh harus di-
pegang teguh oleh para pihak, khususnya yang terlibat dalam proses mewu-
judkan kesepakatan damai melalui MoU Helsinki berikut penjabaran im-
plementasinya dalam UUPA. Hal ini dinilai penting agar terjalin interaksi
yang positif dalam bentuk tumbuhnya sikap saling menghargai, saling per-
caya, saling menjaga, dan cinta perdamaian.

Intensitas kegiatan sosialisasi tentang Butir-butir MoU Helsinki dan materi
UUPA harus ditingkatkan dan dilanjutkan. Sosialisasi harus dilakukan ti-
dak hanya kepada seluruh elemen masyarakat Aceh (lokal), tetapi juga bagi
kalangan pemangku kebijakan ditingkat pusat (nasional), terutama pada
jenjang kementerian dan lembaga, sehingga keberadaan MoU Helsinki dan
UUPA dipahami dengan baik dan komprehensif oleh semua pihak.
Dibutuhkan keseriusan dan komitmen semua pihak, baik di Aceh mau-

pun nasional (pusat) untuk mengimplementasi kewenangan/kekhususan
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yang dimiliki Aceh dengan UUPA, mengingat hingga tahun ketiga belas
keberadaan undang-undang ini belum sepenuhnya dapat mensejahterakan
masyarakat Aceh sesuai dengan harapan perdamaian.

Semua rancangan aturan perundang-undangan, termasuk ganun-qanun
yang diwajibkan sebagai turunan UUPA harus dipenuhi/dibentuk agar
implementasi UUPA tidak terhambat dan berdampak buruk pada capaian
proses pembangunan daerah dan perbaikan taraf kesejahteraan masyarakat
Aceh.

Pemerintahan Aceh, baik jajaran eksekutif (Gubernur dan perangkat ker-
janya) maupun legislatif (DPR Aceh) diharapkan lebih memperhatikan,
fokus, dan berkomitmen pada implementasi program-kegiatan pemba-
ngunan ekonomi disebabkan masyarakat saat ini sangat membutuhkan
program kegiatan untuk perbaikan taraf kesejahteraan mereka. Dan berani
mengeluarkan regulasi lanjutan yang dibutuhkan guna pelaksanaan ke-
wenangan Aceh yang luas itu, walau harus bertentangan dengan regulasi
umum dan atau Nasional lainnya.

Kesepakatan awal untuk menjamin proses reintegrasi harus tetap dipupuk
dan dipelihara, termasuk penyediaan aset-aset yang dapat digunakan se-
bagai sumber penghidupan seperti lahan pertanian bagi mantan kombatan
dan para korban konflik yang saat ini masih hidup dibawah garis kemi-
skinan, sehingga menjadi bekal mereka dan keluarganya untuk menjalani
kehidupan. Adanya kemudahan dan jaminan pekerjaan yang layak serta
jaminan sosial bagi mantan kombatan GAM.

Pemerintahan Aceh diharapkan dapat membuka akses sumber permodalan
kepada masyarakat, termasuk bagi mereka mantan kombatan dan korban
konflik mengingat ketersediaan modal usaha saat ini amat minim, semen-
tara masyarakat sangat membutuhkan untuk memulai dan mengembang-
kan usaha ekonominya.

Peran dan fungsi BRA (Badan Reintegrasi Aceh) harus ditingkatkan meng-

ingat keberadaan badan ini masih dibutuhkan dalam menyempurnakan
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proses reintegrasi. Untuk itu, kapasitas kelembagaan terutama kualitas
sumber daya manusia pengelola badan harus diperkuat agar pelaksanaan
tugas dan fungsi badan ini dapat berjalan efektif dan optimal dalam men-
gelola proses reintegrasi sesuai harapan perdamaian. Untuk maksud ini,
dukungan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat harus lebih nyata lagi.

9. Bantuan dan akses layanan pendidikan kepada seluruh keluarga korban
konflik dan mereka (keluarga) yang terimbas konflik harus terus dilanjut-
kan dan dioptimalkan daya jangkaunya, baik secara kualitas dan maupun
kuantitas.

10. Akses dan layanan kesehatan diharapkan dapat menjawab kebutuhan mas-
yarakat, khususnya bagi mereka korban konflik dan yang terimbas konflik
yang berdiam di perdesaan. Ketersediaan tenaga medis untuk sejumlah
penyakit kronis tertentu seperti jantung, kanker, stroke, ginjal, kulit, dan di-
abetes, termasuk spesialis anak, hendaknya dapat dipenuhi secara merata
dan memadai.

11. Para pemangku kebijakan pembangunan yang ada di tingkat daerah
(Aceh) dan Nasional (pusat) diharapkan berkomitmen untuk menjalankan
rekomendasi ini dengan berorientasi pada dua kepentingan penting dan
strategis, yaitu: (1). Demi terpeliharanya keabadian perdamaian di Tanah
Aceh; dan (2). Demi keberlangsungan proses pembangunan Aceh menuju
daerah yang aman dan damai dengan kehidupan masyarakatnya yang se-
jahtera dibawah Rahmat dan Ridha Allah Subhanahu Wataala.
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LAMPIRAN

Lampiran 1 Kompilasi Substansi Dan Point-Point Uu 11/2006 Tentang Pe-
merintahan Aceh Yang Bertentangan Dengan Mou Helsinki

”Pemerintah RI dan GAM tidak akan mengambil tindakan yang tidak kon-
sisten dengan rumusan atau semangat nota kesepahaman ini”. Inilah kalimat

kunci dalam MoU Helsinki yang patut diperhatikan oleh kedua

belah pihak untuk menyatakan sikap politik yang jelas dalam upaya men-
dukung perdamaian abadi di Aceh. Oleh karenanya pendistorsian substansi
krusial penting disikapi untuk mengembalikan semangat dan komitmen kedua
belah pihak sebelum RUU Pemerintahan Aceh (RUU PA) yang telah disahkan
dalam Sidang Paripurna DPR-RI pada 11 Juli 2006 lalu resmi diberlakukan oleh
Pemerintah RI.

Jika dianalisis lebih dalam, beberapa substansi dan point penting yang men-
jadi roh RUU PA tersebut banyak bertentangan dengan MoU Helsinki, ter-

masuk ada beberapa point (pasal, ayat, huruf) yang saling bertentangan
(inkonsistensi).

Berdasarkan identifikasi kami dan setelah melakukan konsultasi dengan advi-
sor nasional dan internasional, masih terdapat substansi dan point dalam RUU
Pemerintahan Aceh yang bertentangan dengan MoU Helsinki. Dalam hal ini
kami membaginya dalam 3 (tiga) kategori:
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1. Substansi Krusial (Critical Issues) , yaitu :

Substansi dan Point

Status dengan

No Krusial dalam UUPA MoU Helsinki Argumentasi dan Implikasi Rekomendasi
1 . Rencana persetujuan Bertentangan dengan | Seharusnya kata “persetujuan” dikembalikan lagi, karena kata Karena sub-
internasional yang Mou Helsinki point “pertimbangan” tidak mengikat secara hukum. Maksudnya atau stansi tersebut,
berkaitan langsung 1.1.2. huruf b” Rencana | tafsir hukumnya bahwa pertimbangan yang diberikan oleh suatu termaktub se-
dengan Pemerintahan | persetujuan interna- lem bagauntuk mengambil keputusan tidak harus diikuti oleh lem- | cara jelas dan
Aceh yang dibuat oleh | sional yang berkaitan | baga yang meminta pertimbangan tersebut. Contoh: DPD (Dewan | tegas dalam
Pemerintah dilakukan | langsung dengan Perwakilan Daerah) yang memiliki kewenangan untuk memberikan | MoU Helsinki,
dengan konsultasi dan | Pemerintahan Aceh pertimbangan kepada DPR-RI dalam membuat undang-undang- maka perumu-
pertimbangan DPRA | yang dibuat oleh dan berbagai kebijakan lainnya. Namun pertimbangan DPD ini, san redaksinya
(Pasal 8 ayat 1) Pemerintah dilakukan | sering kali justru diabaikan oleh DPR-RI, karena sifatnya yang tidak | disesuaikan
dengan konsultasi dan | mengikat secara hukum, berbeda dengan persetujuan yang memili- | dengan MoU
persetujuan DPRA” ki sifat mengikat secara hukum. helsinki
. Rencana pembentukan | Bertentangan dengan | Persetujuan dari DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) ini sangat
perundang-undangan Mou Helsinki point penting karena DPRA-lah yang memahami konteks ekonomi,
Dewan Perwakilan 1.1.2. huruf ¢ : “Ren- politik, sosial, dan budaya di Aceh. Pengalaman sejarah menunjuk-
Rakyat yang berkai- cana pembentukan kan bahwa kebijakan yang diambil di Jakarta tidak ada yang bisa
tan langsung dengan perundang-undangan | memecahkan persoalan Aceh dan bahkan merugikan. Misalnya
Pemerintahan Aceh Dewan Perwakilan kebijakan tentang penggabungan Aceh dalam Provinsi Sumatera
dilakukan dengan kon- | Rakyat yang berkai- Utara, penerapan DOM, Darurat Militer, Darurat Sipil, dan juga
sultasi dan pertimban- | tan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itulah adanya persetu-
gan DPRA (Pasal 8 Ayat | Pemerintahan Aceh juan DPRA ini harus dilihat secara positif untuk perdamaian abadi
2) dilakukan dengan kon- | dan kesejahteraan rakyat Aceh. Selain itu, poin ini juga bisa ber-
sultasi dan persetu- dampak pada pendistorsian otoritas politik Aceh sebagaimana yang
juan DPRA” dikehendaki dalam MoU Helsinki. Sehingga Pasal inipun harus
dilihat sebagai satu kesatuan dengan substansi kewenangan Aceh.
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c. Kebijakan administratif
yang berkaitan langsung
dengan Pemerintah-
an Aceh yang akan
dibuat oleh Pemerintah
Dilakukan dengan kon-
sultasi dan pertimban-
gan Gubernur (Pasal 8
Ayat 3)

Bertentangan dengan
Mou Helsinki point
1.1.2. huruf d : “Kebija-
kan administratif yang
berkaitan langsung
dengan Pemerintah-
an Aceh yang akan
dibuat oleh Pemerintah
Dilakukan dengan
konsultasi dan Per-
setujuan Gubernur

Selain itu, substansi dalam UU PA tersebut dapat mendistorsi tugas
dan wewenang DPRA (Pasal 23 ayat 1 dan Gubernur (Pasal 48

ayat 2) sebagaimana yang tersebut dalam MoU Helsinki. Bahkan
substansi ini juga berimplikasi pada rencana perubaha Undang-Un-
dang Pemerintahan Aceh ini yang hanya dilakukan dengan terlebih
dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA (se-
harusnya dengan persetujuan DPRA) Lihat pasal 269 ayat 3 UUPA

Pembagian hasil dari
eksplorasi minyak dan gas
bumi (hidrokarbon) diatur
secara terpisah dalam Pasal
181 ayat (1) huruf b point
5) dan 6) dan Pasal 181
ayat (3) hurufa dan b

Bertentangan dengan
Mou Helsinki point
1.3.4: “ Aceh berhak
menguasai 70 % hasil
dari semua cadangan
hidrokarbon dan sum-
ber daya alam lainnya
yang ada saat ini dan
di masa mendatang di
wilayah Aceh maupun
laut teritorial Aceh”

Pengaturan dana bagi hasil dari eksplorasi minyak dan gas bumi

(hidrokarbon) diatur secara terpisah melalui dua (2) mekanisme:

1. Mekanisme dana perimbangan yang merujuk pada UU 33/2004
Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemer-
intah Daerah yang diatur dalam Pasal 181 ayat (1) huruf b point
5) dan 6) yaitu : 15 % hasil minyak dan 30 % hasil gas bumi;

2. Mekanisme penerimaan langsung Pemerintah Aceh yang diatur
dalam Pasal 181 ayat (3) huruf a dan b, yaitu 55 % hasil minyak
dan 40 % hasil gas bumi

Dengan pengaturan bagi hasil minyak dan gas bumi sebagaimana
tersebut di atas, maka dapat berimplikasi pada:
1. Mengurangi otoritas Pemerintah Aceh dalam mengatur penge-

Pengaturan
dana bagi hasil
dari semua
cadangan
minyak dan
gas bumi

di wilayah
Aceh dan laut
teritorial Aceh
mesti disebut-
kan dengan
jelas dan tegas
70 % sebagai

lolaan dan alokasi dana bagi hasil; penerimaan
2. Dana bagi hasil yang diatur dengan mekanisme dana perim- langsung
bangan sesuai UU 33/2004, dapat menimbulkan kesalahan Pemerintahan
tatacara pembagian dari jumlah prosentase yang sebenarnya ; | Aceh yang
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otoritas penge-
lolaan dan alo-
kasi dana bagi
hasil diatur
sepenuhnya
oleh Pemer-
intah Aceh
sebagaimana
termaktub
dalam MoU
Helsinki point
1.3.3 dan point
1.3.4

3 Postur dan Fungsi Pertah- | Postur dan fungsi per- | Postur pertahanan TNI di Aceh, termasuk penempatan pangkalan | Pengaturan
anan TNI (Pasal 202) dan | tahanan TNI di Aceh militer (mlitary base) semestinya mengacu pada MoU Helsinki postur dan
Peradilan terhadap Prajurit | tidak sesuai dengan butir 4.7: “Jumlah tentara organik yang tetap berada di Aceh setelah | fungsi per-
TNI (Pasal 203) MoU Helsinki butir relokasi adalah 14.700 orang. Namun dalam UUPA tidak ada pem- | tahanan TNI

4.7,4.8,4.11. batasan jumlah maksimal penempatan TNI di Aceh. di Aceh mesti
disesuaikan
Pengaturan peradilan | Bahkan dalam MoU Helsinki butir 4.8, termasuk adanya penga- dengan point-
terhadap prajurit TNI | turan mobilisasi TNT pasca MoU Helsinki, yaitu: Tidak akan ada point dalam
tidak sesuai dengan pergerakan besar-besaran te ntara setelah penandatanganan Nota MoU Helsinki.
MoU Helsinki butir Kesepahaman ini. Semua pergerakan lebih dari sejumlah satu
1.4.5 peleton perlu diberitahukan sebelumnya kepada Kepala Misi Mon- | Sementara itu,
itoring. Hal ini jelas butuh pengaturan secara jelas, terutama pasca | setiap kejaha-
AMM di Aceh. Dalam hal ini, pemberitahuan mobilisasi militer tan sipil yang
dialihkan dari AMM ke Kepala Pemerintah Aceh. dilakukan
prajurit TNI
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Selain itu, fungsi pertahanan TNI mesti mengacu pada MoU Hel-
sinki: “Tentara akan bertanggung jawab menjaga pertahanan
eksternal Aceh. Dalam keadaan waktu damai yang normal, hanya
tentara organik yang akan berada di

Acel’. Namun kenyataannya dalam UU PA bahwa TNI mempunyai
tugas lain selain fungsi pertahanan luar.

Pengaturan peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan
kejahatan sipil mesti diadili di Pengadilan Sipil, dalam hal ini
Pengadilan Umum atau Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM),
sebagaimana termaktub dalam MoU Helsinki butir 1.4.5

: “Semua kejahatan sipil yang dilakukan oleh aparat militer di Aceh
akan diadili pada pengadilan sipil”.

tidak diadili
oleh Peradilan
Militer, tapi
oleh Penga-
dilan Umum
(untuk kasus
kriminal di-
luar perintah
tugas koman-
do kesatu-
annya) dan
Pengadilan
HAM (untuk
kasus kriminal
dalam melak-
sanakan tugas
atas perintah
komando
kesatuaanya).

4 “Pemerintah menetap-

kan standard, norma dan
prosedur serta melakukan
pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan yang
dilaksanakan oleh Pemer-
intah Aceh, Kabupaten dan
Kota” (Pasal 11 ayat 1)

Bertentangan dengan
MoU Helsinki butir
1.1.2 huruf a, “Aceh
akan melaksanakan
kewenangan dalam
semua sektor publik,
yang akan diseleng-
garakan bersamaan
dengan administrasi

Semestinya pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Aceh
di Aceh menjadi mekanisme internal yang diatur sendiri oleh
pemerintah Aceh yang sudah memperoleh kewenangan, bukan
diatur oleh Pemerintah Pusat (RI). Ini jelas merupakan bentuk
kewenangan lain Pemerintah Pusat dan dapat membuka peluang
kepada pemerintah pusat untuk menambah kewenangannya secara
tak terbatas.

Selain itu, Ketentuan ini membuka peluang intervensi pemerintah

Substansi ini
harus diha-
pus karena
menggerogoti
kewenangan
Aceh atau
ditegaskan
menjadi ke-
wenangan
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sipil dan peradilan,
kecuali dalam bidang
hubungan luar negeri,
pertahanan luar,
keamanan nasional, hal
ikhwal moneter dan
fiskal, kekuasaan
kehakiman dan
kebebasan beragama,
dimana kebijakan
tersebut merupakan
kewenangan
Pemerintah Republik
Indonesia sesuai den-
gan Konstitusi.

pusat terhadap kewenangan pemerintah Aceh di beberapa sektor
dalam UU PA, antara lain pegawai negeri sipil Aceh (Pasal 124 ayat
2), rencana tata ruang wilayah Aceh (Pasal 142 ayat 1), pelaksanaan
pembangunan di Aceh (Pasal 147), pengaturan ekonomi Aceh (Pas-
al 154 ayat 1), pengelolaan sumber daya alam (Pasal 156 ayat 6),
perdagangan dan investasi (Pasal 165 ayat 2 dan 3), pertanahan
(Pasal 213 ayat 2, 3 dan 5), hak guna bangunan dan hak guna usaha
bagi penanaman modal (Pasal 214 ayat 1), pengawasan pemerintah
pusat terhadap Qanun (Pasal 235) dan pembinaan dan pengawasan
pemerintah pusat (Pasal 249).

Dalam praktek hukum ada tiga macam norma hukum yang dapat
diuji (norm control mechanism).

1. Keputusan normatif yang berisi dan  bersifat pengaturan
(regeling);

2. Keputusan normative yang berisi dan bersifat penetapan admin-
istrative (beschikking);

3. Keputusan normative yang berisi dan bersifat penghakiman
(judgement) atau Vonis

Ketiga norma diatas dapat diuji kebenarannya melalui mekanisme
peradilan (justicial) disebut dengan judicial review atau mekanisme
non-justicial. Untuk sebutan pengujian non-justicial jika hak men-
guji diberikan kepada parlemen disebut legislative review, sedang-
kan bila hak tersebut diberikan kepada pemerintah disebut dengan
executive review.Kemudian untuk produk legislative disebut dengan
legislative acts yaitu, produk peraturan yang ditatapkan oleh atau
dengan melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat. Sedangkan

Pemerintah
Aceh, bukan
kewenangan
Pemerintah
Pusat.
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produk eksekutif disebut dengan executive acts. Oleh karena itu
Peraturan Daerah (Perda) dapat dikatakan sebagai legislative acts di
daerah (Jimly Assidiqqie), bukannya executive acts.

Dimana dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.10/2004 tentang Pembentu-
kan Peraturan Perundangm-undangan, kebaradaan Perda termasuk
dalam kategori paraturan yang hirarkinya berada dibawah UU.

Sehingga ada dua alasan kenapa Perda tidak dapat dibatalkan

sepihak oleh executive (pemerintah), sebagaimana Pasal 145 ayat (2)

dan (3) UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah:

1. Karena Perda merupakan produk legislatif (legislative acts) di
daerah

2. Karena Perda termasuk kategori peraturan yang hirarkinya
berada dibawah UU.

Satu-satunya alasan Perda dapat diuji adalah Pasal 24A ayat (1)
UUD 1945 (perubahan ketiga, 2001), disebutkan:"Mahkamah
Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji pera-
turan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap
undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan
oleh undang-undang”

Ada dua bentuk pengawasan:

Preventif:

Pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak
mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku.
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Represif:

Pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terha-
dap kebijakan yang telah ditetapkan daerah, baik berupa Peraturan
Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, maupun
Keputusan Pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemer-
intahan daerah.

2. Substansi Penting ( Important Issues), yaitu :

No I?:'llll)ssitaalndsilji? 5‘3;2 i}iﬁ;‘ﬁ?ﬁlﬁ Argumentasi dan Implikasi Rekomendasi
1 MoU Helsinki tidak Pemerintah RI RUU Pemerintahan Aceh yang telah disahkan DPR-RI pada 11 | MoU perlu
menjadi landasan pertim- | mengabaikan fakta Juli lalu di Jakarta, semestinya bukanlah sekedar produk hukum, | dicantumkan
bangan Pemerintah RI politik dan hukum melainkan terkait erat dengan komitmen RI-GAM untuk dalam butir
dalam pembentukan UU bahwa MoU Helsinki menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berke- | konsideran
Pemerintahan Aceh (tidak | merupakan sebuah lanjutan dan bermartabat bagi semua (resolusi konflik). (Lihat menimbang”
tercantum dalam konsider- | dokumen negosiasi Alinea Pertama Muqaddimah MoU Helsinki) point terakhir
ans Menimbang) yang dihadiri oleh MoU Helsinki jelas-jelas menyebutkan tentang pembentu- karena MoU
pihak-pihak otoritatif kan undang-undang baru Pemerintahan Aceh sebagaimana menjadi salah
dari kedua pihak dan tercantum dalam butir 1.1.1:” Undang-Undang baru tentang satu argumen-
pihak internasional. Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan diundangkan dan | tasi politis
akan mulai berlaku sesegera mungkin dan selambat- lambatnya | lahirnya UU
tanggal 31 Maret 2006” PA
Sebagaimana Tap MPR/1999 Tentang GBHN Point G Pemer-
intah Daerah yang menjadi basis politik pembentukan UU
18/2001 tentang Otonomi Khusus Aceh, begitu juga halnya MoU
Helsinki menjadi basis politik pembentukan PA
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« Penghilangan konsideran ini mengakibatkan munculnya kesan
bahwa MoU sebagai sebuah dokumen politik tidak diakui secara
resmi dalam proses penyusunan UUPA

« Tidak adanya pencantuman MoU Helsinki dalam konsideran
menimbang

2 Pemerintah dan Pemer-
intah Aceh melakukan
pengelolaan bersama
sumber daya alam minyak
dan gas bumi yang berada
di darat dan laut di wilayah
kewenangan Aceh

(Pasal 160 ayat 1

Bertentangan dengan
MoU Helsinki: Aceh
akan melaksanakan
kewenangan dalam
semua sektor publik,
yang akan diseleng-
garakan bersamaan
dengan administrasi
sipil dan peradilan,
kecuali dalam bidang
hubungan luar negeri,
pertahanan luar,
keamanan nasional,
hal ikhwal moneter
dan fiskal, kekua-
saan kehakiman dan
kebebasan beragama,
dimana kebijakan
tersebut merupakan
kewenangan Pemerin-
tah Republik Indonesia
sesuai dengan Konsti-
tusi. (butir 1.1.2 a.)

Ketentuan pengelolaan bersama terhadap penambangan minyak
dan gas bumi di wilayah Aceh oleh pemerintah pusat dan pemer-
intah Aceh tersebut, jelas-jelas mereduksi kewenangan pemerintah
Aceh dalam pengelolaan sumber daya alam dan bertentangan
dengan MoU Helsinki butir 1.1.2.a dan 1.3.4)

Dengan ketentuan pengelolaan bersama ini terhadap penambangan
minyak dan gas bumi di wilayah Aceh dapat berimplikasi pada in-
tervensi lebih luas kewenangan pemerintah pusat dalam penentuan
kebijakan (peraturan pemerintah, standard dan presedur, me-
kanisme kerjasama pengelolaan (kontrak kerjasama), tatacara bagi
hasil dan audit hasil produksi.

Dikembalikan
sebagaimana
diatur dalam
MoU Hel-
sinki, bahwa
pengelolaan
pertambangan
minyak dan
gas bumi di
Aceh emnjadi
kewenangan
mutlak Pemer-
intah Aceh.
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Aceh berhak men-
guasai 70 % hasil

dari semua cadangan
hidrokarbon dan sum-
ber daya alam lainnya
yang ada saat ini dan
di masa mendatang di
wilayah Aceh maupun
laut teritorial sekitar
Aceh (butir

1.3.4)

Status Aceh sebagai Daerah
Provinsi (Pasal 1 ayat 2 dan
4, dan Pasal 251)

Bertentangan dengan
MoU Helsinki, teruta-
ma butir 1.1.3 :”Nama
Aceh dan gelar

pejabat senior yang
dipilih akan ditentukan
oleh legislatif Aceh
setelah pemilihan
umum yang akan
datang.

Status Aceh sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat
2 dan 4, dan Pasal 251 UU PA telah mereduksi status Aceh sebagai
wilayah yang berpemerintahan sendiri (self goverment) dan mem-
beri peluang pengaturan kewenangan Pemerintahan Aceh dengan
menggunakan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam
rangka pelaksanaan otonomi daerah, bukannya diatur dengan
Qanun.

Selain itu juga masih banyak dijumpai istilah “Daerah Aceh” dalam
pasal dan ayat dalam UU PA menyangkut pengaturan kewenan-
gan Pemerintah Aceh, seperti istilah pendapatan asli daerah Aceh,
perangkat daerah Aceh, sekretaris daerah Aceh, lembaran daerah
Aceh , bendera daerah Aceh. Sebetulnya yang dipakai istilah “Aceh”
atau “Pemerintah Aceh” saja. Hal ini karena mereduksi penamaan
Aceh dan Pemerintah Aceh sebagaimana tercantum dalam MoU
Helsinki

Sebetulnya
yang dipakai
istilah “Aceh”
atau “Pemerin-
tah Aceh” saja.
Hal ini karena
mereduksi
penamaan
Aceh dan Pe-
merintah Aceh
sebagaimana
tercantum
dalam MoU
Helsink
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Penduduk di Aceh dapat

Bertentangan dengan

Dengan ketentuan peraturan perundang- undangan , maka akses

Substansi ini

melakukan perdagangan MoU Helsinki butir langsung dan tanpa hambatan anatara Aceh ke dikembalikan
dan investasi secara 1.1.3: “Aceh akan me- | negara-negara Asing, melalui laut dan udara berpeluang adanya sesuai dengan
internal dan internasional | nikmati akses langsung | pembatasan dan hambatan , hal ini berkait dengan MoU Helsnki
sesuai dengan peraturan dan tanpa hambatan ke | ketergantungan dan keterikatan pada peraturan selain Qanun, yaitu

perundang- undangan negara-negara Asing, | UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU , Peraturan Pemerintah,

(Pasal 165 ayat 1) melalui laut dan udara” | Peraturan Presiden

Pemerintah (Pusat) Bertentangan dengan | Semestinya Pemerintah Pusat konsisten dengan MoU Helsinki Substansi
menambah kewenangan MoU Helsinki : Aceh | untuk mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan- | Pemerintah
urusan pemerintahan akan melaksanakan nya dalam enam (6) bidang yang menjadi kewenangannya, yaitu : (Pusat) mem-
vang bersifat nasional ( kewenangan dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, | punyai ke-

,Selain memiliki 6
kewenangannya, yaitu :
urusan politik luar negeri,
pertahanan (luar), kea-
manan (nasional), yustisi,
moneter, fiskal nasional,
dan urusan tertentu da-

lam bidang agama (Pasal
7 ayat 2)

semua sektor publik,
yang akan diseleng-
garakan bersamaan
dengan administrasi
sipil dan peradilan,
kecuali dalam bidang
hubungan luar negeri,
pertahanan luar,
keamanan nasional,
hal ikhwal moneter
dan fiskal, kekua-
saan kehakiman dan
kebebasan beragama,
dimana kebijakan
tersebut merupakan
kewenangan Pemerin-
tah Republik Indo-

hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan
beragama

Ini jelas merupakan bentuk kewenangan lain Pemerintah Pusat dan
dapat membuka peluang kepada pemerintah pusat untuk menam-
bah kewenangannya secara tak terbatas.

Selain itu, Ketentuan ini mem buka peluang intervensi pemerintah
pusat, terutama dalam bidang perencanaan nasional dan kebijakan
pengendalian pembangunan nasional.

Karena yang dimaksud kebijakan dalam hal ini adalah kewenangan
pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan, fasilitasi, peneta-
pan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat nasional
(lihat penjelasan UU PA Pasal 7 ayat 2)

wenangan lain
dalam urusan
pemerintahan

yang bersifat
nasional harus

dihapus.
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nesia sesuai dengan
Konstitusi.
(butir 1.1.2 a.)

Untuk memeriksa,
mengadili, memutus, dan
menyelesaikan perkara
pelanggaran Hak Asasi
Manusia yang terjadi
sesudah Undang- Undang
ini diundangkan dibentuk
Pengadilan Hak Asasi
Manusia di Aceh (Pasal 228
Ayat 1)

Bertentangan dengan
MoU Helsinki butir
2.2: “Sebuah penga-
dilan Hak Asasi Ma-
nusia akan dibentuk
untuk Aceh”.

Sudah menjadi dasar sifat kemanusiaan untuk mengklaim hak atas
keadilan. Maka dalam hal ini secara jelas dan tegas MoU Helsinki
tidak membatasi batas waktu terjadinya kasus-kasus pelanggaran
Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat diusut dan diadili di Pen-
gadilan HAM. Hal ini jelas bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM
yang terjadi sebelum UU Pemerintahan Aceh pun dapat dibawa

ke Pangadilan HAM di Aceh. Prinsip ini sendiri diatur dalam tata
hukum RI, bahkan untuk mekanisme Pengadilan HAM (UU No. 26
Tahun 2000) dan KKR (UU No. 27 Tahun 2004) diatur khusus oleh
Undang Undang. Artinya hak korban atas kebenaran, keadilan, dan
pemulihan sudah punya instrumen operasionalnya. Jadi pada
prinsipnya mekanisme penyelesaian masalah pelanggaran (berat)
HAM di Aceh tidak memiliki hambatan teknis- prosedural.

Bahkan, jika merujuk ke TAP MPR No. V1/1999 Tentang Garis-
Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Point G, Pemerintahan
Daerah, Bagian khusus Daerah Istimewa Aceh , huruf b, disebut-
kan, “Menyelesaikan kasus Aceh secara berkeadilan dan bermarta-
bat dengan melakukan pengusutan dan pengadilan yang jujur bagi
pelanggar hak asasi manusia, baik selama pemberlakukan Daerah
Operasi Militer maupun pasca pemberlakuan Daerah Operasi Mi-
liter.Ini jelas lebih maju dari UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM

Jika kewenangan Pengadilan HAM di Aceh tidak lebih maju dari
ketentuan yang ada, baik tinjauan internasional maupun nasional,

Untuk memer-
iksa, menga-
dili, memutus,
dan menyele-
saikan perkara
pelanggaran
Hak Asasi
Manusia yang
terjadi di Aceh
tidak ada pem-
batasan waktu
terjadinya
perkara. Maka
kata “sesudah”
dalam Un-
dang-Undang
Pemerintahan
Aceh tersebut
harus dihapus.
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dapat mengabaikan hak-hak masyarakat korban dalam memper-
oleh keadilan dan pemulihan hak-hak kemanusiaannya.

3. Subtansi yang mesti ada Klarifikasi dari Pemerintah RI, yaitu:

Substansi dan Point

Status dengan

No Krusial dalam UUPA MoU Helsinki Argumentasi dan Implikasi Rekomendasi
1 Rujukan Status Aceh Nama Aceh dan gelar | Status Aceh sebagai daerah provinsi dalam UU Pemerintahan Aceh | Perlu ada klar-
sebagai Daerah Provinsi pejabat senior yang merupakan istilah umum semata, tidak mempengaruhi status for- | ifikasi men-
Dalam UU pemerintahan | dipilih akan ditentukan | mal Aceh secara hukum dan politik. yangkut istilah
Aceh (Pasal 1 ayat 2 dan 4, | oleh legislatif Aceh status Aceh
dan Pasal 251) setelah pemilihan sebagai daerah
umum yang akan provinsi.
datang (butir 1.1.3)
2 Rujukan Kelembagaan Lembaga Wali Nang- | Kelembagaan Wali Nanggroe dicantumkan dalam MoU Helsinki Substansi
Wali Nanggroe (Pasal groe akan diben- dalam bagian Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh. Jadi, Wali Kelembagaan
96) tuk dengan segala Nanggroe memiliki keterkaitan dengan urusan penyelenggaaraan Wali Nanggroe
perangkat upacara dan | pemerintahan di Aceh sebagai lembaga yang independen. mesti merujuk
gelarnya (butir ke MoU Hel-
1.1.7) sinki
3 Perbatasan Wilayah Aceh | Perbatasan Aceh meru- | Perbatasan Wilayah Aceh tidak menyebutkan secara tegas rujukan | Pencantuman
(Pasal 3) juk pada perbatasan 1 | peraturan perundang- undangan. Maka dalam hal ini perlu disebut- | rujukan batas
Juli 1956 (butir 1.1.4) kan, bahwa batas Aceh disesuaikan dengan UU wilayah Aceh
24/1956, PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI sesuai UU
ACEH DAN PERUBAHAN PERATURAN 24/1956 ini

PEMBENTUKAN PROPINSI SUMATERA UTARA

menjadi pen-
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ting untuk
menghindari
dakwa-dakwi
soal patok
perbatasan
antara Aceh
dan Sumatera
Utara, serta
untuk meng-
hindari upaya
pemekaran
wilayah Aceh
tanpa persetu-
juan DPRA
dan Gubernur
Aceh.
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Lampiran 2 UUPA Bertentangan dengan MOU

PENJELASAN PELAKSANA
No MASALAH RESOLUSI MASALAH KEGIATAN
a. KEWENANGAN
1 UUPA pasal 3 ayat (1) “Daerah Aceh mempunyai UUPA pasal 3 ayat (1) berbenturan den- | Batasl Juli 1956 | CMI, GAM dan

ayat (3) “Dalam menyelenggarakan kewenangan pe-

merintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat:

a. melaksanakan sendiri;

b. menyerahkan sebagian kewenangan Pemerintah ke-
pada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/
kota;

c. melimpahkan sebagian kepada Gubernur selaku
wakil Pemerintah dan/atau instansi Pemerintah; dan

publik Indonesia sebagaimana dimaksud
pasal 7 ayat (2) dan (3) untuk mengem-
balikan redaksi bahasa kewenangan
bersifat nasional yang ada didalam
UUPA menjadi kewenangan dalam
semua sektor publik sebagaimana yang
tercantum di dalam MoU Helsinki.

Kewenangan ber-
sifat Nasional

batas-batas: a. sebelah Utara berbatasan dengan Selat gan MoU Helsinki poin 1.1.4 mengenai | belum di perkuat | Pemerintah RI
Malaka; b. sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi | perbatasan Aceh maka pihak CMI mem- | degan peta
Sumatera Utara; c. sebelah Timur berbatasan dengan fasilitasi kembali GAM dan Pemerintah | Giografis.
Selat Malaka; dan d. sebelah Barat berbatasan dengan RI agar segera diterbitkannya Keputusan
Samudera Indonesia”. Berbeturan dengan Mou poin Presiden (Kepres) tentang tapal batas
1.1.4 “perbatasan aceh merujuk pada perbatasan 1 juli | Aceh yang disertai dengan penandaan
1956 lokasi tapal batas
2 UUPA pasal 7 ayat (2) “Kewenangan Pemerintah UUPA pasal 7 berbenturan dengan MoU | Kewenangan DPRA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan Helsinki poin 1.1.2 mendorong supaya Aceh pada semua
pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, | DPRA segera mengusulkan Amande- sektor Publik
pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal na- | men UUPA mengenai kewenangan yang | di ubah dalam
sional, dan urusan tertentu dalam bidang agama” Dan | bersifat nasional kepada Pemerintah Re- | UUPA menjadi
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d. menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintah
Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dan gampong
berdasarkan asas tugas pembantuan.

Berbenturan dengan MoU Helsinki poin 1.1.2 huruf (a)
“Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua
sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan
dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam
bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keaman-
an nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan
kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan
tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Repub-
lik Indonesia sesuai dengan Konstitusi”. Di karenakan
Aceh kehilangan hak dalam melaksanakan kewenan-
gan dalam semua sektor publik. Penyebabnya adalah
redaksi bahasa “kewenangan bersifat nasional”. (dalam
penjelasan UUPA yang di maksud kewenangan bersifat
nasional kebijakan di bidang perencanaan nasional, ke-
bijakan di bidang pengendalian pembangunan nasional,
perimbangan keuangan, administrasi negara, lembaga
perekomonian negara, pembinaan dan pemberdayaan
manusia, teknologi tinggi yang strategis, serta konserfasi
dan standarisasi nasional).

3 UUPA pasal 16 ayat (1) “Urusan wajib yang menjadi ke- | UUPA pasal 16 ayat (1) berbentur-
wenangan Pemerintahan Aceh sebagaimana dimaksud | an dengan MoU Helsinki poin 1.1.2
dalam Pasal 14 ayat (3) merupakan urusan dalam skala | mendorong supaya DPRA mengusulkan
Aceh yang meliputi: a. perencanaan, pemanfaatan, dan | Amandemen UUPA pada pasal tersebut
pengawasan tata ruang; b. perencanaan dan pengen- tidak lagi harus berpedoman pada Pera-
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dalian pembangunan; c. penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat; d. penyediaan
sarana dan prasarana umum; e. penanganan bidang
kesehatan; f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi
sumber daya manusia potensial; g. penanggulangan
masalah sosial lintas kabupaten/kota; h. pelayanan
bidang penyediaan lapangan kerja dan ketenagaker-
jaan lintas kabupaten/kota; i. fasilitasi pengembangan
koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas
kabupaten/kota; j. pengendalian lingkungan hidup;

k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/
kota; 1. pelayanan kependudukan dan catatan sipil; m.
pelayanan administrasi umum pemerintahan; n. pe-
layanan administrasi penanaman modal termasuk lintas
kabupaten/kota; dan o. penyelenggaraan pelayanan
dasar lain yang belum dapat dilaksanakan oleh pemer-
intahan kabupaten/kota. Ayat (2) “Urusan wajib lainnya
yang menjadi kewenangan pelaksanaan keistimewaan
Aceh yang antara lain meliputi: a. penyelenggaraan
kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’at
Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga
kerukunan hidup antarumat beragama; b. penyeleng-
garaan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta
menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat
Islam; e. peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh;
dan f. penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (3)

turan Perundang-undangan.

Pasal pasal dan
ayat dalam UUPA
mengharuskan
berpedoman pada
peraturan perun-
dang-undangan
hal ini telah
mengamputasi
kewenangan
Aceh Pada semua
sektor publik

DPRA
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“Urusan Pemerintahan Aceh yang bersifat pilihan meli-
puti urusan pemerintahan yang secara nyata berpotensi
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai
dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Aceh”.
Dan Ayat (4) “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur
lebih lanjut dalam Qanun Aceh dengan berpedoman
pada peraturan perundang-undangan”. Bertentangan
dengan MoU Helsinki poin 1.1.2 “Undang-undang baru
tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan
didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: a).
Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua
sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan
dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali
dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar,
keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal,
kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama,
dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan
Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Kon-
stitusi; b. Persetujuan- persetujuan internasional yang
diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia yang terkait
dengan hal ikhwal kepentingan khusus Aceh akan ber-
laku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh;
c. Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan
dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif
Aceh; d. Kebijakan-kebijakan administratif yang diambil
oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh
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akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan
Kepala Pemerintah Aceh.

UUPA pasal 21 ayat (1) “Penyelenggara Pemerintahan
Aceh terdiri atas Pemerintah Aceh dan DPRA”. Ayat (2)
“Penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota terdi-

ri atas pemerintah kabupaten/kota dan DPRK”. Ayat

(3) “Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan
Aceh dan kabupaten/kota diatur lebih lanjut dalam
ganun”. Dan pasal 96 ayat (1) “Lembaga Wali Nanggroe
merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu mas-
yarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang
membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan
lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian
gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya”. Ayat
(2) “Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bukan merupakan lembaga politik dan
lembaga pemerintahan di Acel’. Ayat (3) “Lembaga
Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe yang bersifat per-
sonal dan independen” Dan Ayat (4) “Ketentuan lebih
lanjut mengenai syarat-syarat calon, tata cara pemilihan,
peserta pemilihan, masa jabatan, kedudukan protokoler,
keuangan, dan ketentuan lain yang menyangkut Wali
Nanggroe diatur dengan Qanun Aceh”. Bertentangan
dengan MoU Helsinki 1.1.7 “Lembaga Wali Nanggroe
akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan
gelarnya”. dikarenakan dalam penyelenggaraan pemer-
intah Aceh dihilangkan legitimasinya terhadap

UUPA pasal 21 dan pasal 96 berbenturan
dengan MoU Helsinki poin 1.1.7. Dalam
hal ini meminta kepada CMI, GAM dan
Pemerintah RI agar dapat memperjalas
kedudukan Lembaga Wali Nanggroe
sebagai simbol pemersatu Aceh dengan
kewenangan tertentu bukan sebagai
lembaga adat.

UUPA menghil-
angkan kewenan-
gan Lembaga
Wali Nanggroe
sebagai simbol
pemersatu Aceh
dengan kewenan-
gan tertentu
menjadi sebuah
lembaga Adat

CMI,GAM dan
Pemerintah RI
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pelaksanaan pemerintah dalam bidang pemersatu
intansi pemerintah dan rakyat dan di posisikan sebagai
lembaga adat saja.

UUPA pasal 101 ayat (1) “Sekretariat Daerah Aceh dip-
impin oleh Sekretaris Daerah Aceh. Ayat (2) “Sekretaris
Daerah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang: (a) memban-
tu Gubernur dalam menyusun kebijakan; (b). mengoor-
dinasikan dinas, lembaga, dan badan Provinsi Aceh; dan
(b) membina Pegawai Negeri Sipil dalam wilayah Aceh”
Ayat (3) “Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan we-
wenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris
Daerah Aceh bertanggung jawab kepada Gubernur”
Ayat (4)“Dalam hal Sekretaris Daerah Aceh berhalan-
gan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah
dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk Gubernur’.
Dan Ayat (5) “Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan
organisasi, fungsi, tugas, dan wewenang Sekretariat
Daerah Aceh diatur dalam Qanun Aceh yang berpe-
doman pada peraturan perundang-undangan”.

Pasal 102 ayat (1) “Sekretaris Daerah Aceh diangkat dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenubhi syarat”. Ayat (2)
“Gubernur berkonsultasi dengan Presiden sebelum me-
netapkan seorang calon Sekretaris Daerah Aceh”. Ayat
(3) “Gubernur menetapkan seorang calon Sekretaris
Daerah Aceh dan disampaikan kepada Presiden untuk
ditetapkan”. Dan Ayat (4) “Presiden menetapkan calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Sekretaris

UUPA 101, 102 dan 103 berbenturan
dengan MoU Helsinki poin 1.1.2. dalam
hal ini agar DPRA mengajukan Amande-
men pasal-pasal tersebut supaya admin-
istrasi sipil di Aceh menjadi kewenangan
penuh Pemerintah Aceh.

Dalam UUPA
menghilang kan
kewenangan
Pimpinan
eksekutif dalam
mengelola
bawahan di
jabatan stuktural
pemerintah Aceh
secara penuh

DPRA
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Daerah Aceh dengan Keputusan Presiden”. Pasal 103
ayat (1) “Gubernur berkonsultasi dengan Presiden
sebelum Sekretaris Daerah Aceh diberhentikan”. Ayat
(2) “Gubernur menetapkan Sekretaris Daerah Aceh
untuk diberhentikan dan disampaikan kepada Presi-
den” Ayat (3) “Presiden menetapkan pemberhentian
Sekretaris Daerah Aceh sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan Keputusan Presiden”. dan pasal 104 ayat
(1) “Sekretariat daerah kabupaten/kota dipimpin oleh
sekretaris daerah kabupaten/kota”. Ayat (2) “Sekretaris
daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang: (a)
membantu bupati/walikota dalam menyusun kebijakan;
(b) mengoordinasikan dinas, lembaga, dan badan ka-
bupaten/kota; (c) membina Pegawai Negeri Sipil dalam
kabupaten/kota”. Ayat (3) “Dalam melaksanakan tugas,
fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), sekretaris daerah kabupaten/kota bertanggung
jawab kepada bupati/walikota. Ayat (3) “Dalam hal
sekretaris daerah kabupaten/kota berhalangan melak-
sanakan tugasnya, tugas sekretaris dilaksanakan oleh
pejabat yang ditunjuk bupati/walikota” Dan Ayat (4)
“Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi,
tugas dan fungsi sekretariat daerah kabupaten/kota
diatur dalam qanun kabupaten/kota yang berpedoman
pada peraturan perundang- undangan”. Bertentangan
dengan MoU Helsinki poin 1.1.2 “Undang-undang.
baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh
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akan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
a). Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua
sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan
dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam
bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keaman-
an nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan
kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan
tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik
Indonesia sesuai dengan Konstitusi; b. Persetujuan- per-
setujuan internasional yang diberlakukan oleh Pemerin-
tah Indonesia yang terkait dengan hal ikhwal kepentin-
gan khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan
persetujuan legislatif Aceh; c. Keputusan-keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang
terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi
dan persetujuan legislatif Aceh; d. Kebijakan-kebijakan
administratif yang diambil oleh Pemerintah Indone-

sia berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan
konsultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh”.
Aceh kehilangan hak dalam mengelola Administrasi
sipil terutama dalam menetapkan jabatan struktural
pemerintah sebagaimana tertuang dalam UUPA pasal
102 ayat (4) berbunyi “presiden menetapkan calon
sebagaimana di maksud paya ayat (3) menjadi sekretaris
daerah dengan keputusan presiden’.

Pertentangan ini ditegaskan dengan UUPA pasal 107
“ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata-
cara pengangkatan pemberhentian sekretaris daerah
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Aceh/sekretaris daerah kabupaten/kota diatur dengan
peraturan Peraturan Pemerintah”

UUPA pasal 118 ayat (1) "Pegawai Negeri Sipil di Aceh
merupakan satu kesatuan manajemen Pegawai Negeri
Sipil secara nasional’. ayat (2) “Manajemen Pegawai
Negeri Sipil di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangka-
tan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun,
gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban,
kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan
pengendalian jumlah”. Ayat (3) “Pengelolaan mana-
jemen pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat diserahkan pelaksanaannya kepada
Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota”. Pasal 119 ayat
(1) “Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
dari dan dalam jabatan eselon II pada Pemerintah Aceh
ditetapkan oleh Gubernur”. Ayat (2) “Pengangkatan, pe-
mindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan
eselon II pada pemerintah kabupaten/kota ditetapkan
oleh bupati/walikota”. Pasal 120 ayat (1) “Perpindahan
Pegawai Negeri Sipil antarkabupaten/kota dalam Aceh
ditetapkan oleh Gubernur”. Ayat (2) “Perpindahan Pega-
wai Negeri Sipil antarkabupaten/kota antarprovinsi dan
antarprovinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri”.
Ayat (3) “Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari Aceh/
kabupaten/kota ke departemen/lembaga pemerintah
non-departemen atau sebaliknya ditetapkan oleh Ment-
eri Dalam Negeri”. Ayat (4) “Perpindahan Pegawai

UUPA pasal 118, 119, 120 dan 121
berbenturan dengan MoU Helsinki poin
1.1.2. dalam hal ini agar DPRA menga-
jukan Amandemen pasal-pasal tersebut
supaya administrasi sipil di Aceh menja-
di kewenangan penuh Pemerintah Aceh.

Pimpinan
Eksekutif di
Aceh kehilangan
kewenangan me
ngelola Pegawai
Negeri Sipil

Di Aceh secara
penuh

DPRA
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Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) didasarkan pada norma, standar, dan
prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepega-
waian Negara”. Dan pasal 121 “Penetapan formasi Pega-
wai Negeri Sipil daerah setiap tahun anggaran diusulkan
oleh Gubernur kepada Menteri Pendayagunaan Apara-
tur Negara melalui Menteri Dalam Negeri”. Bertentan-
gan dengan MoU Helsinki poin 1.1.2 “Undang-undang
baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh
akan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
a). Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua
sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan
dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam
bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keaman-
an nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan
kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan
tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik
Indonesia sesuai dengan Konstitusi; b. Persetujuan-per-
setujuan internasional yang diberlakukan oleh Pemerin-
tah Indonesia yang terkait dengan hal ikhwal kepentin-
gan khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan
persetujuan legislatif Aceh; c. Keputusan- keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang
terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi
dan persetujuan legislatif Aceh; d. Kebijakan-kebijakan
administratif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia
berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan kon-
sultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh” Aceh
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kehilangan kewenangan mengelola tertib administrasi
pegawai negeri sipil.

UUPA pasal 141 ayat (1) “Perencanaan pembangunan
Aceh/kabupaten/kota disusun secara komprehensif
sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan
nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia dengan memperhatikan: a. nilai-nilai Islam;
b. sosial budaya; c. berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan; d. keadilan dan pemerataan; dan d. Ke-
butuhan”. Ayat (2) “Perencanaan pembangunan Aceh/
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan’. Ayat (3) “Masyarakat berhak terlibat un-
tuk memberikan masukan secara lisan maupun tertulis
tentang penyusunan perencanaan pembangunan Aceh
dan kabupaten/kota melalui penjaringan aspirasi dari
bawah”. pasal 142 ayat (1) “Pemerintah mempunyai
kewenangan menetapkan norma, standar, dan prosedur
penataan ruang dalam penyusunan Rencana Tata Ruang
Wilayah Aceh, dan kabupaten/kota dengan memper-
hatikan pembangunan berkelanjutan dan kelestarian
fungsi lingkungan hidup”. Dan pasal 171 ayat (1)
“Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota
berwenang me netapkan peruntukan lahan dan peman-
faatan ruang untuk kepentingan pembangunan dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan’”.
Ayat (2) “Ketentuan lebih lanjut mengenai peruntukan

UUPA pasal 141,142 dan 171 berben-
turan dengan MoU Helsinki poin 1.1.2
dan poin 1.3.4. dalam hal ini agar DPRA
mengajukan Amandemen pasal-pasal
tersebut supaya hak mengelola pemba-
ngunan dan tata ruang dapat dilakukan
secara penuh oleh Pemerintah Aceh
dalam tertib administrasi sipil.

Pemerintah
Aceh tidak dapat
merencanakan
konsep pem-
bangaunan dan
tata ruang secara
penuh

DPRA
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lahan dan pemanfaatan ruang Aceh sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh”. Ayat
(3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai peruntukan lahan
dan pemanfaatan ruang kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan qanun kabupat-
en/kota”. Bertentangan dengan MoU Helsinki poin 1.1.2
“Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemer-
intahan di Aceh akan didasarkan pada prinsip-prinsip
sebagai berikut: a). Aceh akan melaksanakan kewenan-
gan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggara-
kan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan,
kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan
luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal,
kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana
kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah
Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi; b. Persetu-
juan-persetujuan internasional yang diberlakukan oleh
Pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal ikhwal
kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan konsul-
tasi dan persetujuan legislatif Aceh; c. Keputusan-kepu-
tusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan
konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh; d. Kebija-
kan-kebijakan administratif yang diambil oleh Pemerin-
tah Indonesia berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan
dengan konsultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah
Acely’. Aceh kehilangan hak mengelola pembangunan
dan tata ruang Aceh dikarenakan perencanaan pemba-
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ngunan Aceh dan tata ruang Aceh harus sesuai dengan
sistem perencanaan pembangunan Nasional.

UUPA pasal 150 ayat (1) “Pemerintah menugaskan Pe-
merintah Aceh untuk melakukan pengelolaan kawasan
ekosistem Leuser di wilayah Aceh dalam bentuk pe-
lindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi
kawasan dan pemanfaatan secara lestari”. dan Ayat (2)
“Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabu-
paten/kota dilarang mengeluarkan izin pengusahaan
hutan dalam kawasan ekosistem Leuser sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)”. Bertentangan dengan MoU
Helsinki poin 1.1.2 huruf (a) “Aceh akan melaksanakan
kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan
diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil
dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar
negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal
moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebe-
basan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan
kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai
dengan Konstitusi”. Aceh kehilangan hak mengelola
kawasan ekosistem leuser jika tidak di tugaskan Pemer-
intah Pusat.

UUPA pasal 150 berbentuan dengan
MoU Helsinki poin 1.1.2. dalam hal ini
DPRA mengajukan Amandemen pasal
tersebut guna hak mengelola Ekosistem
Leuser dapat dilakukan oleh Pemerintah
Aceh tanpa ditugaskan oleh Pemerintah
RI.

Kewenengan
mengelola
Ekosistem Lauser
di rampas oleh
Pemerintah RI

DPRA

UUPA pasal 151 ayat (4) “Kewenangan lain di bidang
pos, telekomunikasi, dan informatika bagi Pe merintah
Aceh dan pemerintah kabupaten/kota selain sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

UUPA 151, 153 dan 156 berbeturan
dengan MoU Helsingki 1.1.2, 1.33 dan
1.3.4. dalam hal ini DPRA mengajukan
Amandemen pasal-pasal tersebut supaya
Aceh dapat menguasai 70% hasil dari

Sangat jelas

DPRA
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dan pasal 153 ayat (4) “Kewenangan lain di bidang

pers dan penyiaran bagi Pemerintah Aceh, selain yang
diatur dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan
berpedoman pada peraturan perundang- undangan”
Bertentangan dengan MoU Helsinki poin 1.1.2 (admin-
istrasi publik). dengan Pemerintah Aceh kehilangan hak
mengelola komunikasi dan informatika.

Dan pasal 156 ayat (6) “Pelaksanaan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)
berpedoman pada standar, norma, dan prosedur yang
ditetapkan Pemerintah”. Bertentangan dengan MoU
Helsinki poin 1.1.2 “Undang-undang baru tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan didasar-
kan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: a). Aceh akan
melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik,
yang akan diselenggarakan bersamaan dengan adminis-
trasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubun-
gan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional,
hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman
dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut
merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indone-
sia sesuai dengan Konstitusi; b. Persetujuan- persetu-
juan internasional yang diberlakukan oleh Pemerintah
Indonesia yang terkait dengan hal ikhwal kepentingan
khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan per-
setujuan legislatif Aceh; c. Keputusan-keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait
dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi

semua cadangan Hydrocarbon dari
sumber daya alam lainnya dalam tertib
administrasi publik.
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dan persetujuan legislatif Aceh; d. Kebijakan-kebijakan
administratif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia
berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan kon-
sultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh”

Poin 1.3.3 “Aceh akan memiliki kewenangan atas
sumber daya alam yang hidup di laut teritorial di sekitar
Acely’. dan poin 1.3.4 “Aceh berhak menguasai 70% hasil
dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya
alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang
di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar Aceh”
aceh kehilangan hak mengelola sumber daya alam.

10

UUPA pasal 160 ayat (1) “Pemerintah dan Pemerintah
Aceh melakukan pengelolaan bersama sumber daya
alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan
laut di wilayah kewenangan Aceh”. Ayat (2) “Untuk
melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Aceh dapat
menunjuk atau membentuk suatu badan pelaksana
yang ditetapkan bersama”. Ayat (3) “Kontrak kerja
sama dengan pihak lain untuk melakukan eksplorasi
dan eksploitasi dalam rangka pengelolaan minyak dan
gas bumi dapat dilakukan jika keseluruhan isi perjan-
jian kontrak kerja sama telah disepakati bersama oleh
Pemerintah dan Pemerintah Aceh”. Ayat (4) “Sebelum
melakukan pembicaraan dengan Pemerintah mengenai
kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Pemerintah Aceh harus mendapat persetujuan
DPRA’. Ayat (5) “Ketentuan lebih lanjut mengenai hal

UUPA pasal 160 bertentangan dengan
MoU Helsinki poin 1.1.2. dalam hal ini
DPRA mengajukan Amandemen pasal
tersebut dan mengadvokasi PP

No. 27 tahun 2017 tentang Minyak

dan Gas Bumi (MIGAS) dan PP No. 5
tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK Aron) sehingga Aceh tidak
kehilangan hak mengelola ekspoiltasi
dan eksplorasi sumber daya MIGAS bila
tanpa persetujuan Pemerintah RI.

Sangat jelas

DPRA
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Bertentangan
dengan MoU Helsinki poin 1.1.2 “Undang-undang
baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh
akan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
a). Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua
sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan
dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam
bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keaman-
an nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan
kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan
tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik
Indonesia sesuai dengan Konstitusi; b. Persetujuan-per-
setujuan internasional yang diberlakukan oleh Pemerin-
tah Indonesia yang terkait dengan hal ikhwal kepentin-
gan khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan
persetujuan legislatif Aceh; c. Keputusan-keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang
terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi
dan persetujuan legislatif Aceh; d. Kebijakan-kebijakan
administratif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia
berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan kon-
sultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh” Poin
1.3.2 “Aceh berhak menetapkan dan memungut pajak
daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan internal
yang resmi. Aceh berhak melakukan perdagangan dan
bisnis secara internal dan internasional serta menarik
investasi dan wisatawan asing secara langsung ke Aceh”
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Poin 1.3.3 “Aceh akan memiliki kewenangan atas
sumber daya alam yang hidup di laut teritorial di sekitar
Aceh’. Dan poin 1.3.4 “Aceh berhak menguasai 70% ha-
sil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya
alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang
di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar Aceh”
Aceh kehilangan hak mengelola MIGAS bila tanpa
persetujuan Pemerintah Pusat (dikeluarkannya PP No.
27 tahun 2017 tentang Minyak dan Gas Bumi (MIGAS)
dan PP No. 5 tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK Aron)).

11

UUPA pasal 165 ayat (1) “Penduduk di Aceh dapat
melakukan perdagangan dan investasi secara internal
dan internasional sesuai dengan peraturan perundang-
undangan”. Ayat (2) “Pemerintah Aceh dan pemerintah
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dapat
menarik wisatawan asing dan memberikan izin yang
terkait dengan investasi dalam bentuk penanaman
modal dalam negeri, penanaman modal asing, ekspor
dan impor dengan memperhatikan norma, standar,

dan prosedur yang berlaku secara nasional”. Ayat (3)
“Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota
sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan norma,
standar, dan prosedur yang berlaku nasional berhak
memberikan: a. izin eksplorasi dan eksploitasi pertam-
bangan umum; b. izin konversi kawasan hutan; c. izin
penangkapan ikan paling jauh 12 mil laut diukur dari
garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan

UUPA pasal 165 berbenturan dengan
MoU helsinki poin 1.1.2, 1.3.3, 1.3.4 dan
1.3.5. dalam hal ini DPRA mengajukan
Amandemen pasal-pasal tersebut agar
Aceh tidak kehilangan hak dalam men-
gatur perdagangan dan investasi.

Sangat jelas
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kepulauan untuk provinsi dan satu per tiga dari wilayah
kewenangan daerah provinsi untuk daerah kabupaten/
kota; d. izin penggunaan operasional kapal ikan dalam
segala jenis dan ukuran; e. izin penggunaan air permu-
kaan dan air laut; f. izin yang berkaitan dengan pengelo-
laan dan pengusahaan hutan; dan g. izin operator lokal
dalam bidang telekomunikasi. Ayat (4) “Pemberian

izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
harus mengacu pada prinsip-prisip pelayanan publik
yang cepat, tepat, murah, dan prosedur yang sederhana”
Bertentangan dengan MoU Helsinki poin 1.1.2 “Un-
dang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemer-
intahan di Aceh akan didasarkan pada prinsip-prinsip
sebagai berikut: a. Aceh akan melaksanakan kewenan-
gan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggara-
kan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan,
kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan
luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal,
kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana
kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerin-
tah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi; b.
Persetujuan-persetujuan internasional yang diberlaku-
kan oleh Pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal
ikhwal kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan
konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh; c. Keputu-
san-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan
dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh;

180

KAJIAN MOU HELSINKI DAN IMPLEMENTASI UUPA



d. Kebijakan-kebijakan administratif yang diambil oleh
Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh akan
dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan Kepala
Pemerintah Aceh”. Poin 1.3.3 “Aceh akan memiliki
kewenangan atas sumber daya alam yang hidup di

laut teritorial di sekitar Aceh” poin 1.3.4 “Aceh berhak
menguasai 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon
dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di
masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial
sekitar Aceh” dan poin 1.3.5 “Aceh melaksanakan pem-
bangunan dan pengelolaan semua pelabuhan laut dan
pelabuhan udara dalam wilayah Aceh’. Aceh kehilangan
hak dalam pengatur perdagangan dan investasi.

12

UUPA pasal 166 “Pemerintah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dapat menyediakan fasilitas per-
pajakan berupa keringanan pajak, pembebasan bea ma-
suk, pembebasan pajak-pajak dalam rangka impor ba-
rang modal, dan bahan baku ke Aceh dan ekspor barang
jadi dari Aceh, fasilitas investasi, dan lain-lain fasilitas
fiskal yang diusulkan oleh Pemerintah Aceh”. Bertentan-
gan dengan MoU Helsinki poin 1.1.2 “Undang-undang
baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh
akan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua
sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan
dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam
bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keaman-
an nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal,

UUPA pasal 166 berbenturan dengan
MoU Helsinki 1.1.2,1.3.2,1.3.3,1.3.4
dan 1.3.5. dalam hal ini DPRA menga-
jukan Amandemen pasal-pasal tersebut
agar Aceh dapat menikmati keringanan
pajak, pemungutan pajak, keringanan
bea masuk dan lain- lain fasilitas fiskal.

Sangat jelas

DPRA
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kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana
kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerin-
tah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi; b.
Persetujuan-persetujuan internasional yang diberlaku-
kan oleh Pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal
ikhwal kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan
konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh; c. Keputusan-
keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indo-
nesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan
konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh; d. Kebijakan-
kebijakan administratif yang diambil oleh Pemerintah
Indonesia berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan
dengan konsultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah
Aceh. Poinl.3.2 “Aceh berhak menetapkan dan memu-
ngut pajak daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan
internal yang resmi. Aceh berhak melakukan perdagan-
gan dan bisnis secara internal dan internasional serta
menarik investasi dan wisatawan asing secara langsung
ke Acely’. Poin 1.3.3 “Aceh akan memiliki kewenangan
atas sumber daya alam yang hidup di laut teritorial di
sekitar Aceh” Poin 1.3.4 “Aceh berhak menguasai 70%
hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber
daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa men-
datang di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar
Acely. Dan poin 1.3.5 “Aceh melaksanakan pemba-
ngunan dan pengelolaan semua pelabuhan laut dan
pelabuhan udara dalam wilayah Aceh” Aceh kehilangan
hak menikmati keringan pajak/pemungutan pajak,
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keringananan biaya masuk, keringan pajak-pajak dan
lain-lain fasilitas fiskal jika tidak di atur dengan peratur-
an perundang-undangan lainnya.

13

UUPA pasal 196 ayat (1) “Pemerintah Aceh berwenang
menetapkan persyaratan untuk lembaga keuangan bank
dan lembaga keuangan bukan bank dalam penyaluran
kredit di Aceh sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan”. Ayat (2) “Pemerintah
Aceh dapat menetapkan tingkat suku bunga tertentu
setelah mendapatkan kesepakatan dengan lembaga
keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank
terkait”. Ayat (3) “Pemerintah Aceh dapat menanggung
beban bunga akibat tingkat suku bunga sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) untuk program pembangunan
tertentu yang telah disepakati dengan DPRA”. Ayat (4)
“Bank asing dapat membuka cabang atau perwakilan di
Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan”
Dan pasal 197 “Tata cara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, perubahan, perhitungan, pertanggung-
jawaban dan pengawasan APBA/APBK, diatur dalam
qanun dengan berpedoman pada peraturan perun-
dang-undangan”. Bertentangan dengan MoU Helsinki
poin 1.1.2 “Undang-undang baru tentang Penyelengga-
raan Pemerintahan di Aceh akan didasarkan pada prin-
sip-prinsip sebagai berikut: a). Aceh akan melaksanakan
kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan
diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil
dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar

UUPA pasal 196 dan 197 berbenturan
dengan MoU Helsinki poin 1.1.2. dalam
hal ini DPRA mengajukan Amandemen
pasal-pasal tersebut agar Aceh dapat
melakukan tata kelola perbankan dan
suku bunga bank.

Sangat jelas
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negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal
moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebe-
basan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan
kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai
dengan Konstitusi; b. Persetujuan-persetujuan internasi-
onal yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia yang
terkait dengan hal ikhwal kepentingan khusus Aceh
akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legis-
latif Aceh; c. Keputusan- keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh
akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan leg-
islatif Aceh; d. Kebijakan- kebijakan administratif yang
diambil oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan
Aceh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetu-
juan Kepala Pemerintah Aceh” Aceh kehilangan hak
dalam mengelola kewenangan pada konsep kebijakan
lokal dan aceh kehilangan hak memberi ijin bank asing
berada di Aceh karena harus mengacu pada perundang-
undangan pemerintah pusat.

14

UUPA pasal 215 ayat (1) “Pendidikan yang diselengga-
rakan di Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem
pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakter-
istik, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat”. Dan
ayat (2) “Pendidikan diselenggarakan dengan member-
dayakan semua komponen masyarakat termasuk kelom-
pok perempuan melalui peran serta dalam penyelengga-
raan pendidikan dan pengendalian mutu layanan” Dan
pasal 218 ayat (1) “Pemerintah Aceh dan pemerintah

UUPA pasal 215 dan 218 berbenturan
dengan MoU Helsinki poin 1.1.2. dalam
hal ini DPRA mengajukan Amande-
men pasal-pasal tersebut agar Aceh
dapat mengatur kurikulum dan silabus
pendidikan sesuai dengan karakteristik
masyarakat Aceh.

Pemerintah

Aceh tidak dapat
mengatur standar
Pendidikan yang
sesuai dengan

ke khususan dan
kebijakan Lokal
Aceh.

DPRA
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kabupaten/kota menetapkan kebijakan mengenai penye-
lenggaraan pendidikan formal, pendidikan dayah dan
pendidikan nonformal lain melalui penetapan kuriku-
lum inti dan standar mutu bagi semua jenis dan jenjang
pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undan-
gan’. Ayat (2) “Alokasi dana pendidikan melalui APBA/
APBK hanya diperuntukkan bagi pendidikan pada
tingkat sekolah”. Dan ayat (3) “Pemerintah Aceh dan pe-
merintah kabupaten/kota memberikan kesempatan luas
kepada lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan,
lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha untuk
menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan
yang bermutu sesuai dengan peraturan perundang-un-
dangan”

Bertentangan dengan MoU Helsinki poin 1.1.2 “Un-
dang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemer-
intahan di Aceh akan didasarkan pada prinsip-prinsip
sebagai berikut: a). Aceh akan melaksanakan kewenan-
gan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggara-
kan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan,
kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan
luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal,
kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana
kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah
Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi; b. Persetu-
juan-persetujuan internasional yang diberlakukan oleh
Pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal ikhwal
kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan
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konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh; c. Keputu-
san-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan
dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh; d.
Kebijakan-kebijakan administratif yang diambil oleh
Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh akan
dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan Kepala
Pemerintah Aceh’. Aceh kehilangan kewenangan men-
gatur kurikulum, silabus, fiqih, tauhid, dan tasauf sesui
dengan karakteristik masyarakat Aceh.

15

UUPA pasal 235 ayat (1) “Pengawasan Pemerintah
terhadap ganun dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan”. Ayat (2) “Pemerintah dapat
membatalkan qanun yang bertentangan dengan : a.
kepentingan umum; b. antarqanun; dan c. peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, kecuali diatur
lain dalam Undang-Undang ini”. Ayat (3) “Qanun dapat
diuji oleh Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan
perundang-undangan”. Ayat (4) “Qanun sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) yang mengatur tentang pelak-
sanaan syariat Islam hanya dapat dibatalkan melalui
uji materi oleh Mahkamah Agung”. Ayat (5) “Sebelum
disetujui bersama antara Gubernur dan DPRA, serta
bupati/walikota dan DPRK, Pemerintah mengeval-
uasi rancangan ganun tentang APBA dan Gubernur
mengevaluasi rancangan APBK” Dan Ayat (6) “Hasil
evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat

UUPA pasal 235 berbenturan dengan Sangat Jelas DPRA
MoU Helsinki poin 1.1.2. dalam hal ini
DPRA mengajukan Amandemen pasal

tersebut agar Pemerintah RI tidak den-
gan serta merta secara sepihak melaku-
kan pembatalan regulasi-regulasi yang

dibuat oleh Pemerintah Aceh.
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mengikat Gubernur dan bupati/walikota untuk dilak-
sanakan”. Bertentangan dengan MoU Helsinki poin 1.1.2
“Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemer-
intahan di Aceh akan didasarkan pada prinsip-prinsip
sebagai berikut: a). Aceh akan melaksanakan kewenan-
gan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggara-
kan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan,
kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan
luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal,
kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana
kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerin-
tah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi; b.
Persetujuan- persetujuan internasional yang diberlaku-
kan oleh Pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal
ikhwal kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan
konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh; c. Keputu-
san-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan
dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh; d.
Kebijakan-kebijakan administratif yang diambil oleh
Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh akan
dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan Kepala
Pemerintah Aceh”. Aceh kehilangan kewenangan karena
peraturan yang di buat oleh pemerintah Aceh dapat di
batalkan sepihak oleh pemerintah pusat padahal dalam
hal ini wewenang penuh dan mutlak pemerintah aceh
tanpa perlu berkoordinasi, konsultasi dan persetujuan
pemerintah pusat.
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UUPA pasal 245 ayat (1) “Anggota Satuan Polisi
Pamong Praja dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai
Negeri Sipil”. Dan ayat (2) “Penyidikan dan penuntut-
an terhadap pelanggaran atas qanun dilakukan oleh
pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan
peraturan perundang-undangan”. Bertentangan dengan
MoU Helsinki poin 1.1.2 “Undang-undang baru tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan didasar-
kan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: a). Aceh akan
melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik,
yang akan diselenggarakan bersamaan dengan adminis-
trasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubun-
gan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional,
hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman
dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut
merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indo-
nesia sesuai dengan Konstitusi; b. Persetujuan-persetu-
juan internasional yang diberlakukan oleh Pemerintah
Indonesia yang terkait dengan hal ikhwal kepentingan
khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan
persetujuan legislatif Aceh; c. Keputusan- keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang
terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi
dan persetujuan legislatif Aceh; d. Kebijakan- kebijakan
administratif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia
berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan kon-
sultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh” Poin
1.4.1 “Pemisahan kekuasaan antara badan-badan

UUPA pasal 245 berbenturan dengan
MoU Helsingki poin 1.1.2, 1.4.1 dan
1.4.4. dalam hal ini DPRA mengajukan
Amandemen pasal tersebut agar redaksi
bahasa dalam pasal tersebut tidak multi-
tafsir dan sesegera mungkin pemerintah
Aceh mengusulkan pengangkatan peny-
idik PNS dari Satpol PP dan Wilayatul
Hisbah.

Sangat Jelas

DPRA
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legislatif, eksekutif dan yudikatif akan diakui” dan poin
1.4.4 “Pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh dan Kepala
Kejaksaan Tinggi harus mendapatkan persetujuan
Kepala Pemerintah Aceh. Penerimaan (rekruitmen)

dan pelatihan anggota kepolisian organik dan penuntut
umum akan dilakukan dengan berkonsultasi dan atas
persetujuan Kepala Pemerintahan Aceh, sesuai dengan
standar nasional yang berlaku”

17

UUPA pasal 246 ayat (4) “Ketentuan lebih lanjut men-
genai bentuk bendera sebagai lambang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Qanun Aceh yang
berpedoman pada peraturan perundang-undangan’”.
Pasal 247 ayat (1) “Pemerintah Aceh dapat menetapkan
lambang sebagai simbol keistimewaan dan kekhususan”.
Dan ayat (2) “Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang
sebagai simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Qanun Aceh”. Pasal 248 ayat (1) “Lagu In-
donesia Raya adalah lagu kebangsaan yang bersifat nasi-
onal dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Ayat
(2) “Pemerintah Aceh dapat menetapkan himne Aceh
sebagai pencerminan keistimewaan dan kekhususan”.
Dan ayat (3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai himne
Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Qanun Aceh”. Bertentangan dengan MoU Helsinki poin
1.1.2 “Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan di Aceh akan didasarkan pada prin-
sip-prinsip sebagai berikut: a). Aceh akan melaksanakan
kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan

UUPA pasal 246 ayat (4), pasal 247 dan
pasal 248 berbenturan dengan MoU
Helsinki poin 1.1.2 dan 1.1.5. dalam hal
ini DPRA mengajukan Amandemen ayat
di pasal tersebut serta mengadvokasi

PP No. 77/2007 agar Qanun tentang
Bendera dan Lambang Aceh yang telah
ditetapkan dapat segera dilaksanakan.

Sangat Jelas

DPRA
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diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil
dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar
negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal
moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebe-
basan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan
kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai
dengan Konstitusi; b. Persetujuan-persetujuan interna-
sional yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia
yang terkait dengan hal ikhwal kepentingan khusus
Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan
legislatif Aceh; c. Keputusan-keputusan Dewan Per-
wakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan
Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan
legislatif Aceh; d. Kebijakan-kebijakan administratif
yang diambil oleh Pemerintah Indonesia berkaitan
dengan Aceh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan
persetujuan Kepala Pemerintah Aceh”. Dan poin 1.1.5
“Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol
wilayah termasuk bendera, lambang dan himne”. Karena
di paksakan Qanun Aceh harus berpedoman pada
peraturan perundang-undangan sehingga Qanun No.

3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh di
benturkan dengan PP 77 tahun 2007.

18

UUPA Pasal 249 “Pembinaan dan pengawasan penye-
lenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintah kabu-
paten/kota dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dan Pasal
250 ayat (1) “Gubernur menyelesaikan perselisihan

UUPA pasal 249 dan pasal 250 ber-
benturan dengan MoU Helsinki poin

6. Pengajuan Amandemen dilakukan
oleh DPRA dengan difasilitasi oleh CMI
mengingat pasal 249 dan 250 tidak

Kewenangan
Lembaga Wali
sebagai simbol
Pemersatu Aceh
dengan kewena-

DPRA
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jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi
pemerintahan antarkabupaten/kota dalam Provinsi
Acel”. Ayat (2) “Menteri Dalam Negeri menyelesaikan
perselisihan jika terjadi perselisihan antarprovinsi,
antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta
antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahn-
ya” Dan ayat (3) “Keputusan penyelesaian perselisihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
bersifat final dan mengikat”. Bertentangan dengan MoU
Helsinki poin 6 “Penyelesaian perselisihan.

6.1. jika terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksa-
naan Nota Kesepahaman ini, maka akan segera disele-
saikan dengan cara berikut: a) Sebagai suatu aturan,
perselisihan yang terjadi atas pelaksanaan Nota Kesepa-
haman ini akan diselesaikan oleh Kepala Misi Mon-
itoring, melalui musyawarah dengan para pihak dan
semua pihak memberikan informasi yang dibutuhkan
secepatnya. Kepala Misi Monitoring akan mengambil
keputusan yang akan mengikat para pihak. b) Jika Kepa-
la Misi Monitoring menyimpulkan bahwa perselisihan
tidak dapat diselesaikan dengan cara sebagaimana
tersebut di atas, maka perselisihan akan dibahas bersa-
ma oleh Kepala Misi Monitoring dengan wakil senior
dari setiap pihak. Selanjutnya, Kepala Misi Monitoring
akan mengambil keputusan yang akan mengikat para
pihak. ¢) Dalam kasus-kasus di mana perselisihan tidak
dapat diselesaikan melalui salah satu cara sebagaimana
disebutkan di atas, Kepala Misi Monitoring

berdasar pada MoU Helsinki poin 6.

ngan tertentu ti-
dak di akomodir.
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akan melaporkan secara langsung kepada Menteri
Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik
Indonesia, pimpinan politik GAM dan Ketua Dewan
Direktur Crisis Management Initiative, serta memberi-
tahu Komite Politik dan Keamanan Uni Eropa. Setelah
berkonsultasi dengan para pihak, Ketua Dewan Direktur
Crisis Management Initiative akan mengambil keputu-
san yang mengikat para pihak. Pemerintah RI dan GAM
tidak akan mengambil tindakan yang tidak konsisten
dengan rumusan atau semangat Nota Kesepahaman

ini”. karena MoU Helsinki tidak mengatur perselisihan
pemerintah Aceh dengan pemerintah kabupaten/kota.

b. EKONOMI

Perintah RI tidak mengalokasikan dana secara khusus
untuk pembiayaan program reintegrasi dalam memper-
lancarkan reintigrasi mantan GAM ke dalam mas-
yarakat, pengalokasikan tanah pertanian yang pantas,
pekerjaan, jaminan sosial yang layak bagi yang tidak
mampu dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalan-
gan sipil yang terkena dampak. ini bertentangan dengan
MoU Helsinki poin 3.2.5 “Pemerintah RI akan men-
galokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai
kepada Pemerintah Aceh dengan tujuan untuk memper-
lancar reintegrasi mantan pasukan GAM ke

dalam masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik
dan kalangan sipil yang terkena dampak. Pemerintah
Aceh akan memanfaatkan tanah dan dana sebagai beri-
kut: a) Semua mantan pasukan GAM akan menerima

CMI, GAM, Pemerintah RI dan Pemer-
intah Aceh harus mengadvokasi kembali
tentang tuntutan poin 3.3.5 yang menjadi
kewenangan Pemerintah RI dalam hal
pengalokasian tanah pertanian dan dana
yang memadai kepada Pemerintah Aceh
dengan tujuan untuk memperlancarkan
reintegrasi mantan Pasukan GAM keda-
lam masyarakat dan rakyat sipil yang
menderita kerugian akibat konflik.

Sangat jelas

CMI,GAM,Pe-
merintah RI dan
Pemerintah
Aceh
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alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau
jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila
mereka tidak mampu bekerja. b) Semua tahanan politik
yang memperoleh amnesti akan menerima alokasi tanah
pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial
yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu
bekerja. ¢) Semua rakyat sipil yang dapat menunjuk-
kan kerugian yang jelas akibat konflik akan menerima
alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau
jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila
tidak mampu bekerja”

UUPA pasal 167 ayat (1) “Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Sabang adalah suatu kawasan
yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean
sehingga bebas dari: a. tata niaga; b. pengenaan bea ma-
suk; c. pajak pertambahan nilai; dan d. pajak penjualan
atas barang mewah”. Ayat (2) “Ketentuan mengenai be-
bas dari tata niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, tidak meliputi barang-barang yang dikenakan
aturan karantina dan jenis barang/jasa yang secara tegas
dilarang oleh undang-undang serta tidak berlaku untuk
perdagangan antara kawasan Sabang dengan daerah
pabean Indonesia dan sebaliknya” Dan ayat (3) “Untuk
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Aceh berke-
wajiban membangun dan menyiapkan infrastruktur
ekonomi yang dibutuhkan untuk efektivitas

DPRA harus mengevaluasi UUPA pasal
167, 168, 169 dan 170 serta mengadvoka-
si Keputusan Presiden (Kepres) No. 150
tahun 2000 tentang Kawasan Pengem-
bangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Sa-
bang, agar sesuai dengan MoU Helsinki
poin 1.3.2 dan 1.3.5.

Sangat jelas

DPRA
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perdagangan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang” Pas-
al 168 “Gubernur selaku wakil Pemerintah berwenang
melarang jenis barang tertentu untuk dimasukkan ke
dalam atau dikeluarkan dari kawasan Sabang” Pasal

169 ayat (1) “Pemerintah bersama Pemerintah Aceh
mengembangkan Kawasan Perdagangan Sabang sebagai
pusat pertumbuhan ekonomi regional melalui kegiatan
di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan
dan energi, transportasi dan maritim, pos dan teleko-
munikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, pengolahan,
pengepakan, dan gudang hasil pertanian, perkebunan,
perikanan, dan industri dari kawasan sekitarnya”

Dan ayat (2) “Pengembangan Kawasan Sabang diarah-
kan untuk kegiatan perdagangan dan investasi serta ke-
lancaran arus barang dan jasa kecuali jenis barang dan
jasa yang secara tegas dilarang oleh undang-undang”.
Dan pasal 170 ayat (1) “Untuk memperlancar kegiatan
pengembangan Kawasan Sabang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 169, Pemerintah melimpahkan kewenan-
gan di bidang perizinan dan kewenangan lain yang
diperlukan kepada Dewan Kawasan Sabang”. Ayat (2)
“Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Dewan Kawasan Sabang menerima pendelegasian
kewenangan di bidang perizinan dan kewenangan lain
yang diperlukan untuk pengembangan Kawasan Sabang,
dari Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Be-
sar dan Pemerintah Kota Sabang” Ayat (3) “Pelimpahan
kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
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dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan dan pende-
legasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun
sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Dan ayat (4)
“Kewenangan Dewan Kawasan Sabang sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dan ayat dilaksanakan oleh Badan
Pengusahaan Kawasan Sabang untuk mengeluarkan izin
usaha, izin investasi, dan izin lain yang diperlukan para
pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha

di Kawasan Sabang”. Belum maksimal pelaksanaan

dari pasal-pasal tersebut sehingga sampai dengan hari
ini Kawasan Perdagangan Ekonomi Terpadu (KAPET)
sabang tidak dapat bekerja dengan baik.

3 UUPA pasal 173 ayat (1) “Pelabuhan dan bandar udara | DPRA harus mengevaluasi UUPA pasal | Tata Kelola dan DPRA

umum yang pada saat Undang-Undang ini diundang- 173 karena berbenturan dengan MoU Perencanaan
kan, dikelola oleh badan usaha milik negara (BUMN) Helsinki poin 1.3.5. dan mengadvokasi Pembangunan
dikerjasamakan pengelolaannya dengan Pemerintah supaya di Amandemen UUPA pasal Pelabuhan laut
Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota”. Ayat (2) tersebut agar Aceh dapat melaksanakan | dan udara di
“Kerja sama pengelolaan sebagaimana dimaksud pada | pembangunan dan pengelolaan semua Aceh di rampas
ayat (1), dapat berbentuk perusahaan patungan yang pelabuhan laut dan udara dalam wilayah | oleh Pemerintah
dilaksanakan sesuai dengan norma, standard dan Aceh secara penuh bukan hanya dikelola | RI

prosedur yang berlaku” Dan ayat (3) “Pelaksanaan fung- | oleh BUMN dengan kerja sama Pemer-
si keselamatan pelayaran dan keselamatan penerbangan | intah Aceh.

bagi pelabuhan dan bandar udara umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh
Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undan-
gan’. Dan ayat (4) “Pelaksanaan kerja sama pengelolaan
pelabuhan dan bandar udara umum yang dikelola oleh

KAJIAN MOU HELSINKI DAN IMPLEMENTASI UUPA



badan usaha milik negara (BUMN) sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan norma,
standar, dan prosedur yang berlaku”. Bertentangan
dengan MoU Helsinki poin 1.3.5 “Aceh melaksanakan
pembangunan dan pengelolaan semua pelabuhan

laut dan pelabuhan udara dalam wilayah Aceh”. Aceh
kehilangan hak melaksanakan pembangunan dan pen-
gelolaan semua pelabuhan laut dan pelabuhan udara.
Di karenakan di tegaskan oleh UUPA pasal 173 ayat (1)
“Pelabuhan dan bandar udara umum yang pada saat
Undang-Undang ini diundangkan, dikelola oleh badan
usaha milik negara (BUMN) dikerjasamakan pengelo-
laannya dengan Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah
kabupaten/kota”. Dikelola oleh BUMN (badan Usaha
Milik negara) dengan kerja sama pemerintah Aceh.

UUPA pasal 179 ayat (1) “Penerimaan Aceh dan kabu-
paten/kota terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pem-
biayaan”. Dan ayat (2) “Pendapatan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. Pendapatan
Asli Daerah; b. Dana Perimbangan; c. Dana Otonomi
Khusus; dan d. lain-lain pendapatan yang sah” Dan Pas-
al 180 ayat (1) “Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Aceh dan PAD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
Pasal 179 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. pajak daerah; b.
retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan milik Aceh/kabupaten/kota dan hasil
penyertaan modal Aceh/kabupaten/ kota; d. zakat; dan
e. lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli

UUPA pasal 179 dan pasal 180 ber-
tentangan dengan MoU Helsinki poin
1.3.2. harus di usulkan Amandemen
oleh DPRA agar Aceh dapat memungut
pajaknya baik PPn, PPh, PBB, bagi hasil
serta sumber pendapatan Aceh lainnya
tanpa harus berpedoman pada perun-
dang-undangan.

Sangat Jelas

DPRA
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kabupaten/kota yang sah” Dan ayat (2) “Pengelolaan
sumber PAD Aceh dan PAD kabupaten/kota se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan hurufb,
dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perun-
dang-undangan”. Bertentangan dengan MoU Helsinki
poin 1.3.2 “Aceh berhak menetapkan dan memungut pa-
jak daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan internal
yang resmi. Aceh berhak melakukan perdagangan dan
bisnis secara internal dan internasional serta menarik
investasi dan wisatawan asing secara langsung ke Aceh”.
Aceh kehilangan hak menetapkan dan memungut pajak.
Dikarenakan UUPA mengamanatkan pendapatan asli
daerah bersumber dari dana perimbangan,dana oto-
nomi khusus, zakat, restribusi daerah dilakukan dengan
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

UUPA pasal 181 ayat (1) “Dana perimbangan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf b
terdiri atas: a. Dana Bagi Hasil pajak, yaitu: 1). bagian
dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebe-
sar 90% (sembilan puluh persen); 2). bagian dari pener-
imaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) sebesar 80% (delapan puluh persen); dan 3).
bagian dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh Pasal
25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri
dan PPh Pasal 21) sebesar 20% (dua puluh persen); b.
Dana Bagi Hasil yang bersumber dari hidrokarbon dan
sumber daya alam lain, yaitu: 1). bagian dari kehutanan
sebesar 80% (delapan puluh persen); 2). bagian dari per-

UUPA pasal 181, 182, 183 bertentangan
dengan MoU Helsingki poin 1.3.2,1.3.3
dan 1.3.4. DPRA harus mengusulkan
Amandemen agar hak menguasai

70% hasil dari semua cadangan Hydro-
carbon dan sumber daya alam lainnya
yang ada saat ini dan masa mendatang di
wilayah Aceh maupun laut teritorial di
wilayah Aceh dapat terpenuhi kembali

Dalam UUPA
menghilangkan
Aceh Berhak
memperolehan
70% dari semua
sumber pendapa-
tan Pajak dan
penghasilan Hasil
Alam di Aceh,
sertah Aceh tidak
diberikan Hak
memungur Pajak
pada semua sek-

CMI,GAM,
Pemerintah RI
dan DPRA
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ikanan sebesar 80% (delapan puluh persen); 3). bagian
dari pertambangan umum sebesar 80% (delapan puluh
persen); 4). bagian dari pertambangan panas bumi
sebesar 80% (delapan puluh persen); 5). bagian dari
pertambangan minyak sebesar 15% (lima belas persen);
dan 6). bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 30%
(tiga puluh persen); c. Dana Alokasi Umum; d. Dana
Alokasi Khusus”. ayat (2) “pembagian Dana Perimban-
gan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dan
ayat (3) “Selain Dana Bagi Hasil sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Aceh mendapat
tambahan Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi yang
merupakan bagian dari penerimaan Pemerintah Aceh,
yaitu: a. bagian dari pertambangan minyak sebesar 55%
(lima puluh lima persen); dan b. bagian dari pertamban-
gan gas bumi sebesar 40% (empat puluh persen)”. Pasal
182 ayat (1) “Pemerintah Aceh berwenang mengelola
tambahan Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (3)”. Ayat (2)
“Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupa-
kan pendapatan dalam APBA” ayat (3) “Paling sedikit
30% (tiga puluh persen) dari pendapatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dialokasikan untuk membiayai
pendidikan di Aceh’. Ayat (4) “Paling banyak 70% (tujuh
puluh persen) dari pendapatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dialokasikan untuk membiayai program
pembangunan yang disepakati bersama antara

tor pendapatan
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Aceh dengan pemerintah kabupaten/kota” Ayat (5)
“Program pembangunan yang sudah disepakati bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh”. Ayat (6) “Keten-
tuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian

dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
diatur dalam Qanun Aceh’. Dan ayat (7) “Pemerintah
Aceh menyampaikan laporan secara periodik mengenai
pelaksanaan pengalokasian dan penggunaan tambahan
Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Pemerintah” Dan Pasal 183 ayat (1) “Dana Oto-
nomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179
ayat (2) huruf ¢, merupakan penerimaan Pemerintah
Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan
terutama pembangunan dan pemeliharaan infras-
truktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan
kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan
kesehatan” Ayat (2) “Dana Otonomi Khusus sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu
20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun per-
tama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya
setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi
Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai
dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan
1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional”
Ayat (3) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berlaku untuk daerah Aceh sesuai dengan batas
wilayah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3"
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Ayat (4) “Program pembangunan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dituangkan dalam program pemba-
ngunan provinsi dan kabupaten/kota di Aceh dengan
memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan
antarkabupaten/ kota untuk dijadikan dasar peman-
faatan dana otonomi khusus yang pengelolaannya diad-
ministrasikan pada Pemerintah Provinsi Aceh”. Dan ayat
(5) “Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk setiap tahun
anggaran yang diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh”
Bertentangan dengan MoU Helsinki poin

1.3.2 “Aceh berhak menetapkan dan memungut pajak
daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan internal
yang resmi. Aceh berhak melakukan perdagangan dan
bisnis secara internal dan internasional serta menar-

ik investasi dan wisatawan asing secara langsung ke
Acely”. poin 1.3.3 “Aceh akan memiliki kewenangan atas
sumber daya alam yang hidup di laut teritorial di sekitar
Acel”. dan poin 1.3.4 “Aceh berhak menguasai 70% ha-
sil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya
alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang
di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar Aceh”
Aceh kehilangan hak dalam mendapatkan pembagian
hasil 70% dari pendapatan pembagian dana bagi hasil
pajak yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan
(PBB), biaya perolehan hak atas tanah, pajak pengahas-
ilan (PPH), kehutanan, perikanan, pertambangan panas
bumi, pertambangan minyak, pertambangan gas bumi.
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6 UUPA pasal 194 ayat (1) “Pemerintah melaksanakan UUPA pasal 194 bertentangan dengan Tidak diberi Ru- | CMI, Pemerintah

prinsip transparansi dalam pengumpulan dan pen- MoU Helsinki poin 1.3.8. DPRA harus ang untuk adanya | RI dan Pemerin-
galokasian pendapatan yang berasal dari Acel’. Ayat segera mengusulkan Amandemen pasal | Auditor Asing tah Aceh

(2) “Dalam melaksanakan transparansi sebagaimana tersebut dan CMI, GAM dan Pemerintah | untuk memantau

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dapat meng- | RI harus segera memfasilitasi adanya Trasparansi da-

gunakan auditor independen yang ditunjuk oleh Badan | auditor asing di Aceh. lam pengumpulan

Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan se- dan pegalokasian

suai dengan peraturan perundang-undangan”. Dan ayat hasil pendapatan

(3) “Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan hasil pe- di Aceh

meriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Pemerintah dan Pemerintah Aceh” Bertentangan den-
gan MoU Helsinki poin 1.3.8 “Pemerintah RI bertekad
untuk menciptakan transparansi dalam pengumpulan
dan pengalokasian pendapatan antara Pemerintah Pusat
dan Aceh dengan menyetujui auditor luar melakukan
verifikasi atas kegiatan tersebut dan menyampaikan
hasil-hasilnya kepada Kepala Pemerintah Aceh’”. Pe-
merintah Aceh belum membentuk auditor asing untuk
melakukan verifikasi pengumpulan pendapatan antara
Pemerintah RI dan Pemerintah Aceh.

c. HAK AZASI MANUSIA

1 UUPA pasal 229 ayat (3) “Komisi Kebenaran dan CMI, GAM, Pemerintah RI dan Pemer- | Tidak bisa Pemerintah RI
Rekonsiliasi di Aceh bekerja berdasarkan peraturan intah Aceh harus melakukan penguatan | menindaklanjut | dan Pemerintah
perundang-undangan”. Bertentangan dengan MoU Hel- | dalam bentuk regulasi terhadap lembaga | kasus hasil kerja | Aceh
sinki poin 2.3 “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan | KKR yang telah terbentuk di Aceh Investigasi dan
dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsili- Advokasi KKR

asi Indonesia dengan tugas merumuskan dan
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upaya rekonsiliasi”. KKR Aceh yang telah dibentuk pada
saat ini tidak ada lagi rujukan perundang-undangan
karena UU No. 27 Tahun 2004 sudah dicabut oleh Mah-
kamah Konstitusi.

Sekretariat Daerah Aceh, Sekretariat DPRA, Dinas
Aceh, dan lembaga teknis Aceh yang diatur dengan Qa-
nun Aceh. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas
sekretariat daerah kabupaten/kota, sekretariat DPRK,
lembaga teknis kabupaten/kota, kecamatan yang diatur

serta gelar para
pejabat di Aceh(
Sekda, para Kepa-
la Dinas,Camat
dan semua lem

2 Pemerintah RI tidak membentuk sebuah pengadilan CMI, GAM dam Pemerintah RI harus Sangat jelas CMIL, GAM
hak asasi manusia di Aceh. Ini bertentangan dengan segera mengadvokasi sebuah regulasi Pemerintah RI
MoU Helsinki poin 2.2 “Sebuah Pengadilan Hak Asasi | supaya ada satu pengadilan HAM di
Manusia akan dibentuk untuk Aceh” Aceh.
d. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1 Pemerintah RI tidak membentuk suatu peradilan band- | CMI, GAM dan Pemerintah RI harus Sangat jelas CMI,GAM dan
ing di Aceh. hal ini bertentangan dengan MoU Helsinki | memfasilitasi sebuah regulasi mengenai Pemerintah RI
poin 1.1.2 huruf (a) “Aceh akan melaksanakan kewenan- | bentuk keputusan pengadilan banding
gan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggara- | di Aceh. Yang sesuai dengan Mou Poin
kan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, | 1.4.3. Supaya keputusan pengadilan
kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan | banding tersebut menjadi final dan
luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, | mengikat (inkracht).
kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana
kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah
Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi”. dan poin
1.4.1 “Pemisahan kekuasaan antara badan-badan legisla-
tif, eksekutif dan yudikatif akan di akui”
2 UUPA pasal 100 “Perangkat daerah Aceh terdiri atas Pengajuan Amandemen Pasal 100 UUPA | Penamaan Aceh | DPRA
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dengan qanun kabupaten/kota”. Bertentangan dengan
MoU Helsinki poin 1.1.3 “Nama Aceh dan gelar pejabat
senior yang dipilih akan ditentukan oleh legislatif Aceh
setelah pemilihan umum yang akan datang’.

baga di bawahnya
) harus di atur
dengan Qanun
Aceh Sesuai
dengan gelar dan
adat Istiadat yang
ada di Aceh, oleh
Legislatif Aceh.
Bukan hirarki
dengan strukture
dan penamaan
organisasi yang di
buat oleh Pemer-
intah RIL.

UUPA pasal 203 ayat (1) “Tindak pidana yang dilaku-
kan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia di Aceh
diadili sesuai dengan peraturan perundang-undangan”
Dan ayat (2) “Peradilan terhadap prajurit Tentara
Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan secara terbuka dan dibuka untuk umum
kecuali undang-undang menentukan lain”. Bertentangan
dengan MoU Helsinki poin 1.4.5. “Semua kejahatan
sipil yang dilakukan oleh aparat militer di Aceh akan
diadili pada pengadilan sipil di Aceh”. prajurit TNI yang
melakukan kejahatan sipil di aceh tidak bisa di adili di
pengadilan sipil. Karena tidak ada perundang-undangan
yang mengaturnya.

CMI, GAM dan Pemerintah RI harus
memfasilitasi mekanisme pengadilan
sipil bagi aparat militer yang melakukan
kejahatan sipil di Aceh tidak dalam
bentuk sidang koneksitas sesuai dengan
amanah MoU Helsinki poin 1.4.5.

Tidak dilakukan

CMI,GAM dan
Pemerintah RI
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Lampiran 3 Dokumentasi

Wawancara dengan pakar hukum tata negara, Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M
di Jakarta

TR
v
3

Wawancara dengan Tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Perunding MoU Helsin-
ki di Banda Aceh
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Wawancarai PYM WN Tgk Malik Mahmud Al Haythar, Penandatangan MoU
Helsinki, di Meuligo Wali Nanggroe, di Aceh Besar

1! G

Wawancara dengan Wakil Presiden RI perioden (2004-2009) dan periode (2014-
2019) Dr. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, sebagai pencetus perdamaian (MoU),
di Jakarta
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Wawancara dengan Dr. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla dan Hamid Awaluddin,
Ph.D perwakilan dari Indonesia (Menteri Hukum dan HAM) di Jakarta

Wawancara dengan Tgk. Kamaruddin Abubakar (Abu Razak) di Banda Aceh
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Wawancara dengan Sekretariat Jendral DPR-RI di Jakarta

Wawancara dengan Kementrian Hukum dan HAM
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Wawancara dengan Laksamana Muda (Purn) TNI Soleman B. Ponto, S.T., M.H.,
(salahsatu perwakilan dari RI)

Wawancara dengan Dirjen Otonomi dan Keuangan Daerah Kementerian Dalam
Negeri di Jakarta
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Wawancara dengan H. Muhammad Nasir Djamil, S.Ag., M.Si. (anggota DPRRI)
sebagai Tim Pemantau DPR RI terhadap implementasi MoU Helsinki antara Pe-
merintah RI-GAM.

Wawancara dengan Kedutaan Besar Finlandia di Jakarta
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Wawancara dengan Laksamana Muda (Purn) TNI Soleman B. Ponto, S.T., M.H.,
(salahsatu perwakilan dari RI)

Wawancara dengan Dirjen Otonomi dan Keuangan Daerah Kementerian Dalam
Negeri di Jakarta
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RIWAYAT HIDUP PENULIS

TEUKU KAMARUZZAMAN, Lahir di Lhokseumawe, 20 September
1960. Managing Partners Teuku Kamaruzzaman & Partners Legal Coun-
sellor, Advocat dan Konsultan Hukum, sebagai External Legal PT Medco
E&P Malaka, Oil and Gas Company, dari Tahun 2015 hingga saat ini. Stu-
di Pertama dan Menengah di Lhokseumawe dan Bireuen, serta menyele-
saikan Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Aceh
Tahun 1988. Ketua III Senat Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala (Un-
syiah) (1986-1989), Ketua Bidang Hukum GAPENSI Aceh Utara (1995-
2000), Ketua Pemuda Pancasila Aceh Utara (1996-1999).

Negosiator saat periode konfik Aceh mewakili GAM dalam kesepa-
katan damai Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM (Juni 2000 -
Mei 2003) yang difasilitasi oleh Henry Dunant Centre Geneva-Swiss, di
Geneva, Bavoa, Swiss dan Aceh. Dua kali di penjarakan oleh Pemerintah
Republik Indonesia, Agustus 2001 (Polda Aceh) dan 2003-2005 (Sukami-
skin-Jawa Barat) dengan vonis Pidana Makar 13 Tahun. Setelah MoU Hel-
sinki sebagai Sekretaris Badan Pelaksana BRR NAD - Nias (Juli 2006 - 27
Agustus 2008). Selanjutnya sebagai Founder and Members of Board, In-
ternational Centre on Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS) sejak 2009
- sekarang.

Pembekalan Materi Proses Perdamaian dan Rehabilitasi Rekonstruksi
Aceh-Nias, kepada 14 Calon Kepala Perwakilan/Duta Besar Republik In-
donesia di Gedung Diklat Depatemen Luar Negeri Republik Indonesia, Ja-
karta 22 Februari 2008. Narasumber di Harvard University, Boston, United
State of America (24-27 Oktober 2007) pada Conference at Harvard Uni-
versity on The Future of Aceh: The Remainders of Violence and the Peace
Prosess in Nanggroe Aceh Darussalam. Makalah “Challenges for Combining
post — Tsunami and post — Conflict Rebuilding and Economic Reconstruc-
tion” Pendidikan di Singapore (19 Juli 2007 - 16 Agustus 2007). Pelati-
han Program Peningkatan Kapasitas Individual. (Fulltime Course Invoice)
di British Council Singapore. Pembicara dengan makalah: “Potensi Konflik
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Aceh dimasa Depan”ICAIOS 1st International Conference on Aceh and In-
dian Ocean Studies, sebagai Pembicara dengan makalah: Potensi Konflik
Aceh Masa Depan” di Banda Aceh 24 - 27 February 2007. Narasumber
pada Simposium and Seminar The 21st Century COE Program “Creation of
Agent Based Sosial Systems Science” dengan makalah “Proses Rekonstruksi
dan Perdamaian Aceh” di Institute of Tehnology, di Departement of Value
Decision Science (VALDES) Tokyo, Jepang pada September 2006. Anggota
The 24th Annual Conference of The Association of South East Asian Studies
in The UK (ASEASUK) di Liverpool, Inggris pada tanggal 20 — 22 July 2008.
Observer pada Rencana Signing Ceremony of the Memorandum of Agree-
ment on The Ancestral Domain between the Goverment of the Republic of
Philipines (GRP) and Moro Islamic Liberation Front (MILF) di Kuala Lum-
pur, Malaysia. Anggota Delegasi Perunding RI untuk Pemerintah Colum-
bia di Bogota pada tahun 2013, Delegasi dipimpin Menteri Luar Negeri RI
Retno Marshudi, yang diutus oleh Wakil Presiden Republik Indonesia H.
Jusuf Kalla.

RUSTAM EFFENDI. Lahir di Lhokseumawe pada 26 November 1962.
Anak kedua dari lima bersaudara ini, menempuh pendidikan sejak SD,
SMP, hingga SMA di kota kelahirannya. Kemudian, melanjutkan pendi-
dikan Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala dan
tamat pada Tahun 1987. Pendidikan Strata Dua (S2) diselesaikannya pada
Tahun 1999 di Fakulti Ekonomi Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM),
Bangi, Malaysia, jurusan Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan. Saat
ini sedang menyelesaikan pendidikan akhir studi doktoralnya (S3) di Uni-
versiti Sains Malaysia (USM), Pulau Penang, juga dalam bidang perenca-
naan. Aktif terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian. Banyak membantu
pemerintah daerah dalam menyusun pelbagai dokumen perencanaan pem-
bangunan daerah (RPJMD, Rencana Strategis, Feasibility Study, dan lain-
lain). Menjadi fasilitator pada beberapa diklat perencanaan yang diseleng-
garakan Pusbindiklatren Bappenas bersama FEB Unsyiah seperti Diklat
Fungsional Penjenjangan Perencana (FPP) Tingkat Pertama dan Muda,
Diklat Green Economy, dan Diklat Substantif lainnya. Sering berkontribusi
pemikiran, khususnya untuk isu-isu ekonomi didalam berbagai seminar/
diskusi dan media massa
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PROFESSOR DAHLAN, S.H., M.H. lahir di Lambada Aceh Besar, 28 Ma-
ret 1944, pendidikan S1 fakultas Hukum Unsyiah, S2 Pascasarjana Univer-
sitas Indonesia (UI). Guru besar emeritus golongan IV E, fakultas hukum
universitas Syiah Kuala, pernah menjadi dekan dua periode, menjadi ket-
ua perwakilan Komnas HAM, ketua program Pascasarjana magister ilmu
hukum, sekretaris senat universitas Syiah Kuala, sekarang sebagai tenaga
pengajar tetap program Pascasarjana magister ilmu hukum Pancasila Budi
Medan.

PROF DR FARID WAJDI IBRAHIM, MA, Tempat Lahir: Rukoh, Aceh
Besar, 05 Maret 1961, S1 dan S2 di Institut Agam Islam Negeri (IAIN) Ar
Raniry, S3 di University Sans Malaysia (USM) P Pinang Malaysia (2000).
Dosen/Aparatur Sipil Negara (ASN) IAIN/UIN Ar Raniry sejak 1994 hing-
ga sekarang, pernah menjabat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Rektor di
IAIN/UIN Ar Raniry, Guru Besar dalam Bidang Pemikiran Islam/IV/d.

PROEF. DR. JAMALUDDIN, SH, M.HUM, Tempat/Tanggal Lahir: Blang
Puuk, Nagan Raya/19 September 1965. Menyelesaikan pendidikan SD
dan SMP di Beutong Nagan Raya, SMA Meulaboh Aceh Barat, lulusan S1
Fakultas Hukum Unsyiah, S2 dan S§3 PPs USU Medan. Sejak tahun 1990 di-
angkat sebagai dosen tetap Yayasan Pendikan Malikussaleh dan pada tahun
2001 menjadi dosen CPNS serta Tahun 2002 menjadi dosen PNS Fakul-
tas Hukum Unimal sampai sekarang. Pernah menjabat Pembantu Dekan
Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Unimal tahu 1994 - 1997, Dekan
Fakultas Hukum tahun 1998 - 2002, Pembantu Rektor bidang Akademik
tahun 2001 - 2006, Direktur Pascasarjana STAIM Malikussaleh tahun 2013
- 2015, Dekan Fakultas Hukum Unimal sejak Tahun 2015 sampai sekarang.
Pernah menjabat Kepala BRA Kab. Nagan dan beberapa Jabatan Eselon
Dua di Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya. Pernah menjadi Tim peny-
usun RPJM Nagan Raya tahun 2007, ketua Tim Penyusun RPJM Bireun ta-
hun 2017, Tenaga Ahli Banleg DPRK Aceh Utara sejak Tahun 2012 hingga
sekarang, tenaga Ahli Bupati Biureun tahun 2019, anggota Panser seleksi
Jabatan Tinggi Pratama Kabupaten Biureun tahun 2018 dan 2019. Meng-
hasilkan berbagai Karya ilmiah, baik dalam bentuk buku referensi, buku
ajar, maupun menulis dalam jurnal, baik nasional maupun internasional
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dari hasil berbagai penelitian. Sebagai Guru Besar dalam bidang Hukum
Perdata dengan Pangkat/Gol Pembina Utama Madya/ IV/d pada Fakultas
Hukum Unimal.

ZAINAL ABIDIN, S.H.,M.Si.,M.H. lahir di Langsa 15 Desember 1967.
Pendidikan SD s.d SLTA di Langsa, S1 Fakultas Hukum Univ Syiah Kuala
Banda Aceh, S2 pertama Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, S2
kedua Fakultas Hukum Univ Syiah Kuala Banda Aceh dan sedang menyele-
saikan Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Andalas Padang. Ri-
wayat Pekerjaan: Dosen Fakultas Hukum Univ Syiah Kuala, 1994 sampai
dengan sekarang, Sekretaris Bagian Hukum Tara Negara FH Unsyiah 2005-
2008, Ketua Program Pendidikan Ilmu Pemerintahan Fisip Unsyiah 2014-
2017, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Banda Aceh 2003-2004,
Komisi Independen Pemilihan (KIP) NAD 2005-2008, Komisi Indepen-
den Pemilihan (KIP) Aceh 2008-2013, Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (DKPP) RI-Aceh 2014-2018, Tenaga Ahli Banleg DPRA 2016-2017,
Tenaga Ahli Komisi I DPRA 2018-2019.

DR. SANUSI BINTANG, S.H., M.L.L.S., LL. M, dosen Fakultas Hu-
kum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), lahir di Aceh Besar 19-12-1962,
menamatkan program sarjana dari Fakultas Hukum Unsyiah, program
magister pertama dari Dalhousie University, Halifax, Canada, program
magister kedua dari Washington College of Law, American University,
Amerika Serikat dan program doktor dari Pascasarjana Unsyiah. Bidang
keahliannya adalah hukum kontrak internasional dan hukum ekonomi.
Pernah mengikuti pelatihan, al, dosen hukum ekonomi pada Universitas
Indonesia, pelatihan hak asasi manusia pada International Human Rights
Training Program, John Abbott College, Montreal, Kanada dan pada Train-
ing for Human Rights Trainers, Faculty of Law, Lund University, Stockholm,
Swedia. Pernah menulis buku, al, Hukum Hak Cipta, Hukum Ekonomi dan
Bisnis, dan Perancangan Kontrak Internasional. Pernah publikasi artikel
pada jurnal internasional bereputasi (terindeks pada Scopus), International
Journal of Law and Management dengan topik desentralisasi jaminan sosial
kesehatan nasional Indonesia.
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M. YAKUB AIYUB KADIR, adalah seorang dosen di fakultas Hukum
Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia. Dia lahir di Lamkawe 7 Juni
1977. Pendidikan S1 di Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, S2 dalam bidang
hukum Internasional di Oxford Brookes University, Inggris dan PhD da-
lam bidang Hukum Internasional di Anglia Ruskin University, Inggris.
Ia bekerja di beberapa lembaga kemanusiaan pasca gempa dan tsunami
di Aceh 2004, yaitu manajer perlindungan kemanusiaan World Vision,
Wakil Koordinator Wilayah Aceh untuk Program Pengembangan Keca-
matan  manajer pengembangan hukum di Badan Rehabilitasi dan Re-
konstruksi (BRR) Aceh dan Nias, peneliti di Pusat Perdamaian dan Res-
olusi Konflik Unsyiah-Aceh. Dosen Tamu (Visiting Lecturer) di University
of Bedfordshire Inggris pada tahun 2018, Ketua Kelas Internasional Fakul-
tas Hukum Unsyiah 2019, Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas Hukum
Unsyiah 2020. Penelitiannya difokuskan pada hukum internasional, hak
asasi manusia, Hukum Pidana Internasional dan resource nationalism.
Web page: http://fsd.unsyiah.ac.id/muyakadir/. Email: m.yakub.akadir@
unsyiah.ac.id

DR. TAUFIQ CARNEGIE DAWOOD SE. M.Ec.Dev. Dilahirkan pada
tanggal 28 Maret 1973 di Banda Aceh, Provinsi Aceh. Jenjang pendidikan
tinggi di Strata-1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Juru-
san Ekonomi Pembangunan dengan konsentrasi Ekonomi Internasional.
Memperoleh Masters of Economic Development dari The Australian Nation-
al University dibawah bimbingan Prof. Ross McLeod. Memperoleh gelar
Philosophical Doctor (PhD) in economics dari The Economics Department,
The University of Kansas dibawah bimbingan Prof. William A. Barnett, Prof
Shu Wu dan Prof John Keating. Konsentrasi pada jenjang PhD adalah mak-
roekonomi, ekonometrika Dan Ekonomi keuangan. Aktif menulis artikel
ilmiah ilmu Ekonomi di jurnal internasional terindeks Scopus, jurnal na-
sional terakreditasi Sinta 2 serta jurnal-jurnal lainnya. Sejak 1998, penulis
diangkat sebagai dosen tetap pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universi-
tas Syiah Kuala. Penulis juga pernah menjadi konsultan di The World Bank
dan penulis pernah menjadi Graduate Teaching Assistant di The University
of Kansas.
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DR.IRWAN SAPUTRA, S.Kep, MKM. Dilahirkan di Buloh Blang Ara, 16
Oktober 1978.Menamatkan S1 Keperawatan di Fakultas Kedokteran Un-
syiah pada tahun 2003, S2 Kesehatan Masyarakat di Universitas Indone-
sia pada Tahun 2008, kemudian melanjutkan S3 di Universiti Kebangsaan
Malaysia dan United Nations University - International Institute for Global
Health Malaysia. Saat ini sebagai pengajar pada Program Magister Keseha-
tan Masyarakat Unsyiah. Sejak 2015 aktif sebagai Konsultan Pengemban-
gan Pelayanan Kesehatan berbasis Islami di Rumah Sakit dan Puskesmas.

DR. MUHAMMAD ABRAR, SE. M.Si, dilahirkan di Dayah Kleng pada
tanggal 2 Agustus 1977, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Pendidikan
yang ditempuh penulis menamatkan Sekolah Dasar di SD Negeri Kota
Meureudu, kemudian menyelesaikan pendidikan di SMP Negeri I Meureu-
du pada tahun 1992 dan selesai di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Meu-
reudu pada tahun 1995. Jenjang pendidikan tinggi di Strata-1 pada Fakul-
tas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Jurusan Ekonomi Pembangunan,
mendapatkan gelar SE pada tahun 2000 dan melanjutkan Strata-2 pada
Magister Ilmu Ekonomi Pembangunan Program Pascasarjana Unsyiah
(PPS UNSYIAH) dan memperoleh gelar Master Ilmu Ekonomi (M.Si) pada
tahun 2012. Selanjutnya Penulis melanjutkan Strata-3 Pada Program Studi
Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Desa (PWD) Pascasarjana
IPB pada tahun 2013 dan mendapatakan gelar Doktor Perencanaan Pem-
bangunan Wilayah dan Desa pada tahun 2018 dibawah bimbingan Prof.
Dr.Ir. Bambang Juanda, MS, Prof. Dr. Muhammad Firdaus, M.Si dan Dr.Ir.
Dedi Budiman Hakim, MEc. Sejak 2005 penulis diangkat sebagai dosen
tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala sampai
sekarang. Penulis aktif menulis dibidang perencaan pembangunan wilayah
di jurnal publikasi Internasional terindeks Scopus.

SUFYAN. Lahir di Plimbang 31 Desember 1966, dosen Fakultas Hukum
Universitas Syiah Kuala, Pendidikan S1 dan S2 diselesaikan di Fakultas Hu-
kum Universitas Syiah Kuala. Pernah menjabat Wakil Dekan Bidang Ke-
mahasiswaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Syiah Kuala.
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Buku kami ini dapat menjadi dokumen sejarah ditandatanganinya
Kesepakatan MoU Helsinki yang merupakan hasil perjuangan pan-
jang rakyat Aceh dalam konflik yang hampir selama 30 tahun, guna
memosisikan dirinya dalam bentuk baru hubungan antara Aceh
dengan pemerintah pusat di Jakarta
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